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ABSTRAK

Judul : Dasar Filosofis Dan Konteks Historis Wawasan Kebangsaan
Dalam Kurikulum Al Islam Dan Kemuhammadiyahan Di
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Peneliti . Anita Puji Astutik
Promotor . Prof. H. Achmad Jainuri, M.A. Ph.D.
Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A.
Kata Kunci  : Wawasan Kebangsaan, Internalisasi, Kurikulum, Al Islam dan

Kemuhammadiyahan

Di zaman keterbukaan informasi ini negara kita dihadapkan dengan
berbagai macam ideologi ekstrem. Fenomena maraknya isu gerakan anti
nasionalisme di beberapa Perguruan Tinggi menggugah pimpinan Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo melakukan tindakan preventif dengan sasaran
mahasiswa yang mengalami perubahan identik dengan ciri-ciri kelompok
gerakan Islam radikal. Tindakan preventif lainnya adalah dengan
mengoptimalkan internalisasi nilai kebangsaan dalam materi wawasan
kebangsaan pada matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan Il1.

Penelitian ini menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana dasar filosofis
dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah?
(2) Bagaimanakah proses perumusan materi wawasan kebangsaan
Muhammadiyah dalam kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan? (3)
Bagaimanakah internalisasi  nilai  kebangsaan  Muhammadiyah  untuk
mengaktualisasikan materi wawasan kebangsaan di Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo?

Penelitian  kualitatif  ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan
multidiciplinary approach. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,
pengamatan dan dokumentasi. Analisis datanya adalah proses reduksi, penyajian
dan verifikasi data dengan mengecek sebuah kualitas data menggunakan teknik
presistent observation dan triangulasi.

Hasil penelitian ini, pertama, dasar filosofis wawasan kebangsaan dalam
pendidikan Muhammadiyah merujuk pada 7 falsafah ajaran Muhammadiyah.
Konteks historisnya terlihat pada konsistensi Muhammadiyah dalam memajukan
bangsa. Kedua, proses perumusan materi wawasan kebangsaan diawali dengan
rekonstruksi materi Al Islam dan Kemuhammadiyahan 11l dengan PKn melalui
pendekatan civic education. Peninjauan  kurikulum Al Islam dan
Kemuhammadiyahan Il perlu dilakukan lagi sesuai dengan rumusan
Muhammadiyah Da>rul ‘Ahdi Wa Shaha>dah. Ketiga, aktualisasi materi
wawasan kebangsaannya melalui program amal usaha Muhammadiyah yang
meliputi MDMC dan LAZIZMU serta kegiatan internal melalui UKM Hizbul
Wathan, KKN Muhammadiyah Untuk Negeri, dan PKM.
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ABSTRACT

Title . Philosophical Basis and Historical Context of Nationalistic Insights
In the curriculum of Al Islam and Kemuhammadiyahan at
Muhammadiyah University, Sidoarjo

Researcher : Anita Puji Astutik

Promoter : Prof. H. Achmad Jainuri, M.A. Ph.D.

Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A.

Keywords : Nationality Insight, Internalization, Curriculum, Al Islam and

Kemuhammadiyahan

In this age of information disclosure, our country is confronted with a
variety of extreme ideologies. The phenomenon of the rise of the issue of the anti-
nationalism movement in several universities aroused the leadership of the
Muhammadiyah University of Sidoarjo to take preventive actions with the target
of students experiencing changes identical to the characteristics of the radical
Islamic movement group. Another preventive measure is to optimize the
internalization of kebamgsaan values in the material of national insight in the
subjects of Al Islam and Kemuhammadiyahan I11.

This research answers the problem formulation: (1) What is the
philosophical basis and historical context of nationalism insight in
Muhammadiyah education? (2) What is the process of formulating material on
Muhammadiyah's nationality insight in the Al-Islam and Kemuhammadiyahan
curriculum? (3) How is the internalization of the values of Muhammadiyah’s
nationality to actualize the material on the concept of nationalism at
Muhammadiyah University, Sidoarjo?

This qualitative research uses a case study with a multidiciplinary
approach. Data collection techniques using interviews, observation and
documentation. Data analysis is the process of reducing, presenting and verifying
data by checking a quality of data using the techniques of presistent observation
and triangulation.

The results of this study are, first, the philosophical basis of the concept
of nationalism in Muhammadiyah education refers to 7 philosophies of
Muhammadiyah. The historical context is seen in the consistency of
Muhammadiyah in advancing the nation. Second, the process of formulating
national insight material begins with the reconstruction of Al Islam and
Kemuhammadiyahan 1lIl material with Civics through the civic education
approach. Al Islam and Kemuhammadiyahan Il curriculum review needs to be
done again in accordance with the formulation of Muhammadiyah Da>rul ‘Ahdi
Wa Shaha>dah.. Third, the actualization of material on nationalism insight
through the Muhammadiyah business charity program which includes MDMC
and LAZIZMU and internal activities through UKM Hizbul Wathan,
Muhammadiyah Community Service Community Service Program, and PKM.

xii
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Islam di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar
dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya gerakan Islam bertujuan kepada
tegaknya agama Islam di muka bumi agar kesejahteraan dan kedamaian umat
Islam terwujud. Dua organisasi terbesar di Indonesia telah memberikan
kontribusi terhadap pembentukan kemasyarakatan dan nasionalisme di Indonesia.

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang dikenal sebagai gerakan
Islam ‘amar ma’ruf nahi munkar, yang berbentuk tajdid atau pembaharuan di
bidang keagamaan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan pendidikan. Dalam
pengamalannya, Muhammadiyah meyakini Alquran dan Sunnah sebagai sumber
pergerakannya. Tafsir atas Alquran diturunkan pada tataran praksis dan
diterjemahkan menjadi gerakan nyata. Pada saat Muhammadiyah muncul di
panggung sejarah, kondisi masyarakat mengalami kerusakan dalam bidang
kepercayaan, kebekuan dalam bidang hukum fikih, kemunduran dalam bidang
pendidikan, dan kemiskinan rakyat serta hilangnya rasa gotong royong.t

Muhammadiyah sebagai bagian dari Umat Islam dan bangsa Indonesia,
sejatinya dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran, wacana dan

paradigma mengenai politik yang kondusif bagi keberlangsungan negara

M. Yunan Yusuf, Teologi Muhammadiyah; Cita Tajdid dan Realitas Sosial (Jakarta: Uhamka
Press, 2005), 85.



Indonesia. Dalam bidang politik, Muhammadiyah bergerak sesuai dengan
khittahnya sebagai panduan langkah-langkah dalam berjuang. Salah satu khittah
perjuangan Muhammadiyah berisi pernyataan tentang Muhammadiyah dan
politik.2 Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud
dari dakwah ‘amar ma’ruf nahi munkar dengan berjalan sesuai cita-cita luhur
bangsa.

Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 111 pasal 6 menjelaskan bahwa maksud
dan tujuan Muhammadiyah ialah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi
Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.’
Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang tertera dalam Maksud dan Tujuan
Muhammadiyah di atas, oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai
masyarakat tauhid yang moderat, teladan inklusif dan toleran, solid dan peduli
sesama serta mempunyai kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah
di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan dan
keharmonisan serta cepat menyadari kesalahan dan  kekhilafan  untuk
kemudian meminta maaf sehingga ummah terhindar dari dosa dan durhaka
yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan
akhirat.*

Elemen pengetahuan dan wawasan keagamaan menduduki posisi penting.

Namun, dalam pandangan keagamaan Muhammadiyah, pelaksanaannya dalam

2 Haedar Nashir, Khittah Muhammadiyah tentang Politik (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
2008), 16.
3PP Muhammadiyah, Anggaran Dasar Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
2005), 5.

4Fatah Wibisono, Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya: Kajian Teks, PP Muhammmadiyah
Majlis Tarjih dan Tajdid, 3.



tindakan nyata dianggap lebih penting. Ide ini memiliki dasar dalam doktrin
pokok agama Islam, yang dipahami mencakup amalan nyata sebagai komponen
penting dari makna iman.® Pada hakikatnya, yang menjadi landasan pokok
pergerakan Muhammadiyah adanya kekuatan teologis surat al-Ma’un® yang
diajarkan oleh KH Ahmad Dahlan. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya
pada dekade awal abad ke-20 tentang pemahaman Surat al-Ma‘un, yang
mengajarkan bahwa ibadah ritual tidak ada artinya jika pelakunya tidak
melakukan amal sosial. Teologi ini didasarkan pada Al-Qur’an yang
diterjemahkan dalam tiga pilar  kerja, yaitu: healing, schooling, dan feeding.
Teologi ini diklaim mampu membuat organisasi ini bertahan hingga 100 tahun
lebih.” Terbukti sampai saat ini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah,
rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lain.

Penafsiran KH Ahmad Dahlan terhadap surat Al-Ma’un yaitu terdapat tiga
kegiatan utama: pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin, serta
melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar doktrin-doktrin
sakral dan kurang berbunyi secara sosial menjadi kerjasama atau koperasi untuk
pembebasan manusia. Dalam konteks inilah teologi kerja Islam doktrin suci yang
melampaui absolutisme teologis yang lebih bercorak standar ganda dengan masalah

kemiskinan menjadi teologi kerjasama atau (ta ‘awanu ‘ala al-birri wa at- tagwa).®

SMas Mansur, 12 Tafsir Langkah Muhammadiyah (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, Masjid
Tabligh), 8-10.

%al- Qur’an, 107.

"Andri Gunawan, Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga
Muhammadiyah (Theology of Surat al-Maun and Social Praxis in the Life of Muhammadiyah
Citizens), SALAM, Vol. 5 No.2 (2018), 163.

8lbid., 161.



Pedoman utamanya adalah konsep tauhid yang menuntut ditegakkannya
keadilan sosial, karena dilihat dari kacamata tauhid, setiap gejala
eksploitasi manusia atas manusia merupakan pengingkaran terhadap persamaan
derajat manusia di depan Allah. Dengan demikian, jurang yang menganga lebar

antara lapisan kaya dan lapisan miskin yang selalu disertai kehidupan yang

eksploitatif merupakan fenomena yang tidak tauhid, bahkan anti-tauhid.”

Beberapa pesan yang dapat ditangkap dari surat al-Maun, diantaranya
adalah; pertama, orang yang menelantarkan kaum dhu’afa (mustad’afin 1°
tergolong kedalam orang yang mendustakan agama. Kedua, ibadah shalat
memiliki dimensi sosial, dalam arti tidak ada faedah shalat seseorang jika tidak
dikerjakan dimensi sosialnya. Ketiga, mengerjakan amal saleh tidak boleh
diiringi dengan sikap riya. Keempat, orang yang tidak mau memberikan
pertolongan kepada orang lain, bersikap egois dan egosentris termasuk
kedalam orang yang mendustakan agama.'!

Tekad untuk menghidupkan lagi spirit al-Ma’un diperlukan demi
kemajuan hidup berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang telah termaktub
dalam  Khittah  perjuangan Muhammadiyah. Melalui  persyarikatan
Muhammadiyah, gerakan sosial diimplementasikan untuk membangun rasa

senasib dan sepenanggungan sebagai warga negara. Inti dari empat pesan yang

* M. Amien Rais, Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan
Amar Ma ruf Nahi Munkar (Bandung: Zaman, 1998), 41.

Ada perbedaan makna antara kata dhuafa dan mustadh’afin, yaitu kata dhuafa lebih
merujuk pada “orang yang lemah” dalam arti bawaan sejak lahir atau karena musibah dan
kecelakaan (QS. Al-Taubah: 91), yang terakhir merujuk kepada “orang-orang yang
dilemahkan/ditindas” oleh pihak lain yang lebih berkuasa dan kuat (QS. Al-Anfal: 26).

HAndri Gunawan, Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga
Muhammadiyah, 162.



terkandung dalam surat al-Ma’'un yang menjadi cita-cita sosial

Muhammadiyah,bisa disimpulkan diantaranya yaitu ukhuwah (persaudaraan),

hurriyah (kemerdekaan), musawah (persamaan), dan ‘adalah (keadilan).12
Spirit inilah yang ditangkap oleh KH Ahmad Dahlan dan
diimplementasikannya dalam  kehidupan  sosial melalui persyarikatan
Muhammadiyah.

Pemikiran KH Ahmad Dahlan tentang Tauhid Al-Ma’un bagi
Muhammadiyah ibarat senjata untuk mengabdikan diri kepada bangsa
Indonesia. Karena Tauhid Al-Ma’un merupakan gerakan sosial kemasyarakatan
yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah berpandangan
bahwa gerakan kemanusiaan merupakan Kiprah dalam kehidupan bangsa dan
negara dan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah
amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak
zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia.*®

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam menyadari sepenuhnya bahwa
Negara Indonesia merupakan tempat menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah
bersama komponen umat Islam dan bangsa Indonesia lainnya berjuang dalam
gerakan kebangkitan nasional menuju kemerdekaan dan berperan aktif dalam
mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17

Agustus 1945. Karenanya sebagaimana yang terkandung dalam butir kelima

12 | bid.
13 Sugeng Riadi, Abdul Rahman A. Ghani, Muhammadiyah Transformasi Pendidikan; Mencari
Format Pendidikan Muhammadiyah Yang Antisipatoris (Jakarta: UHAMKA Press, 2000), 13.



Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) tahun
1969, sebagai suatu kesyukuran serta wujud tanggungjawab keagamaan
dan kebangsaan “Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia
yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-
sumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-
sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah
Subhanahu wa ta’ala: “baldatun tayyibatun wa Rabbun ghatur’.**

Peran Muhammadiyah dan para tokohnya dalam mengemban misi Islam
berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya Negara Indonesia
Merdeka pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah melalui para pemimpinnya
terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pada
berbagai periode pemerintahan hingga periode reformasi, pengabdian
Muhammadiyah terhadap bangsa dan negera terus berlanjut. Khidmat kebangsaan
ini lahir dari pesan ajaran Islam yang berkemajuan dan didorong oleh keinginan
yang kuat agar Indonesia mampu melangkah ke depan menjadi negara dan bangsa
yang unggul di segala bidang kehidupan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan.
Kiprah dan pengkhidmatan Muhammadiyah sepanjang lebih satu abad itu
merupakan bukti bahwa Muhammadiyah ikut berkorban, dan memiliki saham
yang besar dalam usaha-usaha kemerdekaan dan membangun Negara Indonesia.™

Karenanya Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berkiprah membangun dan

14 Disampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makasar, PP Muhammadiyah, Negara
Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahada (Jakarta: Grama Surya, 2015), 12.
5 1bid, 9-10.



meluruskan arah Indonesia sebagai Negara Pancasila yang maju, adil, makmur,
bermartabat, dan berdaulat.

Seiring dengan faham Muhammadiyah yang bercorak praksis, maka
komitmen wawasan kebangsaan Muhammadiyah tersebut diejawantahkan
dalam bentuk amal perbuatan (with action). Hal ini seperti disinyalir oleh Buya
Syafi’i Maarif yang menyatakan bahwa Muhammadiyah tampak menonjol
sebagai gerakan amal.’® Wawasan kebangsaan ini harus benar- benar terealisasi
dalam kehidupan nyata sehari-hari. Karena pada hakekatnya wawasan
kebangsaan merupakan cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam
lingkungan nusantara dan demi kepentingan nasional.

Menurut pandangan KH Ahmad Dahlan bahwa betapapun bagus program
itu, ia tidak akan mencapai tujuan apapun kecuali jika ia praktikkan. Sejak
berdiri, Muhammadiyah telah membangun infrastruktur bangsa yang berbentuk
filantropi. Hal tersebut berbasis pada komitmen Muhammadiyah untuk
membentuk kesalehan religius sebagai kunci kesatuan bagi kemakmuran bangsa.
Gerakan-gerakan yang dilakukan Muhammadiyah diprioritaskan untuk
mengembangkan kebajikan kemanusiaan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan
politik bagi kepentingan publik.’

LAZISMU  merupakan gerakan Zakat, Infag dan Shadagah
Muhammadiyah yang amanah, profesional, transparan, dan produktif sesuai

dengan syariat Islam dan kemanusiaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

16A. Syafi’i Maarif, Islam Kekuatan Doktrin dan kegamangan Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1997), 130.

17 Achmad Jainuri, ldeologi Kaum Reformis; Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah
Periode Awal (Surabaya: LPAM, 2002), 185.



dan  kemaslahatan =~ umat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
LAZIZMU harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara
perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian dana ZIZKA. Kegiatan diatas
merupakan sebagaian dari layanan Muhammadiyah sebagai diversifikasi dakwah
yang bersifat kemanusiaan.®

Muhammadiyah telah memiliki Lembaga Penanggulangan Bencana
Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dikenal dalam bahasa Inggris
“Muhammadiyah Disaster Management Center” atau disingkat MDMC untuk
menguatkan komitmennya untuk visi kemanusiaan yang diterjemahkan ke dalam
amal nyata,, Lembaga ini dirintis tahun 2007 dengan nama “Pusat
Penanggulangan Bencana” yang kemudian dikukuhkan menjadi lembaga yang
bertugas mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam Kkegiatan
penanggulangan bencana oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pasca Muktamar
tahun 2010.1°

Penanggulangan bencana adalah bagian dari nafas pergerakan
Muhammadiyah sejak pendiriannya di tahun 1912 yang lalu. Komitmen ini telah
diwujudkan baik dalam norma organisasi maupun dalam wujud nyata gerakan
dengan berbagai karya inovatifnya sebagai pengusung gerakan Islam
Berkemajuan. Berdirinya Majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO)
sebagai perangkat pelaksana misi persyarikatan di periode awal berdirinya

organisasi, kemudian melahirkan berbagai varian aktualisasi ajaran Islam yang

18 PP Muhammadiyah, Pedoman & Panduan Lazizmu; Memberi Untuk Negeri, 8- 9.
19 Indah Ahdiah, "Dinamika Penyintas Menjadi Relawan”, Dialektika, Vol. 4, No. 1 (Februari,
2019), 38.



terus mengusahakan amalan terbaiknya dalam pemecahkan masalah
kemanusiaan.?’ Gerakan sosial Muhammadiyah yang secara praksis ikut serta
dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan sejahtera, sebagaimana
dalam ciri kepribadian Muhammadiyah yang kesembilan diantaranya adalah
membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain  dalam
memelihara dan membangun Negara mencapai masyarakat adil dan makmur
adalah LAZ1ZMU dan MDMC.

Persyarikatan Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase
zaman yang sarat dinamika yang dihadapi dengan penuh perjuangan sejak dari
awal berdirinya. Dalam kehidupan kebangsaan, rumusan pernyataan Pikiran
Muhammadiyah Abad Kedua menyebut bahwa Muhammadiyah menjadi pilar
penting masyarakat madani (civil society) yang demokratis, menghargai hak asasi
manusia, berwawasan kemajemukan, serta bersikap responsif dan kritis kepada
pemerintah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Pandangan kebangsaan
Muhammadiyah tersebut menegaskan komitmen tentang Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta konsisten dalam
mengintegrasikan ke-1slam-an dan ke- Indonesia-an.?*

Dalam hubungannya dengan negara dan bangsa Indonesia, Muhammadiyah
sebagai organisasi gerakan dakwah Islam ‘amar ma’ruf nahi munkar adalah
bagian integral dari bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah akan berusaha

untuk senantiasa berusaha dengan segala daya dan kekuatan yang dimiliki untuk

20 |bid.

2l Dikdik Baehaqi dan Syifa, “Studi tentang Negara sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk
Penguatan Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas KH Ahmad Dahlan”,
Civics, Vol. 14,No.2 (Oktober, 2017), 207.
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membangun Indonesia sebagai komitmen ke- Indonesiaan dan sebagai wujud
pengamalan agama Islam menurut paham agama Muhammadiyah.?

Untuk memperkuat komitmen kebangsaan itu, telah pula dirumuskan satu
pernyataan monumental tentang komitmen kebangsaan Muhammadiyah, yaitu
rumusan tentang Negara Pancasila sebagai Darul ’ahdi Wa Shahadah pada
Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun yang lalu. Konsep ini
sesungguhnya menegaskan komitmen ke-Islam-an dan ke- Indonesia-an yang
dipahami Muhammadiyah. Karena itu, perlu terus disebarluaskan kepada segenap
warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya, maupun kepada khalayak umum
warga negara Indonesia melalui berbagai cara, termasuk melalui proses
pendidikan dan pembelajaran.?® Gerakan pendidikan dalam persyarikatan
Muhammadiyah telah dikenal lama memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,
mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

Pandangan Negara Pancasila sebagai Darul ’ahdi Wa Shahadah berangkat
dari tiga latar belakang utama. Pertama, adanya kelompok-kelompok atau
beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih
mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kedua, adanya realitas bahwa sebagai
bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit membuat
satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. Ketiga, ada sebuah

realitas yang mana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap

22 Disampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makasar, PP Muhammadiyah, Negara
Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah,(Jakarta: Grama Surya, 2015), 12.
23 Baehagi dan Syifa, Studi tentang Negara sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, 208.
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negara Pancasila itu. Terkait dengan tiga realitas inilah kemudian Muhammadiyah
perlu membuat suatu pernyataan bahwa secara organisasi Muhammadiyah telah
menerima Pancasila sebagai bentuk ideal, baik yang bersifat filosofi maupun
ideologis. Bahkan juga secara konstitusional dalam hal berbangsa dan
bernegara.?*

Penegasan komitmen kebangsaan Muhammadiyah dari sisi pendidikan
tinggi perlu direspon positif oleh seluruh penyelenggara dan insan akademika di
lingkungan pendidikan tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah. Komitmen itu harus
mewujud pada segenap aktivitas civitas akademika kampus Muhammadiyah/
Aisyiyah, termasuk mahasiswa. Tidak ada proses yang paling penting, melainkan
melalui pendidikan dan pembelajaran. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
Muhammadiyah mengemban misi dakwah Islam ‘ amar ma’ruf nahi munkar. Misi
itu menjadi bagian penting dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Karena
itu, seluruh aktivitas pembelajaran di lingkungan Perguruan  Tinggi
Muhammadiyah/Aisyiyah harus dapat menjunjung dan menguatkan misi tersebut.
Jika lahir dari setiap kampus pemikiran dan penguatan atas komitmen
kebangsaan itu, maka harapan pengintegrasian ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an
tentu tidak akan mendapat kendala yang berarti.?® Lingkungan Perguruan Tinggi
memiliki peranan penting dalam pergerakan mahasiswanya. Dari situlah mampu
memunculkan kombinasi intelektualitas mahasiswa dengan aksi politik-sosial.

Kesadaran politik sebagai tingkatan dimana individu memperhatikan perpolitikan

24 1bid.
2 1bid., 209.
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dan memahami apa yang dia temukan. Maka seharusnya mahasiswa bisa menjadi
pionir revolusi di Indonesia.

Menurut Ardhana Kurniaji, analisa dan penelitiannya tentang mahasiswa
dan perubahan sosial, yaitu: (1) Mahasiswa berusaha membawa kenyataan
kearah pemikiran tidak kalah pentingnya dengan usaha membawa atau
menerapkan pemikiran kearah kenyataan. Meskipun kadang tindakan pragmatis
kadang perlu diambil oleh  mahasiswa tetapi kiranya tidak dapat dipungkiri
kenyataan bahwa apabila tindakan pragmatis tersebut dituntun oleh pandangan
(konsep) masa depan yang jelas, tindakan tersebut mempunyai bentuk dan akibat
yang jauh berbeda. Inilah yang pada dasarnya membedakan antara tindakan
mahasiswa dengan tindakan negarawan maupun tindakan politisi, (2) Mahasiswa
melakukan perubahan dalam cara berfikir ilmiah, lebih-lebih bila cara berpikir
seperti ini hendak diterapkan pada usaha pembangunan masa depan, baik
nasional, regional, ekonomi, sosial ataupun apa saja. Di dalam masyarakat
primitif, masa depan memang semata-mata ulangan dari masa sekarang,dan masa
sekarang adalah lanjutan belaka dari masa lampau. Sampai sekarang memang
selalu ada kebutuhan untuk menggunakan. Pengalaman masa lampau sebagai
dasar tindakan dibidang politik, sosial maupun ekonomi. Tetapi kenyataannya
membuktikan bahwa pengalaman masa lampau saja tidak cukup, tidak mencukupi
lagi, karena Evolusi berjalan begitu cepat, berhubung perubahan-perubahan saling
beruntun begitu cepat sehingga pengetahuan,masa lampau tidak lagi sanggup
menuntun kita seperti dulu dilakukannya. Dengan merombak cara berpikir ke arah

yang lebih ilmiah mahasiswa berharap tidak akan ada lagi kesenjangan sosial,



13

ekonomi dan politik yang selama ini menyengsarakan rakyat indonesia dalam
kurungan kemiskinan, kriminalitas dan ketidakberdayaan dalam menuju
kehidupanyang adil, sejahtera dan makmur, (3) Semua mahasiswa sekarang tiba
pada saat persimpangan jalan sejarah yang penting. Mahasiswa tidak saja dipaksa
untuk membangun secara sadar masa depan bangsa kita sendiri, tetapi juga
dipaksa mencari tuntunan bagaimana cara berpikir dengan menggunakan nalar
dan insting sebanyak mungkin. Tetapi kita juga kini berada ditengah-tengah krisis
penalaran. Mahasiswa seharusnya mampu memegang tanggung jawab sebagai
pengembang masa depan bangsa ini. Bangsa ini ini sudah terlalu rindu dengan
kemakmuran, kebahagiaan dan kelayakan hidup sebagai manusia. Bangsa ini
sudah bosan dengan balutan kemiskinan yang menghimpit kehidupan dan inilah
saatnya mahasiswa bangkit dan maju untuk masa depan bangsa yang lebih baik.2°

Maka dari itu identitas mahasiswa harus di arahkan menjadi yang lebih
baik karena menurut Klandermans bahwa antisipasi gerakan merupakan bagian
dari aksi kolektif yang berakar pada identitas kolektif.2” Fenomena yang terjadi
belakangan ini adalah maraknya isu munculnya gerakan anti nasionalisme di
beberapa Perguruan Tinggi. Hal ini menggugah beberapa pimpinan Perguruan
Tinggi untuk melakukan tindakan preventif dalam pencegahan gerakan radikal
tersebut.

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah Lembaga pendidikan tinggi

% Ardhana Kurniaji “ Mahasiswa dalam Perubahan” Karya Tulis, Program Studi Budidaya
Perairan Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan Dan IlImu Kelautan Universitas Haluoleo Kendari
2012.

2" Bert Klandermans & Conny Roggeband. Handbook Of Social Movement Across Disciplenes
(New York: Springer 2007).
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Muhammadiyah yang berada di Metropolis yang notabene adalah kawasan
industri. Percepatan Teknologi dan informasi di kawasan tersebut memberikan
dampak yang sangat signifikan terhadap politik kebangsaan mahasiswa. Claasen
menyatakan bahwa kemampuan merespon merupakan salah satu fungsi kesadaran
politik (yang memudahkan penerimaan), dimana dengan kesadaran yang lebih
secara politik dapat merubah keadaan.?®

Perguruan Tinggi Muhammadiyah sudah sepatutnya menanamkan nilai-
nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui mata kuliah AIK. Amal usaha
Muhammadiyah di bidang pendidikan menjadi salah satu media strategis untuk
transformasi nilai dan internalisasi kemuhammadiyahan kepada masyarakat.
Upaya yang dilakukan oleh kampus demi memberikan penguatan Al Islam dan
Kemuhammadiyah adalah melalui penyajian mata kuliah kemuhammadiyahan
sebagai muatan lokal  untuk seluruh mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo yang berlatar belakang sosial, ideologi politik yang
beragam agar memiliki pengetahuan dan wawasan tentang gerakan
Muhammadiyah secara integral.

Komitmen Muhammadiyah dalam mengembangkan wawasan kebangsaan
sebagai manifestasi dari rasa kesatuan dan persatuan bangsa dapat terlihat
dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang menjadi media

transformasi nilai dan ideologi Muhammadiyah melalui lembaga formal

2 Ryan L.Claasen & Benjamin Highton. Policy Polarization among Party Elites and the
Significance of Political Awareness in the Mass Public. Political Research Quarterly, LXII (3):
University of Utah, 2009.
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Perguruan  Tinggi Muhammadiyah. Melalui mata kuliah Al Islam dan
Kemuhammadiyahan 3 (AIK 3), materi mengenai wawasan kebangsaan
Muhammadiyah merupakan salah satu pokok bahasan yang akan mendeskripsikan
wawasan kebangsaan Muhammadiyah, diantaranya adalah; menjelaskan khittah
Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjelaskan
Muhammadiyah sebagai pendiri NKRI, menjelaskan tanggungjawab
Muhammadiyah terhadap NKRI, serta menjelaskan bentuk dan model peran
kebangsaan Muhammadiyah.

Di zaman dengan keterbukaan informasi ini negara kita dihadapkan
dengan berbagai macam ideologi-ideologi ekstrem lainnya. Pemberian materi
kemuhammadiyahan diupayakan untuk membentengi mahasiswa terhadap
pengaruh ideologi. Sebut saja liberalisme dan komunisme bahkan aliran agama
yang ekstrem. Meskipun materi kemuhammadiyahan telah diberikan dalam
mata kuliah sebagai penguatan ideologi, namun tidak semua mahasiswa akan
mempunyai wawasan kebangsaan yang sama terhadap negara atau bahkan
materi kemuhammadiyahan hanya dipandang sebagai formalitas teori mata
kuliah yang harus diampu. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan terhadap
kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang seharusnya pada beberapa
materinya mampu digunakan sebagai acuan untuk untuk memperoleh
pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi
sikap serta nilai- nilai wawasan kebangsaan.

Gerakan-gerakan radikal yang selama ini telah ada mencoba membuat

metamorfosa dengan merekrut mahasiswa, sebagai kalangan terdidik. Dengan
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cara ini, kesan bahwa radikalisme hanya dipegangi oleh masyarakat awam
kebanyakan menjadi luntur dengan sendirinya. Pola rekrutmen terhadap
mahasiswa oleh kalangan radikal di kampus ini menjadi perhatian khusus
beberapa pimpinan perguruan tinggi.

Adapun ciri-ciri lebih detail terkait kelompok-kelompok gerakan Islam di
kampus diantaranya, biasanya bagi laki-laki memanjangkan jenggot (yang
dianggap sebagai bagian dari sunnah nabi), memakai celana cingkrang dan baju
gamis atau koko, dan menghitamkan jidad. Sedangkan untuk perempuan,
mengenakan jilbab panjang, dan mengenakan cadar, ada juga yang mengenakan
masker kain. Biasanya mereka memanggilnya dengan sebutan ana untuk saya
dan antum untuk anda. Ikhwan untuk laki-laki dan akhwat untuk perempuan.

Seiring dengan fenomena maraknya gerakan Islam radikal beberapa
waktu lalu, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo juga mengalami perubahan
gaya berbusana seperti ciri-ciri diatas pada beberapa mahasiswanya. Pimpinan
Universitas dan civitas akademika pun menganggap hal itu diluar pembiasaan
sebelumnya. Sehingga ada dua hal yang memerlukan analisa lebih lanjut.
Pertama, apakah perubahan performance dari mahasiswa tersebut menyangkut
perubahan rasa nasionalisme, atau yang kedua, apakah perubahan performance
dari mahasiswa tersebut hanyalah gaya atau model berpakaian saja. Oleh karena
itulah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo segera melakukan
pendekatan kepada mahasiswa tersebut untuk mencegah gerakan radikalisme
dalam lingkungan kampus dengan melakukan pengarahan tentang nasionalisme

dan identifikasi agidah.
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Upaya selanjutnya adalah dengan melakukan penguatan nasionalisme
mahasiswa melalui pemberian materi wawasan kebangsaan dalam matakuliah Al
Islam dan Kemuhammadiyahan IIl. Selama ini capaian pembelajaran yang
berupa nilai-nilai  kebangsaan belum pernah dianalisis sampai pada
aktualisasinya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengubah pandangan bahwa materi
wawasan kebangsaan dalam matakuliah Al Islam dan kemuhammadiyahan I1I
dianggap hanya sebagai formalitas teori saja tanpa diaktualisasikan ke dalam
tindakan praksis.

Proses internalisasi yang diawali dengan proses perumusan kurikulum
materi wawasan kebangsaan dalam matakuliah Al Islam dan kemuhammadiyahan
I11 belum pernah dikaji secara mendalam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
yang selanjutnya untuk dijadikan sebuah perbaikan pada kurikulum yang
disusun oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dapat memilih program
untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam kegiatan- kegiatan
praktis. Bahkan aktualisasinya tidak terikat waktu. Meskipun proses intrenalisasi
nilai dalam pemberian materi wawasan kebangsaan dilaksanakan pada semester
3, namun aktualisasinya tidak berbatas waktu. Bahkan sampai pada semester
akhir pun mahasiswa masih konsisten dalam mengikuti program tersebut. Hal ini
merupakan indikasi bahwa tingkat kedalaman nilai yang terinternalisasi dalam
diri mahasiswa berbeda.

Melalui visi besarnya, yang berbunyi “Menjadi perguruan tinggi unggul

dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk
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kesejahteraan masyarakat”,Universitas Muhammadiyah Sidoarjo memperlihatkan
konsistensinya dalam mananamkan nilai-nilai kebangsaan dalam materi wawasan
kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan yang diinternalisasikan dalam materi
perkuliahan merupakan bagian dari menanamkan nilai-nilai Islam yang bertujuan
untuk mensejahterakan masyarakat.

Fenomena inilah yang menjadi latarbelakang penulis untuk memilih
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai lokasi penelitian. Melalui
penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauhmana wawasan kebangsaan
Muhammadiyah yang difahami dari materi Al Islam dan kemuhammadiyahan
tentang peran kebangsaan Muhammadiyah serta dasar filosofis serta konteks
historisnya dalam penelitian “Dasar Filosofis Dan Konteks Historis Wawasan
kebangsaan Dalam Kurikulum Al Islam Dan Kemuhammadiyahan Di

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari uraian masalah yang ada di dalam latar belakang masalah
diatas, maka memunculkan beberapa kegelisahan akademik yang diidentifikasi
dan perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan pendalaman, sehingga dapat
menjadi  peningkatan pemahaman mengenai  wawasan kebangsaan
Muhammadiyah.

Diantara masalah-masalah yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai
berikut:

1. Perbedaan tentang konsep bentuk negara
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Relasi agama dan negara

Dasar filosofis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah
Bentuk tindakan nyata dari wawasan kebangsaan Muhammadiyah
Komitmen Muhammadiyah dalam mengembangkan wawasan kebangsaan
Konteks historis Muhammadiyah wawasan kebangsaan dalam pendidikan
Muhammadiyah

Perkembangan gerakan Muhammadiyah dalam implikasi komitmen
wawasan kebangsaan

Proses perumusan materi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam
kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan

Internalisasi nilai kebangsaan Muhammadiyah untuk mengaktualisasikan

materi wawasan kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dari beberapa kegelisahan akademik tersebut, penulis kemudian

menyederhanakannya dalam rumusan masalah. Namun dalam pelaksanaan

penelitian ini, perlu ditentukan batasan masalahnya agar tidak bias pada hal-hal

yang tidak memiliki relevansi.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1.

2.

Dasar filosofis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah.
Konteks  historis  wawasan  kebangsaan  dalam  pendidikan
Muhammadiyah.

Proses perumusan materi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam

kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
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4. Internalisasi nilai kebangsaan Muhammadiyah untuk mengaktualisasikan

materi wawasan kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi
dan perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan pendalaman, penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.  Bagaimana dasar filosofis dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam
pendidikan Muhammadiyah?
2. Bagaimanakah proses perumusan materi wawasan kebangsaan

Muhammadiyah dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan?

3. Bagaimanakah Internalisasi nilai kebangsaan Muhammadiyah untuk
mengaktualisasikan ~materi wawasan kebangsaan di  Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1.  Memahami dasar filosofis dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam
pendidikan Muhammadiyah
2.  Mendeskripsikan proses perumusan materi wawasan kebangsaan

Muhammadiyah dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan
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3. Menganalisis Internalisasi nilai kebangsaan Muhammadiyah untuk
mengaktualisasikan ~materi wawasan kebangsaan di  Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo

E. Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi tentang Dasar Filosofis Serta Konteks Historis
Wawasan kebangsaan Dalam Kurikulum Al Islam Dan Kemuhammadiyahan di
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini diharapkan memiliki manfaat, baik

teoretis maupun praktis, berikut ini:
1. Manfaat Teoretis

Studi ini diharapkan dapat mengelaborasi dan mengungkap wawasan
kebangsaan muhammadiyah. Studi ini hendak menunjukkan bahwa
Muhammadiyah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara telah
melakukan gerakan praksis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Studi ini juga hendak menunjukkan bahwa Muhammadiyah berkomitmen dalam
wawasan kebangsaan seperti yang tertera dalam kurikulum Al Islam dan
kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sehingga
memberikan kontribusi penting kepada bangunan pemikiran mahasiswa tentang
wawasan kebangsaan.

Pada dimensi teoretis akademis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan
dapat dijadikan sebagai rujukan serta memperkaya khazanah kajian ilmiah
mengenai permasalahan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan

Muhammadiyah.
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2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi best practice bagi
Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan mutu dan kualitas
pendidikannya khususnya dalam materi wawsan kebangsaan pada matakuliah Al
Islam dan kemuhammadiyahan III.

Bagi Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penelitian
ini sebagai pertimbangan untuk melakukan peninjauan dan re-desain kurikulum
materi kebangsaan dalam matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan 1lI
demi meningkatkan kualitas pendidikan Al Islam dan kemuhammadiyahan.

Bagi para pemerhati pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
pijakan untuk penelitian lebih lanjut maupun menjadi dasar pertimbangan untuk
mengembangkan dialog yang intensif mengenai wawasan  kebangsaan

Muhammadiyah.

F. Kerangka Teoritik
1.  The Society Oriented Curriculum

Desain pengembangan kurikulum merupakan konstruksi dari proses
pengembangan kurikulum, yang mempunyai jenis-jenis berbeda di dalamnya.
Menurut Oemar Hamalik, desain kurikulum merupakan suatu petunjuk yang
menberi dasar, arah, tujuan dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan
melaksanakan kegiatan * Desain kurikulum diharapkan dapat mengembangkan

watak, kepribadian dan nilai-nilai demokrasi yang terinternalisasi dalam diri.

2 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosdakarya
Offset, 2012), 154.
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The society oriented curriculum atau desain kurikulum berorientasi pada
masyarakat didasarkan pada asumsi bahwa tujuan dari lembaga pendidikan
adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat. oleh karena itu, kebutuhan
masyarakat harus dijadikan dasar dalam menentukan isi kurikulum. Terdapat tiga
perspektif desain kurikulum berorientasi pada masyarakat,* yaitu:

. Perspektif status quo (the status quo perspective)

Desain kurikulum ini diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya
masyarakat. Dalam perspektif ini kurikulum merupakan perencanaan untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai persiapan
menjadi orang dewasa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Yang
dijadikan dasar oleh para perancang kurikulum adalah aspek-aspek penting
kehidupan masyarakat. Tokoh aliran ini adalah Franklin Bobbit.3!

Kegiatan-kegiatan utama dalam masyarakat yang disarankan untuk menjadi
isi kurikulum adalah kegiatan bahasa atau komunikasi sosial; kegiatan yang
berhubungan dengan kesehatan; kegiatan dalam kehidupan sosial seperti bergaul
dan berkelompok dengan orang lain; kegiatan menggunakan waktu senggang dan
menikmati rekreasi; usaha menjaga kesegaran jasmani dan rohani; kegiatan yang
berhubungan dengan religius; kegiatan yang berhubungan dengan peran orang tua
seperti membesarkan anak; memelihara kehidupan keluarga yang harmonis;
kegiatan praktis yang bersifat vokasional atau keterampilan tertentu; dan

melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat seseorang.®

%0 1bid., 155.
% 1bid., 156.
2 1bid., 157.
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Disamping hal-hal tersebut diatas, perspektif ini juga menyangkut desain
kurikulum untuk memberi keterampilan sebagai persiapan untuk bekerja (profesi).
Oleh sebab itu, sebelum merancang isi kurikulum, para perancang perlu terlebih
dahulu menganalisis kemampuan apa yang perlu dimiliki anak sehubungan
dengan tugas atau profesi tertentu. Dari hasil analisis itu kemudian dirancang isi
kurikulum yang diharapkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan

kerja.®

. Perspektif pembaharuan (the reformist perspective)

Dalam perspektif ini, kurikulum dikembangkan untuk lebih meningkatkan
kualitas masyarakat itu sendiri. Kurikulum pembaharuan atau reformasi
menghendaki peran serta masyarakat secara total dalam proses pendidikan.
Pendidikan dalam perspektif ini harus berperan untuk mengubah tatanan sosial
masyarakat. Baik pendidikan formal maupun non formal harus mengabdikan diri
demi tercapainya orde sosial baru berdasarkan pembagian kekuasaan dan
kekayaan yang lebih adil dan merata. Tokoh perspektif ini adalah Paulo Freire dan

Ivan Illich.3

. Perspektif masa depan (the futurist perspective)

Perspektif masa depan sering dikaitkan dengan kurikulum rekonstruksi
sosial, yang menitikberatkan kepada proses mengembangkan hubungan antara
kurikulum dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Model

kurikulum ini lebih mengutamakan kepentingan social dari pada kepentingan

3 Nana Syaodih. S, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 1997), 172.
34 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 157.
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individu. Adapun tokoh perpektif ini adalah Harold Rug.*®
Ada tiga kriteria yang harus diperhatikan dalam  proses
mengimplementasikan kurikulum ini. Ketiganya menuntut pembelajaran nyata
(real), berdasarkan pada tindakan (action), dan mengandung nilai (velues). Ketiga
kriteria tersebut adalah pertama, mahasiswa harus memfokuskan kepada salah
satu aspek yang ada di masyarakat yang dianggapnya perlu untuk diubah. Kedua,
mahasiswa harus melakukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat
itu. Ketiga, tindakan mahasiswa harus didasarkan kepada nilai (values), apakah
tindakan itu patut dilaksanakan atau tidak, apakah memerlukan kerja individual
atau kelompok atau bahkan keduanya.®
Dengan kerangka desain pengembangan kurikulum diatas, diharapkan bisa
memperbaiki kualitas capaian pembelajaran. Namun yang menjadi unjuk tombak
keberhasilan dari implementasi kurikulum adalah pengajar. Desain kurikulum
harus mempertimbangkan beberapa hal yang meliputi: pertama, kesesuaian antara
kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi alamnya; kedua,
pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi; ketiga, kurikulum harus berisikan nilai-nilai yang dianut oleh
masyarakat dan disesuaikan dengan budaya nasional dan daerah; keempat,
kurikulum harus mampu mengantisipasi perubahan sosial dalam masyarakat; dan

kelima, kurikulum harus memuat nilai-nilai agama.>’

% Ibid., 156.

% Nana Syaodih. S, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik, 173.

37 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
151.
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2. Teori Internalisasi Nilai
Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses.

Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus
besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman,
penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan
sebagainya.®®

Kata internalisasi berasal dari bahasa Inggris, Internalization yang
memiliki arti process by which individual members or a formal group take on
(and make them their own, the attitudes, beliefs, perspectives, and values held
by other members. Work ethics, for example, result from the internalization
of attitudes toward time and effort)=°

Internalisasi diartikan sebagai penghayatan, penugasan, penguasaan
secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, penyuluhan,
penataran, dan sebagainya. Internalisasi adalah menyatukan nilai dalam diri
seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai,
sikap, prilaku (tingkah laku), praktik aturan baku kepada diri seseorang.
Internalisasi tidak terjadi begitu saja, namun melalui proses seperti bimbingan,
binaan dan sebagainya sehingga nilai-nilai yang didapat dari proses
internalisasi akan lebih mendalam dan tertananam didalam diri.

Internalisasi juga bisa diartikan suatu proses dimana individu belajar dan

diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan

3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), 336.

39 www.bussinesdictionary. com/definiton/internalization. Html. diunduh tanggal 6 Desember
2019.


http://www.bussinesdictionary/

27

norma- norma sosial dari perilaku suatu masyarakat.”’ Bisa disimpulkan bahwa
internalisasi merupakan suatu proses pemahaman oleh individu yang melibatkan
yang ide, konsep serta tindakan yang terdapat dari luar kemudian bergerak ke

dalam pikiran dari suatu kepribadian hingga individu bersangkutan menerima
nilai tersebut sebagai norma yang diyakininya, menjadi bagian pandangannya
dan tindakan moralnya.

Hornsby mengungkapkan pengertian internalisasi adalah Something to
make attitudes, feeling, beliefs, etc fully part of one“s personality by absorbing
them throught repeated experience of or exposure to them.*!

Beberapa pendapat diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Internalisasi
merupakan sebuah penghayatan, penugasan, penguasaan secara mendalam yang
berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, penyuluhan, penataran, dan
sebagainya. Internalisasi adalah menyatukan nilai dalam diri seseorang, atau
dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, prilaku
(tingkah laku), praktik aturan baku kepada diri seseorang. Internalisasi tidak
terjadi begitu saja, namun melalui proses seperti bimbingan, binaan dan
sebagainya sehingga nilai-nilai yang didapat dari proses internalisasi akan
lebih mendalam dan tertananam didalam diri.

Sedangkan pengertian nilai dikemukakan oleh Sidney Simon sebagai
sebuah konsep atau ide tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal

yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat berada dalam dua kawasan, yaitu

40 Kalidjernih, F.K, Kamus Study Kewarganegaraan, Perspektif Sosiologikal dan Politikal
(Bandung: Widya Aksara, 2010), 71.

4 Hornsby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Oxford: Oxford
University Press, 1995), 624.
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kognitif dan afektif. > Pengertian ini dapat dikatakan bahwa nilai merupakan hal
yang terkandung dalam jiwa dan hati nurani manusia, dan merupakan suatu
prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku, juga merupakan standar
keindahan yang sudah melekat didalam diri manusia.

Mulyana menyatakan bahwa nilai merupakan rujukan dan keyakinan
dalam menentukan pilihan. Sama halnya dengan keyakinan yang membuat
seseorang bertindak atas dasar pilihannya.*® Dari pendapat ini bisa disimpulkan
bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dengan
tujuan akhir yang diinginkan individu, serta digunakan sebagai prinsip dalam
hidupnya.

Beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa internalisasi nilai
merupakan suatu proses penanaman nilai-nilai secara mendalam sehingga
membentuk kepribadian yang menjadi falsafah, keyakinan yang kuat serta
landasan sebagai cara pandang seseorang dalam bertindak. Secara taksonomi,
bagaimana proses internalisasi nilai menjadi bagian dari pibadi seseorang dapat
melalui beberapa tahap, sebagaimana dikutip Soedijarto sebagai berikut:

a. Receiving (Menyimak)

Yaitu tahap mulai terbuka menerima rangsangan, Yyang meliputi
penyadaran, hasrat menerima pengaruh dan selektif terhadap pengaruh
tersebut. Pada tahap ini nilai belum terbentuk melainkan masih dalam

penerimaan dan pencarian nilai.

42 Endang Sumantri, Buku Materi Pokok Pembinaan Generasi Muda (jakarta: Universitas Terbuka,
1993), 2.
43 Mulyana, mengartikulasika Pendidikan Nilai (Bandung: ALFABETA, 2004), 11.
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b. Responding (Menanggapi)

Yaitu tahap mulai memberikan tanggapan terhadap rangsangan afektif
yang meliputi: Compliance (manut), secara aktif memberikan perhatian dan
satisfication is respons (puas dalam menanggapi). Tahap ini seseorang
mulai aktif dalam menanggapi nilai yang berkembang di luar dan meresponnya.
c. Valuing (Memberi Nilai)

Yaitu tahap mulai memberikan penilaian atas dasar nilai-nilai yang
terkandung didalamnya yang meliputi: Tingkatan percaya terhadap nilai yang
diterima, merasa terikat dengan nilai-nilai yang dipercayai dan memiliki
keterikatan batin (commitment) untuk memperjuangkan nilai-nilai yang
diterimadan diyakini itu.

d. Organization (Mengorganisasikan Nilai)

Yaitu mengorganisasikan berbagai nilai yang telah diterima yang
meliputi: Menetapkan kedudukan atau hubungan suatu nilai dengan nilai
lainnya. Misalnya keadilan sosial dengan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Serta dengan
mengorganisasikan sistem nilai dalam dirinya yakni cara hidup dan tata
perilaku sudah didasarkan atas nilai-nilai yang diyakini.

e. Penyaturagaan nilai dalam suatu sistem nilai yang konsisten meliputi:

Generalisasi nilai sebagai landasan acuan dalam melihat dan memandang

masalah yang dihadapi, dan tahap karakterisasi.44

4 Soedijarto.Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan Dan Bermutu (Jakarta: Balai Pustaka,
1993), 145-146.
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Tahap-tahap internalisasi nilai oleh Soedijarto dikerucutkan menjadi
tiga tahap yaitu: Tahap pengenalan dan pemahaman, tahap penerimaan, tahap

pengintegrasian.*® Terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam setiap

tahap tersebut, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
a. Pengenalan dan Pemahaman.

Yaitu tahap pada saat seseorang mulai tertarik memahami dan menghargai
pentingnya suatu nilai bagi dirinya. Pada saat ini proses belajar yang ditempuh
pada hakekatnya masih bersifat kognitif. Pelajar akan belajar dengan nilai
yang akan ditanamkan melalui belajar kognitif.

Tahap ini oleh Chabib Thoha disebut dengan tahap transformasi nilai
dimana pada saat pendidik menginformasikan nilai-nilai yang baik dan buruk

kepada peserta didik, yang sifatnya semata-mata sebagai komunikasi teoritik

dengan menggunakan bahasa verbal.”

3. Teori Demokrasi dalam Pendidikan

Dalam pertumbuhan pendidikan terdapat dua model pelaksanaan
pendidikan, yaitu pendidikan yang dijalankan dengan otoriter dan pendidikan
yang dilaksanakan secara demokratis. John Dewey merupakan tokoh pemikir
pendidikan yang menganut aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada
pentingnya pendidikan demokratis. Menurut Dewey, pendidikan merupakan

proses agar masyarakat menjadi survival untuk menjadi kekal dan abadi.

% |bid, 147.
4 Chatib Thoba, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Y ogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), 93.
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Rekomendasi Dewey terhadap pendidikan mencakup dua hal. Pertama,
Metode pendidikan yang menanamkan disiplin tetapi bukan otoritas.
Rekomendasi kedua adalah kurikulum yang sesuai dengan pandangannya
tentang tujuan pendidikan. Pendidikan yang demokratik adalah pendidikan
yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk
mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan bermutu
hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan. Dan demokrasi
pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang demokratis.*’

Pendidikan dalam kerangka demokrasi dijelaskan bahwa pertama,
pendidik sebagai fasilitator, yaitu pendidik harus memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya.

Kedua, pendidik sebagai dinamisator,yaitu pendidik harus berusaha menciptakan

iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Ketiga, pendidik
sebagai mediator, yaitu pendidik harus memberikan rambu-rambu agar peserta
didik bebas berekspresi. Keempat, pendidik sebagai motivator, yaitu pendidik
harus selalu memberikan dorongan kepada peserta didik agar bersemangat dalam
menuntut ilmu.*®

Beberapa pandangan yang berkaitan dengan konsep demokrasi pendidikan
menurut John Dewey, di antaranya adalah: Education as a necessity of life,

Education as asocial function, Education as Direction, Education as growth,

47 Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah dan Progressivisme John
Dewey, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004), 81.

“8 Ibid, 83-89.
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Preparation, Unfolding, and Formal Discipline, Education as Conservative and
Progressive. 4°

Menurut John Dewey pendidikan merupakan kebutuhan hidup ( necessity
of life). Dan pendidikan diartikan sebagai bentuk transmisi yang dilakukan
melalui komunikasi. Transmisi ini terjadi melalui komunikasi, pembiasaan dan
proses berpikir.Tanpa komunikasi, kehidupan sosial tidak bisa bertahan hidup.
Pada dasarnya hidup adalah proses perbaikan diri. *° Maka dari itu kelestarian
hidup hanya dapat dijaga dengan perbaikan yang konstant melalui pendidikan.

Masyarakat dalam pendidikan bukan hanya sebagai sebuah tempat dan
perantara interaksi watak seorang dengan lingkungan saja, melainkan
keseluruhan aktifitas seseorang terutama dalam melakukan aktifitas fisik
sebagai pengaruh salah seorang dalam kelompok tersebut yang akan mengalami
perubahan secara gradual. Hal ini sesuai dengan statement John Dewey
Education as a social function.>

Education as a direction menggambarkan bahwa pada situasi sosial tertentu
anak berhubungan langsung dengan perbuatan mereka dengan mengetahui
maksud dari apa yang dilakukan dan mengapa berbuat secara tiba-tiba. Aktivitas
ini secara langsung merupakan hasil dari pengertian partisipasi yang
menyebabkan perbedaan antara penampilan dan tindakan. Hal ini merupakan

akhir dari sebuah tindakan sebagai pokok dari kontrol sosial tidak langsung.>?

49 John Dewey, Democracy and Education (New York : Macmillan, Originally Published, 1916),
6.

0Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah dan Progressivisme John
Dewey, 82.

51 Ibid., 83.

52 | bid.
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Kekuatan belajar dari makna yang berasal dari pengalaman adalah hasil
dari suatu kebiasaan. Kebiasaan dalam mengasah sense merupakan kapasitas
aktif untuk mengatur aktivitas yang akan membawa perkembangan kemampuan
individu dan kelompok. Salah satu bentuk pertumbuhan dalam education as
growth adalah kriteria nilai yang didapat dari lembaga pendidikan merupakan
perluasaan dalam membuat efektifitas hasrat seseorang secara nyata.>®
Pertumbuhan akan mengubah ketidakdewasaan menjadi individu yang
mengalami perkembangan dalam kemampuannya.

John Dewey menyatakan bahwa ” preparing or getting ready for some
future duty or privilege ”, pendidikan adalah mempersiapkan atau mendapatkan
kesiapan untuk banyak tugas atau tanggung jawab mendatang. “Educative
process is a continuous process of growth, having as its aim at every stage an
added capacity of growth. This conception contrasts sharply with other ideas
which have influenced practice. ” Dewey menambahkan bahwa proses edukatif
adalah proses pertumbuhan yang berkesinambungan, yang mempunyai tujuan
pada setiap tahap kapasitas pertumbuhan.>*

Pendidikan merupakan upaya pembentukan diri (education is formation)
yang mampu memberikan implikasi kepada pihak yang terdidik. Implikasi
pendidikan dari doktrin ini ialah: pertama, tindakan diri dibentuk oleh
penggunaan obyek yang menimbulkan rencana dari reaksi-reaksi lain. Formasi
diri ini adalah keseluruhan materi penyajian yang pantas menjadi materi

pendidikan. Kedua, penyajian diri yang mengandung penampakan dari nilai-

53 John Dewey, Democracy and Education, 62-63.
5 1bid., 80.
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nilai. Kontrol asimilasi-asimilasi dari penyajian - penyajian baru untuk
menemukan karakter mereka memiliki peran yang sangat penting setelah
penyajian — penyajian baru. Efek yang diharapkan dari kedua langkah tersebut
adalah sebagai penguat kelompok sebelumnya. >°
Pengalaman rekonstruksi yang terus menerus untuk menggapai masa yang
akan datang merupakan pembuka bentuk eksternal dan rekapitulasi masa lalu.
Tujuan pendidikan dalam education as reconstruction harus memiliki dan
melakukan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik untuk menjamin
kualitas suatu pendidikan dan kuantitas nilai materi dalam pendidikan tersebut.
materi pelajaran haruslah memiliki nilai yang secara kuantitas berisikan nilai-
nilai positif membangun serta sesuai dengan realita tanpa meninggalkan
kaedah-kaedah yang telah ada sebagai cerminan dalam melangkah. ¢
Perhatian yang sistematis terhadap pendidikan merupakan langkah yang
baik bagi pemulihan dan pemeliharaan integritas politik dan kekuasaan.
Identifikasi dari situasi historis dapat memindahkan dorongan pendidikan
suatu negara kepada nasionalisme dalam kehidupan politik. Fakta
membuktikan bahwa di bawah pengaruh pemikiran Jerman, pendidikan menjadi
berfungsi umum dan hal ini diidentifikasikan sebagai realisasi ideal bagi suatu
negara. Menurut John Dewey, Education as national and as social, suatu
masyarakat harus mempunyai tipe pendidikan yang memberikan interest pribadi

dalam diri individu sebagai bentuk keterikatan, relasi dan kontrol sosial, dan

55 John Dewey, Democracy and Education, 62-63.
6 Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah dan Progressivisme John
Dewey, 86.
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kebiasaan-kebiasaan sosial dan dirubah tanpa memperkenalkan kekacauan.®’
John Dewey menyatakan bahwa konsep demokrasi dalam pendidikan
adalah kebebasan dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan individu lebih
didominasi oleh hasrat alamiah yang tinggi dan mampu memunculkan rasa kasih
sayang, keramahan, serta beberapa watak yang menonjol. Hasrat alami akan
membuat individu menjadi sosok warga negara yang baik yang akan menjadi
pembela bagi negaranya. Tapi keterbatasan mereka dalam berhubungan dengan

kekurangan-kekurangan yang merupakan sebuah kapasitas yang digenggam

secara universal telah menjadikan mereka jauh akan nilai-nilai tersebut.”
Pengalaman dan kebebasan merupakan alat emosional dalam
menumbuhkan hasrat dalam diri manusia. Salah satu bentuk kebebasan yang
penting adalah kebebasan intelegensi yaitu kebebasan observasi yang dilakukan
atas sejumlah tujuan yang hakekatnya berharga. Kekeliruan yang paling sering
dilakukan terhadap kebebasan adalah menyamakannya dengan kebebasan
bergerak atau sisi dengan sisi eksternal atau fisik dari kegiatan. Namun sisi
eksternal atau fisik dari kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sisi

internal kegiatan yaitu kebebasan berfikir, berkeinginan dan bertujuan.*

* 1bid., 87.
%8 1bid., 119.
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G. Studi Terdahulu

Studi tentang wawasan kebangsaan Muhammadiyah telah banyak
dilakukan oleh para sarjana. Di sini dikemukakan beberapa studi yang telah
dilakukan tentang tema-tema tersebut terutama yang berkaitan dengan wawasan
kebangsaan Muhammadiyah serta tema-tema lain yang relevan dari berbagai
sumber, antara lain:

1. Natal Kristiono dalam artikelnya yang berjudul Penguatan ldeologi Pancasila
Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang menganalisis
permasalahan seberapa besar tingkat pengetahuan dan pemahaman Ideologi
Pancasila di kalangan mahasiswa dan bagaimana solusi untuk menguatkan
kembali Ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Dalam penelitian ini, data
primer diperoleh peneliti melalui angket atau kuesioner. Hasil penelitian nya
adalah hampir seluruh responden mengamalkan nilai -nilai Pancasila. Solusi
yang dapat dilakukan untuk menguatkan kembali Ideologi Pancasila di
kalangan mahasiswa yaitu dengan menunjukkan sikap positif terhadap
Pancasila yang dapat ditunjukkan dengan beberapa perilaku antara lain;
menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara, berusaha
memahami  makna Pancasila, nilai Pancasila dan kedudukan Pancasila
sebagai dasar Negara, mempertahankan Pancasila agar tetap lestari, menolak
segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila,

serta menetapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*

%9 Natal Kristiono ,“Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri
Semarang”, Harmony, Vol 2 No 2, 193-204.
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2. Taufik Mauhtarom dan Danuri pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan

tema Analisis Wawasan Kebangsaan Melalui Buku Teks Kelas Rendah
Sekolah dasar Kurikulum Tematik 2013. Penelitian ini mendeskripsikan
muatan nilai-nilai wawasan kebangsaan pada buku teks siswa kelas SD kelas
rendah Kurikulum 2013 pada bagian wacana, petunjuk kerja, tagihan kerja,
dan evaluasi. Data diperoleh dengan menggunakan teknik kajian isi. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa study literature.
Langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan menganalisis
konten buku teks tematik siswa SD kelas rendah Kurikulum 2013. Adapun
analisis datanya menggunakan analisis deskriptif - interpretatif melewati
proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari
penelitian menujukkan bahwa terdapat enam aspek dari nilai wawasan
kebangasaan yang tercakup dalam buku teks tematik siswa kelas rendah
sekolah dasar diantaranya adalah aspek kesetiakawanan sosial dengan rincian
sebanyak 23%, aspek Demokrasi dan kedaulatan rakyat sejumlah 11%, aspek
cinta tanah air dengan prosentase 19%, aspek penghargaan terhadap harkat
dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa
sebanyak 17%, aspek tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang
bebas, merdeka dan bersatu sebanyak 17%, serta aspek masyarakat adil dan
makmur dengan prosentase 14%. Keenam aspek tersebut diajarkan melalui
pembiasaan sikap dalam setiap aktivitas belajar baik sebelum, saat, maupun

setelah pembelajaran di kelas, penanaman sikap melalui cerita dan muatan
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materi, pengenalan simbol dan maknanya dan melalui pengenalan produk
budaya dan keragaman bangsa, pemberian kebebasan dalam berpendapat.®

. Fathur Rohman pada tahun 2018 telah melakukan penelitian tentang
Pendidikan Wawasan Kebangsaan Dengan Pendekatan Bayani Di Pondok
Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara berusaha untuk memotret pendidikan
wawasan kebangsaan dengan pendekatan bayani yang dilaksanakan oleh
Pondok Pesantren (PP) Darul Falah Bangsri Jepara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik partisipant observation,
wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi, penyajian dan
diakhiri dengan verifikasi. Analisis data dilakukan secara terus menerus
semenjak awal hingga akhir penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dengan pendekatan bayani
dilatarbelakangi oleh munculnya propaganda bahwa Pancasila tidak sesuai
dengan syariat Islam. Selanjutnya ada tiga unsur penting dalam pendidikan
wawasan dengan pendekatan bayani. Pertama, bahan ajar yaitu teks kitab
Mitsaqg al-Madinah atau kitab pancasila. Kedua, metode pembelajaran dengan
bandongan, hafalan, dan takraran. Dan ketiga, tujuan pembelajaran yaitu

pemahaman yaitu pemahaman, hafalan dan sikap.5!

8 Taufik Mauhtarom, Danuri, “Analisis Wawasan Kebangsaan Melalui Buku Teks Kelas
Rendah Sekolah dasar Kurikulum Tematik 20137, DIKDAS BANTARA, Vol.1, No. 2,
Februari 2018, 126-141.

61 Fathur Rohman, Pendidikan Wawasan Kebangsaan Dengan Pendekatan Bayani Di Pondok
Pesantren darul Falah Bangsri Jepara, Edukasia, VVol. 13, No 1, Februari 2018, 53-61.
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4. Muhammad Mustaqim pada tahun 2015 melakukan studi dengan judul Politik
Kebangsaan Kaum Santri: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama. Artikel
ini bertujuan untuk menunjukkan peran politik organisasi Islam terbesar di
Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Beberapa penelitian tentang
momentum sejarah menjadi bukti peran kebangsaan NU. Hal itu dimulai dari
penentuan Indonesia sebagai Dar Al Isiam, resolusi jihad, penentuan
Sukarno sebagai wali al-amri al-dharuri bi al- syaukah, penghapusan
tujuh kata dalam Piagam Jakarta sampai penerimaan prinsip tunggal
Pancasila. Peran ini tentu terkandung nilai- nilai subjektif, namun fakta bahwa
NU dan Indonesia adalah dua entitas yang selalu bersinggungan yang tidak
bisa dipungkiri. Peran kebangsaan NU memiliki kontribusi yang besar untuk
perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bukti historis ini adalah bagian dari
kiprah politik kebangsaan NU. Hal ini mengingatkan kembali tentang
nasionalisme kaum santri, yang pernah mengalami marginalisasi kuasa.
Pembacaan terhadap kiprah sebuah entitas, baik itu person (tokoh) maupun
organisasi, tentu saja tidak bisa terlepas dari subyektifitas dan primordialitas.®

5. Puspita Handayani dalam penelitiannya yang berjudul Pendidikan Karakter
Mata kuliah Al Islam Dan Kemuhammadiyahan (AIK-1) Terhadap Perilaku
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Umsida. Berdasarkan analisis dan
pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, pertama, Pendidikan karakter belum

cukup dilakukan hanya dua hari saja perlu adanya pendampingan (mentoring)

62 Muhammad Mustagim, Politik Kebangsaan Kaum Santri: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul
Ulama. ADDIN, Volume 9, No 2, Agustus 2015.
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sesudah pelaksanaannya. Sebab karakter Islami itu muncul ketika ada
pembiasaan dan lingkungan yang mendukung. Kedua, Belum adanya
perubahan perilaku yang sighnifikan pada mahasiswa FEB paska pelaksanaan
program pendidikan karakter.®3

6. Windy Kartika, Armaidy, dan Budi Andayani dalam artikelnya tahun 2018
meneliti tentang Wawasan kebangsaan Siswa Sekolah Menengah Atas Dan
Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa (Studi Pada Siswa Sekolah
Menengah Atas (SMA) Umum Berasrama Berwawasan Nusantara, SMA
Umum Di Lingkungan Militer Dan SMA Umum Di Luar Lingkungan Militer
Di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini menggunakan
mix metode, kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
tes wawasan kebangsaan, angket ketahanan pribadi, wawancara dan analisis
dokumen. Analisis data menggunakan uji T (T-test) dan uji korelasi Pearson
Produk Moment dengan software statistik SPSS versi 16.0 serta analisis
data kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat
perbedaan wawasan kebangsaan siswa SMA A, SMA B dan SMA C dalam hal
tujuan dan model pembelajaran serta kegiatan intrakurikuler. Prosentase
jawaban pada indikator paham kebangsaan sebesar 81% dan indikator rasa
kebangsaan sebesar 85% dicapai oleh SMA A, sedangkan pada indikator
semangat kebangsaan sebesar 83% dicapai oleh SMA C; (2) Terdapat

hubungan positif antara wawasan kebangsaan dan ketahanan pribadi siswa

8 puspita Handayani, “Desain Pembelajaran Di Era Asean Economi Community (Aec) Untuk
Pendidikan Indonesia Berkemajuan” , Prosiding Seminar Nasional Pendidikan , Fakultas
Keguruan dan IImu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. ISBN 978-602-70216- 2-4.
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SMA A, SMA B dan SMA C, dengan kekuatan hubungan antara variabel
adalah lemah/kecil.%

7. Rudi Salam, dalam artikelnya tahun 2017 yang berjudul “Efektifitas
Penanaman Nilai- Nilai Kebangsaan Melalui Metode Karyawisata Dalam
Pembelajaran Sejarah.” Tujuan penelitian ini adalah:1) mendeskripsikan proses
pembelajaran sejarah melalui metode karyawisata, 2) mengetahui efektivitas
pembelajaran sejarah melalui metode karyawisata, 3) mengetahui respon siswa
terhadap proses pembelajaran sejarah melalui metode karyawisata dalam
meningkatkan nilai-nilai kebangsaan. Subjek siswa kelas XII IPS SMAN 14
Semarang sebanyak 30 siswa dilakukan treatment pembelajaran sejarah metode
Studi Karyawisata ke Museum Perjuangan Kodam 1V/Diponegoro Mandala
Bhakti Semarang. Variabel yang diteliti adalah: 1) nilai kebangsaan yang
terdiri dari 21 aspek, yang diukur melalui kuesioner. 2) respon siswa terhadap
pembelajaran diukur dengan kuesioner. Analisis data menggunakan paired
sample t-test, uji gain dan uji mean dengan taraf signifikansi 5%. Penanaman
nilai kebangsaan dalam proses pembelajaran melalui metode karyawisata
dilakukan tiga tahap yaitu: 1) diskusi materi di kelas, 2) melakukan kunjungan
ke museum, 3) diskusi hasil kunjungan dan pembuatan laporan. Proses
pembelajaran tersebut efektif meningkatkan nilai-nilai kebangsaan (p = 0,000).

Respon siswa terhadap pembelajaran tergolong sangat tinggi.®®

8 Windy Kartika, dkk, Wawasan kebangsaan Siswa Sekolah Menengah Atas Dan Implikasinya
Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa, Ketahanan Nasional, Vol. 24, No.1, April 2018, 1-26.

8 Rudi Salam, Efektifitas Penanaman Nilai- Nilai Kebangsaan Melalui Metode Karyawisata
Dalam Pembelajaran Sejarah, UNNES, Vol. 1, 2017, 105-111.



42

Studi terdahulu tersebut memiliki kekuatan di masing-masing variabel dan
telah memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmiah. Untuk memperjelas
persamaan dan perbedaan studi terdahulu dengan penelitian ini akan dipaparkan
secara jelas pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Studi Terdahulu

No | Judul/Penulis/Tahun Hasil Penelitian Persamaan/ Perbedaan
1 Penguatan Ideologi | Hampir seluruh  responden | Persamaan:
Pancasila Di Kalangan | pengamalan nilai nilai | - Menggunakan
Mahasiswa Universitas | Pancasila secara signifikan. metode Kualitatif
Negeri Semarang. -Subyek penelitian
(Natal Kristiono, 2000) gi?baeil?::: mahasiswa
-Variabel tentang
penguatan ideologi
Pancasila
2 Analisis Wawasan | Aspek Wawasan kebangsaan | Persamaan:
Kebangsaan  Melalui | diajarkan melalui pembiasaan | - Menggunakan
Buku Teks Kelas | sikap dalam setiap aktivitas | metode Kualitatif
Rendah Sekolah dasar | belajar, penanaman sikap | - Menganalisa
Kurikulum  Tematik | melalui cerita dan muatan | wawasan kebangsaan
2013. materi, pengenalan simbol dan | melalui kurikulum.
. maknanya dan melalui
(Tauf|!< Mauhtarom, pengenalan produk budaya dan Perb(_adaan:
Danuri, 2018 keragaman bangsa, pemberian -Kurikulum Sekolah
kebebasan dalam berpendapat. Dt
3 Pendidikan Wawasan Pelaksanaan Pendidikan Persamaan:
Kebangsaan Dengan wawasan kebangsaan dengan | -Menggunakan
Pendekatan Bayani Di | pendekatan bayani metode Kualitatif
Pondok Pesantren dilatarbelakangi oleh dengan pendekatan
Darul Falah Bangsri munculnya propaganda bahwa | studi kasus.
Jepara. Pancasila tidak sesuai dengan | -Variabel mengenai
syariat Islam. Ada tiga unsur wawasan kebangsaan
(Fathur Rohman, 2018) penting: Pertama, bahan ajar
yaitu teks kitab Mitsaq al- Perbedaan:_
Madinah atau kitab pancasila. -Menganalisa
Kedua, metode pembelajaran wawasan kebangsaan
dengan bandongan, hafalan, dan dengar_1 penekatan
takraran. ketiga, tujuan Bayanl: e
pembelajaran yaitu pemahaman, -Lokasi penelitian di
hafalan dan sikap. pondok Pesantren
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Politik Kebangsaan | Peran kebangsaan NU | Persamaan:
Kaum Santri: memiliki kontribusi yang besar | -Menggunakan
. . untuk  perjalanan  sejarah | metode Kualitatif

Stu.d'. Atas  Kiprah bangsa Indonesia. -Menganalisa

Politik Nahdlatul mengenai politik

Ulama. kebangsaan

(Muhammad Perbedaan:

Mustagim, 2015) -Politik kebangsaan
santri Nahdhotul
ulama

Pendidikan  Karakter | Pendidikan karakter belum | Persamaan:

Mata kuliah Al Islam | cukup dilakukan hanya dua | -Menggunakan

Dan hari ~ saja perlu adanya | metode Kualitatif

Kemuhammadiyahan pendampingan (mentoring) | -Variabel Mata Kuliah

(AIK-1) Terhadap | sesudah pelaksanaannya. | AIK

Perilaku =~ Mahasiswa | Sebab karakter Islami itu | -Subyek penelitiannya

Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Umsida.
(Puspita
Handayani,2018)

muncul ketika ada pembiasaan

dan lingkungan yang
mendukung. Kedua, Belum
adanya perubahan perilaku
yang sighnifikan pada
mahasiswa FEB paska
pelaksanaan program

pendidikan karakter.

adalah mahasiswa

- Lokasi penelitian di
Universitas
Muhammadiyah
Sidoarjo

Perbedaan:
-Menganalisa tentang
Pendidikan karakter

Wawasan kebangsaan
Siswa Sekolah
Menengah Atas Dan
Implikasinya Terhadap

Ketahanan Pribadi
Siswa

(WindyKartika,
Armaidy, dan Budi

Andayani, 2018)

@ Terdapat perbedaan
wawasan kebangsaan siswa
SMA A, SMA B dan SMA C
dalam hal tujuan dan model
pembelajaran serta kegiatan
intrakurikuler. Prosentase
jawaban pada indikator paham
kebangsaan sebesar 81% dan
indikator rasa kebangsaan
sebesar 85% dicapai oleh
SMA A, sedangkan pada
indikator semangat
kebangsaan  sebesar 83%
dicapai olen SMA C; (2)
Terdapat hubungan  positif
antara wawasan kebangsaan
dan Kketahanan pribadi siswa
SMA A, SMA B dan SMA C,
dengan kekuatan hubungan
antara variabel adalah
lemah/kecil

Persamaan:
-Variabel wawasan
kebangsaan

Perbedaan:
-Menggunakan
metode campuran
(kualitatif dan
kuantitatif)
-Menganalisa
ketahanan pribadi
-Subyek Penelitiannya
adalah siswa SMA
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7 Efektifitas Penanaman | Proses pembelajaran tersebut | Persamaan:
Nilai- Nilai efektif meningkatkan nilai- | -Variabel Nilai-nilai
Kebangsaan Melalui nilai kebangsaan (p = 0,000). | kebangsaan

Metode Karyawisata Respon siswa terhadap
Dalam Pembelajaran pembelajaran tergolong sangat | Perbedaan:

Sejarah. tinggi. -Menggunakan jenis
kuantitatif dengan
(Rudi Salam, 2017) menggunakan analisis

data paired sample t-
test, uji gain dan uji
mean dengan taraf
signifikansi 5%.

Dari analisis terhadap studi terdahulu diatas, terdapat relevansi pada
beberapa variabel, namun fokus penelitian ini adalah wawasan kebangsaan dalam
pendidikan Muhamamdiyah, proses perumusan kurikulum Al Islam dan
Kemuhammadiyahan 1l serta internalisasi nilai-nilai kebangsaan pada
pembelajaran materi wawasan kebangsaan pada matakuliah Al Islam dan
Kemuhammadiyahan Ill beserta aktualisasinya. Penelitian ini sekaligus sebagai
langkah untuk meninjau kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan I,
sehingga kedepan bisa menjadi kajian kurikulum di perguruan tinggi

Muhammadiyah.
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H. Metode Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang
beralamat di Jalan Majapahit 666 B Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena
disesuaikan dengan maksud penelitian dan aspek pendukungnya.
b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2019-2020, tepatnya pada

bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan alokasi kegiatan yang
meliputi: Survey, Menentukan judul dan topik penelitian, pembuatan proposal,
menentukan instrumen penelitian, Pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan
akhir.
b. Desain Penelitian
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif (qualitative research) yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati
serta mendiskripsikan dan menganalisis hal-hal mengenai wawasan kebangsaan
dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang berupa fenomena
internalisasi nilai kebangsaan, peristiwa dan aktifitas yang berkenaan dengan
aktualisasi dari nilai-nilai kebangsaan, serta pemikiran-pemikiran secara individu
maupun kelompok mengenai wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam

kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
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Penelitian ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik
(utuh). Jadi dalam hal ini tidak mengisolasikan individu atau organisasi ke
dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari
suatu keutuhan.

Penelitian  kualitatif ini secara spesifik meneliti secara rinci tentang
kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan dan aktualisasinya di Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menguraikan
dan menelaah secara intensif dan komprehensif tentang dasar filosofis serta
konteks historis wawasan kebangsaan dalam kurikulum Al Islam dan

Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan Multidiciplinary
approach. Penggunaan model studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa penelitian ini berdasarkan masalah yang terjadi di
Universitas ~ Muhammadiyah Sidoarjo yang ingin menganalisis fenomena
perubahan penampilan pada mahasiswa yang identik dengan ciri-ciri gerakan
Islam radikal. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menelaah secara intensif dan
komprehensif nilai-nilai kebangsaan yang terinternalisasi dalam diri mahasiswa
serta aktualisasinya.

Pendekatan multidisipliner (Multidiciplinary approach) merupakan
pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan
berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Penggunaan ilmu-ilmu dalam

pemecahan suatu masalah melalui pendekatan ini dengan tegas dikemukakan



47

dalam suatu pembahasan atau uraian disertai kontribusinya sebagai jawaban dari
masalah yang dihadapi. Dalam memecahkan permasalahan wawasan kebangsaan
dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan menggunakan beberapa
disiplin ilmu yang meliputi filosofis, historis dan educational.
c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian terdiri dari data tertulis dan data tidak tertulis.
Data tertulis bersumber dari data yang berbentuk teks atau fakta yang didapatkan
dari teks dan data yang berbentuk gambar. Sumber data yang berbentuk teks
dalam penelitian ini meliputi; Data referensi buku tentang dasar filosofis konsep
kebangsaan = Muhammadiyah, dokumentasi tentang peran kebangsaan
Muhammadiyah, data referensi buku dan dokumentasi tentang konteks historis
Muhammadiyah dalam pandangan konsep kebangsaan, dokumentasi kurikulum
Al Islam dan Kemuhammadiyahan serta dokumentasi proses perumusan materi
wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam kurikulum Al Islam dan
Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Adapun sumber
data yang berbentuk gambar bisa berupa foto-foto kegiatan baik kegiatan
perkuliahan  didalam kelas maupun kegiatan diluar kelas dalam upaya
mengaplikasikan kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyahan.

Sedangkan jenis data tidak tertulis bisa berupa suara, yang merupakan data
hasil rekaman yang berupa tanggapan, pemikiran atau pandangan sumber data
dalam penelitian. Data suara ini berupa alat perekam yang menyimpan suara
informan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian ini,

wawancara dilakukan kepada informan penelitian yang meliputi Tokoh-tokoh
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Muhammadiyah, Kepala seksi bidang kurikulum AIK PP Muhammadiyah,
Kepala lembaga Al Islam dan kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah,
dosen Al Islam dan kemuhammadiyahan, mahasiswa dan seluruh elemen kampus
yang membantu dalam proses pengambilan data penelitian. Dalam pengambilan
sampel data menggunakan purpossive sampling dan snowball sampling.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Data dan sumber
data penelitian ini, akan diklasifikasikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data Sumber Data

Konsep kebangsaan Muhammadiyah literatur, tokoh Muhammadiyah, dokumen

Dasar filosofis dan konteks historis | literatur, tokoh Muhammadiyah, dokumen
Muhammadiyah wawasan kebangsaan

dalam pendidikan Muhammadiyah

proses perumusan materi wawasan | Kepala Lembaga Al Islam  dan
kebangsaan  Muhammadiyah  dalam | Kemuhammadiyahan, Divisi kurikulum
kurikulum Al Islam dan | Asosiasi Lembaga Al Islam dan
Kemuhammadiyahan kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi

Muhammadiyah,tokoh ~ Muhammadiyah,

dokumen
Internalisasi nilai kebangsaan Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian
Muhammadiyah untuk masyarakat Umsida, Kepala
mengaktualisasikan materi wawasan Kemahasiswaan  Umsida, = mahasiswa,

kebangsaan dalam kurikulum Al Islam pengurus MDMC, dosen AIK, Kepala
dan Kemuhammadiyahan di Universitas | Lazizmu Umsida, dokumen
Muhammadiyah Sidoarjo

Muhammadiyah Sidoarjo
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3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik
yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
a. Observasi

Dalam melaksanakan  pengamatan dalam penelitian ini, sebelumnya
peneliti  mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian utamanya pada
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sehingga terjadi keakraban
antara peneliti dengan subjek penelitian. Observasi dilaksanakan dengan
menggunakan pancaindera yang meliputi penglihatan dan pendengaran untuk
memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah internalisasi
nilai kebangsaan dalam materi Al Islam dan Kemuhammadiyahan dan
aktualisasinya. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek,
kondisi atau suasana yang berkaitan dengan internalisasi nilai kebangsaan dalam
materi Al Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
serta aktualisasinya di program internal dan eksternal.

Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari
berbagai responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai
fenomena yang terjadi. Pengamatan yang dilakukan menggunakan pengamatan
berstruktur yaitu dengan melakukan pengamatan menggunakan pedoman
observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Namun pedoman observasi hanya
berupa pertanyaan secara umum dan memuat garis besar saja sehingga
dimungkinkan hasil observasi meluas namun tetap dalam rambu-rambu yang

telah ditetapkan.
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Dari segi instrumentasi yang digunakan, penelitian ini menggunakan jenis
observasi tidak terstruktur karena melakukan pengamatan tanpa menggunakan
instrumen. observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang
akan diobservasi. Peneliti tidak menggunakan intrumen yang telah baku, namun
hanya berupa rambu-rambu pengamatan dan memuat poin-poin penting dari
masalah yang ingin digali dari responden. Peneliti melakukan pengamatan
sedalam-dalamnya tentang fokus penelitian tanpa ada batasan Kisi-kisi instrumen
dari observasi. Dari pengamatan itulah kemudian peneliti berhak memberikan
tambahan-tambahan fakta berdasarkan subyektifitasnya sendiri. Untuk
kepentingan itulah kemudian peneliti dituntut untuk secepatnya membuat laporan-
laporan atau membuat catatan-catatan akan hasil pengamatan secara terlibat.

Metode observasi ini menjadi pelengkap data yang diperoleh dari
wawancara mendalam dan survey tentang dasar filosofis dan konteks historis
wawasan kebangsaan dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
Observasi dapat mencatat hal-hal atau perilaku pada waktu kejadian itu
berlangsung, dan datanya pun dapat diperoleh secara langsung. Observasi dalam
penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berkenaan dengan
kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyahan dan aktualisasinya di Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, yang diamati oleh peneliti adalah tingkah laku,

kondisi atau situasi dari:
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1) Organisasi Muhammadiyah; Observasi dilakukan terhadap bentuk gerakan
praksis®® Muhammadiyah, perkembangan amal usaha Muhammadiyah®’,
bentuk peran kebangsaan Muhammadiyah, sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh Muhammadiyah serta perkembangan pendidikan Muhammadiyah dari
jengang usia dini sampai jenjang perguruan tinggi.

2) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; peneliti mengamati situasi dan kondisi
kampus  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk  mengetahui
perkembangan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan meninjau kegiatan
perkuliahan di kelas dan program internal di Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo.

3) Mahasiswa; observasi dilakukan terhadap sikap dan tingkah laku mahasiswa
dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan baik melalui kegiatan internal
maupun program eksternal kampus.

4) Proses perkuliahan Al Islam dan kemuhammadiyahan; observasi dilakukan
untuk mengamati implementasi kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan
Il khususnya pada materi wawasan kebangsaan serta Internalisasi Nilai-Nilai
Kebangsaaannya.

5) Program internal kampus; pengamatan dilakukan pada program internal
kampus untuk mengetahui atau menambahkan data tentang Aktualisasi Materi
Wawasan Kebangsaan Melalui  Program Internal di  Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo, yang meliputi kegiatan UKM Hizbul Wathon, KKN

% Gerakan praksis adalah gerakan yang dilakukan melalui tindakan nyata.

67 Amal usaha Muhammadiyah merupakan suatu usaha dan media dakwah persyarikatan untuk
mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama
Islam sehingga terwujud Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
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Muhammadiyah untuk negeri dan program kreativitas mahasiswa.

6) Program eksternal kampus; pengamatan dilakukan pada program eksternal
kampus untuk mengetahui atau menambahkan data tentang Aktualisasi Materi
Wawasan Kebangsaan Melalui Program amal usaha Muhammadiyah yang
meliputi Lembaga Amil Zakat Infag dan Shodagoh Muhammadiyah
(LAZ1ZMU) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

b. Wawancara (Interview)

Untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian, penelitian ini
menggunakan teknik interview. Teknik ini  diperlukan untuk mendapatkan
data-data langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan. Teknik
wawancara dalam penelitian ini disesuaikan dengan pedoman wawancara yang
telah disusun sebelumnya namun pedoman wawancara tentang masalah-masalah
pokok dalam penelitian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di
lapangan.

Dalam pencarian data penelitiannya, peneliti memprediksi bahwa nantinya
akan memungkinkan adanya pengulangan-pengulangan dalam proses wawancara
terhadap informan untuk memperolen data yang akurat. Untuk menjaga
konsistensi pertanyaan, peneliti membuat sebuah pedoman wawncara yang hanya
berisi garis besar tentang hal-hal yang menjadi fokus permasalahan sehingga bisa
digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan wawancara dan bisa

dikembangkan namun tetap fokus pada permasalahan. (terlampir)
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Interview dilakukan kepada informan penelitian yang meliputi:

1) Tokoh Muhammadiyah:

(a) Prof. Dr.H. Syafig A. Mughni, MA.,Ph.D. (l. 1954); menjabat sebagai Ketua
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau terlibat langsung dalam perumusan
konsep darul ‘ahdi wa shahadah sebagi wujud komitmen Muhammadiyah
dalam wawasan kebangsaan.

(b) Dr. H. M. Saad lbrahim, MA. (1.1951); menjabat sebagai Ketua PWM Jawa
Timur. Beliau memahami dasar filosofis dan konteks historis wawasan
kebangsaan dalam pendidikan Muhamamdiyah).

(c) Dr. Hidayatullah, M.Si. (l. ); menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis
Dikdasmen PWM Jawa Timur. Beliau memahami kebijakan pendidikan
Muhammadiyah).

(d) H. Nadjib Hamid, M.Si. (I. 1964); menjabat sebagai Wakil Ketua PWM Jawa
Timur bidang Kader, Kerjasama, Informasi, dan Pengembangan Cabang dan
Ranting. Beliau memahami tentang komitmen wawasan kebangsaan
Muhammadiyah yang berkembang di warga Muhammadiyah.

(e) Isna Fitria Agustina, M.Si. (. 1977); menjabat sebagai Anggota Majelis
Dikdasmen PWM Jawa Timur. Beliau memahami kebijakan pendidikan
Muhammadiyah.

Interview ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana sejarah dan latar
belakang berdirinya Muhammadiyah, sejauh mana perkembangan gerakan

Muhammadiyah, bagaimana ideologi Muhammadiyah, bagaimana relasi

Muhammadiyah, Islam dan negara, wawasan kebangsaan Muhammadiyah, apa
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dasar filosofis dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam pendidikan

Muhammadiyah, Bagaimana hubungan agama dan negara berdasarkan konsep

“Darul ’Ahdi wa Shahadah” serta menggali data mengenai perkembangan

pendidikan Muhammadiyah.

2)

3)

4)

Drs. Muadz, M.Ag (I. 1962); menjabat sebagai Kepala lembaga Al Islam dan
Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sekaligus TIM
perumus kurikulum AIK Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah yang
memahami perkembangan kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan serta
proses perumusan materi wawasan kebangsaan di Perguruan Tinggi
Muhammadiyah.

Puspita Handayani, S.Ag.,M.Pd.I (I. 1979) ; menjabat sebagai Kepala Divisi
kurikulum Asosiasi Lembaga Al Islam dan kemuhammadiyahan Pendidikan
Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Interview ini dilakukan untuk
mengetahui data tentang Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)
di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, paradigma pendidikan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan, perkembangan Kkurikulum Al Islam dan
Kemuhammadiyahan serta proses perumusan materi wawasan kebangsaan di
Perguruan Tinggi Muhmaadiyah.

Anis Farihah, S.TH.l., M.Th.I (1.1985) dan Khoiri, S. Th.l.,M.Pd.L.(l. 1977);
Sebagai Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan  Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo yang merupakan dosen AIK yang setiap semester
ganjil mengampu matakuliah Al Islam dan kemuhammadiyah I11) ; interview

ini dilakukan untuk menggali data tentang nilai-nilai apa sajakah yang
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6)

7)

8)

9)
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terinternalisasi dalam materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum Al Islam
dan Kemuhammadiyahan Il serta untuk mengetahui langkah-langkah dalam
proses perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyahan I11.

Dr. Sigit Hermawan, SE.,M.Si. (I. 1975); menjabat sebagai Direktur Riset dan
Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Interview ini
dilakukan untuk menggali data tentang aktualisasi materi wawasan
kebangsaaan melalui keterlibatan mahasiswa dalam program KKN
Muhammadiyah untuk negeri.

Kepala Seksi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
Interview ini dilakukan untuk mencari data tentang aktualisasi materi
wawasan kebangsaaan melalui keterlibatan mahasiswa dalam program
kreativitas Mahasiswa.

Pengurus UKM Hizbul Wathon; interview ini dilakukan untuk mencari data
tentang bagaimana antusiasme mahasiswa dalam mengaktualisasikan materi
wawasan kebangsaaan melalui program UKM Hizbul Wathon.

Kumara Adji Kusuma, S.Fi.,CIFH. (I. 1978); menjabat sebagai Manager
LAZIZMU Umsida dan Yekti Pitoyo (I. 1975); menjabat sebagai Kasie
LAZIZMU UMSIDA. Interview ini dilakukan untuk mencari data tentang
sejauhmana kontribusi mahasiswa dalam program infag mahasiswa untuk
aktualisasi materi wawasan kebangsaaan melalui program Amal usaha
Muhammadiyah LAZIZMU.

Pengurus MDMC Jawa Timur; interview ini dilakukan untuk mencari data

tentang peran serta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam
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mengikuti pelatihan kader relawan MDMC dalam rangka mengaktualisasikan
materi wawasan kebangsaaan melalui program Amal usaha Muhammadiyah
MDMC
10) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; interview ini dilakukan
untuk mencari data tentang sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi
wawasan kebangsaan, nilai-nilai apa sajakah yang terinternalisasi dalam diri
mahasiswa, sejauhmana antusiasme mahasiswa dalam mengikuti kegiatan
internal kampus dan kegiatan eksternal melalui program amal usaha
Muhammadiyah.
c. Studi literatur
Studi literatur dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulan data
dengan cara menelusuri kepustakaan yang berisi teori-teori dari karya ilmiah baik
berupa softcopy maupun hard copy yang ada pada buku, laporan penelitian, jurnal
ilmiah atau catatan lain yang berkaitan dengan dasar filosofis dan konteks historis
wawasan kebangsaan Muhammadiyah. Teknik literer ini digunakan sebagai teknik
pengumpulan data primer dalam menganalisa permasalahan tentang gerakan
Muhammadiyah. Teknik studi literatur dalam penelitian ini berusaha mencari
sumber-sumber teori yang relevan dengan permasalahan tentang dasar filosofis
konsep kebangsaan yang dianut oleh Muhammadiyah serta konteks historis
Muhammadiyah dalam kaitannya dengan pandangan konsep kebangsaan di

Indonesia.



57

d. Dokumenter

Dokumenter sebagai teknik pengumpul data sekunder dalam rangka

melengkapi data hasil interview dan hasil observasi. Sebagai metode

pengumpulan data penelitian, teknik dokumentasi memiliki kelebihan efisiensi

dari segi waktu, tenaga dan biaya. Namun peneliti harus menganalisa validitas dan

reabilitasnya. Data dokumentasi dalam penelitian ini bisa berupa catatan maupun

foto kegiatan yang berkaitan dengan:

1)

2)

3)

Dokumentasi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam kaitannya dengan
pandangan konsep kebangsaan di Indonesia yang berupa data jumlah amal
usaha Muhammadiyah khususnya data mengenai lembaga pendidikan yang
berkembang di Muhammadiyah.

Dokumentasi  proses  perumusan  materi  wawasan  kebangsaan
Muhammadiyah dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang
meliputi deskripsi perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyahan 111, Silabus
dan RPS mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan I1I.

Dokumentasi kegiatan yang merupakan aktualisasi dari kurikulum Al Islam
dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam
menginternalisasikan nilai kebangsaan Muhammadiyah yang meliputi data
mahasiswa yang terdaftar dalam peserta Latgab MDMC serta data jumlah

jenis PKM yang telah diupload di Dikti.
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4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Instrumen pengumpulan datanya berupa angket atau
kuesioner, interview guidence, instrumen observasi dan instrumen dokumentasi.
Angket atau kuesioner merupakan instrumen pengumpul data yang berupa
sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari
responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya mengenai wawasan
kebangsaan dalam kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyahan. Bentuk
kuesioner yang dibuat sebagai instrumen dalam penelitian ini, meliputi:
a. Kuesioner terbuka, responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri,

bentuknya sama dengan kuesioner isian.

b. Kuesioner langsung, responden menjawab pertanyaan seputar dirinya.
c. Kuesioner tidak langsung, responden menjawab pertanyaan yang

berhubungan dengan orang lain.

Interview guidence merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan
sebagai pedoman melakukan wawancara. Dalam pelaksanaan penelitian ini,
interview dilakukan secara bebas terpimpin artinya pewawancara bebas
menanyakan yang menjadi permasalahan dalam wawasan kebangsaan kepada
informan dengan hanya membawa pedoman garis besarnya saja tanpa lembar
pedoman yang berisi pertanyaan lengkap. Kekuatan interview terletak pada
keterampilan interviewer dalam melakukan tugasnya. interviewer harus membuat
suasana yang tenang dan nyaman agar sumber data dapat memberikan informasi

yang jujur sehingga menghasilkan mengeluarkan informasi yang akurat.
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Instrumen observasi merupakan  pengamatan  langsung  dengan
menggunakan penglihatan, pendengaran, perabaan, dan indera lainnya. Instrumen
yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, rekaman
gambar, dan rekaman suara.

Instrumen dokumentasi dikembangkan dalam penelitian ini dengan
menggunakan pendekatan analisis isi untuk mencari bukti-bukti sejarah serta
landasan filosofis tentang wawasan kebangsaan dalam kurikulum Al Islam dan
kemuhammadiyahan. Subjek penelitiannya dapat berupa soft copy maupun hard
copy dari buku, jurnal, dokumen, catatan harian, bahkan foto atau benda-benda

bersejarah yang berkaitan dengan fokus penelitian.

5.Teknik Analisa Data

Analisis data diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data
ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah
berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisanya digunakan teknik analisa
deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data-data yang
terkumpul mengenai permasalahan penelitian.

Proses analisis data dilakukan peneliti melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Tahap Reduksi Data:

Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan
situasi di lokasi penelitian yaitu di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada

langkah ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan. Kedua,
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pengkodean dengan menggunakan simbol atau ringkasan yang ditetapkan pada
sekelompok kata-kata yang bisa berupa kalimat atau paragraph dari catatan di
lapangan. Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan
catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan
mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual dan obyektif.
Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir
oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif.

Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil
pengamatan dan memepermudah peneliti mencari kembali data yang diperlukan.
Proses reduksi data ini dilakukan secara terus menerus sejak proses pengumpulan
data berlangsung.

b. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian data yang
dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data diarahkan agar data hasil
reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mampu
dipahami dan memiliki makna tertentu. Data-data tentang Dasar Filosofis dan
Konteks Historis Wawasan kebangsaan dalam Kurikulum Al Islam dan
kemuhammadiyahan ditampilkan yang selanjutnya membuat hubungan antar
fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan yang perlu
ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam tahap ini penulis mendeskripsikan secara verbal pendapat, sikap,

atau kemampuan lain dari beberapa informan tentang data Dasar Filosofis dan
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Konteks Historis Wawasan kebangsaan dalam Kurikulum Al Islam dan

kemuhammadiyahan.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan
temuan dan melakukan verifikasi data. Disini penulis mengecek sebuah kualitas
data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Presistent Observation (Ketekunan Pengamatan) yaitu mengadakan observasi
secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih
mendalam terhadap aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.
Dalam hal ini berkaitan dengan aktualisasi Kurikulum Al Islam dan
Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

2) Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap
data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi
metode. Triangulasi metode digunakan untuk mengecek efektifitas metode
yang digunakan dalam penelitian. Selain menggunakan wawancara dan
dokumentasi, peneliti juga menggunakan metode observasi dalam
mengumpulkan data yang sama. Dengan teknik ini kredibilitas penelitian lebih
terjaga melalui perpanjangan pengamatan di lapangan serta meningkatkan
ketekunan.

Perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data
tentang Dasar Filosofis dan Konteks Historis Wawasan kebangsaan dalam

Kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah
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Sidoarjo yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari

beberapa informan atau responden.

I.  Sistematika Pembahasan

Disertasi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab memberikan
fokus perhatian pada bahasan tertentu, sesuai dengan tema pokok penelitian
disertasi ini.

Bab pertama, pendahuluan. Berisi uraian tentang latar belakang masalah.
Identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, kajian teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan
sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Muhammadiyah: Dasar Filosofis Dan Konteks Historis
Wawasan Kebangsaan Dalam Pendidikan Muhammadiyah. Pertama, berisi uraian
tentang Muhammadiyah: Sejarah Dan Konteks Kebangsaannya, yang meliputi:
Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah, Orientasi Ideologi
Muhammadiyah, Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara serta Pedoman Hidup
Islami Warga Muhammadiyah Tentang Kebangsaan. Kedua, menjelaskan tentang
Dasar Filosofis Wawasan Kebangsaan Dalam Pendidikan Muhammadiyah dan
ketiga, Konteks Historis Wawasan Kebangsaan Dalam Pendidikan
Muhammadiyah.

Bab Ketiga, Perumusan Materi Wawasan Kebangsaan Dalam Kurikulum
Al Islam Dan Kemuhammadiyahan. Pertama, berisi tentang Muhammadiyah dan

Pendidikan, yang meliputi: Idealisme Pendidikan Muhammadiyah, Revitalisasi
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Pendidikan Muhammadiyah dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah. Kedua,
menjelaskan tentang Materi Wawasan Kebangsaan Muhammadiyah Dalam
Kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang meliputi Tinjauan tentang
Kurikulum, Landasan Pengembangan Kurikulum, Paradigma Pendidikan Al Islam
dan Kemuhammadiyahan, Kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan dan
Proses perumusan materi wawasan kebangsaan muhammadiyah dalam kurikulum
Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Bab Keempat, Internalisasi Nilai Kebangsaan Muhammadiyah Untuk
Mengaktualisasikan Materi Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Pertama, menjelaskan tentang Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sebagai
Institusi Muhammadiyah, yang meliputi Profil Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo, Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Peran
Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Lembaga Pendidikan
Muhammadiyah. Kedua, berisi tentang internalisasi Nilai yang meliputi:
Internalisasi nilai dalam pendidikan dan internalisasi nilai Kebangsaaan dalam
kurikulum AIK 11l. Ketiga, menjelaskan tentang aktualisasi materi wawasan
kebangsaan yang meliputi: Aktualisasi materi wawasan kebangsaan melalui
program internal universitas Muhammadiyah dan aktualisasi materi wawasan
kebangsaan melalui program amal usaha Muhammadiyah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari beberapa permasalahan dalam

penelitian, implikasi teoretik, keterbatasan penelitian  dan Rekomendasi.
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BAB I

DASAR FILOSOFIS DAN KONTEKS HISTORIS WAWASAN

KEBANGSAAN DALAM PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
A. Muhammadiyah: Sejarah dan Konteks Kebangsaannya

Muhammadiyah! adalah gerakan Islam didirikan di Kampung Kauman
Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang
yang bernama Muhammad Darwisy, kemudian dikenal dengan KH Ahmad
Dahlan. Beliau adalah seorang kiai yang dikenal alim, cerdas dan berjiwa
pembaharu, yang merupakan pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai
seorang Khatib dan sebagai pedagang.? Muhammadiyah didirikan dalam bentuk
organisasi, perkumpulan atau perhimpunan resmi, yang sering disebut dengan
“Persyarikatan”, yang waktu itu memakai istilah “Persjarikatan Moehammadijah”.
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah

Kata “Muhammadiyah” jika diartikan secara bahasa berarti “pengikut

!Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad SAW., karena berasal dari
kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti
gerakan Islam, dakwah amar ma ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur’an dan al-
Sunnah. Yusron Asrofie, KH. Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya
(Yogyakarta: MPK-SDI PP Muhammadiyah 2005), 3. Visi Muhammadiyah adalah sebagai
gerakan Islam yang berlandaskan al- Qur’an dan al-Sunnah dengan watak tajdid dan aktif
dalam melaksanakan dakwah Islam amar mea’ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga
menjadi rahmatan li al-‘alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya
masyarakat Islam yang sebenar- benarnya yang diridhai Allah SWT dalam kehidupan di dunia
ini. Misi Muhammadiyah adalah (1) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan
ajaran Allah swt yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi
Muhammad SAW. (2) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan
jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang
bersifat duniawi. (3) Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur’an sebagai
kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.(4) amalan-amalan
Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Lihat Tanfidz Keputusan Musyawarah
Wilayah ke-39 Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2005 di Kota Sawahlunto.

2 Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
2010), 15.
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Nabi. dalam keputusan kongres ke-19 tahun 1330 di Minangkabau dengan
merujuk pada kongres ke-14, disebutkan bahwa ejaan kata perhimpunan ini
adalah “Moehammadijah”. Setelah kemerdekaan mrnggunakan ejaan yang telah
disempurnakan kemudian berubah menjadi “Muhammadiyah”.®>  Penggunaan
kata “muhammadiyah” dimaksudkan untuk menisbahkan pada ajaran dan jejak
perjuangan  nabi  Muhammad. Terjadinya proses perubahan kata
“Muhammadiyah” ini, diperkuat dengan penjelasan dari Hidayatullah selaku
tokoh Muhammadiyah di PWM Jawa Timur, “Ketika mendirikan
Muhammadiyah, terjadi hal yang menarik yaitu adanya diskusi dengan kawan-
kawan dan santrinya yang kemudian melahirkan nama Muhammadiyah.*

Setelah kepulangan beliau dari Makkah, KH Ahmad Dahlan tergerak
hatinya untuk mendirikan persyarikatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan
ummat Islam yang pada waktu itu dalam keadaan jumud dan penuh dengan
amalan-amalan yang bersifat mistik. Beliau ingin mengajak mereka kembali
kepada ajaran Islam berdasarkan Qur an dan Hadist. Kelahiran Muhammadiyah
merupakan menifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji
KH Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke
Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, KH Ahmad

Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah Air.

% lbid, 17.
4 Hidayatullah, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2019.
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Gagasan pembaruan itu diperoleh KH Ahmad Dahlan setelah berguru kepada
ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah. Pada masa ini, beliau
sempat berguru kepada Sheh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU
yakni Hasyim Asy’ari. Pada tahun 1912. Beliau kemudian mendirikan
Muhammadiyah di kampung Kauman Yogyakarta. Lebih lanjut Dr. Hidayatullah
menjelaskan mengenai hal ini sebagai berikut:
“Muhammadiyah sejak awal didirikan oleh KH Ahmad Dahlan didasarkan
pada sebuah pemahaman tentang konsep agama yang Beliau pelajari dan
melihat fenomena kehidupan masyarakat khususnya di Kauman
Yogyakarta yang memperlihatkan sebuah fakta bahwa kehidupan
masyarakat di kauman sangat jauh dengan kemuliaan Islam yang dipahami
KH Ahmad Dahlan. Islam yang dipahami KH Ahmad Dahlan adalah Islam
yang penuh dengan kemajuan. Tetapi dalam kehidupan di Kauman
faktanya berbalik. Disana banyak orang yang miskin, orang tidak
berpendidikan yang bagus, dan cukup banyak orang yang sakit.””®
Uraian diatas menunjukkan bahwa latar belakang didirikannya
Muhammadiyah berawal dari keprihatinan KH Ahmad Dahlan melihat
fenomena kehidupan di Kauman yang jauh dari kecukupan serta rata-rata
pendidikan masyarakatnya rendah. Inisiatif untuk mendirikan organisasi ini juga
didukung oleh pemahaman KH Ahmad Dahlan tentang konsep Islam yang
fleksibel dan berkemajuan.
Latar belakang lahirnya Muhammadiyah meliputi dua faktor, yakni Faktor
Subyektif dan Obyektif.
a. Faktor Subyektif

Faktor subyektif ini adalah faktor yang berkaitan pribadi Ahmad Dahlan,

5 Ibid.
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bahwa beliau sebagai pendiri Muhammadiyah pada saat itu dianggap

memiliki karakteristik, antara lain:

1) Sebagai ulama dan intelektual muslim yang relatif cerdas pada zamannya.
Hal ini dibuktikan antara lain pada saat itu Beliau pergi ke Lembang
Bandung untuk mencocokkan hasil penghitungan hisabnya dengan
teknologi meteorologi dan geofisika di tempat itu.

2) Memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Beliau dengan tepat menganalisa
kondisi umat dan menentukan pemecahan masalahnya. Salah satu
obsesinya ialah ingin menyatukan ulama di Indonesia serta meningkatkan
pendidikan umat Islam, sebab hanya dengan pendidikan yang memadai
umat Islam bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan
karena kebodohan dan keterbelakangan hanya bisa diatasi dengan
pendidikan.

3) Sebagai ulama yang mempunyai tipe ulama praktis, bukan ulama teoritis.
Hal ini terbukti antara lain dari pengajian tafsir yang dilakukannya
yakni menggunakan metode tematik yakni memulai dari ayat-ayat yang
paling mudah difahami sekaligus dan mudah diamalkan.

4) Beliau terpengaruh oleh pemikiran para tokoh pembaharu Islam, khususnya
dari kawasan timur tengah. Beberapa tokoh di antaranya Tagiyuddin ibnu
Taimiyah, Muhammad bin Abd al Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, dan

Muhammad Abduh.
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b. Faktor Obyektif

Faktor Obyektif merupakan fakta riil yang menimpa umat dan bangsa Indonesia

pada waktu itu. Faktor Obyektif ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu internal

dan Eksternal. Faktor Obyektif dari segi internal, antara lain:

Kelemahan praktek ajaran Islam. Bentuk- bentuk kelemahan praktek ajaran agama

Islam yang menjadi latarbelakang berdirinya Muhammadiyah, meliputi:

1)

2)

Tradisionalisme Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme; Hal ini
ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap khasanah intelektuAl Islam
masa lalu dan menutup pintu ijtihad dan pembaharuan-pembaharuan dalam
bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda
ummat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak
datang dari luar (barat). Bentuk-bentuk sikap penolakan terhadap perubahan
dan kemudian berapologi terhadap kebenaran tradisional yang telah menjadi
pengalaman hidup menjadi manifestasi dari kegagalan dalam melakukan
adaptasi perkembangan.

Sinkretisme Pertemuan Islam dengan budaya lokal; Hasil dari pertemuan
tersebut disamping telah memperkaya khasanah budaya Islam, namun juga
telah melahirkan format-format sinkretik, percampuradukkan antara sistem
kepercayaan asli masyarakat dengan budaya setempat. Hal ini terkadang
menimbulkan persoalan yang telah menyimpang dari tinjauan agidah Islam
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang Jawa misalnya, meski secara

formal mengaku sebagai muslim, namun kepercayaan terhadap agama asli
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mereka yang animistis tidak berubah. Kepercayaan terhadap roh-roh halus,
pemujaan arwah nenek moyang, takut pada yang angker, kuwalat dan
sebagainya menyertai kepercayaan orang Jawa. Islam, Hindu, Budha dan
animisme hadir secara bersama-sama dalam sistem kepercayaan mereka,
yang dalam aqgidah Islam banyak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
secara Tauhid.

Kelemahan Lembaga Pendidikan Islam Lembaga pendidikan tradisionAl
Islam, Pesantren, merupakan sistem pendidikan Islam yang khas Indonesia.
Transformasi nilai-nilai kelslaman ke dalam pemahaman dan kesadaran
umat secara institusional sangat berhutang budi pada lembaga ini. Namun
terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan Pesantren yang menjadi
kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat Islam yang dapat tumbuh
dan berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu kelemahan itu terletak
pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama, seperti
Bahasa Arab, Tafsir, Hadist, llmu Kalam, Tasawwuf dan ilmu falak.
Pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu
hitung, biologi, kimia, fisika, ekonomi dan lain sebagainya, yang justru
sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memahami perkembangan zaman
dan dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini.
Ketiadaan lembaga pendidikan yang mengajarkan kedua materi inilah yang
menjadi salah satu latar belakang dan sebab kenapa KH Ahmad Dahlan

mendirikan Muhammadiyah, yakni untuk melayani kebutuhan umat
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terhadap ilmu pengetahuan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu

duniawi.

Sedangkan Faktor Objektif yang Bersifat Eksternal, antara Lain:

a)

b)

Faktor Kristenisasi; Faktor yang paling banyak mempengaruhi kelahiran
Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang
terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang
muslim maupun bukan, menjadi kristen. Kristenisasi ini mendapatkan
peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kolonialisme
Belanda. Misi Kristen, baik Katolik maupun Protestan di Indonesia,
memiliki dasar hukum yang kuat dalam Konstitusi Belanda. Bahkan
kegiatan-kegiatan kristenisasi ini didukung dan dibantu oleh dana-dana
negara Belanda. Efektifitas penyebaran agama Kristen inilah yang terutama
mengguggah KH Ahmad Dahlan untuk membentengi ummat Islam dari
pemurtadan.

Kolonialisme Belanda Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang
sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah nusantara ini, baik secara
sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek
politik Islam Pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana
ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk
melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, KH Ahmad Dahlan dengan
mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap
kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan.
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c) Gerakan Pembaharuan Timur Tengah Gerakan Muhammadiyah di Indonesia
pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang
gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim,
Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh,
Rasyid Ridha dan lain sebagainya. Persentuhan itu terutama diperoleh
melalui tulisan-tulisan Jamaluddin al-Afgani yang dimuat yang dibaca oleh
KH Ahmad Dahlan. Tulisan-tulisan yang membawa angin segar
pembaharuan itu, ternyata sangat mempengaruhi KH Ahmad Dahlan, dan
merealisasikan gagasan-gagasan pembaharuan ke dalam tindakan amal yang

riil secara terlembaga.®

Dengan melihat seluruh latar belakang kelahiran Muhammadiyah, KH
Ahmad Dahlan telah melakukan lompatan besar dalam beritijtihad. Prinsip-prinsip
dasar perjuangan Muhammadiyah tetap berpijak kuat pada al-Quran dan Sunnah,
namun implementasi dalam operasionalisasinya yang memeiliki karakter dinamis
dan terus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air. Disamping
memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi
pelajaran kepada kaum lbu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul
Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan.

Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa. KH Ahmad Dahlan

®Mustafa Kemal dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah Sebagai Gerakan
Islam:Perspektif Historis dan Ideologis (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam,
2003),120-130.
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memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu
masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke
11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian
memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri
kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian
hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini menjadi
Muktamar 5 tahunan.

Sebagai seorang pemimpin yang demokratis, KH Ahmad  Dahlan
dalam  melaksanakan  aktivitas  gerakan dakwah Muhammadiyah
memfasilitasi ~ para anggota Muhammadiyah untuk melakukan proses
evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama
hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah
diselenggarakan dua belas kali pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang
saat itu dipakai istilah Algemeene Vergadering (persidangan umum).

Etika welas asih menjadi pijakan teologi reformasi KH Ahmad Dahlan
dalam hal kepeduliannya pada nasib bangsa dan umat Islam penduduk
pribumi yang sengsara dan tertindas.” Fenomena ini menarik elit priyayi jawa

Sutomo, sehingga beliau  bersedia menjadi penasehat Muhammadiyah di

"Abdul Munir Mulkhan, , Etika Welas Asih dan Reformasi Soaial Budaya Kyai KH Ahmad Dahlan
(Jakarta: Bentara, Kompas, 2005), 2. Mulkhan mengomentari gerakan yang dilakukanDahlan, bahwa
Gagasan dasar Dahlan terletak pada kesejajaran kebenaran tafsir al-Qur’an, akal suci, temuan iptek, dan
pengalaman universal kemanusiaan. Belajar filsafat baginya adalah kunci pengembangan kemampuan
akalsuci, dari sini diperoleh pengetahuan tentang bagaimana mencapai tujuan penerapan ajaran Islam.
Realisasi tujuan tersebut dilakukan dengan mendirikan sekolah modern, rumak sakit, kepanduan, panti
asuhan, dan pemberdayaan kaum tertindas dalam system manajemen dan organisasi modern. Berbagai
ritus Islam difungsikan sebagai dasar teologi realisasi tujuan tersebut. Dari kehidupan kaum nasrani dan
temuan iptek, kiyai belajar tentang pengembangan kehidupan sosial. Dari tokoh-tokoh pembaharu, ia
peroleh ide rasionalisasi ajaran Islam. Sementara dari fakta-fakta sosiologis dan sejarah manusia,
diperolehnya inspirasi kerja pragmatis dan humanis.



73

bidang kesehatan. Bahkan kemudian, bersama-sama para dokter Belanda,
Sutomo mengelola Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya tanpa gaji.
Semangat kemanusiaan berbasis cinta kasih telah mempersatukan mereka
meskipun berbeda bangsa dan agama.

Komitmen Muhammadiyah sejak berdirinya sampai sekarang adalah
bahwa Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam
berbasis akidah yang murni. Hal ini menjadi khittah Muhammadiyah sekaligus
menjadi karakter utama dalam pengembangan pemikiran keagamaannya.
Dalam anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa latar  belakang
berdirinya Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi
agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Walaupun pada saat itu sudah ada sekolah-sekolah, namun belum merata
diseluruh pelosok. Padahal pendidikan dan pengajaran adalah unsur yang mutlak
untuk meninggikan kecerdasan rakyat. Itulah sebabnya Muhammadiyah sangat
mementingkan pendidikan dan pengajaran di samping gerakan keagamaan
tentunya. Untuk meningkatkan pendidikan pemuda, dibentuk organisasi
kepanduan Hisbul Wathon. Untuk meningkatkan pendidikan dan kecakapan
wanita. Muhammadiyah membentuk organisasi Aisyah. Dalam perkembangan

selanjutnya, pemudi- pemudi Aisiyah membentuk Nasyiatul Aisiyah.

Sebagai gerakan yang senantiasa mengikuti perkembangan  dan
perubahan, Muhammadiyah senantiasa mempunyai  kepentingan  untuk
melaksanakan amar ma'ruf nahi-munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan

amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya ialah masyarakat,
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sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya yaitu menegakkan
dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil

dan makmur yang diridlai Allah SWT.

2. Orientasi Ideologi Muhammadiyah

Dalam konstelasi global berbagai paham dan model gerakan Islam tumbuh
di hampir seluruh dunia muslim. Perkembangan hidup umat manusia semakin
menunjukkan kecenderungan yang luar biasa di berbagai aspek, yang disertai
dengan semakin meluasnya kekuatan berbagai jenis ideologi yang merasuk ke
seluruh struktur kehidupan bangsa. Ideologi Muhammadiyah bersumber dari
pemikiran poendiri dan tokoh-tokoh generasi awal Muhammadiyah. Proses
perumusan ideologi Muhammadiyah terus berlangsung seiring dengan kebutuhan
organisasi untuk menjawab permasalahan yang muncul pada setiap masa
perkembangan Muhammadiyah.

Ideologi Muhammadiyah dapat dipahami dari rumusan-rumusan dalam
Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Masalah Lima, Kepribadian
Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Khittah
Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Pernyataan
Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad, dan Revitalisasi Ideologi
Muhammadiyah: Konsolidasi Bidang Keyakinan dan Cita-Cita Hidup. Rumusan
ideologi Muhammadiyah bersifat tentatif dan dinamis agar eksistensi organisasi
tetap dipertahankan.

Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan baru dalam kehidupan umat,

bangsa dan dunia kehidupan yang sarat tantangan, sehingga Muhammadiyah tidak
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cukup hanya mengandalkan usaha-usaha pragmatis atau berjalan mengikuti
hukum dinamika alamiah saja tanpa berpijak pada prinsip-prinsip gerakan yang
bersifat ideologis. Perjalanan Muhammadiyah yang mampu bertahan sampai
sekarang disebabkan oleh prinsip-prinsip ideologi gerakannya yang menyatu
dalam keyakinan, pemahaman, cita-cita dan sikap hidup para pemimpin maupun
penggeraknya untuk tidak kenal lelah menghidupkan gerakan Islam. Hal itu
dilandasi oleh keberadaan Muhammadiyah sebagai “Gerakan Islam, Dakwah
‘amar ma’ruf nahi Munkar dan Tajdid” yang terus berkomitmen kuat untuk terus
berjuang menjalankan misi utama “menegakkan dan menjunjung tinggi agama
Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.®
Hidayatullah dalam keterangannya juga menyampaikan bahwa perjuangan KH.
KH Ahmad Dahlan dan teman-temannya adalah perjuangan yang tidak pernah
selesai. Karena dalam perumusan resmi di Muhammadiyah adalah ingin
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.®

Pada Muktamar ke-37 telah digagas pentingnya pembaharuan di bidang
ideologi. Untuk pandangan ideologi, Muhammadiyah pada waktu itu
menggunakan istilah “Keyakinan dan cita-cita Hidup”. Akhirnya dalam Tanwir
tahun 1969 di Ponorogo kemudian lahir pemikiran resmi ideologi
Muhammadiyah yang dikenal dengan “Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup
Muhammadiyah”. Ideologi Muhammadiyah ini menjadi word view Yyang
digunakan oleh segenap anggotanya untuk dapat memahami apa, bagaimana dan

untuk apa Muhammadiyah.

8 Haedar Nashir, Memahami ldeologi Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), 4.
° Hidayatullah, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2019.
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Lebih lanjut Hidayatullah menyampaikan = bahwa Muhammadiyah
sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan
dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam berbagai
amal usaha Muhammadiyah demi kemakmuran masyarakat.'® Saad lbrahim juga
menjelaskan bahwa Muhammadiyah juga sudah melakukan banyak amal usaha
yang diproyeksikan untuk semua masyarakat. Misalnya ketika didirikan Rumah
sakit yang pertama di Jakarta 1923, KH. KH Ahmad Dahlan dalam pidatonya
menyampaikan bahwa rumah sakit bukan semata-mata untuk Muhammadiyah.!

Menurut pandangan Muhammadiyah, ideologi dapat diartikan sebagai
sistem paham yang berfungsi untuk mengimplementasikan ajaran Islam
dalam kehidupan umat.  Sebagai religious movement, yang didalamnya
terkandung belief system, knoeledge, organization, dan practices activity yang
mengarah pada tujuan yang dicita-citakan.’> Muhammadiyah sebagai organisasi
maupun gerakan secara keseluruhan memerlukan perekat sebagai fondasi untuk
menjaga kesinambungan gerakan Muhammadiyah. Pemikiran ideologi secara
substansi terkandung dalam dua pemikiran resmi Mugaddimah Anggaran Dasar
Muhammadiyah serta Matan keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah.®

Ideologi Muhammadiyah ialah ideologi Islam. Islam sebagai fondasi, way
of life yang merupakan Minhaj al-Hayat (sistem kehidupan) bagi Muhammadiyah

yang membentuk keyakinan, kepribadian dan pola tingkah laku dalam kehidupan

10 Hidayatullah, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2019.

1 Saad Ibrahim, Wawancara, Sidoarjo, 13 Desember 2019.

12 Haedar Nashir, Meneguhkan Gerakan Ideologi Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara Muhamamdiyah,
2006), 5.

13 Muhammad Junaidi, dkk, “Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah Dalam Penguatan Kader
Persyarikatan”, Tajdida, Vol. 16, No. 2 (Desember, 2018), 104.
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anggota Muhammadiyah. Gerakan dakwah Muhammadiyah bertujuan untuk
mengembalikan penyimpangan dalam proses dakwah Islam. Penyimpangan ini
sering menyebabkan ajaran Islam bercampur dengan kebiasaan di daerah tertentu
dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun
tata sosial dan pendidikan masyarakat yang terdidik dibuktikan dengan
pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah sampai
saat ini. Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang
mengandung nilai-nilai untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang
melahirkan keunggulan hidup lahiriyah dan ruhaniah. Adapun dakwah dan tajdid
bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam
sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman.

Landasan normatif ideologi Muhammadiyah adalah surat Ali Imran ayat
104 yang berbunyi:
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” 14
Ayat tersebut mengandung isyarat seruan untuk menggerakkan umat dalam
menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi yang dipahami sebagai perintah

berhimpun dalam suatu organisasi yang menjalankan dakwah ‘amar ma’ruf nahi

munkar.

14 al-Qur’an, 3:104.
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Najib menjelaskan bahwa Muhammadiyah lahir sebelum negeri ini ada.
Misinya adalah mencerdaskan masyarakat. Muhammadiyah berdiri pada saat
bangsa Indonesia masih terjajah, ekonominya lemah, pendidikannya rendah
termasuk kesehatannya. Muhammadiyah ingin memperbaiki bidang tersebut
sehingga dalam perjalanannya Muhammadiyah selalu berkomitmen untuk
menjalankan dakwah amar ma’ruf nahi munkar.!®

Seiring dengan pentingnya menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan
Muhammadiyah secara keseluruhan, Muhammadiyah menetapkan langkah
revitalisasi ideologi hasil Tanwir 2007 di Yogyakarta. Sejak reformasi banyak
aliran-aliran dan gerakan Islam lain yang masuk dan melakukan aktivitas ditubuh
organisasi dan amal usaha Muhammadiyah.'® Berdasarkan pada kenyataan ini dan
agar tidak menimbulkan dampak luas dan merugikan masa depan
Muhammadiyah, maka dikeluarkanlah kebijakan revitalisasi ideologi. Sikap
ideologis ini bukan berarti Muhammadiyah anti ukhuwah, tetapi sebaliknya agar
ukhuwah tercipta, maka sesama organisasi Islam seharusnya tidak saling
intervensi.

Dalam pandangan akademik, para ahli sering mengkategorisasikan
ideologi Muhammadiyah sebagai berikut:

Ideologi Modernis-Reformis

Para penulis dan peneliti maupun masyarakat menjuluki Muhammadiyah
sebagai gerakan Islam modern, reformis, dan lebih spesifik lagi disebut gerakan

Tajdid atau pembaruan. Alfian menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan

15 Najib Hamid, Wawancara, Surabaya, 9 Januari 2020.
16 Nashir, Memahami Ideologi Muhammadiyah, 39.
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reformis. Deliar Noer menyebut bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan
modern Islam yang tampil lebih moderat. Sedangkan William Shepard
mengkategorisasikan Muhammadiyah sebagai Islamic Modernism yang
gerakannya lebih fokus untuk membangun Islamic Society.'” Muhammadiyah
disebut pula sebagai gerakan kebangkitan Islam (the revival of Islam, al-sahwa Al
Islamy, al-lhya Al Islamy). Pemberian labelisasi yang demikian didasari atas
argumentasi atau pandangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan,
kendati selalu terdapat resiko ketika label itu diberikan akan melahirkan
kategorisasi yang berbeda dengan pemikiran Islam lain.

Namun labelisasi modernis atau reformis atau tajdid itu sekaligus menjadi
suatu  penghargaan positif sekaligus menjadi pertanggungjawaban bagi
Muhammadiyah, yakni bagaimana kini setelah usia satu abad Muhammadiyah
mengukir kembali kisah sukses tajdid atau reformasi atau modernisasi
gerakannya, sehingga mampu menampilkan tajdid atau pembaruan jilid kedua.
Inilah tantangan sekaligus beban bagi gerakan Muhammadiyah memasuki era
baru abad kedua perjalanan sejarahnya. Apakah cukup dengan gerakan seperti

sekarang ini atau ingin mengukir kisah sukses kedua untuk kejayaan umat, bangsa

17 Lihat: Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1996);
Alfian, Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation Under Dutch
Colonialism, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989); Achmad Jainuri, Ideologi Kaum
Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal, (Lembaga Pengkajian
Agama dan Masyarakat, 2002); Ahmad Syafii Maarif, al-Qur’an dan Tantangan Modernitas,
(Yogyakarta: Sipress, 1990); James L. Peacock, Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran
Islam, (Jakarta: Cipta Kreatif, 1986); Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over the Banyan
Tree: a Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, (Institute of
Southeast Asian Studies, 1983). William Shepard, “The Diversity of Islamic Thought: Towards a
Typology”, dalam Suha Taji-Farouki and Basheer M. Nafi, Islamic Thought In The Twentieth
Century, (New York; IB. Tauris & Co Ltd., 2004).
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dan dunia kemanusiaan.

Muhammadiyah sebagai gerakan  modernis-reformis  melakukan
pembaruan dalam sejumlah bidang kehidupan. Mukti Ali menunjukkan bahwa
pembaruan Muhammadiyah yang menjadi amaliah gerakannya sebagai berikut;
(1) membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan
Islam; (2) reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern;
(3) reformulasi ajaran dan pendidikan Islam; dan 4) mempertahankan Islam dari
pengaruh dan serangan luar. ** Muhammadiyah adalah ideologi reformis-modernis
yang menampilkan corak Islam yang berkemajuan, yang memadukan antara
purifikasi dan dinamisasi dan bersifat wasiziyyah dalam meyakini, memahami,
dan melaksanakan ajaran Islam, sehingga Islam senantiasa menjadi agama untuk
peradaban (din al-hadarah) sepanjang zaman.

Berkaitan dengan upaya mempertahankan Islam dari pengaruh dan
serangan luar, Alwi Shihab menunjuk Muhammadiyah sejak kelahirannya sebagai
gerakan yang “membendung arus” perkembangan misionaris Kristen melalui
cara-cara yang elegan atau objektif, yakni melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan dan kemasyarakatan yang objektif sehingga langsung dirasakan
masyarakat luas. Namun menurut Mukti Ali, terdapat karakteristik dari gerakan
Muhammadiyah yang tidak dimiliki oleh gerakan pembaruan Islam di dunia
muslim sebelumnya yakni amal sosialnya yang bersifat kelembagaan seperti

sekolah dan rumah sakit, serta gerakan perempuan Muhammadiyah vyaitu

18 Mukti Ali, ”Amalan Kyai Haji KH Ahmad Dahlan”, dalam Sujarwanto & Haedar Nashir,
Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 332.
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‘Aisyiyah yang menjadi ciri khas pemikiran dan amal KH Ahmad Dahlan.*

Shepard dalam  Suha-Taji-Farouki &  Basheer M.  Nafi,
mengaktegorisasikan Muhammadiyah sebagai kelompok Islamic-Modernism”,
yang lebih fokus bergerak untuk membangun “Islamic society” (masyarakat
Islam) daripada perhatian terhadap “Islamic state” (negara Islam); yang fokus
gerakannya pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi
organisasi politik kendati para anggotanya tersebar di berbagai partai politik.2°
Pandangan modernis tersebut berbeda dengan pandangan sekular yang
memisahkan agama secara diametral dari negara atau sebaliknya pandangan
fundamentalisme-Islam yang menghimpitkan secara sama sebangun antara agama
dan negara.

Dalam konteks sejarah Indonesia, pandangan Muhammadiyah ini
menjadi penting karena selain ikut menyelesaikan ketegangan antara Islam dan
negara sebagaimana terjadi pada awal kemerdekaan dalam peristiwa Piagam
Jakarta, sekaligus memberikan solusi keagamaan dalam kenegaraan yakni
menjadikan Indonesia sebagai format negara yang sah yang berdasarkan
Pancasila dan memiliki legitimasi secara teologis dan aspek sosiologis yang kuat
untuk menjadikan negara Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.

Secara umum orientasi ideologi keagamaan reformis-modernis ditandai
oleh wawasan keagamaan yang menyatakan bahwa Islam merupakan nilai ajaran

yang memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan dan karenanya harus

19 1bid.
20 William Shepard, “The Diversity of Islamic Thought: Towards a Typology”, dalam Suha Taji-
Farouki and Basheer M. Nafi, Islamic Thought In The Twentieth Century, 74.
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diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kaum reformis-modernis
pengamalan ini tidak hanya terbatas pada persoalan-prsoalan ritual-ubudiyah,
tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu
kaum reformis-modernis menerima perubahan berkaitan dengan persoalan-
persoalan sosial, memiliki orientasi waktu ke depan serta menekankan progran
jangka panjang, bersikap rasional dalam melihat persoalan, mudah menerima
pengalaman baru, memiliki mobilitas tinggi, toleran dan mudah menyesuaikan
dengan lingkungan baru.?

Modernisme Islam yang ditampilkan Muhammadiyah oleh Nakamura
dilukiskan sebagai berikut: "Muhammadiyah adalah gerakan yang menampilkan
banyak wajah. Dari jauh nampak doktriner. Namun dilihat dari dekat, kita
menyadari ada sedikit sistematisasi teologis. Apa yang ada di sana agaknya
merupakan suatu susunan ajaran moral yang diambil langsung dari Al-Qur’an dan
Hadits. Nampak ekslusif bila dipandang dari luar, tetapi sesungguhnya tampak
terbuka bila berada di dalamnya. Secara organisatoris nampak membebani, akan
tetapi sebenarnya Muhammadiyah merupakan suatu kumpulan individu yang
menghargai menghargai pengabdian pribadi. Nampak sebagai organisasi yang
sangat disiplin, akan tetapi sebenarnya tidak ada alat pendisiplinan yang efektif
selain kesadaran masing-masing. Nampak agresif dan fanatik, akan tetapi
sesungguhnya cara penyiarannya perlahan-lahan dan toleran. Dan akhirnya tetapi

barangkali yang paling penting, nampak anti Jawa, akan tetapi sebenarnya dalam

2L Achmad Jainuri, ldeologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah
Periode Awal, 101-102.
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banyak hal mewujudkan sifat baik orang Jawa. Barangkali kita bisa mengatakan
di sini, kita mempunyai satu kasus dari agama universal seperti Islam yang
menjadi tradisi agama yang hidup di lingkungan Jawa.”?2

Ideologi reformis- modernisme memandang Islam ada ranah qar’7 dan
zann. Aspek ajaran Islam memerlukan interprestasi ulang dalam menghadapi
tantangan zaman dan menjawab persoalan kontemporer namun tetap berada
dalam fondasi Islam. Kaum reformis-modernis yakin pada kesempurnaan ajaran
Islam, tetapi pelaksanaannya dalam kehidupan sangat fleksibel. Keberhasilan
dalam menyesuaikan diri pada situasi membuat organisasi semakin berkembang
yang dibuktikan bertambahnya jumlah keanggotaan, lembaga pendidikan serta
serta amal usaha yang dimilikinya. Kaum Modernis muslim berkeyakinan bahwa
dari manapun asalnya ide atau gagasan selama tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip dasar ajaran Islam adalah diperbolehkan.

Ideologi yang Berkemajuan

Pandangan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang
berkemajuan sudah muncul sejak awal dari pendirian Muhammadiyah.
“Berkemajuan” telah diperkenalkan oleh founding fathers Muhammadiyah.
“Memajoekan hal Agama kepada anggauta-anggautanja” bunyi pernyataan dalam
statue pertama kali tahun 1912, dan dalam edisi awal Suwara Muhammadijah
yang di tulis dalam bahasa Jawa diungkapkan “Karena menurut tuntunan agama

kita Islam, serta sesuai dengan kemauan zaman kemajuan”.

22 Nakamura, Bulan Sabit Muncul Dari Balik Pohon Beringin, terjemahan M. Yusron Asrofie,
Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1983, 226
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Dikaji dari substansi ideologi dan pemikiran Muhammadiyah secara lebih
moderat, sesungguhnya ideologi Muhammadiyah yang berwatak reformis-
modernis itu dapat dikatakan sebagai ideologi yang berkemajuan, yakni
mengandung jiwa pembaharuan dan kemajuan sejalan dengan jiwa ajaran Islam
yang nampak dalam kandungan substansi “pandangan keagamaan” sebagaimana
termaktub dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah Abad Kedua.?® Di dalamnya
menjelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan
misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya. Islam merupakan nilai utama sebagai fondasi dan pusat inspirasi yang
menyatu dalam nadi gerakan. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah
agama Allah yang lengkap dan sempurna. Islam mengandung ajaran berupa
perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk keselamatan
hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Semangat kemajuan Muhammadiyah adalah karena di dalam Islam, orang
muslim harus maju. Dari sinilah maka muncul istilah Muhammadiyah sebagai
gerakan Islam yang berkemajuan. Ciri-ciri sederhana sebuah kemajuan adalah
adanya budaya ilmu yang diterapkan di dalam sisi-sisi kehidupan suatu
masyarakat. Apalagi Islam menekankan sekali terhadap budaya llmu ini. Karena
ada banyak ayat di dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad Saw yang
menekankan agar umat Islam berilmu. Dengan demikian, pantaslah jika
Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berkemajuan karena memang di

dalam Ideologinya yakni Islam memiliki semangat untuk itu. Islam berkemajuan

23 Haedar Nashir, Muhammadiyah Abad Kedua (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika: 2011), 52.
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selalu menyemaikan benih- benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan,
kemaslahatan, kemakmuran dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh
umat manusia.?*

Muhammadiyah harus mampu mendiseminasikan kesadaran kritis ke
khalayak luas, kesadaran yang menganggap bahwa realitas atau kondisi sosial
sekarang ini bukanlah sesuatu yang at- given, kesadaran yang menganggap “Allah
tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jika bukan kaum itu sendiri yang
mengubahnya”. Muhammadiyah haruslah menjadi organisasi masyarakat yang
bisa mendifusikan budaya dialog. Budaya dialog harus dikembangkan di kalangan
internal Muhammadiyah dan harus menjadi tauladan yang selalu mengutamakan
dialog sehingga Muhammadiyah menjadi organisasi yang memiliki peluang untuk
melakukan tindakan-tindakan besar bagi Islam, Indonesia dan seluruh umat
manusia.

Muhammadiyah memandang bahwa Islam adalah agama yang
mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kerahmatan kehidupan umat
manusia. Dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan menyebarluaskan
pencerahan, maka Muhammadiyah telah melakukan peneguhan tentang ajaran
akidah, ibadah dan akhlak serta melakukan pembaharuan dalam mu’amalah

duniawiyah yang membawa ajaran Islam yang rohmatan Iil’alamin.

24 Dartim lbnu Rushd, Pemikiran Pendidikan Hamka dan Kaderisasi Muhammadiyah: Analisis
Filosofis dan Konsep (Surakarta: Sun House Digital, 2016), 134.
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Pemaparan data pada pembahasan diatas dapat dianalisa bahwa
Muhammadiyah sejak awal didirikan oleh KH Ahmad Dahlan didasarkan pada
sebuah pemahaman tentang konsep agama yang beliau pelajari serta melihat
fenomena kehidupan masyarakat khususnya di Kauman Yogyakarta yang
memperlihatkan sebuah fakta bahwa kehidupan masyarakat di kauman sangat
jauh dengan kemuliaan Islam yang dipahami KH Ahmad Dahlan.

Latar belakang lahirnya Muhammadiyah meliputi dua faktor, yakni Faktor
Subyektif dan Obyektif. Dengan melihat seluruh latar belakang kelahiran
Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan telah melakukan lompatan besar dalam
beritijtihad. Prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah tetap berpijak kuat
pada al-Quran dan Sunnah, namun implementasi dalam operasionalisasinya yang
memiliki karakter dinamis dan terus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan
zaman.

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam multifaced, tampak doktriner,
namun sistematisasi teologisnya menekankan pada aspek moral-etik dari al-Quran
dan Sunnah. Ketelitian dalam mengkaji ayat-ayat Al Quran melahirkan amalan
konkret Muhammadiyah. Muhammadiyah berasaskan Islam serta bersumber pada
Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Gerakan utamanya adalah melaksanakan dakwah
amar ma ruf nahi munkar dan tajdid, dengan tujuan menjunjung tinggi Agama
Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan ini
merupakan formulasi dari esensi dan eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan
Islam yang bersifat tajrid dan tajdid yang berdasar pada Al-Quran dan Sunnah

yang shahih, dengan mengembangkan pintu ijtihad untuk kemajuan umat dan
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kehidupan manusia. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah
melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik.
Pemikiran tajdid yang diusung Muhammadiyah memiliki dasar teologis
dan filosofis yang kokoh. Untuk merealisasikan tajdid ini, perlu adanya kerja
cerdas yang dalam terminologi Muhammadiyah disebut Ijtihad yang berarti
mencurahkan segala kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran
Islam baik dalam bidang agidah, hukum, filsafat, tasawuf dan disiplin ilmu
lainnya berdasarkan pendekatan tertentu. Sifat universal ajaran Islam menuntut
adanya ijtihad agar sesuai dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah
dihadapkan pada tantangan baru dalam kehidupan umat, bangsa dan dunia
kehidupan yang sarat tantangan, sehingga Muhammadiyah tidak cukup hanya
mengandalkan usaha-usaha pragmatis atau berjalan mengikuti hukum dinamika
alamiah saja tanpa berpijak pada prinsip-prinsip gerakan yang bersifat ideologis.
Ideologi Muhammadiyah dapat dipahami dari rumusan-rumusan dalam
Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Masalah Lima, Kepribadian
Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Khittah
Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Pernyataan
Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad, dan Revitalisasi Ideologi
Muhammadiyah: Konsolidasi Bidang Keyakinan dan Cita-Cita Hidup. Rumusan
ideologi Muhammadiyah bersifat tentatif dan dinamis agar eksistensi organisasi
tetap dipertahankan. Landasan normatif ideologi Muhammadiyah adalah surat Ali
Imran ayat 104 yang mengandung isyarat untuk menggerakkan umat dalam

menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi yang dipahami sebagai perintah
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berhimpun dalam suatu organisasi yang menjalankan dakwah amar ma’ruf nahi
munkar.

Muhammadiyah dipandang sebagai gerakan modern Islam yang tampil
lebih moderat. Muhammadiyah sebagai Islamic Modernism yang gerakannya
lebih fokus untuk membangun Islamic Society. Muhammadiyah sebagai gerakan
modernis-reformis melakukan pembaruan dalam sejumlah bidang kehidupan..
Pengamalan yang bersifat reformis-modernis tidak hanya terbatas pada persoalan-
persoalan ritual-ubudiyah, tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan sosial
kemasyarakatan serta menerima perubahan berkaitan dengan persoalan- persoalan
social dan bersikap rasional.

Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan Islam yang berkemajuan,
karena di dalam Ideologinya yakni Islam memiliki semangat untuk itu. Islam
berkemajuan selalu menyemaikan benih- benih kebenaran, kebaikan, kedamaian,
keadilan, kemaslahatan, kemakmuran dan keutamaan hidup secara dinamis bagi
seluruh umat manusia. Muhammadiyah memandang bahwa Islam adalah agama
yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kerahmatan kehidupan
umat manusia. Dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan menyebarluaskan
pencerahan, maka Muhammadiyah telah melakukan peneguhan tentang ajaran
akidah, ibadah dan akhlak serta melakukan pembaharuan dalam mu’amalah

duniawiyah yang membawa ajaran Islam yang rohmatan Iil’alamin.
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3.Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara

Dalam sejarah peradaban manusia, sering terjadi perdebatan klasik
mengenai hubungan antara agama dan negara yang tidak hanya berupa perbedaan
wacana, tetapi juga telah berubah menjadi pentas adu kekuatan yang menyusup
dalam beragam isu keagamaan. Pangkal masalahnya pada ketidaksesuaian
persepsi dalam memandang hubungan negara dan agama.

Agar tidak berkutat pada perdebatan ini, diperlukan penelusuran kembali
wacana Islam dan negara di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh
teladan dan inspirasi bagaimana seharusnya mengelola kehidupan yang tidak
sekuler sekaligus tidak mencerminkan “negara agama”.®

Agama dan negara adalah dua institusi yang sama-sama berpengaruh kuat
terhadap kehidupan umat manusia. Konsep syahid dalam Islam dan konsep
pahlawan yang berkaitan dengan negara adalah cerminan dari betapa dua institusi
tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap
kehidupan umat manusia. Al Qur’an surat An-Nur ayat 55 menyatakan:
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% As’ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan kemaslahatan Berbangsa (Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia, 2012), 155.
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“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-
sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana
Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh
Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk
mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah
mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap
menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan
Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka
itulah orang-orang yang fasik.” 28
Dalam pandangan Islam, pada dasarnya tidak ada pemisahan antara agama
dan politik. Nabi Muhammad ketika berada di Madinah membangun sistem
pemerintahan dalam sebuah negara kota (city-state). Beliau berperan sebagai
kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama. Sejak Nabi Muhammad
sampai sekarang, kenangan tentang Madinah sebagai tempat dimana Nabi mulai
meraih kesuksesan dalam dakwah dan membangun masyarakatnya sangat kuat.?’
Lazimnya, orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik. Islam lebih dari
sekedar agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu masyarakat sipil, Ada juga
yang menilainya sebagai suatu sistem peradaban yang menyeluruh, bahkan, ada
pula yang mempercayainya sebagai agama dan negara. Islam tidak mengenal
dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal.
Islam memberi panduan etis bagi setiap aspek kehidupan.?® Meskipun
dalam ajaran Islam juga terdapat pedoman mengenai ketatanegaraan atau politik,

ternyata hubungan antara agama dan negara dalam Islam sangat multi tafsir.

Dalam Islam, pemikiran politik mengenai hubungan agama dan negara ternyata

%6 al-Qur’an, 24: 55.
21 Komaruddin Hidayat, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi (Jakarta: Paramadina, 2003), 93.
28 Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 7-8.
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masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli.*® Secara global, ada tiga
paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara.®® Pertama, paradigma
yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara. Sebagian
tokoh terkenal yang mendukung konsep ini adalah ‘Ali Raziq dan Thaha Husein.
Menurut paradigma ini, Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau
pemerintahan. Secara historis wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin
adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan.
Paradigma kedua menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang
mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Tokoh-
tokoh utama dari paradigma ini adalah Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid
Ridha dan tentu saja Abu al-A’la al-Maududi. Paradigma ketiga, berpendapat
bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat
dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara.
Paradigma ini menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga
menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan
Penciptanya semata. Tokoh yang termasyhur dalam paradigma ini adalah
Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Husein Haikal.

Secara garis besar ada tiga paradigma pemikiran mengenai relasi agama
dan negara. Pertama, paradigma sekularistik, yang menyatakan bahwa Islam tidak

ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan

23 Menurut Azra perdebatan tersebut sampai dewasa ini belum juga tuntas, Lihat: Azyumardi Azra,
Pergolakan Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 1996),1.

30 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: Ul Press, 1993), 1-2; Suyuthi Pulungan,
Figh Siyasah (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), x; Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah,
Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani (Jakarta: IAIN Syarif
Hidayatullah Press, 2000), 127-128.
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bernegara atau pemerintahan. Kedua, paradigma formalistik, yang menganggap
bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya,
termasuk masalah negara atau sistem politik. Ketiga, paradigma substansialistik,
yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga
menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan
Penciptanya semata. 3!

Kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadis.
Argumen ini dari Ibnu Taimiyah yang rasionalisasinya terletak pada kebutuhan
universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai
manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau
tidak. Hal ini juga diperkuat dengan sabda Nabi sebagai berikut : “Bila ada tiga
orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya
menjadi pimpinan,” dan juga sabda Nabi, “Enam puluh tahun berada di bawah
tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan.” Kesimpulan dari
kedua hadith tersebut bahwa praktek pengukuhan sebuah pemerintahan harus
dianggap sebagai sarana agar manusia lebih berkesempatan mendekatkan diri
kepada Allah.%2

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa negara dan agama sungguh
saling berkelindan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada
dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah

organisasi yang tiranik. Hal ini diperkuat oleh konsepsi Ibnu Khaldun yang

31 Zaprulkhan, Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, Walisongo, Vol. 22, No. 1, Mei
2014, 105

32 Khalid Ibrahim lindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan
Islam,(Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 46.
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menyatakan bahwa, syari’ah adalah untuk kebaikan manusia dan memenuhi
kepentingan masyarakat. Orisinilitas wahyu berpotensi menjembatani mereka
untuk menerima dan taat terhadapnya, serta berfungsi sebagai perekat yang
menyatukan masyarakat luas.®® Fazlur Rahman yang merupakan seorang tokoh
Neomodernisme Islam, juga membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang
diorganisir Nabi merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa
kepada terbentuknya suatu umat muslim.3*

Dalam hubungan agama dengan negara, Natsir menjelaskan bahwa umat
Islam merupakan pemeluk mayoritas. Untuk dasar negara, Indonesia hanya
mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme, atau paham agama. Dan Pancasila
menurutnya bercorak sekuler yang menganggap Pancasila adalah hasil penggalian
dari masyarakat sehingga tidak mau mengakui wahyu sebagai sumbernya.®®
Secara umum hubungan agama dan negara di Indonesia digolongkan ke dalam
dua bagian, yaitu hubungan antagonistik dan hubungan akomodatif. Hubungan
antagonistik merupakan hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara
adalah hubungan dimana negara dan agama saling mengisi dan ada
kecenderungan untuk mengurangi konflik .3

Adapun relasi Islam dan Negara menurut pandangan aktivis Islam, sebagai

berikut:

3 M. Umer Chapra, Peradaban Muslim Penyebab Keruntuhan &Perlunya Reformasi,
diterjemahkan oleh Ikhwan A. Basri (Jakarta : Amzah, 2010), 31.

34 ], Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Di Tinjau Dari
Pandangan al-Qur’an (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994), 2.

%5 Mohammad Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara ( Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam
Konstituante, 1957), 24-26.

% Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta : Prenada Media, 2000), 41.
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a. Abu al Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi (974-1058).
Pandangan a/-Mawardi mengenai hubungan Islam dan negara bahwa
kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi
kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan
imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu dalam menjalankan tugas
pada umat adalah wajib berdasarkan ijma’(konsensus ulama).*’

b. Abu al - A’la al-Mawdudi (1903-1979).

Pandangan a/-Mawdudi mengenai hubungan Islam dan negara dinyatakan oleh
Abu al - A’la al-Mawdudi secara lebih lugas menyatakan bahwa Islam dengan
al-Qur’an tidak hanya berisi pesan moral, ibadah dan etika saja, akan tetapi di
dalamnya juga berisi tuntunan-tuntunan dalam bidang sosial, ekonomi dan
politik termasuk di dalamnya perihal aturan hukum negara dan institusi
kenegaraan. Segala macam aturan yang terkandung dalam al-Qur’an tersebut
haruslah direalisasikan dalam dunia nyata dan salah satu caranya adalah
dengan mendirikan negara Islam yang berbasiskan hukum Islam secara penuh.
Menurutnya kita harus menegakkan hukum Iahi berdampingan dengannya dan
menjadikan syari’at sebagai undang-undang negara. la menambahkan jika
langkah ini (baca: mendirikan negara Islam) tidak dilakukan, maka Kkita tidak
bisa menegakkan agama secara sempurna akan tetapi sebagian saja dari agama,
dan jika hal ini terjadi, maka hal ini tidak lain adalah bentuk penolakan atas

agama itu sendiri.®®

3 Imam al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Penj. Fadli Bahri, Hukum-Hukum
Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, (Jakarta: darul falah, Cet.ll, 2006),

% Abu al-A’la Al-Mawdudi, The Islamic Law and Constitution, Penj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi; Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1990), 186.



95

c. ‘Ali ‘Abd ar-Raziq (1888-1966 M)
‘Ali ‘Abd ar-Razig berpendapat bahwa tugas Nabi Muhammad sekedar
mengemban tugas kenabian seperti nabi-nabi sebelumnya. Urusan duniawi
termasuk urusan politik diserahkan kepada umat manusia. ar-Razig
menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan dengan kekhalifahan. Jadi,
sesungguhnya terdapat penolakan terhadap determinasi Islam akan bentuk
tertentu dari negara.®

d. Abu al Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (1058-1111 M)
Menurut Hamid al-Ghazali, Seorang kepala negara harus memiliki legitimasi
Keagamaan karena negara dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan akan industri dan profesi. Pemilihan kepala negara

bukanlah keharusan rasional melainkan keharusan agama.*°

Salah satu titik konflik yang menonjol di Indonesia di antaranya adalah
masalah relasi negara dan agama. Konflik ini melibatkan antara otoritas negara
versus warga negara, dan konflik antar warga negara.*! Relasi antara negara dan
agama memiliki beberapa kecenderungan.*? Pertama, negara berdasar agama.
Negara dan pemegang otoritas negara dijalankan berdasarkan agama tertentu dan
terjadi bersatunya pemegang otoritas negara dan agama. Pada bentuk negara ini

terdapat dua kemungkinan, yaitu warga negara diwajibkan memeluk agama resmi

¥ ‘Ali ‘Abd ar-Raziq , Al-Islam wa Ushul al-Hukm bahsun fi al-Khilafah wal al-hukumah £i al-

Islam (Cairo: Maktabah Mishriyyah, 1925), 2.

40 Al-Ghazali, Ihya’ Ulum ad Din, | (Semarang: Toha Putra, tt), 22.

“1 Hasyim Asy’ari, Relasi Negara dan Agama di Indonesia, Rechtsvinding Online, 1.

42 Abdul Aziz, Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011),
91-93.
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negara dan kemungkinan lainnya warga diberi kebebasan untuk memeluk agama
sesuai keyakinannya. Kedua, agama sebagai spirit bernegara. Negara ini tidak
secara formal menganut agama tertentu, namun nilai-nilai agama menjadi spirit
penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan terdapat jaminan dari negara
terhadap warga negara untuk memeluk agama tertentu dan beribadat berdasarkan
keyakinan agamanya itu. Ketiga, negara sekuler. Negara ini terdapat pemisahan
otoritas negara dan agama, artinya negara tidak mengurus agama dan demikian
juga agama tidak berkaitan dengan negara.
Berkenaan dengan hal ini, Syafig mughni mendeskripsikan tentang masalah
negara dan agama, sebagai berikut:
“Ada beberapa teori tentang hubungan agama dan negara; Pertama, teori
yang mengatakan bahwa agama dan negara menjadi satu sehingga tidak ada
pemisahan antara persoalan agama dan negara. Kedua, teori yang
menyatakan bahwa hubungan keduanya adalah simbiosis mutualistik. Yaitu
agama membutuhkan negara dan negara membutuhkan agama sehingga
saling memperkuat, tidak bisa dicampur namun bisa bekerjasama. Ketiga,
teori yang mengatakan negara harus terpisah dari agama, begitu juga urusan

agama harus dipisah dari negara. Masing-masing mempunyai eksistensi
tersendiri sama sekali tidak bisa dicampur.*3

Beberapa teori tentang relasi agama dan negara diatas menunjukkan bahwa
Indonesia cenderung berada pada model kedua, yaitu agama sebagai spirit
bernegara. Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara
berdasar kepada prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan

beragama kepada warganya.

4 gyafig Mughni, Wawancara, Surabaya, 7 Januari 2020.
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Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi
sosial keagamaan yang berkecimpung dalam masalah dakwah, pendidikan dan
pelayanan sosial. Sikap dasar Muhamamdiyah adalah moderat, kooperatif dan
tidak menjadi oposan, namun tetap bersikap kristis terhadap realitas sosial.
Muhammadiyah bukanlah organisasi politik sehingga dalam menghadapi
gelombang perubahan politik, Muhammadiyah selalu berhati-hati dan
menghindari konfrontasi. Haidar Nashier menyebutkan Muhammadiyah tidak
berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan apa pun dengan
kekuatan politik mana pun di negeri ini.

Muhammadiyah dan elitenya tidak dapat dipisahkan dari masalah politik
dan kenegaraan. Respon politik berupa sikap dan pemikiran. Pemikiran politik di
kalangan Muhammadiyah dapat dilacak pada pemikiran yang dikemukakan oleh
Ki Bagus Hadikusuma yang memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan
formalisasi Islam dalam konteks politik kenegaraan. Bagi Ki Bagus Hadikusuma
pelembagaan Islam menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologi, politis
dan intelektual ** Ki Bagus Hadikusuma sebagai figur penting Muhammadiyah
yang terlibat dalam perdebatan tentang konsepsi “negara Islam” yang muncul
menjelang kemerdekaan Indonesia ketika BPUPKI mempersiapkan undang-
undang dasar (UUD). Muncul tiga konsep tentang dasar negara, Namun akhirnya
diputuskan dua konsep vyaitu Islam dan Pancasila dengan dihasilkannya

Piagam Jakarta yang dirumuskan dan ditandatangani oleh Panitia Sembilan pada

4Ahmad Nur Fuad, Dari Reformis Hingga Transformatif (Malang: Intrans Publishing, 2015), 117.
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Tanggal 22 Juni 1945 sebagai konsensus (gentlement agreement) antara dua
golongan “Islam” #°

Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan khittah (garis
perjuangan). Pembuktian pada khittah ini terlihat dari: khittah Palembang (1956-
1959), khittah Ponorogo (1969), khittah Ujung Pandang (1971), khittah Denpasar
(2002).%6 Ketegasan Muhammadiyah untuk tidak berpolitik dari semangat khittah
sejak tahun 1956 hingga 2002 terkandung isyarat bahwa Muhammadiyah jauh
lebih antipatif dalam menyikapi dunia politik. Karena itu Muhammadiyah
menggariskan khittahinya agar tetap istigamah dalam mengembangkan fungsi
dakwah dan tajdidnya sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan
kemasyarakatan dan tidak dalam lapangan politik praktis.

Selama episode sejarah pertengahan ini, corak pemikiran politik Islam di
kalangan ulama Muhammadiyah cenderung formalistik ketika atmosfer politik
memberikan peluang bagi artikulasi aspirasi politik menjadikan Islam sebagai
dasar negara. Namun demikian sejalan dengan perkembangan politik selama awal
orde baru, orientasi formalistik menjadi tidak memiliki tempat dalam lanskap
perpolitikan nasional. Kondisi ini membawa Muhammadiyah bergeser lebih

kepada orientasi kultural dari pada orientasi politik seperti sebelumnya.*’

4 Tentang perdebatan di BPUPKI mengenai dasar negara, lihat Endang Saifuddin Anshari,
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Bandung: Pustaka, 1981); Lihat juga Ahmad Syafii Maarif,
Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1985); juga Adnan Buyung Nasution,
Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-
1959 (Jakarta: Grafiti, 1995); Ahmad Nur Fuad, Dari Reformis Hingga Transformatif (Malang:
Intrans Publishing, 2015).

% Haedar Nashir, Khittah Muhammadiyah Tentang Politik (Yogyakarta : Suara
Muhammadiyah, 2008), 15.

47 Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani (Jakarta: Logo, 2000),
16-18.
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Pandangan politik kenegaraan yang diadopsi oleh sebagaian ulama
Muhammadiyah tampak merefleksikan tendensi formalisme meskipun tidak
diartikulasikan secara sistematis. Pada perkembangannya mengalami transformasi
kepada pandangan yang cenderung substansialis. Hal ini terlihat sejak tahun 1970-
an sampai akhir 1980- an orientasi kebijakan Muhammadiyah di bidang politik
yang melepaskan ikatan dengan partai politik manapun, baik ideologis maupun
struktural. 48

Meskipun  demikian Muhammadiyah menyadari bahwa dalam
perjalanannya tidak lepas dari pengaruh dan tarikan politik. Kondisi politik
memang selalu memberikan tekanan bahkan paksaan tertentu kepada
Muhammadiyah untuk melahirkan “ikhtiar” atau tajdid politik”. Fakta sejarah
telah memperlihatkan bahwa organisasi ke masyarakatan dimasuki oleh politik,
kendati antara satu organisasi Islam dengan lainnya memiliki keberagaman pola
dalam memainkan peran politiknya. Dunia politik telah memberikan tekanan atau
paksaan tertentu untuk mengambil peran politik. Baik untuk mencegah
kedaruratan seperti himbauan untuk tidak memilih partai politik tertentu yang
merugikan umat Islam maupun pertimbangan untuk kemaslahatan umat, bangsa
dan Muhammadiyah sendiri seperti dalam sejumlah kasus tuntutan politik itu
selalu ada. Namun secara umum Muhammadiyah tetap berada dalam garis utama
sebagai gerakan dakwah dan tajdid dilapangan kemasyarakatan.

Berikut ini merupakan sikap politik Muhammadiyah dalam sejarah

perpolitikan Indonesia:

48 Ahmad Nur Fuad, Dari Reformis Hingga Transformatif, 123.
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a. Muhammadiyah Sebelum Penjajahan Jepang

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H /18 Nopember
1912 di Kampung Kauman Yogyakarta oleh Muhammad Darwis yang kemudian
setelah pulang melaksanakan ibadah haji di tanah suci makkah berganti nama
menjadi KH Ahmad Dahlan. Tujuan organisasi ini didirikan adalah  untuk
mengorganisir kegiatannya mengajak kembali ke Al- Qur'an dan hadits yang
pada awalnya mengalami penolakan namun kemudian secara berangsur-angsur
diterima tidak hanya di Kauman tapi di tempat-tempat perdagangannya di luar
Yogyakarta hingga ke luar Pulau Jawa. Di samping pengajian kepada kaum laki-
laki, KH Ahmad Dahlan juga mengadakan pengajian kepada kaum ibu-ibu yang
diberi nama "Sidratul Muntaha".

Pada tahun 1913-1918 beliau mendirikan 5 Sekolah Dasar. Tahun 1919
mendirikan Hooge School Muhammadiyah yang kemudian pada tahun 1921
diganti namanya menjadi Kweek School Muhammadiyah. Pada tahun 1923
sekolah ini dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1930
namanya diganti menjadi Muallimin dan Muallimat. Selanjutnya Muhammadiyah
mendirikan organisasi untuk kaum perempuan yang diberi nama Aisyiyah.
Organisasi ini dipimpin oleh istri KH Ahmad Dahlan, Ny. Walidah KH Ahmad
Dahlan.. Aisyiyah bermula dari badan otonom Sapatresna, kelompok pengajian
wanita yang didirikan pada tahun 1914. Nama Aisyiyah digunakan sejak tahun
1920.

Pada tahun 1918 Muhammadiyah mendirikan organisasi kepanduan yang

bernama Hizbul Wathan. Tahun 1920 dibentuk media massa yang dinamai Suara
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Muhammadiyah. Pada tahun 1927 Muhammadiyah mempunyai 176 cabang, dan
Aisyiyah mempunyai 68 cabang yang tersebar di seluruh kekuasaan Hindia
Belanda. Sesuai dengan kondisi Hindia Belanda yang saat itu gerakan kepartaian
dibatasi, Muhammadiyah lebih banyak bergerak di bidang sosial. Sampai
dikeluarkannya aturan disiplin pada SI tahun 1928, Fachruddin tokoh
Muhammadiyah berkiprah di SI, bahkan sampai menduduki Bendahara.*®
b. EraJepang

Pada tanggal 21 September 1937, Muhammadiyah bersama Nahdatul
Ulama (NU) mendirikan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang diwakili oleh
KH. Mas Mansyur dari Muhammadiyah, KH. Abdul Wahab Chasbullah dari
Nahdatul Ulama, dan KH Ahmad Dahlan mewakili organisasi nonpartai/ormas.
Meskipun MIAI bukan bergerak di bidang politik, tetapi MIAI lah yang kemudian
menjadi embrio Masyumi. MIAI dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1943 dan
menggantikannya dengan Masyumi yang di dalamnya juga terdapat
Muhammadiyah. Pada tahun 1937 pula, KH. Mas Mansyur bersama Dr.Sukiman
Wirjosanjaya mendirikan PII (Partai Islam Indonesia) sebagai penimbangan atas
sikap nonkooperatif dari PSI1.%°

c. Era Kemerdekaan

Pada tanggal 7-8 November 1945, Masyumi tempat bernaung

Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya memutuskan untuk mengusung suatu

misi yakni kemerdekaan. Masyumi menjadi partai politik yang amat kental

4 Nilwani, Kiprah Muhammadiyah Dalam Kancah Politik Nasional, Tarbawi Khatulistiwa Vol.2
No. 2, 2016, 36.
%0 1pid., 37.
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perjuangannya dalam era kemerdekaan. Sudirman, kepala Hizbul Wathan
diangkat menjadi pemimpin TNI. Tahun 1947 Muhammadiyah membentuk
Angkatan Perang Sabil (APS) dengan Ketua Hajid, Wakil Ketua A.Badawi dan
penasihat Ki Bagus Hadikusumo.®!
d. Pasca Kemerdekaan

Selama periode pasca kemerdekaan Muhammadiyah aktif di Masyumi.
Pada waktu pemilu 1955, Muhammadiyah masih bergabung dengan Masyumi
meski NU waktu itu sudah keluar dan menjadi peserta Pemilu. Keikutsertaan elite
Muhammadiyah dalam partai Islam (Masyumi) pada masa demokrasi parlemen
membawa Muhammadiyah ke dalam pertarungan politik secara kelembagaan.
Seiring dengan menurunnya keuntungan-keuntungan politik  yang didapat
Muhammadiyah selaku anggota istimewa Masyumi, Sidang Tanwir
Muhammadiyah 1956 memutuskan meninjau ulang keanggotaan istimewa
Muhammadiyah di Masyumi. Pada sidang tanwir 1959 Muhammadiyah resmi
keluar dari Masyumi.>?
e. EraOrde Baru

Tokoh Muhammadiyah K.H. Fagih Usman dan Dr. Anwar Haryono
pernah mengirimkan surat kepada Soeharto yang isinya permohonan untuk
mencabut larangan terhadap partai masyumi. Nota Fagih Usman tersebut tidak
ditanggapi. Selanjutnya pada tahun 1969 Muhammadiyah mendirikan Partai
Muslimin  Indonesia  (Parmusi) dengan mengakomodasi  tokoh-tokoh

Muhammadiyah dan sebagian politisi dari Masyumi. Awalnya Muhammadiyah

5 1bid., 38.
52 |bid., 38.
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menempatkan Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun. Namun kemudian
terjadi kudeta terhadap kepemimpinan partai olen H.J. Naro yang didukung oleh
rezim Orde Baru.>® Kegagalan politik yang dialami Muhammadiyah dalam
menangani Partai  Muslimin Indonesia (Parmusi) menjadi pertimbangan
Muhammadiyah untuk meninjau kembali hubungannya dengan partai politik.
Awal 1970-an menjadi titik balik Muhammadiyah untuk menjaga jarak dengan
partai politik apapun.
f. Era Reformasi
Pada bulan Agustus 1998, Ketua Muhammadiyah yang saat itu
diamanahkan pada Amien Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) dan
mendapat dukungan serta fasilitasi dari Muhammadiyah. Pengajuan Bambang
Sudibyo dan Hatta Rajasa yang dua kali menjadi menteri dari PAN, menimbulkan
ketidakharmonisan PAN dan Muhammadiyah. Ketidakpuasan terhadap PAN
menyebabkan generasi muda Muhammadiyah melahirkan partai sendiri yakni

Partai Matahari Bangsa pada tanggal 26 November 2006.

Menurut Haedar Nashir, tidak sedikit kalangan internal Muhammadiyah
berusaha untuk melibatkan organisasi Islam ini dalam kepentingan politik
tertentu. Tumbuh argumentasi yang tampak sekilas meyakinkan, bahwa jika
Muhammadiyah pasif apalagi apatis terhadap politik maka tidak akan

mendapatkan apa-apa baik berupa keuntungan politik maupun lainnya. Begitupun

53 Ahmad Nur Fuad, Dari Reformis Hingga Transformatif, 131.
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sebaliknya, menurut pandangan pro-politik ini, apabila Muhammadiyah bersifat
aktif, maka akan memperoleh banyak keuntungan, termasuk dukungan dana dan
kebijakan publik. Karena itu, khittah tidak harus dimaknai pasif, apalagi anti dan
negatif terhadap politik. Berkembanglah istilah atau idiom baru seperti “netralitas
aktif” dan “menjaga kedekatan yang sama” sebagai antitesis terhadap khittah yang
bersifat “netral pasif” dan “menjaga jarak yang sama” terhadap dunia politik.>*

Haedar Nashir dalam bukunya yang membahas tentang dinamika politik
Muhammadiyah menjelaskan beberapa pola hubungan Muhammadiyah dan
politik yaitu;

a. Hubungan formal dan Langsung

Hubungan Muhammadiyah dan politik yang bersifat formal artinya
Muhammadiyah secara organisasi terlibat langsung dalam partai politik. Hal ini
dimaksudkan bahwa Muhammadiyah terlibat secara aktif dan kongkrit dalam
melakukan aktivitas politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan yang
disebut perjuangan politik Praktis. Pola hubungan formal dan langsung dengan
politik ini pernah dijalani oleh Muhammadiyah untuk terlibat dalam partai politik
dengan ikut membidani kelahirannya, bahkan menjadi kekuatan intinya yang
meliputi MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia), Pll (Partai Islam Indonesia),
Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia), Parmusi (Partai Muslim Indonesia),
Sekber Golkar dan yang terkhir adalah keterlibatannya dalam Partai Amanat

Nasional (PAN).%®

% Haedar Nashir, Khittah Muhammadiyah Tentang Politik 3.

5 sudarno Shobron, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional
(Surakarta : Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003).
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b. Hubungan personal dan tidak langsung.

Hubungan yang kedua ini ditandai oleh keterlibatan aktif tokoh-tokoh
atau elit politik Muhammadiyah yang memperoleh dukungan luas dari anggota
Muhammadiyah dalam ikut mendirikan dan mendukung keberadaan partai politik
tertentu. Salah satunya adalah tokoh Muhammadiyah sekaligus lokomotif
reformasi Amin Rais. Beliau adalah sosok intelektual dan pejuang yang gigih
menggulirkan ide perlunya suksesi kepemimpinan nasional. Amin Rais juga
menjadi figur sentral PAN yang pada waktu itu langsung menjadi ketua Umum
PAN menjadi sosok kontemporer yang membuktikan pola hubungan personal
antara Muhammadiyah dan Politik tersebut.>®

Menurut Haedar Nashir pertautan Muhammadiyah dan politik dalam pola
hubungan personal, moral dan tidak langsung dapat ditunjukkan dengan tiga
bentuk, sebagai berikut:

Pertama, dalam kasus pembentukan Majelis A’la Indonesia (MIAI) tahun
1937 yang menjadi embrio kelahiran Masyumi pada tahun 1945. MIAI didirikan
atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan tokoh Islam
lainnya. Demikian pula keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah hingga ke
tingkat bawah pada kelahiran Partai Islam Indonesia (PIl) sebagai organisasi
politik untuk menghimpun kembali kekuatan politik Islam. °’

Kedua, Pada tahun 1967 tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama organisasi-

organisasi Islam memprakarsai pembentukan Partai Muslimin Indonesi (Parmusi).

% A.M. Fatwa, “Muhammadiyah “DIGUGAT” Reposisi di Tengah Indonesia Yang Berubah”,
Harian Kompas, 2000.
5" Haedar Nashir, Dinamika Politik Muhammadiyah (Y ogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000), 42.
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Partai ini sebagai alternatif partai politik Islam setelah gagal merehabilitasi
Masyumi dikarenakan pemerintahan Soeharto tidak menyetujuinya. Akhirnya
kekuatan-kekuatan Islam bersikap akomodatif dengan membentuk Parmusi pada
7 April 1967. Namun pada tanggal 1973, Parmusi harus melakukan fusi bersama
empat partai Islam lain, yakni PSII, Nahdhatul Ulama dan persatuan Tarbiyah
Islam (Perti) ke dalam partai baru yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).%®

Ketiga, pada 23 Agustus 1998 Prof. Dr. H.M. Amien rais membentuk
Partai Amanat nasional (PAN). Kelahiran PAN ini merupakan fenomena menarik
karena dianggap sebagai eksperimen politik seorang tokoh dalam membangun
partai politik baru yang bersifat pluralistik ditengah era reformasi. Namun secara
formal Muhammadiyah tidak memiliki kaitan organisatoris dengan partai ini.
Perkembangan PAN menunjukkan dinamika baru dunia politik dalam
Muhamamdiyah yang bersifat personal dan tidak langsung.

Perkembangan politik di kalangan Muhammadiyah ditandai oleh
kehadiran M. Amien Rais di panggung politik nasional dengan mendirikan partai
politik yang bersifat inklusif, yaitu Partai Amanat Nasional. Dalam perjalanan
tokoh Muhammadiyah kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan M.
Amien Rais sesungguhnya merupakan kelanjutan dari semangat gerakan
reformasi yang dipeloporinya bersama mahasiswa dan komponen bangsa lainnya
sejak dirinya menggagas isu suksesi kepemimpinan nasional pada sidang tanwir
Muhammadiyah di Surabaya pada 1993 yang diikuti oleh langkah-langkah politik

yang kontroversial sepanjang lima tahun sesudahnya.

%8 Ibid., 43-44.
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Sejak  Soeharto  berhenti sebagai  Presiden, hubungan antara
Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi perantara dan organisasi politik setelah
terbentuknya PAN ini dipandang sebagai bagian dari ijtihad politik
Muhammadiyah.>® Tidak pernah terjadi sebelumnya Muhammadiyah memiliki
sedemikian dekat dengan partai politik selama pemilihan umum dan Pemilu
Presiden dan juga tidak pernah berlangsung sebelumnya perdebatan yang begitu
dinamis dan terbuka tentang politik di tingkat Muhammadiyah dan di kalangan
para pemimpinnya. Kedua organisasi ini memainkan kontribusi yang signifikan
terhadap proses demokrasi Indonesia.

Melalui reputasi Amien Rais yang merupakan tokoh elit Muhammadiyah
memberi efek positif bagi perkembangan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai
ini dengan mudah berdiri di berbagai daerah atas dukungan warga
Muhammadiyah. Hampir sebagian besar elit dan warga Muhammadiyah
diberbagai tingkatan aktif sebagai inisiator dan kemudian banyak di antaranya
yang aktif sebagai pengurus dan pimpinan PAN, selain hanya menjadi pendukung
dan simpatisan. Sejak kelahiran PAN itulah tumbuh dinamika politik baru dalam
Muhammadiyah yang menumbuhkan persaingan politik di kalangan intern
Muhammadiyah.

a. Hubungan Netral

Yang dimaksud netral adalah Sikap tegas Muhammadiyah dalam

hubungannya ketika mengambil kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan

politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan segenap kekuatan politik

% Suaidi Asyari, Nalar Politik Muhammadiyah (Yogyakarta : LKIS, 2009), 128-129.
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manapun dalam azas netralitas. Muhammadiyah ingin memerankan posisi
politiknya tidak lebih pada konsep yang disebut dengan politik nilai yang murni
yaitu Muhammadiyah menebarkan politik yang berpihak kepada kebenaran Islam
dengan melakukan aktifitas politik hanya untuk mempraksiskan nilai-nilai Islam
sehingga bisa menjadi contoh bagi elit Politik lainnya di Indonesia. Konteks
politik praktis Muhammadiyah benar-benar tidak menjadi poros utama, sehingga
yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam konteks politik adalah
pengedepanan moral politik dalam upaya menyelaraskan fungsi utama
Muhammadiyah sebagai Ormas Islam yang berusaha untuk memposisikan dirinya
pada posisi yang seharusnya.

Secara umum kondisi internal dalam tubuh organisasi ini dapat terkendali
sehingga tidak mengarah pada fragmentasi dan disintegrasi politik yang
membahayakan keutuhan Muhammadiyah. Keadaan ini didukung oleh:

1. Kedewasaan sikap politik pada umumnya elit dan warga Muhammadiyah untuk
tetap memelihara keutuhan dan kepentingan Muhammadiyah di atas kepentingan
pribadi dan kelompok politik.

2. Kebijakan Muhammadiyah secara organisasi yang tetap menjaga jarak dan
sikap netral dari kekuatan politik manapun sebagaimana ditunjukkan oleh edaran
PP Muhammadiyah.

3. Munculnya kekuatan moderat di kalangan Muhammadiyah sendiri dari elit dan
warga yang tidak terlibat langsung dalam partai politik sehingga menjadi salah

satu faktor peredam dari berbagai konflik kepentingan politik.%

60 Haedar Nashir, Perilaku Politik Muhammadiyah (Yogyakarta : Tarawang, 2000), 213-214.
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Berdasarkan pola hubungan Muhammadiyah dengan politik di atas,
terlinat fakta yang menunjukkan bahwa budaya politik Muhammadiyah
sebagaimana terkandung dalam semangat Khittah 1971 dan termanifestasi dalam
alam pikiran para elit dan warganya relatif stabil dan konsisten dalam pola yang
moderat.

Kelahiran PAN kendati memperoleh dukungan luas sehingga terkesan
berhimpitan langsung dengan Muhammadiyah, ternyata tidak serta merta
mengubah budaya politik moderat Muhammadiyah dalam menyikapi keadaan
yang kritis sekalipun. Secara normatif dan aturan resmi organisasi,
Muhammadiyah masih mampu menjaga jarak dengan partai politik. Sikap netral
ini tergambar melalui surat PP Muhammadiyah yang ditujukan kepada Pimpinan
Wilayah dan daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia yang menyerukan agar
menjaga kemurnian dan keutuhan organisasi.

Dalam perjalanan sejarah Muhammadiyah telah membuktikan betapa
politik menjadi rangkaian yang terhindarkan dalam segenap ruang gerak
Muhammadiyah baik intern maupun ekstern yang berhubungan dengan
perjuangan bangsa hingga saat ini. Ketiga pola hubungan dalam dinamika politik
diatas dilakukan secara silih berganti oleh Muhammadiyah, namun harus berdasar
pada Khittah Politik Muhammadiyah yang menjadi landasan utama untuk
menjalankan fungsi politik. Khittah tersebut menjadi penegas garis politik
Muhammadiyah sampai saat ini dan harus menjadi komitmen bagi seluruh warga

Muhammadiyah yang ingin terjun ke dunia politik secara praktis.
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Pemaparan yang dikemukakan diatas secara implisit dapat dianalisa bahwa
perdebatan klasik sering terjadi dalam sejarah peradaban manusia yang tidak
hanya berupa perbedaan wacana, tetapi juga telah berubah menjadi isu
keagamaan. Pangkal masalahnya pada ketidaksesuaian persepsi dalam
memandang hubungan negara dan agama. Agama dan negara adalah dua institusi
yang sama-sama berpengaruh kuat terhadap kehidupan umat manusia.

Secara garis besar ada tiga paradigma pemikiran mengenai relasi agama
dan negara. Pertama, paradigma sekularistik, yang menyatakan bahwa Islam tidak
ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan
bernegara atau pemerintahan. Kedua, paradigma formalistik, yang menganggap
bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya,
termasuk masalah negara atau sistem politik. Ketiga, paradigma substansialistik,
yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak
pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan
Penciptanya semata.

Relasi antara negara dan agama memiliki beberapa kecenderungan.
Pertama, negara berdasar agama. Negara dan pemegang otoritas negara
dijalankan berdasarkan agama tertentu dan terjadi bersatunya pemegang otoritas
negara dan agama. Pada bentuk negara ini terdapat dua kemungkinan, yaitu warga
negara diwajibkan memeluk agama resmi negara dan kemungkinan lainnya warga
diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Kedua, agama
sebagai spirit bernegara. Negara ini tidak secara formal menganut agama tertentu,

namun nilai-nilai agama menjadi spirit penyelenggara dan penyelenggaraan
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negara, dan terdapat jaminan dari negara terhadap warga negara untuk memeluk
agama tertentu dan beribadat berdasarkan keyakinan agamanya itu. Ketiga, negara
sekuler. Negara ini terdapat pemisahan otoritas negara dan agama, artinya negara
tidak mengurus agama dan demikian juga agama tidak berkaitan dengan negara.

Dari beberapa teori tentang relasi agama dan negara diatas, Indonesia
cenderung berada pada model kedua, yaitu agama sebagai spirit bernegara.
Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara berdasar kepada
prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada
warganya. Model relasi ini, memberikan landasan bagi Muhammadiyah untuk
berkomitmen mempunyai wawasan kebangsaan sehingga Muhammadiyah selalu
berkontribusi untuk kemajuan negara Indonesia.

Dalam bidang politik, Muhammadiyah selalu berhati-hati dan
menghindari konfrontasi untuk menghadapi gelombang perubahan politik.
Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan
apa pun dengan kekuatan politik. Respon politik Muhammadiyah berupa sikap
dan pemikiran politik. Pemikiran politik di kalangan Muhammadiyah dapat
dilacak pada pemikiran yang dikemukakan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah,
salah satunya Ki Bagus Hadikusuma yang merupakan figur penting
Muhammadiyah. Beliau terlibat dalam perdebatan tentang konsepsi ‘“negara
Islam” yang muncul menjelang kemerdekaan Indonesia ketika BPUPKI
mempersiapkan undang-undang dasar (UUD).

Ketegasan Muhammadiyah untuk tidak berpolitik dari semangat khittah

sejak tahun 1956 hingga 2002 terkandung isyarat bahwa Muhammadiyah jauh
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lebih antipatif dalam menyikapi dunia politik. Muhammadiyah menggariskan
khittahnya agar tetap istigomah dalam mengembangkan fungsi dakwah dan
tajdidnya sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan
dan tidak dalam lapangan politik praktis.

Pandangan politik kenegaraan yang diadopsi oleh sebagaian ulama
Muhammadiyah tampak merefleksikan tendensi formalisme meskipun tidak
diartikulasikan secara sistematis. Pada perkembangannya mengalami transformasi
kepada pandangan yang cenderung substansialis. Dalam sejarah perpolitikan
Indonesia, Muhammadiyah menerapkan tiga pola hubungannya dengan politik,
yang meliputi hubungan formal atau langsung, hubungan personal atau tidak
langsung dan hubungan netral. Ketiga pola hubungan dalam dinamika politik
diatas dilakukan secara silih berganti oleh Muhammadiyah, namun harus berdasar
pada Khittah Politik Muhammadiyah yang menjadi landasan utama untuk
menjalankan fungsi politik.

Dalam perjalanan sejarah Muhammadiyah telah membuktikan betapa
politik menjadi rangkaian yang terhindarkan dalam segenap ruang gerak
Muhammadiyah baik intern maupun ekstern yang berhubungan dengan
perjuangan bangsa hingga saat ini. Secara umum kondisi internal dalam tubuh
organisasi ini dapat terkendali sehingga tidak mengarah pada fragmentasi dan
disintegrasi politik yang membahayakan keutuhan Muhammadiyah. Khittah
Muhammadiyah menjadi penegas garis politik Muhammadiyah sampai saat ini

dan harus menjadi komitmen bagi seluruh warga Muhammadiyah.
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4. Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah dalam Berbangsa dan

Bernegara
Warga Muhammadiyah hendaknya mempunyai pedoman yang dijadikan
acuan untuk berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan
nilai-nilai dan norma-norma Islam. Jika nilai-nilai dan norma-norma Islami telah
difahami dan dihayati secara mendalam, maka denagn sendirinya akan
berpengaruh pada pengamalan sehari-hari di berbagai aspek kehidupan warga

Muhammadiyah, yang muaranya dapat menuju pada terbentuknya masyarakat

Islam yang sebenar-benarnya.®! kehidupan berbangsa dan bernegara juga diatur

dalam Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah,®? meliputi:

a. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa
bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif
sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain
dengan prinsipprinsip etika/akhlag Islam dengan sebaik-baiknya dengan
tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

b. Beberapa pinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya
dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh
menghianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan
kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul,
mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma’ruf, nahi munkar, dan

mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempedomani Al-Quran dan

61 Asymuni Abdurrahman, dkk, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Yogyakarta:
Suara Muhammadiyah, 2015), vii.
62 |bid., 87-89.
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Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia,
menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan,
menghormati hak hidup orang lain, tidak berhianat dan melakukan kezaliman,
tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, bekerjasama
dalam kebaikan dan ketagwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam
melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara
pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan
dengan baik dan damai, tidak melakukan fasad dan kemunkaran,
mementingkan ukhuwah Islamiyah, dan prinsip-prinsip lainnya yang
maslahat, ihsan, dan ishlah.

Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud
ibadah kepada Allah dan ishlah serta ihsan kepada sesama, dan jangan
mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan
diri sendiri dan kelompok yang sempit.

. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri
(uswah hasanah) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari
perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, fasad (kerusakan), dan hanya
mementingkan diri sendiri.

Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar
ma’ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang

kokoh.
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f.  Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang

digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

B. Arti dan Dinamika Wawasan Kebangsaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa wawasan
berasal dari kata “mawas” yang berarti memandang, meneliti, meninjau,
mengamati. Wawasan juga diartikan sebagai pandangan atau tujuan. Sedangkan
kebangsaan adalah identitas atau ciri-ciri yang menandai asal bangsanya, atau
golongan suatu bangsa.’® Dengan demikian wawasan kebangsaan diartikan
sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga
dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan
wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan
kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta
pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan
nasional. Wawasan kebangsaan juga menentukan suatu bangsa, menempatkan diri
dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan
bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen

dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas

83 Badudu & Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), 122.
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kehidupan suatu bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang
tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang atau
cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang
untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang
dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan
internal dan lingkungan eksternal.®* Hakekat dari wawasan kebangsaan adalah
keutuhan Nasional dalam pengertian cara pandang yang harus utuh dan
menyeluruh dalam lingkungan nusantara demi kepentingan nasional. Jadi,
wawasan kebangsaan adalah salah satu sikap untuk mengenal lebih dekat dan
mempelajari bangsanya agar menimbulkan rasa nasionalisme dalam jiwa mereka.

Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang
membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, Diantaranya penjajahan oleh
Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Catatan sejarah perlawanan para pahlawan
Indonesia telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa
Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari
Nusantara. Meskipun perjuangan bangsa Indonesia yang pada waktu itu masih
bersifat lokal dan tidak membawakan hasil, namun semangat pahlawan tetap
berkobar. Kegagalan ini dikarenakan belum adanya persatuan dan kesatuan,
sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan “devide et impera” atau

politik adu domba. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap,

64 Suhady dan Sinaga, Wawasan kebangsaan Dalam Kerangka Negara kesatuan Republik
Indonesia (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2006), 18.
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dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh
cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan
dari satu Wawasan Kebangsaan.

Dalam perkembangannya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang
bersifat nasional yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari
seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata. Menurut
Roeslan Abdulgani, wawasan kebangsaan Indonesia lahir sebagai reaksi atas
kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi di bidang politik, eksploitasi
ekonomi serta penetrasi budaya. Dalam aspek politik, wawasan kebangsaan
Indonesia lahir dalam rangka menumbangkan dominasi politik Belanda dan
menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Dilihat dari
aspek  kultural,  wawasan kebangsaan mencoba menghidupkan kembali
kepribadian bangsa diselaraskan dengan perubahan zaman. Dalam aspek sosial
ekonomi, menekankan pada penghentian eksploitasi ekonomi yang dilakukan
Pemerintah Kolonial Belanda yang pada gilirannya akan membangun masyarakat
baru yang bebas dari kesengsaraan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari konteks nasionalisme Indonesia.®®

Negara Indonesia tidak terwujud secara otomatis dan terbentuk secara tiba-
tiba. Ada proses sejarah yang panjang, baik sejarah gemilang dan kejayaan
nusantara dengan bebagai wilayah kerajaan dan kesultanan maupun sejarah ketika
wilayah ini dijajah oleh bangsa-bangsa kolonial Portugis, Inggris, Belanda, dan

Jepang. Kolonialisme dan imperialisme di nusantara telah menyeret

% Roeslan Abdulgani, Pidato di depan sidang konstituante pada 3 Desember 1957.
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wilayah-wilayah kekuasaan lokal untuk berdiri sendiri, dan cita-cita persatuan
yang sudah mulai dibangun sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
hampir sirna. Fakta sejarah ini hingga sekarang tak terbantahkan, dan menjadi
modal sejarah untuk menjaga keutuhan NKRI.%¢

Berdasarkan catatan sejarah, maka tak layak jika mengobankan keutuhan
NKRI di tengah ancaman ideologi dan konflik serta bahaya disintegrasi dari
dalam maupun ancaman neo-imperialisme dan neoliberalisme dari negara-negara
maju. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa dan kekuatan civil society
dituntut untuk meningkatkan komitmen kebangsaannya. Bangsa Indonesia harus
memiliki integritas dan kredibilitas yang kuat dalam memainkan perannya di
dunia internasional sebagai bangsa yang berdaulat. Dengan demikian, wawasan
kebangsaan menjadi penting untuk komitmen setiap warga negara Indonesia
dan harus benar- benar terealisasi dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Semangat dan wawasan kebangsaan sangat penting untuk ditumbuh-
kembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai manifestasi dari rasa cinta tanah air
yang membangkitkan kesadaran kita akan nilai dari rasa kesatuan dan
persatuan  bangsa ini.%” Perkembangan ekonomi dan kehidupan keagamaan
sejak selesainya Perang Salib menjadi embrio dari munculnya wawasan
kebangsaan yang kemudian melahirkan negara nasional sehingga menyebabkan

struktur politik feodalisme tidak mampu menjawab dinamika sosial yang baru.

®Asep Purnama Bahtiar, Komitmen Muhammadiyah Dalam Konteks Kebangsaan Dan Good
Governance, Tajdida, Vol. 15, No.2 (Desember, 2017), 56-57.

67 Adi Sage Lazuardi, Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam
(Jakarta: Citra Media, 1996), 17.
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Imperium Romawi secara bertahap runtuh, kemudian berdirilah berbagai
kerajaan baru dengan rakyat yang relative lebih homogen serta punya kesadaran
dan kepentingan nasionalnya masing-masing. Meskipun terdapat pluralisme
dalam bidang politik, namun bangsa-bangsa baru dan Negara-negara nasional di
Eropa mempunyai persamaan warisan kultural yang memudahkan proses
integrasi bangsa.

Wawasan kebangsaan bukanlah suatu konsep politik yang pertama kali
lahir di Indonesia. Kesadaran wawasan kebangsaan ini lahir dari persepsi
pemimpin pergerakan kemerdekaan yang telah berpendidikan Barat dalam
perjuangan menentang penjajahan Belanda. Sumbangan dari local genius bangsa
Indonesia terletak pada kemampuan bangsa untuk mengadopsi serta mengadaptasi
berbagai konsep yang datang dari luar dan menjadikannya sebagai bagian integral
dari sistem nilai masyarakat sendiri.

Wawasan Kebangsaan lahir sebagai kekuatan yang berhadapan dengan
ideologi kolonial, di mana tujuannya untuk membebaskan diri dari belenggu
penjajahan. Wawasan kebangsaan di Indonesia memang baru dikenal setelah
terjadi kontak di antara kaum terpelajar Indonesia dengan peradaban Eropa
dan Amerika. Ide wawasan kebangsaan lahir di kalangan kaum intelektual yang
kemudian ide ini disebarluaskan ke kalangan masyarakat dalam rangka
menghadapi kekuatan asing yang berbeda dari segi ras dan agamanya. Agama
Islam telah menyatukan berbagai kelompok etnis dan kultural ke dalam

pendangan keagamaan, sistem hukum dan institusi sosial yang relatif sama.
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Dalam komunitas etnis muslim Indonesia, batas-batas politik bukan suatu
hal yang menghalangi kehidupan aktual sehari-hari. Islam juga telah
mengembangkan bahasa melayu yang semula hanya digunakan kelompok etnis
yang relatife kecil di Riau, menjadi lingua franca berbagai kelompok etnis
termasuk Jawa. Agama Islam yang telah menjadi fokus kesetiaan para
penganutnya, telah mengembangkan kesadaran akan persamaan pengalaman
sejarah. Islam menjadi salah satu faktor pendorong munculnya wawasan
kebangsaan, setelah sebelumnya telah berhasil menjinakkan sentimen etnisitas
untuk menumbuhkan loyalitas kepada etnisitas lebih tinggi, yang dalam

masa lebih akhirterwujud dalam bentuk Negara Bangsa ( nation State ).

Perkembangan wawasan kebangsaan dapat diklasifikasi sesuai dengan

perjalanan sejarahnya menjadi dua fase perkembangan berikut ini:

a. Fase pertama (tahun 1908-1928)

Pada tanggal 20 Mei 1908 bangsa Indonesia memperingatinya sebagai
hari Kebangkitan Nasional, karena Boedi Oetomo dapat dipandang sebagai
pelopor Kebangkitan Nasional. Selama rentang waktu 20 tahun lahirlah
organisasi-organisasi politik sebagai alat baru untuk merumuskan tujuan yang
hendak dicapai. Sebelumnya, selama 3 abad perlawanan terhadap Belanda
dilakukan secara sporadik, terpisah dengan organisasi perang tradisional yang

mengandalkan kekuatan fisik. Pada era kebangkitan ini, para pemimpin politik

8 Azyumardi Azra, “ Nasionalisme, Etnisitas dan Islam dalam politik Kontemporer”, Makalah
dalam Seminar Nasional, Negara dalam Sejarah Indonesia, di Jakarta, 31 Agustus 1999.
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dan golongan terpelajar mulai mengenal cara-cara bertukar pikiran yang
baik untuk merumuskan tujuan. Beberapa forum dialog diadakan dalam rangka
mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Dalam fase ini melahirkan
kesepakatan menggunakan sebutan bangsa yaitu Indonesia. Penggunaan nama
“Indonesia” merupakan hal penting bagi tumbuh dan berkembangnya wawasan
kebangsaan.

Pada tahun 1911 lahir Indische Partij yang merupakan partai penganut
wawasan supra etnik. Perkembangan wawasan kebangsaan berikutnya adalah
manifesto politik oleh organisasi Perhimpunan Indonesia (Pl) di negeri
Belanda. Manifesto politik tahun 1924 merupakan suatu penegasan dari tujuan
politik Perhimpunan Indonesia (Pl) yakni kemerdekaan penuh bagi bangsa
Indonesia akan diperoleh apabila ada aksi massa yang dilakukan serentak oleh

seluruh kaum nasionalis dan rakyat berdasar atas kekuatan sendiri.®®

Dalam tulisannya yang berjudul Naar de Republiek Indonesia, pada
tahun 1925 lbrahim Datuk Tan Malaka menunjukkan adanya kesadaran

kebangsaan yang menginginkan terbentuknya sebuah Negara nasional di

70
wilayah Negara kolonial Hindia Belanda. Dilanjutkan dengan peristiwa
berdirinya Partai Nasional Indonesia tahun 1927 di Bandung dan peristiwa
pengakuan akan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, bahasa persatuan

bahasa; Indonesia, dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

8 Ali Sastroamidjojo, Tonggak-tonggak di perjalananku (Jakarta: Kinta, 1974), 45-46.
0 Harry A. poeze, (Pergulatan Menuju Republik ; Tan Malaka 1925-1945, Jakarta : Pustaka
Utama Grafiti, 1999) 4.
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b. Fase Kedua (tahun 1928-1945)

Pada fase ini terjadi tindakan represif yang keras dari Pemerintah
Kolonial Belanda menyebabkan gerakan nasionalis mengalami kemunduran
hebat. Dalam fase ini wawasan kebangsaan digunakan secara luas dalam rangka
perjuangan melawan Belanda. Meskipun dalam bidang politik mengalami
kemunduran, namun wawasan kebangsaan tetap dikembangkan melalui bidang
kebudayaan dengan munculnya pemikiran tentang kebijakan dan strategi
dasar untuk membangun Indonesia di masa depan.

Kebijakan Jepang pada tahun 1942-1945 terhadap rakyat Indonesia
mempunyai dua prioritas yaitu menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di
kalangan rakyat dan memobilisasi rakyat demi kemenangan Jepang. Dengan
bangkitnya kembali semangat kebangsaan rakyat Indonesia, sebagai salah satu
sarana strategis Jepang dalam mempertajam sentimen anti Belanda di semua
kalangan  masyarakat Indonesia serta mendorong penyebaran wawasan
kebangsaan Indonesia di kalangan rakyat. Dalam rangka propaganda untuk
memperkokoh status bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional digunakanlah
bahasa Indonesia sebagai sarana bahasa yang utama. Jepang memberi kesempatan
dan kemudahan demi bangkitnya wawasan kebangsaan Indonesia dengan
gerakan nasionalisme serta aspirasi Islam.

Bentuk negara “kesatuan” menjadi alat pererat dalam konsep wawasan
kebangsaan. Mengenai bentuk negara, seluruh elemen bangsa yakin dengan
pilihan mereka tentang bentuk negara kesatuan yang merupakan pilihan para

faunding father Republik Indonesia dan telah mendapat dukungan kuat oleh
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rakyat Indonesia.71 Dasar-dasar wawasan kebangsaan cukup kuat karena bangsa
Indonesia terbentuk lebih awal dari Indonesia sehingga  nasionalisme
berkembang tanpa paksaan. Perbedaan budaya dan etnis tidak akan menjadi
penghambat pembentukan nasionalisme di Indonesia. Hal ini berbeda dengan
pe,mbentukan identitas dan kesatuan nasional di negara-negara Asia Tenggara

yang terhambat oleh perbedaan-perbedaan tradisional, budaya dan etnis dalam

72
kelompok masyarakat di wilayah tersebut.

Dari beberapa definisi wawasan kebangsaan maka wawasan kebangsaan
Muhammadiyah dapat diartikan sebagai cara pandang Muhammadiyah sebagai
bagian dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia dalam upaya menjaga
kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia melalui komitmennya untuk ikut serta
berperan mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai kepentingan

nasional dan cita-cita bangsa.

I George Mact.Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca, New York : Cornell
University Press, 1970),450.

2 Donald G. McCloud, System and Process in Southeast Asia. The Evolution of Region ( Boulder,
CO: Westview, 1986), 137.
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C. Dasar  Filosofis Wawasan  Kebangsaan  Dalam  Pendidikan
Muhammadiyah

Dalam  kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah mengagendakan
revitalisasi visi dan karakter bangsa, serta mendorong gerakan mencerdaskan dan
memajukan kehidupan bangsa yang lebih luas sebagaimana cita-cita kemerdekaan
dengan menawarkan rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju
Indonesia berkemajuan. Dalam menghadapi berbagai persaingan peradaban yang
tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa depan Indonesia yang lebih maju
maka diperlukan transformasi kehidupan bangsa di berbagai bidang kehidupan.

KRH. Hadjid yang merupakan salah satu murid KH Ahmad Dahlan,
telah menulis 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Alquran yang menjadi
pokok wejangan dan pelajaran pendiri Persyarikatan Muhammadiyah bagi
murid-murid dan pengikutnya. Tujuh falsafah ajaran dan tujuh belas kelompok
ayat Alquran tersebut merupakan landasan bagi para pewaris Muhammadiyah
yang telah  mematrikan jiwa/ruh  Muhammadiyah dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa.”

Tujuh falsafah ajaran tersebut yaitu: 1) manusia hidup di dunia hanya
sekali untuk bertaruh; sesudah mati, akan mendapatkan kebahagiaan atau
kesengsaraan; 2) Kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabbur,
mereka mengambil keputusan sendiri; 3) Manusia kalau mengerjakan pekerjaan
apapun, sekali, dua kali, berulang-ulang, kemudian menjadi biasa. Kalau sudah

menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk

¥ KRH Hadjid, Falsafah Ajaran KH A Dahlan (Yogyakarta: LPI PPM, 2004, edisi revisi), 2.
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diubah. kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik
itu dari sudut keyakinan atau i’tikad, perasaan kehendak maupun amal perbuatan.
Jika ada yang akan mengubah, mereka akan sanggup membela dengan
mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang
dimiliki adalah benar; 4) manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam
kebenaran, bersama-sama menggunakan akal fikiran untuk  memikirkan
bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia; 5)
Manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal i’tikad dan
kepercayaannya, tujuan hidup dan tingkah lakunya serta mencari kebenaran sejati;
6) Pemimpin rakyat masih belum berani mengorbankan harta benda dan
jiwanya untuk berusaha menjadi golongan umat manusia dalam kebenaran; 7)
Pelajaran terbagi atas dua bagian: belajar ilmu pengetahuan atau teori dan belajar
amal mengerjakan atau mempraktikkan. '

Sedangkan 17 kelompok ayat Alquran yang menjadi pokok wejangan dan
pelajaran dari pendiri Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 1)
Membersihkan diri sendiri, surat Al-Jathiyah ayat 23; 2) Menggempur hawa
nafsu mencintai harta benda, surat al-Fajr ayat 17-23;(3) Orang Yyang
mendustakan agama, surat al-Ma’un ayat 1-7; 4) Apakah artinya agama itu, surat
al- Rum ayat 30; 5) Islam dan sosialisme, surat al-Taubah ayat 34-35; 6) Surat al-
‘Ashr ayat 1-3; 7) Iman/ kepercayaan, surat al-‘Ankabut ayat 1-3; 8) Amal
sholeh, surat al-Kahf ayat 110 dan surat al-Zumar ayat 2; 9) Wa tawasaw bil

haqq, surat Yunus ayat 108, surat al-Kahf ayat 29, surat Muhammad ayat 3,

™ 1bid., 3-15.
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surat al-An’am ayat 116, surat al- Furgan ayat 44, surat al-Anbiya’ ayat 24,
surat Yunus ayat 32, surat al-Shaff ayat 9, surat al- Bagarah ayat 147, surat al-
Anfal ayat 8, surat al-Isra’ ayat 81 dan surat al-Mu’minun ayat 70; 10) Wa
tawasaw bi al-sabri, 11) Jihad, Ali ‘Imran ayat 142; 12) Wa ana minal muslimin,
al-An’am ayat 162-163; 13) Al-Birru, Ali ‘Imran ayat 92; 14) Surat al-Qari’ah 3
15) Surat al-Shaff ayat 2-3; 16) Menjaga diri, al-Tahrim ayat 6; dan terakhir 17)
Apakah belum waktunya, surat al- Hadid ayat 16.”

Tujuh falsafah ajaran diatas menjadi dasar filosofis wawasan kebangsaan
dalam pendidikan Muhammadiyah. Ruh dari falsafah tersebut menjadikan
pentingnya materi wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah untuk
mencetak generasi masa depan yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan.

Dari pokok wejangan terdapat tiga tahapan kerangka dari pemikiran KH
Ahmad Dahlan yang menjadi etos Muhammadiyah dalam semangat membangun
peradaban bangsa. Sebagaimana pesan KH Ahmad Dahlan, “pengetahuan
tertinggi” adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup. Pengetahuan tersebut
dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan menggunakan akal sehat
dan istigamah terhadap kebenaran akali dengan didasari hati yang suci.” "®
Falsafah dan wejangan tersebut mengandung tiga etos dalam mencapai”peradaban
utama” (pengetahuan tertinggi), yaitu etos welas asih, etos al-ma’un serta etos al-

“ashr (pengetahuan tentang kesatuan hidup).”

> Ibid.

6 Abdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual K.H. KH Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah
(Yogyakarta: PT. Percetakan Persatuan, 1990), 207.

" Zakiyuddin Baidhawy, “Muhammadiyah dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Al
Qur’an”, AFKARUNA, Vol.13, No. 1 (Juni, 2017), 21.
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Pertama, Etos welas asih. Etos ini muncul sabagai spirit gerakan dengan
berpandangan bahwa kebenaran dan kebaikan Islam terletak pada kegunaan dan
manfaat bagi semua orang melampaui batas agama dan bangsa. Asas cinta kasih
merupakan dasar bagi gerakan Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan
universal dan pembangunan peradaban bangsa. Dalam dokumen  gerakan
Muhammadiyah disebutkan situasi ideal yang diharapkan sebagai  hasil
pencerdasan dan pemberdayaan adalah Islam yang kuat, sehat, besar dan maju.’®
Orientasi gerakan Muhammadiyah terlihat pada pembelaan kaum tertindas dan
pencerdasan seluruh lapisan umat melalui pendidikan dan sebagian dengan jalan
tabligh yang dilandasi nilai “etos welas asih” atau “cinta kasih”.”

Etos cinta kasih telah menarik minat seorang elite priyayi Jawa,
Soetomo. Beliau  bersedia menjadi penasehat Muhammadiyah di bidang
kesehatan bersama dokter Belanda dan bersedia mengelola rumah sakit
Muhammadiyah tanpa digaji. Pengelolaan rumah sakit melibatkan dokter-
dokter Nasrani Belanda yang bekerja dengan sukarela. lembaga pendidikan
dikelola secara modern untuk meningkatkan taraf hidup serta berperan dalam
dunia modern. Dari gerakan ini, umat mulai menyadari adanya manfaat bekerja
sama dengan semua pihak tanpa melihat agama dan kebangsaan yang berguna

bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.®

™ Praeadvies Dari Hoofdbestuur Perserikatan Moehammadiyah di Yogjakarta pada Konggres
Islam Besar Ceribon, dan Kesatuan Hidup Manusia, terbit pada 1922 dan 1924, dalam Abdul
Munir Mukhan, Boeah Fikiran Kijahi H.A. Dachlan, (Jakarta:Global Base Review & STIEAD
Press, 2015).

7 Abdul Munir Mulkhan, Kiai KH Ahmad Dahlan, Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan
(Jakarta: Kompas, 2010), 2.

8 1bid., 216-217.



128

KH Ahmad Dahlan memiliki pemahaman teologis yang komprehensif,
tidak hanya dalam akal pikirannya, namun juga paham teologi yang harus
dipraksiskan dalam amal nyata sesuai kebutuhan dan kemaslahatan seluruh umat.
Kondisi ini bisa dimengerti jika melihat beliau sebagai seorang priyayi Jawa
memiliki sifat dan sikap (etos) welas asih sebagai kultur dari etika Jawa. Dr.
Soetomo seorang dokter priyayi Jawa tertarik dan terlibat aktif dalam
Muhammadiyah, karena melihat kewelas-asihnan KH Ahmad Dahlan. Dalam
sambutan pembukaan rumah sakit PKU Muhammadiyah Surabaya di tahun 1924,
Dokter Soetomo meyakini bahwa etika welas asih itu sebagai antitesis etika
Darwinisme yang menjadi kekuatan gerakan Muhammadiyah.®

Semangat kemanusiaan berlandaskan cinta kasih telah mempersatukan
orang- orang yang berbeda bangsa dan agama dalam Muhammadiyah.
Gerakan sosial Muhammadiyah didasarkan atas pandangan bahwa kebenaran
(al- haqg) dan kebaikan (al-khair) Islam adalah manfaatnya tanpa memandang
batas bangsa dan agama. “Alquran Suci” dipahami dengan “Akal Suci” dan
“Hati Suci” serta diamalkan dengan welas asih sebagai etos kemajuan
peradaban,keselamatan dunia dan kemanusiaan.®?

Menurut Soetomo, etos welas asih merupakan kritik atas Darwinisme

sebagai paradigma pemikiran Barat modern yang meletakkan seleksi alam atas

81 Noor Chozin Agham, Filsafat Pendidikan Muhammadiyah (Jakarta: UHAMKA Press, 2012),
40-41. Lihat juga: Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran
Hukum Islam (Bogor: Pustaka Pena llahi, 2012), 55.

8 Lihat: Praeadvies dari Hoofdbestuur Perserikatan Moehammadiyah di Yogjakarta pada
“Kongres Islam Besar Cirebon dan Kesatuan Hidup Manusia”, terbit pada 1922 dan 1924 dalam
Robert W. Hefner, Sukidi Mulyadi, Abdul Munir Mulkhan, Api Pembaharuan Kiai KH Ahmad
Dahlan (Jakarta: Multi Pressindo, 2008), 107.
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kekuatan individual. Darwinisme tidak memberikan kekuatan kaum lemah untuk
menjadi berkemajuan.®® Sebagaimana cuplikan pidato beliau dalam upacara
peresmian Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Surabaya pada Ahad pagi tanggal
14 September 1924 di JI. Sidodadi No. 57 Surabaya. ® Saat itu dr. Soetomo
menjabat sebagai Medisch Adviseur H.B. PKO Muhammadiyah. Di dalam
sambutan pidatonya, beliau menyampaikan bahwa beliau dan kawan-kawannya
menyatakan kesanggupan untuk memberikan bantuan tenaga kepada PKU
Muhammadiyah dalam hal ini Balai Kesehatan dengan sukarela. % Berikut ini
sambutan dr. Soetomo yang berjudul “Cinta Kasih Vs Darwinisme””:

“Lagi pula, boleh dikatakan akan timbangan atau perlawan pengajaran
Darwin. Bukankah pengajaran Darwin itu berasaskan kepuasan hidup?
Sudah tentu saja kejadiannya pengajaran ini menindas dan memusnahkan
yang bersifat lembek. Karena bermaksud untuk diri sendiri, supaya dalam
dunia ini mendapat tempat yang baik. Sedang pikiran baru itu timbul dari
asas lain, yakni asas cinta kasih. Asas cinta kasih ini sudah barang tentu
tiada mengizinkan, tiada memberi kesempatan, beberapa untuk keperluan
diri sendiri. Akan tetapi, mewajibkan berkurban untuk mencapai hidup
mulia bagi umum. Dan kalau begitu, apakah yang disebut cinta-kasih pada
orang tua, pada istri dan anak atau lainnya? Tiada lain hanyalah
mengorbankan diri untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Begitu
juga perserikatan kami ini kemasukan pikiran cinta-kasih, yang akan kita
curahkan kepada sesama manusia, supaya dengan cinta kasih dan
berkorban dapatlah tercapai hidup mulia. Besok pagi kita buka poliklinik
ini. Siapa juga, baik orang Eropa, baik orang Jawa (orang pribumi), baik
Cina atau bangsa Arab, boleh datang kemari, akan ditolong cuma-cuma,
asalkan betul miskin.”8

& |bid., 115.

8 Pada peresmian itu hadir Pengurus Besar Muhammadiyah antara lain: KH. Soedja’ dan H.
Hadhikusumo serta dihadiri oleh Direktur C.B.Z Simpang dr. Tamm. Turut hadir pula dr. Soetomo
dan KH. Mas Mansyur selaku tuan rumah.

8 Dokter-dokter di PKU Muhammadiyah antara lain: dr. Sardjono (dokter tetap), dr. Soetopo, dr.
Heerdjan, dr. Soewarno, dr. Soeratman, dr. Soehardjo, dr. Soerjatin, dr. Soekardi, dr. Irsan, dr.
Muwaladi, dr. Saleh, dr. Djojohusodo, dr. J.W. Grootings, dr. Aziz, dr. P.H.F. Neynhoff, dr. A.J.F.
Tilung dan dr. Rabain.(Para dokter lainnya menurut giliran waktu dan keahliannya).

8 Abdul Munir Mulkhan, Kiai KH Ahmad Dahlan, Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan,
82.
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Etos welas asih bersandar pada nalar dan moralitas yang memotivasi
seseorang memperjuangkan dan melakukan sesuatu demi hidup paripurna, jauh
dari kesenangan materialistic dan hedonistik yang memperdaya. Etos gerakan
Muhammadiyah melukiskan praksis teologi peradaban. Relasi sosial, ekonomi,
politik dan kultural telah terjalin melampaui batas-batas keagamaan, etnisitas,
dan kebangsaan. Pengalaman induktif kemanusiaan universal KH Ahmad Dahlan
sendiri menjadi dasar bagi hampir seluruh gagasan dan etos gerakannya. Gerakan
Muhammadiyah mengelaborasi dan mengeksploitasi “etos welas asih” ini sebagai
bagian utama dari misi universal Islam rahmatan lil “alamin.®’

KH Ahmad Dahlan memberikan pencerahan bahwa agar manusia
memperoleh kesempurnaan maka diharus memenuhi antara lain: Pertama, dalam
memilih perkara harus dengan belas asih (etika welas asih). Sebab, jika tidak
dengan dasar belas kasih manusia tidak akan sampai pada derajat utama.
Karena, watak dan sifat orang yang tidak memiliki belas kasih itu segala
perbuatannya didasarkan pada kesenangan, yang semakin lama semakin bosan
dan lalu menjadi sia-sia. Kedua, bersungguh- sungguh dalam mencari, karena
sesungguhnya segala sesuatu yang ditujukan kepada keutamaan dunia dan
akhirat harus dengan daya upaya, ikhtiar, pengorbanan harta benda, dan dengan
kekuatan pikiran supaya apa yang dikehendaki tercapai.®® Hal ini menjadi
penguatan jati diri Muhammadiyah sesuai dengan prinsip-prinsip ideal gerakan

menuju terwujudnya kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat.

87 Zakiyuddin Baidhawy, “Muhammadiyah dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Al
Qur’an”, 23-24.
8 1hid,. 23.
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Kedua, etos al Ma’un. Teologi al Ma’un sebagai telaah kritis terhadap
gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah. Surat Al-Ma’un dalam Al-Qur’an
diambil sebagai dasar referensi Muhammadiyah untuk berjalan pada ranah sosial.
Ada kisah yang berkesan mengenai metode KH Ahmad Dahlan mengajarkan
surat al-Ma’un kepada murid-muridnya. Beliau mengajarkan surat ini selama tiga
bulan dan tidak mau beranjak ke surat berikutnya, meskipun murid-muridnya
sudah  mulai bosan. Dikarenakan perasaan bosan itu, KH. Syuja’ yang
merupakan salah seorang muridnya, pun mempertanyakan mengapa KH Ahmad
Dahlan tidak mau beranjak untuk mempelajari surat selanjutnya. Lantas KH
Ahmad Dahlan balik mempertanyakan kepada KH Syuja’ apakah beliau benar-
benar memahami surat yang telah diajarkan. KH. Syuja’ menjawab bahwa ia dan
teman-temannya sudah betul-betul paham arti surat al Ma’un tersebut dan bahkan
telah menghafalnya di luar kepala. Namun KH Ahmad Dahlan balik
mempertanyakan lagi apakah KH Syuja’ sudah mengamalkannya, dan beliau pun
menjawab “bukankah kami membaca surat ini berulang kali dalam shalat?” 8°

KH Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa maksud mengamalkan surat al-
Ma’un bukan hanya menghafal atau membaca, tetapi lebih penting dari itu
adalah melaksanakan pesan surat al-Ma’un dalam bentuk amal nyata. Oleh
karena itu KH Ahmad Dahlan memberikan pesan hikmah bahwa setiap orang
harus keliling kota mencari anak-anak yatim dan bawalah mereka pulang ke
rumah kemudian berikan sabun untuk mandi, pakaian yang pantas, makan dan

minum, serta berikan mereka tempat tinggal yang layak. Setelah beliau berpesan,

& Ibid., 24.
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KH Ahmad Dahlan menutup pelajaran dan memerintahkan untuk melaksanakan
apa yang telah beliau perintahkan kepada murid-muridnya. Deskripsi di atas
menggambarkan bagaimana seharusnya ayat-ayat Alquran dipelajari dan
diamalkan, jangan beranjak ke ayat lain sebelum memahami dan
mengamalkan pesan yang terkandung dalam ayat tersebut.®

Dalam memahami al-Qur’an, KH Ahmad Dahlan menerapkan lima jalan,
yakni: mengerti yang artinya memahami tafsir dan maksudnya; jika mendapat
larangan dalam Alquran segera mengevaluasi diri dengan bertanya kepada diri
sendiri apakah larangan tersebut sudah ditinggalkan; jika mendapati amar atau
perintah mengenai suatu perbuatan dalam Alquran tersebut, segera mengevaluasi
diri dengan bertanya kepada diri sendiri apakah amar atau perintah berbuat
tersebut sudah diamalkan ; jika yang keempat belum diamalkan, jangan
dilanjutkan membaca ayat yang lainnya. %

Tafsir KH Ahmad Dahlan terhadap surat al-Ma’un itu mendasari gerakan
amalnya yang diperuntukkan kepada kaum dhuafa’ (proletar, tertindas).”? Etos
al-Ma’un menjadi referensi aksi pemberdayaan kaum proletar seperti aksi
pemberdayaan perempuan di ruang publik.®® Etos ini berujung pada spirit
peradaban. Ini dapat disaksikan dari semua karya dan amal usaha
Muhammadiyah. Berdirinya rumah sakit PKU Muhammadiyah di seluruh

Nusantara, diawali dari sebuah poliklinik yang dipimpin oleh dr. Somowidagdo

% Ibid.

%1 KRH. Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Alguran, 65.

92 Abdul Munir Mulkhan, Kyai KH Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan,6.
% Robert W Hefner, Sukidi Mulyadi, Abdul Munir Mulkhan, Api Pembaruan Kiai KH Ahmad
Dahlan (Jakarta: Multi Pressindo, 2008), 110.
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asli Malang. Poliklinik kecil di Yogyakarta ini berkembang menjadi gerakan
sosial di bidang kesehatan yang merupakan pilar gerakan dan pelayanan
kesehatan Muhammadiyah selain pendidikan. Pencetus poliklinik ini adalah
Majelis PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) HB (Pimpinan Pusat)
Muhammadiyah yang diketuai oleh Kyai Syuja’. Langkah ini tercantum dalam
perencanaan Majelis PKO yang dibentuk pada tahun 1920. Sebelum poliklinik
berdiri, terlebih dahulu dokter Somowidagdo bertemu dengan KH Ahmad Dahlan
untuk memperoleh ijinnya dalam menangani poliklinik kesehatan pertama milik
Muhammadiyah. Saat KH Ahmad Dahlan mengukuhkan Majelis PKO bersama
Majelis Sekolahan, Majelis Tabligh dan Majelis aman Pustaka pada 17 Juni
1920, Kyai Syuja’ sebagai ketua memprogramkan pembangunan hospital (rumah
sakit), weeshuis (rumah yatim) dan armenhuis (rumah miskin) sebagai tafsir
amali dari teologi surat al-Ma‘un.%

Menurut Ahmad Norma Permata, etos al-Ma’un mengajarkan bahwa
kepedulian sosial merupakan kriteria sekaligus komponen dari kesalihan spiritual.
Dalam bahasa kontemporer, perspektif ini diidentikkan dengan ideologi Kiri,
yang berarti pemahaman strukturalis terhadap ketimpangan  sosial yang
dilawankan dengan kesetaraan hak individual. Dalam perspektif al-Ma’un,
evaluasi moral terhadap ketimpangan sosial menyatakan bahwa peradaban selalu
dikuasai kelompok kuat yang meliputi penguasa, high class, cendekiawan pandai,

dan golongan kuat lainnya. Karena itulah moralitas al-Maun selalu berpihak

%  Lutfi Effendi, ¢ Tafsir Amali dan Gerakan Kesehatan”, dalam http://
suaramuhammadiyah.com/ kolom/2016/04/22/tafsir-amali-dan-gerakan- kesehatan/ (25 Februari
2020).
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kepada kelompok lemah yang meliputi orang-orang miskin, tertindas, bodoh, dan
golongan orang-orang yang lemah. Logika al- Ma’un melihat para penguasa dan
kelompok kaya secara moral terkait dengan berbagai penderitaan kelompok
lemah dan tertindas. Hal Ini berimplikasi secara institusional pada gerakan
bernuansa anti kemapanan.®®

Wawasan al-Ma’un mendorong terbentuknya institusi atau sistem
kehidupan yang memberikan peluang kepada kelompok lemah untuk menuntut
kesamaan hak dan kesempatan dalam membangun kehidupannya. Di satu sisi
konsep al-Ma‘un mengandung logika simplistik bahwa pada dasarnya secara
moral manusia mempunyai status yang setara. Di sisi lain, secara sosial
kehidupan manusia terbagi ke dalam tingkatan-tingkatan yang meliputi
kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang dirugikan. kelompok yang
diuntungkan setidaknya bertanggung jawab untuk menolong kelompok yang
lemah dan tertindas yang biasanya merupakan bagian dari mayoritas.%

Logika al-Ma’un berkonsekuensi pada strategi membangun kehidupan
(peradaban) yang ideal dan berkeadilan. Wawasan al-Ma’un sangat dekat
dengan filsafat idealis yang melihat ukuran kebaikan berakar pada sistem yang
sedang berjalan. Realitas kehidupan yang baik dihasilkan dari sistem yang baik,

begitupun juga sistem yang buruk akan menghasilkan realitas kehidupan yang

% Ahmad Norma Permata, “Teologi Al-‘Ashr dan Visi Peradaban Muhammadiyah” dalam Azaki
Khoirudin, Teologi Al-‘Ashr: Etos dan Ajaran KHA Dahlan yang Terlupakan (Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2015).

% Zakiyuddin Baidhawy, “Muhammadiyah dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Al
Qur’an”, 38.
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buruk.  Logika al-Ma’un  selalu berupaya  memperbaiki keadaan dan
menanggulangi ketimpangan sosial dengan merumuskan sistem alternatif bagi
peradaban Islam.®’

Spirit al Ma’un tergambar dalam setiap amal usaha dan layanan sosial
yang dibangun oleh Muhammadiyah. Artinya, sebuah amal usaha dan layanan
sosial baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kemaslahatan publik lainnya
bukan berorientasi profit. Lembaga-lembaga amal usaha Muhammadiyah perlu
dikelola dengan manajemen yang baik agar tetap dapat survival dan sustainable,
menerapkan subsidi silang dalam hal layanan. Sustainabilitas amal usaha
Muhammadiyah didukung dengan pemanfaatan donasi filantropi serta
keuntungan yang diperoleh dari layanan disisihkan untuk membantu mereka
yang kurang beruntung. Dengan cara ini, lembaga-lembaga amal usaha dan
layanan sosial Muhammadiyah tetap bertahan hidup dengan tetap teguh
memegang visi pemihakan, pembelaan, dan pemberdayaan kepada kaum miskin.%

Ketiga, Etos Al ‘Ashr. Kandungan dalam surat Al ‘Ashr erat kaitannya
dengan etos Muhammadiyah. Imam Syafii pun pernah berkata bahwa andaikan
Allah tidak menurunkan ayat atau surat dari Alguran, maka cukuplah dengan
wal-‘Ashri saja, karena kandungan dalam surat al-‘Ashr itu sangat padat.
Didalamnya telah mencakup kehidupan dan sejarah peradaban umat manusia.

Etos al-‘Ashr membawa manusia ke arah kehidupan dunia dan akhirat yang

7 1bid.
% 1bid., 39.
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berkemajuan dan berperadaban.®® Dalam ayat ini meliputi peradaban dan gerak
langkah sejarah manusia.

Hal ini senada dengan apa yang ditulis oleh Samuel P. Hutington bahwa
hakikat peradaban adalah sejarah manusia, dan sejarah manusia adalah sejarah
peradaban itu sendiri.’** Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa
Allah menjelaskan martabat umat manusia terdiri dari empat unsur, yang meliputi
iman, amal shaleh, tausiah kebenaran dan tausiah kesabaran. Jika empat syarat
itu tidak dapat terpenuhi maka rugilah seluruh masa hidup.1%

Metode KH Ahmad Dahlan dalam mengajarkan surat Al ‘Ashr tidaklah
beda dengan ketika beliau mengajarkan surat A1 Ma’un. Beliau mengajarkan surat
al-‘Ashr kepada murid muridnya lebih dari 7 bulan. Surat al-‘Ashr diajarkan
kepada jamaah Muhammadiyah setiap pagi jam 07.00, dan diajarkan kepada
jamaah Aisyiyah setiap jam 08.00 . Selain itu surat ini juga diajarkan kepada
para pemudi setelah zuhur. Mereka disurun menulis dan menghafalkannya. 2
Menurut Kyai Djazuli yang merupakan salah seorang guru Madrasah Mu’allimin
Muhammadiyah Yogyakarta sejak 1926-an sampai 1956-an, KH Ahmad Dahlan

mengajarkan surat al-*Ashr di mana-mana dan selalu diulang-ulang.t

% |bid., 39.

% Baca Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order ( New
York: Simon and Schuster, 1996).

100 Hamka, Tafsir al-Azhar Juz 28-29-30 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 256.

101 KRH. Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Alquran, 80.

102 Menurut informasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo, KH Djazuli berasal dari
Grabag Purworejo, terakhir tinggal di Sangubanyu Kutoarjo. Beliau pendiri Poliklinik
Muhammadiyah Grabag. Salah seorang juru rawatnya ada yang bernama Sarbini yang kemudian
menjadi anggota TNI, pernah menjadi Panglima Divisi Diponegoro serta pernah menjadi Menteri
Veterang Rl di masa Orde Baru. Letjen Sarbini merupakan salah satu inisiator berdirinya
Universitas Islam Sultan Agung. Namanya diabadikan menjadi nama Gedung Sarbini di Jakarta.
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KH Ahmad Dahlan juga mengajarkan surat al-‘Ashr kepada para buruh
perempuan di Kauman atas permintaan dari Nyai Walidah. Pengajiannya
dinamakan “Pengajian wal-‘Ashri”. Dikarenakan ketika mengajar surat Al “ashr,
KH Ahmad Dahlan suka mengulang-ulang dalam pengajiannya, maka orang-
orang Pekalongan pada masa itu memberi julukan KH. Ahmad Dahlan dengan
julukan Kyai Wal-*Ashri. 1%

Selain menyelenggarakan pengajian al-‘Ashr, KH Ahmad Dahlan juga
memelopori “Sekolah Kader al-‘Ashr” yang dipimpin oleh KRH. Hadjid. Hasil
penamaan pendidikan dan pengajaran al-‘Ashr ini nampak melekat erat di hati
anak muda Muhammadiyah, dan kemudian lapangan tempat mereka
berolahraga bermain sepakbola diberi nama Lapangan Asri. Lapangan tersebut
sehari- harinya lapangan digunakan oleh Pemuda Muhammadiyah untuk latihan
PSHW (Persatuan Sepakbola Hizbul Wathan). 14

Maksud KH Ahmad Dahlan menggunakan metode pengulangan dalam
mengajarkan surat al-‘Ashr adalah  agar kandungan dari surat tersebut
terimplementasi kepada murid-muridnya dengan terbiasa memiliki etos disiplin
tepat waktu dan selalu mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat (amal
salih). Dalam surat al-‘Ashr terkandung konsep kunci yang menjadi spirit
pembangunan peradaban. Ayat-ayat dalam al-‘Ashr berbentuk jamak dalam

kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup individu maupun masyarakat.'%

103 1hid.
104 1bid.
105 1hid.
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Dalam membentuk sejarah peradaban umat manusia dalam dimensi ruang
dan waktu, etos al-‘Ashr memberikan empat prasyarat. Pertama, iman yang
dapat dimaknai paradigma tauhid sebagai intisari peradaban Islam. Kedua,
pelembagaan amal shaleh sebagai kerja pembangunan peradaban. Ketiga, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Kebenaran, al-hag, dipahami dalam
konteks  kebenaran relatif, yakni kebenaran IPTEKS yang dapat terus
dikembangkan seuai kemajuan zaman. Keempat, moralitas utama.'%

Etos al-‘Ashr memberikan pelajaran bahwa gerakan Muhammadiyah
tidak hanya memikirkan tentang sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.
Perubahan pasti terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itulah KH
Ahmad Dahlan sering menyampaikan peringatan kepada teman temannya
supaya waspada terhadap waktu sepanjang hidup. Apabila terlalu lengah dan
terjadi secara terus menerus maka yang didapatkan adalah kesengsaraandi dunia
dan akhirat. Maka dari itu kita harus berhati- hati dan janganlah sampai lengah.
Orang- orang yang mencari kemuliaan di dunia saja dan tidak bersungguh-
sungguh, tidak akan mencapai keberhasilan, apalagi mencari keselamatan dan
kemuliaan di akhirat. 1%

Di masa kelahiran Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan mengambarkan
secara umum bahwa umat dan bangsa saat itu hatinya belum bersatu. Sesuai
dalam salah satu ayat dalam surat Al ‘Ashr bahwa sesungguhnya manusia itu ada

di dalam kerugian. Hal ini mengisyaratkan bahwa secara umum kondisi

106 |hid.
107 KRH. Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Alquran, 81.
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peradaban umat manusia akan mengalami aneka ragam problem kehidupan.
Menurut KH Ahmad Dahlan, keadaan itu disebabkan oleh tiga hal. Pertama,
belum bersatunya hati para pemimpin dan saling mengabaikan satu sama lain.
Mereka terkadang saling  bertentangan pendapat disebabkan kurangnya
pengetahuan, sehingga pemikirannya belum berkembang yang mengakibatkan di
antara mereka timbul kerusakan.’®® Kedua, pada saat itu para pemimpin belum
menunjukan gerakan praksis, dengan tindakan dan perbuatan yang nyata,
kebanyakan yang mereka lakukan hanya beretorika belaka bahkan menipu,
berbohong, dan perusak. 1% Ketiga, kurangnya perhatian para pemimpin dan
penguasa saat itu terhadap kesejahteraan kaum dan golongan bawah. °
Perubahan sosial akibat pengaruh globalisasi tidak selalu bermakna
positif. Kerusakan ekologi, climate change, dehumanisasi, tindak kekerasan
(violence) atas nama negara, agama, etnis dan lainnya menjadi tantangan bagi
kelanjutan peradaban Islam. Ulrich Beck menyatakan bahwa munculnya risk
society (masyarakat berisiko) merupakan tantangan peradaban hari ini.lt
Menurutnya, manusia modern memasuki babak baru dalam late modernity
(modernitas lanjut). Kesadaran risiko kemudian ~mewarnai seluruh proses
interaksi sosial, termasuk interaksi agama, politik, ekonomi dan budaya. Masalah
sentral pada kekayaan dalam modernitas klasik adalah bagaimana cara

mendistribusikannya secara merata. Sedangkan masalah sentral dalam modernitas

108 Abdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual KH. KH Ahmad Dahlan dan Amal
Muhammadiyah, 123-124.

109 KH Ahmad Dahlan, “Kesatuan Hidup Manusia”, dalam Abdul Munir Mulkhan (peny.),
Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 8.

110 |bid.

111 |ihat Ulrich Beck, Risk Society: Toward a New Modernity (London: Sage Publication, 1992).
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baru masalah adalah risiko bagaimana cara mencegah, meminimalkan, atau
menyalurkannya.!'?

Pilar pertama dalam Muhammadiyah adalah Tauhid murni. Tauhid murni
akan berimplikasi pada prinsip ketuhanan, seperti unity of creation (Kesatuan
penciptaan), unity of mankind (kesatuan kemanusiaan), unity of guidance
(kesatuan pedoman hidup), dan unity of the purpose of life (kesatuan tujuan
hidup). Tauhid menurut Ismail Raji al-Farugi adalah intisari peradaban Islam.
Tauhid merupakan prinsip penentu utama dalam kebudayaan dan peradaban.
Tauhid memberikan identitas yang mengikat semua unsurnya untuk menjadikan
satu kesatuan integral dan organis yang disebut dengan peradaban.®

Dalam definisi agama menurut KH Ahmad Dahlan terdapat paradigma
tauhid. Islam adalah ajaran yang sesuai dengan kesucian manusia (agama fitrah).
Baginya, agama bukan barang kasar yang harus dimasukkan ke dalam telinga,
agama bukanlah amal lahir yang dapat dilihat. Sesungguhnya agama itu ialah
kecenderungan ruhani untuk menuju kesempurnaan tertinggi yang suci dan luhur,
bersih dari pengaruh kebendaan. Amal yang kelihatan hanyalah sebuah
manifestasi dan daya dari spirit agama. Maka manusia religius bisa diartikan

manusia yang condong kepada kesucian iman kepada Allah, bersih dari pengaruh

yang buruk.!4

112 Baca Gabe Mythen, Ulrich Beck, A Critical Introduction to the Risk Society, (Lon-don: Pluto
Press, 2004).

113 Isma’il Raji Al-Farugi, Tauhid (Bandung: Penerbit Pustaka, 1982), 16.

114 KRH. Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Alquran, 26.
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Menurut KH Ahmad Dahlan, orang beriman adalah orang yang percaya
dengan sungguh- sungguh pada perbedaan antara keutamaan dan kenistaan, dan
percaya bahwa dirinya, alam semesta serta semua yang ada di bumi ada yang
mencipta dan memelihara. Mereka juga percaya bahwa Tuhan akan membalas
orang yang beramal salih dan menyiksa yang berbuat kejahatan. Kepercayaan ini
benar-benar terpatri dalam hati sampai batas-batas menguasai kehendak mereka,
yang akhirnya iman akan berdampak pada amal salih. 1%

Salah satu implementasi dari ketauhidan adalah etika amal shaleh dimana
kemuliaan dan keberhasilan moral manusia dapat dilihat dari bagaimana
manusia mengisi ruang dan waktu serta untuk memberi manfaat lingkungan
sosialnya. Implementasi tauhid dalam pembangunan peradaban ditafsirkan
sebagai jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan kesemestaan. Iman atau
tauhid tidaklah sempurna tanpa amal shalih. KRH. Hadjid menjelaskan dalam
karyanya Tujuh Belas Kelompok Ayat bahwa amal salih adalah amal yang
berguna bagi dirinya sendiri, bagi ahli keluarganya, bagi kaum kerabatnya,
serta bagi semua manusia.%®

Fungsi Agama Islam adalah untuk melakukan transformasi sosial
manakala ajaran-ajarannya dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah
sosial. Gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah merupakan wujud dari
fungsionalisasi agama yang didasarkan pertimbangan akal sehat. Secara

teologis, hal ini didasarkan pada keterpaduan antara iman dan amal shaleh.

105 Zakiyuddin Baidhawy, “Muhammadiyah dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Al
Qur’an”, 33.
106 KRH. Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Alquran, 86.



142

KH Ahmad Dahlan merujuk tafsir surat Al-Ashr tentang iman. Dalam tafsir
tersebut dijelaskan bahwa kepercayaan yang sampai menguasai kehendak
sehingga melahirkan amal shaleh yang fundamental. 1%’

Dalam konsep Muhammadiyah, amal shalih bukan semata-mata ritual
ibadah mahdhah, tetapi merupakan kerja peradaban yang bermanfaat bagi
semesta. Amal shaleh adalah amal yang kreatif dan solutif untuk peradaban.
Karena itu supaya amal produktif dan efisien, maka perlu pelembagaan amal
shaleh dalam organisasi, bukan hanya dalam individu. Amal shaleh merupakan
pembuktian dari iman. KRH. Hadjid mengutip firman Allah yang artinya, “sekali-
kali tidak akan (sempurna) suatu kebajikan, sehingga kamu menginfakkan
sebagian harta yang sangat kamu cintai”, memberikan barang yang sangat
dicintai dan mendahulukan saudara lainnya dengan mengalahkan dirinya adalah
akhlak orang yang berbuat kebajikan.1%

Hal Inilah yang menjadi salah satu etos kemajuan amal usaha
Muhammadiyah. Kini Muhammadiyah sedang berada pada arus putaran
globalisasi dalam praksis, bukan globalisasi dalam teori. Globalisasi dan
perubahan sosial dalam praktik hidup sehari-hari harus direspons dengan
gerakan amal shaleh. Selain menjalankan dakwah agama, Muhammadiyah
berjuang melalui amal usaha demi mewujudkan masyarakat sejahtera menuju

peradaban bangsa yang maju.

107 Achmadi, Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah: Perspektif Sejarah (Yogyakarta, Suara
Muhammadiyah: 2010), 25.
108 KRH. Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Alquran, 163.
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D. Konteks Historis Wawasan Kebangsaan Dalam  Pendidikan
Muhammadiyah
Muhammadiyah menjadi organisasi keagamaan yang telah mengakar
dalam sejarah bangsa. Hal ini dikarenakan dalam konteks historis, kontribusi
Muhammadiyah di negara Indonesia sangat besar. Muhammadiyah ikut berupaya
dalam memperjuangkan dan sekaligus mengisi kemerdekaan Indonesia. Sejak
awal berdirinya, KH Ahmad Dahlan telah berkomitmen untuk memajukan
peradaban bangsa Indonesia. Terbukti, pada masa awal Muhammadiyah berdiri,
Muhammadiyah selalu melakukan gerakan pembaharuan, khususnya di bidang
pendidikan, sosial, dan kesetaraan gender. Saad Ibrahim memperjelas mengenai
bukti historis peran Muhammadiyah di negara kita, berikut ini:
“Kontribusi Muhammadiyah dalam keberlangsungan negara Indonesia
bisa kita lihat ketika negara kesatuan Republik Indonesia didirikan,
Muhammadiyah memiliki peran sangat signifikan, karena waktu itu Ki
Bagus Hadikusumo yang merupakan representasi dari Muhammadiyah
beserta tokoh lainnya memperjuangkan Indonesia. Dengan kata lain bahwa
pendirian Republik Indonesia diinisiasi oleh Muhammadiyah. Hal ini
berarti sejak awal Muhammadiyah sudah selesai dalam urusan negara
Republik Indonesia.”%®
Konsistensi pendiri Muhammadiyah dalam keikutsertaannya menjalankan
perjuangan demi memajukan bangsa Indonesia dapat di rasakan secara mutlak.
Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa
Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik

Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan

Presiden no. 657 tahun 1961.1° Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut:

109 Saad Ibrahim, Wawancara, Surabaya, 13 Desember 2019.
110 Keppres RI, No. 657, 1961.
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a. KH Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk
menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan
berbuat.

b. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak
memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang
menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat,
dengan dasar iman dan Islam.

c. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial
dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa,
dengan jiwa ajaran Islam

d. Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita (Aisyiyah) telah
mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan

berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria.

Soekarno yang pada saat itu menjadi presiden Indonesia pertama, bukan
tanpa pertimbangan telah memberikan tanda jasa (Pahlawan) kepada KH Ahmad
Dahlan. Dalam dasar penetapan KH Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan,
menggambarkan spirit perjuangan Muhammmadiyah yang sampai saat ini tetap
menjadi ruh perjuangannya. KH Ahmad Dahlan berpikir keras untuk membuat
perubahan dan mengatasi keterbelakangan kaum pribumi, memberantas
pembodohan dan pemiskinan akibat kolonialisasi yang sistemik.

Banyak fakta historis yang membuktikan bahwa Muhammadiyah memiliki

peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Saad Ibrahim menambahkan,
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“Muhammadiyah lahir lebih dulu dari pada negara Indonesia. Selama belum lahir
Muhammadiyah juga sudah melakukan banyak amal usaha yang diproyeksikan
untuk bangsa.”*'! Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional telah berjuang
dalam pergerakan kemerdekaan dan para tokohnya telah terlibat aktif mendirikan
Negara Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pengabdian
Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut sampai saat ini.

Lebih lanjut Saad Ibrahim menambahkan tentang pembicaraan kebangsaan
ini selalu terjadi di Muhammadiyah. Menurutnya, “Prof Haidar Nasir dalam
pengukuhan guru besarnya mengangkat tema besar “Moderasi Indonesia dan Ke-
Indonesiaan”. Ini menjadi bagian dari kelanjutan gagasan-gagasan besar KH
Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah mengenai kontribusi
Muhammadiyah dalam hal pikiran-pikiran besarnya sampai diformulasikan dalam
berbagai aksi kegiatan yang berimbas langsung terhadap masyarakat
Indonesia.”*?

Peran Muhammadiyah Tidak bisa dipungkiri, Muhammadiyah memiliki
peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. KH Ahmad Dahlan dan Nyai
Walidah Dahlan ikut berjuang mencerdaskan dan memajukan bangsa. Bukti dari
peran kebangsaan Beliau berdua adalah diangkatnya sebagai pahlawan nasional.
Sebelum sumpah pemuda 1928, Muhammadiyah telah mempelopori penggunaan
Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia sebagai bahasa

organisasi. Pada saat kongres tahun 1923, Muhammadiyah secara resmi telah

111 Saad Ibrahim, Wawancara, Surabaya, 13 Desember 2019.
112 |bid.
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menggunakan Bahasa Indonesia. Sangat banyak tokoh Muhammadiyah lainnya
yang berkiprah dalam kemajuan bangsa Indonesia. Diantaranya adalah Srikandi
Aisyiyah, Hayyinah, dan Munjiyah yang telah menjadi pelopor pergerakan
perempuan atas lahirnya Konges Perempuan Pertama pada 1928. Tokoh empat
serangkai Kiai Mas Mansur bersama Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar
Dewantara dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Momentum penting saat
penetapan pancasila sebagai dasar negara juga melibatkan tokoh Muhammadiyah.
Ki Bagus Hadikusumo didukung Kahar Muzakkir dan Kasman Singodimedjo
menjadi penentu konsensus nasional penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agustus
1945, 113

Kontribusi Muhammadiyah telah terbukti melalui peran Soedirman dalam
perang gerilya. Pada 1918 Muhammadiyah membentuk kepanduan Hizbhul
Wathan atau Kepanduan Tanah Air yang bermakna pembela tanah air. Di antara
kader terbaik Hizbul Wathan ialah Jenderal Sudirman yang menjadi Pandu utama
pada gerakan cinta tanah air tersebut. Perjuangannya yang gigih dan tak kenal
lelah dalam mempertahankan kemerdekaan akhirnya didaulat sebagai Panglima
Besar dan dijuluki Bapak Tentara Nasional Indonesia. Bersamaan dengan
peristiwa perang gerilya, dalam mempertahankan Indonesia dari serbuan kembali
Belanda di Daerah Istimewa Yogjakarta dan Jawa Tengah, para tokoh
Muhammadiyah menggerakkan sebuah perlawanan umat Islam yang luar biasa

militan melalui aksi Angkatan Perang Sabil (APS).114

113 Haedar Nashir, “ Muhammadiyah Majukan Indonesia”, Republika (23 Oktober 2018).
14 1bid.
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Di era pasca proklamasi kemerdekaan, kader Muhammadiyah terus
melanjutkan perannya dalam kebangsaan Republik Indonesia. Diantaranya Ki
Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo dan KH. Abdul Kahar Muzakkir
yang turut merumuskan UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar Negara.
Terdapat pula Perdana Menteri ke 10 (1957-1959) Ir. Juanda yang telah menjabat
empat kali menjadi menteri di zaman Presiden Soekarno, yakni Menteri
Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri
Perhubungan. Peran kebangsaan Ir Juanda yang hingga Kini terasakan ialah
tercetusnya Deklarasi Djoeanda pada 1957. Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa
laut sekitar, di antara dan dalam kepalauan Indonesia menjadi satu kesatuan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika itu, wilayah Indonesia
dipecah-pecah dan laut dianggap terpisah. Dalam negosiasi berikutnya, deklarasi
tersebut menjadi acuan diakuinya Negara kepulauan dalam konvensi hukum laut
United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS). Kemudian menjadi
Hukum Laut Internasional yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang
diperjuangkan pada masa Menteri Luar Negeri Mochtar Koesoemaatmadja pada
1982, 115

Selain itu, tokoh Muhammadiyah dari Jawa Tengah, KH Abu Dardiri
mengajukan gagasan tentang keberadaan Kementerian Agama.Menteri Agama
pertama ialah HM Rasjidi, dikenal sebagai ilmuwan atau ulama lulusan
Universitas Sorbonne, Prancis, yang berasal dari Kotagede, Yogyakarta. Kahar

Muzakkir yang menjadi anggota Panitia Piagam Jakarta telah melakukan upaya

115 bid.
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diplomasi di Timur Tengah ketika beliau ke Al-Azhar Kairo.

Presiden pertama Indonesia, Soekarno yang merupakan tokoh utama
kemerdekaan dan proklamator itu beristrikan kader Aisyiyah, Fatmawati. Beliau
adalah putri Konsul Muhammadiyah Sumatra, Hasan Din. Soekarno mengakui
telah lama berguru secara informal kepada KH Ahmad Dahlan. Paham Islam
progresif menjadi daya tarik Soekarno untuk bergabung menjadi anggota dan
pengurus Muhammadiyah. KH Ahmad Dahlan bersama Muhammadiyah dan
kadernya, tidak hanya berkeinginan memajukan Islam dengan melakukan
pembaharuan atau tajdid tetapi juga aktif berperan dalam tugas-tugas kebangsaan.
Dalam menghadapi penjajah, Muhammadiyah tidak hanya memberikan
sumbangsih pemikiran melainkan juga terjun langsung ke medan peperangan
menentang segala bentuk penjajahan.1®

Muhammadiyah sebagai gerakan civil society terpanggil untuk ambil
bagian dalam merawat nasionalisme ini. Komitmen kebangsaan ini harus terus
dipertahankan secara dinamis, sebab akan memberikan andil dari keberadaan civil
society bagi penerapan good governance di negeri ini. Terdapat tiga alasan
mengapa organisasi Islam ini bersikap apresiatif dan proaktif isu dan konsep good
governance.

Pertama, Kondisi bangsa Indonesia dan umat Islam pada waktu itu
menjadi latar belakang dan faktor berdirinya Muhammadiyah. Berawal dari

keprihatinan dan keberpihakan KH Ahmad Dahlan bersama para pengikutnya atas

116 Asep Purnama Bahtiar, Komitmen Muhammadiyah Dalam Konteks Kebangsaan Dan Good
Governance,57.
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nasib umat Islam dan bangsa Indonesia yang menjadi korban kolonialisme dan
imperialisme. Sebagai negeri jajahan, kehidupan penduduk bangsa berada dalam
kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan di bidang pendidikan. Seperti
yang telah dikemukakan oleh Hidayatulloh, sebagai berikut:
“ Fenomena yang terjadi pada Kehidupan masyarakat khususnya di
Kauman Yogyakarta yang memperlihatkan sebuah fakta bahwa kehidupan
masyarakat di kauman sangat jauh dengan kemuliaan Islam yang dipahami
KH Ahmad Dahlan. Islam yang dipahami KH Ahmad Dahlan adalah Islam
yang penuh dengan kemajuan. Tetapi dalam kehidupan di Kauman
faktanya berbalik. Disana banyak orang yang miskin, orang tidak
berpendidikan yang bagus, dan cukup banyak orang yang sakit.” 11/
Kedua, Muhammadiyah ikut memperjuangkan kelahiran Republik
Indonesia, karena sejak awal berdirinya pada tahun 1912 Muhammadiyah telah
berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif
mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus
1945. Para tokoh Muhammadiyah yang tercatat dalam sejarah Republik ini, antara
lain: KH. KH Ahmad Dahlan, KH. Mas Mansur, Ir. Soekarno, Ki Bagus
Hadikusumo, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja,
Prof. Abdul Kahar Muzakir, Mr. Kasman Singodimedjo, KH. Ahmad Badawi,
dsh.118
Mengenai hal ini Hidayatullah juga menjelaskan tentang keterlibatan
tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk ikut serta memperjuangkan kemerdekaan

Republik Indonesia. Menurutnya, “Muhammadiyah telah mengkhidmatkan

dirinya untuk memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan masyarakat

117 Hidayatullah, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2019.
118 Asep Purnama Bahtiar, Komitmen Muhammadiyah Dalam Konteks Kebangsaan Dan Good
Governance,58.
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seutuhnya dan seluruh bangsa Indonesia. Terbukti bahwa gerakan yang
dilakukan cukup intens dalam merebut kemerdekaan Indonesia bersama tokoh-
tokoh dan para santri yang lain. Pasca kemerdekaan Muhammadiyah tetap
konsisten pada garis perjuangannya”.tt®

Dalam hal ini, tidak ada bukti yang lebih kuat daripada peran historis
mereka di dalam membangun Indonesia sejak periode pergerakan kebangkitan
nasional hingga masa kemerdekaan. Isna Fitria Agustina, selaku pengurus di
majelis Pimpinan Wilayah Jawa Timur juga menyampaikan tentang keterlibatan
tokoh Muhammadiyah. Menurutnya, “Tokoh Muhammadiyah diantaranya Ki
Bagus Hadikusumo, mengambil peran sangat menentukan dalam perumusan final
sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Muhammadiyah akan
terus memberikan sumbangan besar di dalam upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa serta mengembangkan wawasan kebangsaaan.?°

Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuatan nasional
yang sejak berdirinya terlibat aktif dalam perjuangan politik kebangsaan serta
membangun bangsa melalui gerakan dakwah berorientasi pembaruan. Sebagai
kekuatan nasional, Muhammadiyah telah berjuang dalam pergerakan
kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif mendirikan Negara
Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, pengabdian Muhammadiyah
terhadap bangsa dan negara tetap berlanjut secara konsisten.

Ketiga, amal wusaha dan program kerja yang dilaksanakan oleh

Muhammadiyah yang didedikasikan untuk kemajuan bangsa. Muhammadiyah

119 Hidayatullah, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2019.
120sna Fitria Agustina, Wawancara, Sidoarjo, 5 Januari 2020.
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telah memiliki lembaga pendidikan yang berjumlah ribuan, mulai jenjang
prasekolah, pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi. Selain itu,
jenis amal usaha Muhammadiyah semakin beragam, yang meliputi rumah sakit,
poliklinik, rumah bersalin, panti asuhan, panti jompo, rehabilitasi cacat, sarana
peribadatan dan sarana lainnya yang dioperasikan tidak hanya untuk warga
Muhammadiyah namun  secara terbuka dimanfaatkan untuk kepentingan
publik.1?t

Najib Hamid juga menjelaskan tentang kontribusi Muhammadiyah
terhadap bangsa dan negara sebagai berikut:

“Muhammadiyah berkontribusi pada pencerdasan masyarakat dengan
mendirikan lembaga pendidikan dari usia dini sampai pendidikan tinggi
yang berkembang sampai saat ini. Selain memperbaiki di bidang
pendidikan Muhammadiyah bergerak dibidang sosial. Muhammadiyah
mendirikan PKU (Penolong Kesengsaraan Umum), melayani mereka yang

ekonominya lemah, anak yatim, gelandangan”.1%2

Mengenai hal ini, Hidayatullah juga menyampaikan tentang pemikiran
KH Ahmad Dahlan yang berkontribusi pada bangsa dan negara melalui bidang

pendidikan sebagai berikut:

“KH Ahmad Dahlan mempunyai pikiran yang sangat cemerlang untuk
mengangkat fenomena masyarakat yang lemah, marginal dan terbelakang
itu dengan menggagas hal yang utama yaitu pendidikan. Sebelum
mendirikan Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan mendirikan sekolah
madrasah Diniyah Al Islamiyah dirumahnya dengan biaya sendiri. Dari
persyarikatan ini berkembanglah berbagai amal usaha yang tidak hanya
dalam bidang pendidikan, namun juga bergerak dalam bidang dakwah dan
sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Muhammadiyah
telah mengkhidmatkan dirinya untuk memberikan kontribusi yang besar
bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia..” 123

121 Asep Purnama Bahtiar, Komitmen Muhammadiyah Dalam Konteks Kebangsaan Dan Good
Governance,58.

122 Najib Hamid, Wawancara, Sidoarjo, 9 januari 2020.

123 Hidayatullah, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2019.



demi kemajuan bangsa. Berikut ini data potensi amal usaha Muhammadiyah:

152

Muhammadiyah sangat konsisten dalam mengembangkan amal usahanya

Tabel 2.1
Potensi Amal Usaha Muhammadiyah 2000,2005, 201024

No Jenis Amal Usaha Data Tahun

2000 2005 2010
1 | Sekolah Dasar 1.128 1.132 1.176
2 | Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah 1.768 1.769 1.428
3 | Sekolah Menengah Pertama 1.179 1.184 1.188
4 | Madrasah Tsanawiyah 534 534 534
5 | Sekolah Menengah Atas 509 511 515
6 | Sekolah menengah Kejuruan 249 263 278
7 | Madrasah Aliyah 171 172 172
8 | Pondok Pesantren 55 67 67
9 | Akademi 45 55 19
10 | Politeknik 3 4 4
11 | Sekolah Tinggi 52 70 88
12 | PTM 132 165 151
13 | PTA 6 10 11
14 | RS, RB, BKIA, BP, dll 312 345 457
15 | Panti Asuhan, Santunan, dll 240 330 318
16 | Panti Jompo 54
17 | Rehabilitasi Cacat 82
18 | TK ABA 2.289
19 | SLB 71
20 | Masjid 6.118
21 | Musholla 5.080
22 | Tanah 20.945.504 m?

124 profil 1 Abad Muhammadiyah (MPI PP Muhammadiyah, 2010), xii.
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Data diatas sebagai bukti nyata perjuangan kontribusi Muhammadiyah
kepada bangsa Indonesia. Jutaan orang telah merasakan manfaat kehadiran
Muhammadiyah melalui program kerja dan amal usahanya. Mereka mendapatkan
pengajaran dari sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah, Berobat di Rumah
Sakit dan balai pengobatan Muhammadiyah, memperolen pendampingan dan
pemberdayaan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) serta merasakan
bantuan LazisMu dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)
yang aktif membantu daerah bencana sebagai bentuk gerakan filantropis.

Dalam lima tahun terakhir perkembangan program kerja dan amal usaha
Muhammadiyah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan
adanya sejumlah terobosan amal usaha, program, dan kegiatan yang disebut
“model praksis gerakan®. Model praksis gerakan merupakan sebuah ikhtiar untuk
mempertajam dan mengembangkan berbagai usaha (amal usaha, program, dan
kegiatan) ke arah yang lebih baik, berkualitas, dan unggul sehingga menjadi
model yang dapat direplikasi di seluruh lingkungan Muhammadiyah sesuai
dengan kondisi setempat. Model praksis gerakan dalam bentuk program yang
direvitalisasikan diharapkan mempunyai dampak strategis bagi kemajuan
bangsa.?®

Saat ini, Muhammadiyah telah memiliki puluhan ribu lembaga pendidikan
mulai dari dasar sampai perguruan tinggi tersebar di seluruh tanah air. Kini peran

Muhammadiyah menjadi makin penting dalam mengokohkan kecintaan terhadap

125 Program Muhammadiyah 2015-2020, (Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar, 3-7
Agustus 2015),113.
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NKRI, menguatkan kehidupan kebangsaan, dan menempatkan bangsa sebagai
ladang berkontribusi. Hal ini ditegaskan juga oleh Saad Ibrahim di sela-sela rapat
rutin Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Beliau menyampaikan, “sejak berdiri sampai
sekarang keberadaan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dalam konteks
Indonesia dan kemanusiaan.'?®

Muhammadiyah telah dan terus berkontribusi bagi pencerdasan dan
kemajuan bangsa lewat pembaruan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan gerakan
dakwah lainnya. Dalam perjalanannya sampai saat ini, puluhan hingga ratusan
ribu sumber daya manusia Indonesia yang terdidik dan berkarakter lahir dari
gerakan ini. Dari rahim Muhammadiyah pula hadir Amien Rais sebagai tokoh
reformasi, Syafii Maarif tokoh pluralisme dan kemanusiaan, Din Syamsuddin dan
Syafiq Mughni yang pernah menjabat sebagai utusan Khusus Presiden untuk
Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban, Amin Abdullah seorang
ilmuwan dan cendekiawan muslim Indonesia, Busyro Mugaddas yang pernah
menjabat sebagai Ketua komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial,
tokoh muslim, sosiolog dan penulis Haedar Nashir serta tokoh-tokoh lainnya.

Dalam meneguhkan komitmen Muhammadiyah yang secara historis secara
konsisten menerima Pancasila sebagai dasar negara, pada Muktamar
Muhammadiyah yang ke 47 di Makasar telah dirumuskan konsep “ Dar al-‘Ahdi
wa Shahadah’. Sebagai “pernyataan ideologis” Pancasila adalah rendevous nilai-
nilai yang terdapat dalam banyak kelompok masyarakat, baik agama maupun adat.

Masing-masing kelompok agama memiliki nilai yang berbeda satu dari yang lain,

126 Saad Ibrahim, Wawancara, Surabaya, 13 Desember 2019.
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khususnya pada dimensi teologis. Namun agama bisa bertemu pada dimensi
etik,yaitu dengan mengajukan nilai-nilai etika dan moral yang bersifat universal.
Pluralisme keagamaan tidak berarti harus menyamakan agama- agama. Dalam hal
ini perbedaan tidak perlu disama-samakan, dan persamaan juga tidak harus
dibeda-bedakan. Pancasila merupakan wadah akomodasi nilai-nilai etika yang
sama dari berbagai agama untuk kepentingan hidup berbangsa dan bernegara.?’

Dengan penerimaan Pancasila pada 18 Agustus 1945 sebagai falsafah dan
dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wilayah ini menjadi
wilayah perjanjian, dan NKRI adalah Negara Perjanjian (Abode of Concensus
atau Dar al- ‘Ahd). Negara Perjanjian atau Darul ‘Ahdi adalah negara yang
ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara segenap
rakyat warga negara. Perjanjian ini bersifat politis dikarenakan berhubungan
dengan kehidupan bernegara. Namun jika dilakukan oleh orang-orang yang
beragama, maka perjanjian itu tentu bersifat keagamaan. Kesepakatan dan
perjanjian yang dilakukan oleh para tokoh bangsa yang mewakili segenap
golongan pada bulan suci Ramadhan itu, dapat dikatakan sebagai perjanjian yang
sakral 1?8

Para tokoh Islam termasuk tokoh Muhammadiyah yang mewakili berbagai
kelompok Islam pada Sidang PPKI waktu itu tentu didahului dengan pemikiran
yang mendalam dalam menyepakati NKRI berdasarkan Pancasila. Mereka adalah

tokoh umat yang berkualitas dan berintegritas. Kerelaan mereka menghilangkan

127 Din Syamsuddin, Negara Pancasila, Negara Perjanjian dan Persaksian (Darul Ahdi Was
Syahadah), disampaiakan pada Taushiyah Kebangsaan di Gedung Pusat Dakwah
Muhammadiyah, Jakarta (18 Agustus 2011).

128 | bid.
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tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dan
bahkan mengusulkan perubahan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah
manifestasi kenegarawanan dan kesadaran bahwa sila pertama dan Pancasila
secara keseluruhan adalah tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan
bahkan bersifat Islami.?®

Najib Hamid dalam suatu kesempatan juga menjelaskan mengenai peran
tokoh Muhammadiyah dalam penyusunan Dasar Negara. Menurutnya, “dalam
penyusunan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 usulan ketua Umum
PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo mengenai sila pertama pancasila
menjadi pertimbangan penting, yang semula berbunyi Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan menghapus 7 kata
dan menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. 13

Pada tingkat ini, pandangan mereka itu adalah sebuah ijtihad politik yang
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam literatur pemikiran politik Islam klasik
tidak ditemukan istilah Darul Ahdi. Dalam diskursus ulama politik klasik adalah
Darul Islam (kawasan atau negara Islam) atau Darus Silmi (kawasan damai) yang
sering dipertentangkan dengan Daru/ Kufri (kawasan atau Negara Kufur) atau
Darul Harbi (kawasan atau negara perang). Darul Islam adalah suatu negara atau
kawasan yang menerapkan hukum-hukum Islam, walaupun sebagian
penduduknya non Muslim. Sedangkan Darul Harbi adalah wilayah yang tidak

dikuasai oleh kaum Muslimin, bahkan di wilayah itu mereka diperangi, maka

129 |bid.
130 Najib Hamid, Wawancara, Surabaya, 9 Januari 2020.



157

kaum Muslimin juga harus melawan berperang.*!

Kedua konsep ini, khususnya Darul Islam (Negara Islam) dan Darul Kufri
(Negara Kufur) acapkali ditransfer oleh sebagian aktifis Muslim untuk diterapkan
di negeri Muslim modern, seperti Indonesia. Tindakan seperti ini tentu merupakan
ancaman bahkan dikategorikan sebagai makar terhadap Negara Pancasila. Dari
perspektif demokrasi, adanya pikiran atau aspirasi apapun adalah sah adalah
selama diartikulasikan melalui prosedur dan mekanisme konstitusional.
Pendekatan demikian tentu merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian atau
kesepakatan. Kesepakatan untuk menerima Negara Pancasila tentu mengikat
setiap dan segenap rakyat warga negara. Bagi umat Islam, komitmen terhadap
Negara Pancasila dapat dijadikan sebagai sikap keagamaan, yaitu menepati dan
memelihara janji dan amanat. Memperlakukan Negara Perjanjian secara sejati
dapat dikembangkan dalam sikap bahwa konsensus itu tidak hanya merupakan
janji, akan tetapi sebagai janji berat yang harus dipenuhi.**?

Sebagai Negara Perjanjian atau Darul/ ‘Ahdi, Negara Pancasila adalah
bentuk final dan ideal bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan dukungan
semboyan “Bhineka Tunggal Tka”, bangsa Indonesia dapat tetap mempertahankan
kemajemukannya dalam keutuhan. Permasalahan Indonesia selama ini terletak
pada ketidakmampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan bangsa, dan kegagalan negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai

Pancasila ke dalam sistem dan budaya bernegara (corporate culture). Masih

181 Din Syamsuddin, Negara Pancasila, Negara Perjanjian dan Persaksian (Darul Ahdi Was
Syahadah), disampaikan pada Taushiyah Kebangsaan di Gedung Pusat DakwahMuhammadiyah,
Jakarta (18 Agustus 2011).

132 hid.
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terdapat paradoks pengamalan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa,
seperti kecenderungan akomodasi nilai- nilai lain dalam praksis sosial, ekonomi,
dan politik.133

Selain sebagai Negara Perjanjian atau Darul ‘Ahdi, NKRI juga merupakan
Negara Persaksian atau Darus Shahadah. Shahadah dalam Bahasa Arab,
mengandung arti persaksian atau pembuktian. Darus Shahadah adalah negara di
mana warga negara berlomba-lomba menampilkan persaksian atau pembuktian
kepada warga negara lain tentang kinerja mereka dalam merealisasi cita-cita
bersama membangun negara. Pada Negara Perjanjian setiap warga negara terikat
dengan cita-cita bersama yang telah disepakati, maka setiap warga negara
memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap negara. Pada Negara
Persaksian, setiap warga negara atau kelompok warga negara memiliki peluang
yang sama untuk berperan serta membangun Negara.!3

Persyarikatan Muhammadiyah dari awal berdiri telah berkiprah melewati
berbagai fase zaman yang sarat dinamika dengan perjuangan tanpa kenal lelah.
Dalam kehidupan kebangsaan, rumusan Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad
Kedua menyebutkan bahwa Muhammadiyah menjadi pilar penting civil society
(masyarakat madani) dan memelopori era baru Indonesia yang demokratis,
menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta bersikap
responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan kepribadian
Muhammadiyah. Pandangan kebangsaan Muhammadiyah tersebut menegaskan

komitmen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

133 |bid.
134 1bid.
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Pancasila dan UUD 1945 serta konsisten dalam mengintegrasikan kelslaman dan
kelndonesiaan. 1%

Untuk memperkuat komitmen kebangsaannya, Muhammadiyah telah
merumuskan satu pernyataan monumental tentang komitmen kebangsaan
Muhammadiyah, yaitu rumusan tentang Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi
Wa Shahadah pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015
yang lalu. Konsep ini menegaskan komitmen kelslaman dan kelndonesiaan yang
perlu disebarluaskan secara terus menerus kepada segenap khalayak umum warga
negara Indonesia khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah melalui
berbagai bidang.’*® Mengenai hal ini, Hidayatullah juga menambahkan, “Pada
Muktamar yang ke 47 di Makasar, Muhammadiyah menformulasikan konsep
Darul ‘Ahdi Wa Shahadah sebagai wujud pandangan Muhammadiyah dalam
kehidupan kebangsaan ini. Harapannya kita bisa melanjutkan garis besar yang
digagas oleh muhammadiyah untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
gerakan keindonesiaan.”*®’

Dalam hubungannya dengan negara dan bangsa Indonesia,
Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi
munkar adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah

akan berusaha untuk senantiasa berusaha dengan segala kekuatan yang dimiliki

135 Din Syamsuddin, Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan
Implementasi, disampaikan dalam seminar Pra Muktamar Muhammadiyah ke 48 di Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo (3 Maret 2020).

136 hid.

137 Hidayatullah, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2019.
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untuk membangun Indonesia sebagai komitmen ke-Indonesian dan sebagai wujud
pengamalan agama Islam menurut paham agama Muhammadiyah. Komitmen
kebangsaan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi Wa
Shahadah telah secara tegas disusun dan dibahas dalam Muktamar
Muhammadiyah ke47 di Makasar 2015 yang lalu.**®
Mengenai pernyataan konsep komitmen Muhammadiyah Darul ‘Ahdi Wa
Shahadah, Saad Ibrahim menjelaskan sebagai berikut:
“Pada Muktamar di Makasar, ditegaskan dengan sebuah pernyataan Darul
‘Ahdi Wa Shahada. Itu ada dalam konteks adanya beberapa pihak yang
merasa adanya kelompok kecil yang mengadakan perlawanan terhadap
negara, teroris dan sebagainya, akhirnya Muhammadiyah menegaskan
bahwa Muhammadiyah tidak sepaham dengan mereka, dengan
ditegaskannya Darul ‘Ahdi Wa Shahadah,. Darul ‘Ahdi artinya negara
kesatuan Republik Indonesia ini didasarkan berdasarkan kesepakatan. Wa
Shahadah berarti bahwa Muhammadiyah mempersaksikan diri untuk relasi
dengan Darul ‘Ahdi, telah berbuat untuk memakmurkan bangsa.”**
Syafig Mughni membahas kembali bahwa, “ada beberapa teori yang dituangkan
untuk mendeskripsikan tentang masalah negara dan agama. Pertama, teori yang
mengatakan bahwa agama dan negara menjadi satu. Kedua, teori yang
menyatakan bahwa hubungan keduanya adalah simbiosis mutualistik. Ketiga,
teori yang mengatakan negara dan agama mempunyai eksistensi tersendiri sama

sekali tidak bisa dicampur.”*® Selanjutnya Syafiq Mughni menambahkan

penjelasannya sebagai berikut:

1% Din Syamsuddin, Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan
Implementasi

139 Saad lbrahim, Wawancara, Surabaya, 13 Desember 2019.

140 syafiq Mughni, Wawancara, Surabaya, 7 Januari 2020.
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“Dengan berbagai model teori tersebut, telah ditemukan bahwa Darul Ahdi
wa Syahadah menjadi teori alternatif. Banyak respon bermunculan dan
dipandang sebagai pemikiran yang sangat bagus untuk positioning umat Islam
terhadap bangsa Indonesia. Maka dibentuklah sebuah tim yang terdiri dari
beberapa tokoh Muhammadiyah. ltulah yang dipraktekkan dan dipromosikan
sebagai bentuk ideal hubungan antara agama dan negara di Indonesia.
Sehingga tidak perlu lagi ada perdebatan-perdebatan mengenai hubungan itu,
maka dengan kata lain bisa dikatatakan bahwa karena umat Islam merupakan
mayoritas bangsa kita, maka mempunyai tanggungjawab yang paling besar
untuk terciptanya semua keadaan. Menjadi warga negara yang baik seorang
muslim haruslah menjadi muslim yang baik. Dan untuk menjadi muslim yang
baik haruslah menjadi warga negara yang baik. Hal ini bisa dikatakan sebagai
solusi yang tegas dan unik yang belum pernah lahir dalam dunia politik
sebelumnya.” 14

Segenap umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah berkomitmen
menjadikan Negara Pancasila sebagai Dar al-Shahadah atau negara tempat
bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan
kebangsaan yang bermakna menuju kemajuan di segala bidang. Dalam Negara
Pancasila sebagal Dar al-Shahadah, umat Islam harus siap bersaing (fastabiqul
khairat) untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi
dan inovasi yang terbaik. Dalam hal ini Muhammadiyah sebagai komponen
strategis umat dan bangsa mempunyai peluang besar untuk mengamalkan etos
fastabiqul khairat itu dan tampil menjadi a leading force atau kekuatan yang
berada di garis depan untuk mengisi dan memimpin Negara Pancasila menuju
kehidupan kebangsaan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat

sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dan berperadaban tinggi.**?

141 | bid

142 Din Syamsuddin, Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan
Implementasi, disampaikan dalam seminar Pra Muktamar Muhammadiyah ke 48 di Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo (3 Maret 2020).
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Sebagai ijtihad konsep Darul ‘Ahdi Wa Shahadah, dalam konteks Negara
Pancasila, merupakan upaya intelektual untuk adanya harmonisasi, kalau tidak
rekonsiliasi, antara idealitas agama dan realitas politik di Indonesia. Walaupun
Pancasila dan Islam berhimpit dan tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai dalam
Pancasila adalah Islami yang keduanya tidak perlu dipertentangkan, namun selalu
ada yang berobsesi untuk mewujudkan konsep negara Islam atau negara syariat.
Disinilah letak urgensi atau signifikansi konsep Darul ‘Ahdi Wa Shahadah atau
Negara Kesepakatan dan Kesaksian. 143
Syafiq  Mughni  yang merupakan pengurus Pimpinan  Pusat
Muhammadiyah, ikut menjadi tim untuk merundingkan konsep Daru/ ‘Ahdi Wa
Shahadah. Beliau menjelaskan bahwa, “Gagasan Darul ‘Ahdi Wa Shahadah
muncul dari ide Pak Dien Syamsuddin sebagai ketua umum PP Muhammadiyah
yang disampaikan pada berbagai pertemuan, salah satunya di Gedung Pertemuan
Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang beralamat di jalan Kaliurang Yogyakarta.
Akhirnya Gagasan tersebut disetujui secara aklamasi pada mukatamar yang ke 47
di Makasar.” 144
Upaya menjernihkan bahwa secara kategoris Islam dan Pancasila berbeda
(yang satu adalah wahyu atau God made, sedangkan yang lain adalah ideologi
Dengan pandangan Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bertekad
menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Pancasila yang berkemajuan.
Muhammadiyah berjuang di Negara Pancasila menuju Indonesia Berkemajuan

sesuai dengan Kepribadiannya yaitu: (1)Beramal dan berjuang untuk perdamaian

143 |bid.
144 syafig Mughni, Wawancara, Surabaya, 7 Januari 2020.
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dan kesejahteraan;(2)Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah
Islamiyah;(3)Lapang dada, luas pemandangan dengan memegang teguh ajaran
Islam;(4)Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan;(5)Mengindahkan segala
hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah;(6)
Amar ma’ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan
yang baik;(7)Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan
pembangunan sesuai ajaran Islam;(8)Kerjasama dengan semua golongan Islam
dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela
kepentingannya;(9) Membantu Pemerintah serta bekerjasama dengan golongan
lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang
Islam yang sebenar-benarnya; dan (10) Bersifat adil serta korektif ke dalam dan
ke luar dengan bijaksana.l*®

Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang tegas dan terus
berkomitmen sesuai dengan konsep Darul ‘Ahdi Wa Shahadah. Hal ini senada
dengan pemaparan Isna Agustina. Menurutnya, “Muhammadiyah memiliki
wawasan kebangsaan yang tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional (Darul
‘Ahdi) yang mengikat seluruh komponen bangsa sekaligus bukti sebagai kekuatan

perekat, pemersatu, dan pembangun bangsa (Darus Shahadah).”*4®

144 Din Syamsuddin, Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan
Implementasi.

145 bid.

146 Isna FA, Wawancara, Sidoarjo, 5 Januari 2020.
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Adapun latar belakang Pemilihan konsep Darul ‘Ahdi Wa Shahadah
seperti yang disampaikan Dien Syamsuddin pada Taushiyah Kebangsaan Ketua
Umum PP Muhammadiyah pada 18 Agustus 2011, sebagai berikut:

Pertama, sejak Era Reformasi pada 1998, memberi kebebasan politik
mendorong perkembangan wacana tentang negara ideal sebagai alternatif terhadap
Negara Pancasila yang dinilai “gagal” membawa keadilan dan kesejahteraan.
Reformasi merupakan upaya koreksi dalam bentuk perubahan struktural yang
cukup fundamental. sebagian umat Islam ada yang melirik tawaran yang dianggap
Islami, baik Negara Piagam Jakarta, Negara Syariat, maupun Khilafah. Penegasan
tokoh organisasi Islam seperti KH. As’ad Syamsul Arifin dari NU maupun tokoh
Muhammadiyah, bahwa Negara Pancasila adalah ideal dan final memang diterima
luas, namun pikiran lain selalu asa atau tidak pernah pudar. Realitas obyektif ini
sesungguhnya kontra-produktif bagi perjuangan umat Islam, dan menjadi dalih
bagi tuduhan stereotipikal bahwa umat Islam anti Pancasila.

Kedua, bersamaan dengan itu berkembang pula di dunia Islam
konservatifisme politik yang ingin melestarikan atau menghidupkan kembali ide
dan lembaga politik tradisional yang pernah ada dalam sejarah Islam, seperti
sistem politik khilafah, atau konsep politik yang dianggap Islami seperti Konsep
Hakimiyah. Revivalisasi ide semacam ini mendapat momentum pada kegagalan
Sistem Dunia mewujudkan keadilan dan kesejahteraan global, bahkan sistem itu

menciptakan kerusakan dunia yang bersifat sistemik dan akumulatif.

147 Din Syamsuddin, Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan
Implementasi.
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Ketiga, terdapat gejala dan gelagat pendeviasian dan pendistorsian
Pancasila melalui interpretasi artifisial ke dalam praktek bernegara khususnya
dalam bidang politik dan ekonomi. Amandemen UUD 1945 telah membawa tafsir
dan praktek yang berbeda secara diametral dengan tafsir otentik para pendiri
bangsa dan negara (the founding fathers). Sistem politik nasional sangat deviatif
dari imperatif Sila Keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Begitu pula praktek
perekonomian nasional, jika dikaitkan dengan Sila Kelima “Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia” atau Pasal 33 UUD 1945 maka jauh panggang dari api.
Dapat diamati, ide dan praktek politik dan ekonomi yang ada membawa dampak
sistemik merugikan umat Islam.

Gejala penyimpangan ini tidak hanya terjadi pada tataran praksis
pembangunan, tapi juga pada penjabaran legal-konsepsional dalam bentuk produk
hukum dan perundang- undangan. Banyak undang-undang yang justru
menyimpang dari Undang-Indang Dasar, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal
ini membuka jalan bagi dominasi asing dalam berbagai sektor strategis seperti
energi, telekomunikasi, dan perbankan. Sebagai akibatnya, kedaulatan negara
dalam bidang ekonomi menjadi runtuh. Hal inilah yang menjadi alasan perlu
dilakukannya jihad konstitusi untuk mengoreksi sejumlah Undang-Undang yang
bertentangan dengan konstitusi. Langkah konstitusional yang ditempuh ini
merupakan “jihad konstitusi” yang bertujuan untuk menyelamatkan Negara dan
merupakan upaya meluruskan "Kiblat Kebangsaan". Banyak tantangan dari

Dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam upaya perjuangan meluruskan "Kiblat
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Kebangsaan" ini terutama jika berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan
perdagangan. 148

Atas dasar ketiga hal diatas maka Konsep Darul ‘Ahdi Wa Shahadah
dikemukakan dan pertama kali dikaitkan dengan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, karena konsep “dar”” mengandung konotasi teritorial (Inggris: Abode).
Darul ‘Ahdi sering diterjemahkan menjadi Abode of Concensus or Abode of
Covenant, dan Darus Shahadah dapat diterjemahkan sebagai Abode of Witnessmor
Abode od Testimony.14®
Darul ‘Ahdi Wa Shahadah yang sudah diterima luas di kalangan umat Islam di
Indonesia sebenarnya memberi pengertian tersediri. Darul ‘Ahdi yang dinisbatkan
dengan Negara Pancasila tidaklah seperti pengertian awal konsep tersebut. Dalam
perspektif pemikiran politik Islam pra-modern, Darul ‘Ahdi dipahami sebagai
negara perjanjian antara pihak kekuasaan Islam, baik untuk hidup berdampingan
secara damai (peaceful coexistence) dengan membayar jizyah, maupun untuk
menghentikan perang dengan gencatan senjata. Pendekatan pertama membentuk
Darul ‘Ahdi atau Dar al-Dhimmi (dalam Bahasa Inggris keduanya bisa disebut
sebagai Abode of Treaty), sedangkan pendekatan kedua membawa bentuk Dar al-
Muwada’ah (Abode of Truce).™>°

Darul ‘Ahdi yang dinisbatkan dengan Negara Pancasila merupakan

modifikasi dari Darul ‘Ahdilama. Pada konsep modifikasi Darul ‘Ahdi diberi

145 Din Syamsuddin, Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan
Implementasi.
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makna tambahan pada adanya kesepakatan di antara berbagai elemen masyarakat
yang bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis kenegaraan
(philosophische grondslag). Dengan demikian Pancasila merupakan pernyataan
politik (political statement) dan pernyataan ideologis (ideological statement)
sekaligus. Bagi umat Islam hal demikian tidaklah merupakan masalah, karena
baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah (dalam hal ini sunnah fi’livah) mengenalkan
adanya landasan yang sama dan kesepakatan di antara elemen-elemen masyarakat
majemuk (Perjanjian Madinah atau Watsigat Madinah).!

Bagi umat Islam kesepakatan ini memiliki relevansi dan signifikansi
dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam. Sejalan dengan bahwa Pancasila
mengandung nilai-nilai Islami (ikut disetujui oleh Syaikh Al-Azhar Dr. Ahmad
At-Thayyib), dan Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai Islam (pernyataan
Kelompok Islam pada Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan
Bangsa, 2018), maka walau Negara Pancasila bukanlah negara Islam, tapi Negara
Pancasila dapat disebut sebagai negara Islami.

Model relasi agama dan negara yang dianut Negara Pancasila juga
merupakan model ideal. Relasi agama dan negara pada model itu informal tapi
substansial, noneksistensial tapi fungsional, atau tidak serupa tapi sama. Hal
terakhir analog dengan pandangan Sunni, seperti diungkapkan oleh Imam Al-

Ghazali bahwa agama dan negara bersaudara kembar.?

151 bid.
152 pjd.
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Dengan globalisasi pada era modern dewasa ini bangsa-bangsa di dunia
niscaya menjadi bangsa plural atau multikultural. Tidak ada satu bangsa yang
boleh berpretensi dan dapat bertahan dengan singularitas dan monolitisme
kultural. Termasuk bangsa yang ditakdirkan majemuk akan semakin majemuk
baik dari faktor internal maupun eksternal. Maka adalah suatu keniscayaan sejarah
dan budaya bagi sebuah bangsa majemuk untuk memiliki alat pemersatu
(kalimatun sawa/ a common platform). Di sinilah letak signifikansi Pancasila,
maka sebagai Negara Kesepakatan, Negara Pancasila harus dipertahankan dan
kesepakatan yang ada harus menyejarah. Maka dalam rangka itu, hal terpenting
adalah penerapan atau implementasi. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah
strategis, 1 antara lain:

1. Menjauhkan Pancasila dari upaya monopoli kepemilikan dan penafsiran.
Upaya kepemilikan dan penafsiran sepihak tidak hanya bertentangan dengan
esensi Pancasila itu sendiri sebagai kesepakatan, tetapi juga dapat merubah
kesepakatan itu sendiri. Walaupun Pancasila boleh ditafsirkan oleh kelompok
atau lembaga tertentu asalkan tidak menyimpang dari tafsir umum, namun
tafsir resmi haruslah berasal dari tafsir kolektif dari lembaga kesepakatan.
Dalam kaitan ini, Pancasila harus dijauhkan dari praktek instrumentalis, seperti
menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengenyahkan lawan politik untuk
menguasai Negara Pancasila padahal dengan cara melanggar nilai-nilai

Pancasila.

153 |bid.
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Mendekatkan Pancasila dan Negara Pancasila dengan akar kelahirannya,
khususnya agama dan budaya. Jelas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
berpangkal pada agama. Maka agama dan Pancasila adalah setali dua uang,
keduanya bersahabat dekat, dan oleh karena itu Pancasila harus didekatkan
dengan agama, dan agama harus didekatkan dengan Pancasila. Maka, wacana
kebangsaan perlu bercorak dialogis-harmonis, bukan dialektik-antagonistik.
Dengan agama Pancasila akan tegak, tanpa agama Negara Pancasila menjadi

retak.

Sebagai ideologi negara Pancasila perlu diperbuatkan, tidak sekedar
diperkatakan. Maka nilai-nilai Pancasila perlu disenyawakan ke dalam proses
Pembangunan Nasional dalam berbagai aspeknya. Suatu agenda mendesak
adalah sistem nasional, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi,
disesuaikan dengan imperatif Sila-Sila Pancasila. Dalam kaitan inilah, Negara
Pancasila sebagai Darus‘ Shahadah harus menjelma dan dijelmakan. Rakyat
warga negara perlu secara bertanggung jawab memberi kesaksian/
pembuktian (Shahadah) baik secara individual maupun kolektif. Sebagai
Darus Shahadah, Negara Pancasila adalah ajang pembuktian dan perlombaan
kebaikan segenap rakyat warga negara. Masing-masing mendapatkan sesuai

dengan apa yang diberikannya.

Pemerintah sebagai pemangku amanat tetap menempati posisi penting dalam

mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan konsep Darul ‘Ahdi Wa

Shahadah. Penyelenggara negara dalam Darul ‘Ahdi Wa Shahadah dituntut secara

bertanggung jawab mengemban misi dan fungsinya. Dalam perspektif Konstitusi,
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pemerintah memiliki misi suci dan fungsi penting, antara lain: 1) Sebagai
pemimpin yang selalu hadir memimpinkan kehidupan bangsa ke arah kemajuan;
2) Sebagai pelayan yang cenderung melayani rakyat (sebagai abdi rakyat) dalam
perkhidmatan yang tulus dan serius; 3) Sebagai pelindung yang senantiasa
melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia; 4) Sebagai pengayom
yang mengayomi seluruh rakyat, dengan berada di atas dan untuk semua
golongan.

Gagasan pada era modern tentang bentuk negara dan pemerintahan dapat
dilihat dari perspektif formalisme-substantifisme, atau dari segi derajat relasional
antara integrasi dan separasi, yang menampilkan spektra cukup luas. Namun, pada
umumnya relasi antara agama dan negara yang banyak dipilih merefleksikan
paradigma Sunni yang menekankan adanya simbiosisme agama dan negara.
Ijtihad Indonesiawi memadukan corak simbiosisme dan watak tengahan (Jalan
Tengah) dengan dasar negara, konstitusi negara, dan motto bangsa (bhineka
tunggal ika) yang merefleksi prinsip Jalan Tengah (wasathiyah/ the middle path).

Pada pembahasan terdahulu telah ditegaskan bahwa wawasan kebangsaan
Muhammadiyah dapat diartikan sebagai cara pandang Muhammadiyah sebagai
bagian dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia dalam upaya menjaga
kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia melalui komitmennya untuk ikut serta
berperan mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai kepentingan
nasional dan cita-cita bangsa.

Prinsip gerakan Muhammadiyah sebagai civil society yang berorientasi

keumatan dan kebangsaan serta berdimensi kerisalahan dan kerahmatan, bisa
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menjadi pendorong dan pendukung bagi terwujudnya wawasan kebangsan
Muhammadiyah di berbagai lembaga dan sektor. Berbagai bentuk ide dan wacana
pemikiran, program kerja, agenda gerakan, dan amal usaha Muhammadiyah
selama ini yang dikhidmatkan untuk kepentingan bangsa itu merupakan
manifestasi dari semangat nasionalisme sebagai civil society.

Visi gerakan dan program kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran
Persyarikatan Muhammadiyah pada dasarnya merupakan partisipasi langsung
dalam pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen
kebangsaan di  Muhammadiyah dibangun dengan pertimbangan politik
kebangsaan, bukan politik praktis sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik.
Dengan demikian, model program dan agenda gerakan yang direalisasikan oleh
Muhammadiyah bisa menjadi modal sosial bagi bangsa ini untuk proaktif bagi
penerapan wawasan kebangsaan. Secara langsung, nilai dan budaya baru akan
berperan dalam pembentukan karakter bangsa sebagai kesadaran sikap serta
manifestasi kepedulian terhadap negara ini.

Kultur yang memberikan tekanan pada partisipasi rasional di dalam
struktur-struktur input politik dan proses sosial lainnya itu dalam banyak hal
sejalan aksentuasi gerakan ~ Muhammadiyah dalam proses penyadaran,
pemberdayaan, dan pencerahan bangsa. Dengan demikian, kualitas bangsa
dengan integritas kepribadian yang selalu tanggap, waspada dan peduli seperti
itu akan menjadi modal sosio-kultural yang berharga untuk hidup secara
merdeka, berdaulat, dan berwibawa. Modal dasar yang bertumpu pada kualitas

sumberdaya dan integritas kepribadian bangsa seperti itulah yang akan menjadi
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daya hidup bangsa ini di era globalisasi. Inilah komitmen Muhammadiyah dalam
konteks kebangsaan di Indonesia.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya tentang beberapa relasi Islam,
agama dan negara diatas, Indonesia cenderung memposisikan agama sebagai
spirit bernegara. Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara
berdasar kepada prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan
beragama kepada warganya. Model relasi ini, memberikan landasan bagi
Muhammadiyah yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia untuk
berkomitmen menerapkan wawasan kebangsaan sehingga Muhammadiyah selalu
berkontribusi untuk kemajuan negara Indonesia.

Wawasan kebangsaan Muhammadiyah harus ditunjukkan melalui
perbuatan nyata, bukan dengan klaim dan retorika. Melalui gerakan praksis
sebagai implementasi dari program kerja dan amal usaha, Muhammadiyah
membuktikan komitmennya untuk selalu berkontribusi terhadap kemakmuran
bangsa Indonesia. Adapun dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah
mengagendakan revitalisasi visi dan karakter bangsa, serta semakin mendorong
gerakan mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa yang lebih luas
sebagaimana cita-cita kemerdekaan dengan menawarkan rekonstruksi kehidupan
kebangsaan yang bermakna menuju Indonesia berkemajuan. Dalam menghadapi
berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan demi
masa depan Indonesia yang lebih maju maka diperlukan transformasi kehidupan

bangsa di berbagai bidang kehidupan.



173

Dasar Filosofis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah
yang dapat dijadikan acuan gerakan pendidikan untuk mencetak generasi bangsa
yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan meliputi tujuh falsafah ajaran yang
merupakan landasan bagi para pewaris Muhammadiyah. Tujuh falsafah ini telah
mematrikan jiwa/ruh Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa. Tujuh falsafah ajaran tersebut yaitu: 1) manusia hidup di dunia hanya
sekali untuk bertaruh; sesudah mati, akan mendapatkan kebahagiaan atau
kesengsaraan; 2) apapun, sekali, dua kali, berulang-ulang, kemudian menjadi
biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang
dicintai itu sukar untuk diubah. 3) kebanyakan manusia membela adat kebiasaan
yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan atau i’tikad, perasaan kehendak
maupun amal perbuatan. Jika ada yang akan mengubah, mereka akan sanggup
membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya
bahwa apa yang dimiliki adalah benar; 4) manusia perlu digolongkan menjadi
satu  dalam  kebenaran, bersama-sama menggunakan akal fikiran untuk
memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di
dunia. 5) Manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal
1’tikad dan kepercayaannya, tujuan hidup dan tingkah lakunya serta mencari
kebenaran sejati; 6) Pemimpin rakyat masih belum berani mengorbankan harta
benda dan jiwanya untuk berusaha menjadi golongan umat manusia dalam
kebenaran; 7) Pelajaran terbagi atas dua bagian: belajar ilmu pengetahuan atau

teori dan belajar amal mengerjakan atau mempraktikkan.
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Falsafah tersebut mengandung etos dalam mencapai “’peradaban utama”
(pengetahuan tertinggi) yang menjadi dasar filosofi gerakan wawasan kebangsan
Muhammadiyah . Adapun tiga etos tersebut meliputi:

- Etos Welas Asih

Etos ini muncul sabagai spirit gerakan dengan berpandangan bahwa
kebenaran dan kebaikan Islam terletak pada kegunaan dan manfaat bagi semua
orang melampaui batas agama dan bangsa. Asas cinta kasih merupakan dasar
bagi gerakan Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan universal dan
pembangunan peradaban bangsa. Dalam dokumen gerakan Muhammadiyah
disebutkan situasi ideal yang diharapkan sebagai hasil pencerdasan dan
pemberdayaan adalah Islam yang kuat, sehat, besar dan maju.!8 Orientasi gerakan
Muhammadiyah terlihat pada pembelaan kaum tertindas dan pencerdasan
seluruh lapisan umat melalui pendidikan dan sebagian dengan jalan tabligh yang
dilandasi nilai “etos welas asih” atau “cinta kasih”.

Etos welas asih bersandar pada nalar dan moralitas yang memotivasi
seseorang memperjuangkan dan melakukan sesuatu demi hidup paripurna, jauh
dari kesenangan materialistic dan hedonistik yang memperdaya. Etos gerakan
Muhammadiyah melukiskan praksis teologi peradaban. Relasi sosial, ekonomi,
politik dan kultural telah terjalin melampaui batas-batas keagamaan, etnisitas,
dan kebangsaan. Pengalaman induktif kemanusiaan universal Kyai KH Ahmad
Dahlan sendiri menjadi dasar bagi hampir seluruh gagasan dan etos gerakannya.
Gerakan Muhammadiyah mengelaborasi dan mengeksploitasi “etos welas asih”

ini sebagai bagian utama dari misi universAl Islam rahmatan lil ‘a/amin.
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- Etos Al Ma’un

Etos ini didasarkan pada Al-Qur’an yang diterjemahkan dalam tiga pilar
kerja, vyaitu: healing (pelayanan kesehatan), feeding (pelayanan sosial) dan
schooling (pendidikan). Teologi ini pulalah yang diklaim mampu membuat
organisasi ini bertahan hingga 100 tahun lebih dengan memiliki ribuan sekolah,
rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lain. Terdapat
beberapa komponen pesan penting dalam kandungan dari surat al-Ma’un, yang
menjadi inspirasi pergerakan Muhammadiyah, yaitu: pertama, orang Yyang
menelantarkan kaum dhu’afa tergolong kedalam orang yang mendustakan agama.
Kedua, ibadah shalat memiliki dimensi Sosial. Tidak akan berfaedah ibadah shalat
seseorang jika tidak dikerjakan dimensi sosialnya. Ketiga, mengerjakan amal
saleh harus ikhlas, tidak boleh diiringi dengan sikap riya. Keempat, orang
yang bersikap egois dan egosentris, tidak mau memberikan pertolongan kepada
orang lain digolongkan kedalam orang yang mendustakan agama.

Surat ini mengajarkan bahwa ibadah ritual tidak ada artinya jika
pelakunya tidak melakukan amal sosial. Orang-orang yang mengabaikan anak
yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dikatakan
sebagai pendusta agama. Oleh karena itulah, dalam menjaga komitmen terhadap
bangsa dan negara, Muhammadiyah ikut mencerdaskan dan memajukan
kehidupan bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial,
pemberdayaan masyarakatdan bidang lainnya demi memupuk wawasan

kebangsaan Muhammadiyah.
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- Etos Al ‘Ashr.

Didalam kandungan surat Al ‘Ashr telah mencakup kehidupan dan
sejarah peradaban umat manusia. Etos al-‘Ashr membawa manusia ke arah
kehidupan dunia dan akhirat yang berkemajuan dan berperadaban. Dalam
membentuk sejarah peradaban umat manusia dalam dimensi ruang dan waktu,
etos al-‘Ashr memberikan empat prasyarat. Pertama, iman Yyang dapat
dimaknai  paradigma tauhid sebagai intisari peradaban Islam. Kedua,
pelembagaan amal shaleh sebagai kerja pembangunan peradaban. Ketiga, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Kebenaran, al-hag, dipahami dalam
konteks  kebenaran relatif, yakni kebenaran IPTEKS yang dapat terus
dikembangkan seuai kemajuan zaman. Keempat, moralitas utama.

Etos al-‘Ashr memberikan pelajaran bahwa gerakan Muhammadiyah
tidak hanya memikirkan tentang sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.
Perubahan pasti terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Apabila terlalu lengah
dan terjadi secara terus menerus maka yang didapatkan adalah kesengsaraan di
dunia dan akhirat. Maka dari itu kita harus berhati- hati dan janganlah sampai
lengah. Orang- orang yang mencari kemuliaan di dunia saja dan tidak
bersungguh-sungguh, tidak akan mencapai keberhasilan, apalagi mencari
keselamatan dan kemuliaan di akhirat.

Dasar filosofis diatas menjadi spirit kontribusi Muhammadiyah dalam
gerakan amal usaha Muhammadiyah yang tidak hanya diperuntukkan bagi warga
Muhammadiyah, namun kemanfaatannya dirasakan oleh seluruh bangsa sebagai

wujud komitmen wawasan kebangsaan Muhammadiyah di negara Indonesia.
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Kontribusi  Muhammadiyah dalam wawasan kebangsaan demi
keberlangsungan negara Indonesia bisa kita lihat dalam konteks historisnya.
Konsistensi  pendiri  Muhammadiyah dalam keikutsertaannya menjalankan
perjuangan demi memajukan bangsa Indonesia dapat di rasakan secara mutlak.
Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa
Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan dan hasil pemikirannya
untuk membuat perubahan dan mengatasi keterbelakangan kaum pribumi,
memberantas pembodohan dan pemiskinan akibat kolonialisasi yang sistemik.
maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional
dengan surat Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961.

Muhammadiyah memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa
Indonesia. Kiai KH Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan ikut berjuang
mencerdaskan dan memajukan bangsa. Bukti dari peran kebangsaan Beliau
berdua adalah diangkatnya sebagai pahlawan nasional. Sebelum sumpah pemuda
1928, Muhammadiyah telah mempelopori penggunaan Bahasa Melayu yang
merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia sebagai bahasa organisasi. Pada saat
kongres tahun 1923, Muhammadiyah secara resmi telah menggunakan Bahasa
Indonesia. Sangat banyak tokoh Muhammadiyah lainnya yang berkiprah dalam
kemajuan bangsa Indonesia. Diantaranya adalah Srikandi Aisyiyah, Hayyinah,
dan Munjiyah yang telah menjadi pelopor pergerakan perempuan atas lahirnya
Konges Perempuan Pertama pada 1928. Tokoh empat serangkai Kiai Mas
Mansur bersama Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara dalam

persiapan kemerdekaan Indonesia. Momentum penting saat penetapan pancasila
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sebagai dasar negara juga melibatkan tokoh Muhammadiyah. Ki Bagus
Hadikusumo didukung Kahar Muzakkir dan Kasman Singodimedjo menjadi
penentu konsensus nasional penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Kontribusi Muhammadiyah telah terbukti melalui peran Soedirman dalam
perang gerilya. Pada 1918 Muhammadiyah membentuk kepanduan Hizbhul
Wathan atau Kepanduan Tanah Air yang bermakna pembela tanah air. Di era
pasca proklamasi kemerdekaan, kader Muhammadiyah terus melanjutkan
perannya dalam kebangsaan Republik Indonesia. Diantaranya Ki Bagus
Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo dan KH. Abdul Kahar Muzakkir yang
turut merumuskan UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar Negara. Terdapat pula
Perdana Menteri ke 10 (1957-1959) Ir. Juanda yang telah menjabat empat kali
menjadi menteri di zaman Presiden Soekarno, yakni Menteri Keuangan, Menteri
Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perhubungan. Peran
kebangsaan Ir Juanda yang hingga kini terasakan ialah tercetusnya Deklarasi
Djoeanda pada 1957. Presiden pertama Indonesia, Soekarno yang merupakan
tokoh utama kemerdekaan dan proklamator beristrikan fatmawati, juga kader
Aisyiyah. Beliau adalah putri Konsul Muhammadiyah Sumatra, Hasan Din.
Soekarno mengakui telah lama berguru secara informal kepada Kiai Dahlan.

Dari sini, tidak ada bukti yang lebih kuat daripada peran historis mereka di
dalam membangun Indonesia sejak periode pergerakan kebangkitan nasional
hingga masa kemerdekaan. Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan
dari kekuatan nasional yang sejak berdirinya terlibat aktif dalam perjuangan

politik kebangsaan serta membangun bangsa melalui gerakan dakwah berorientasi
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pembaruan. Sebagai kekuatan nasional, Muhammadiyah telah berjuang dalam
pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif mendirikan
Negara Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, pengabdian
Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara tetap berlanjut secara konsisten.

Terdapat tiga alasan mengapa organisasi Islam ini bersikap apresiatif dan
proaktif dalam wawasan kebangsaan:

Pertama, Kondisi bangsa Indonesia dan umat Islam pada waktu itu
menjadi latar belakang dan faktor berdirinya Muhammadiyah. Berawal dari
keprihatinan dan keberpihakan KH Ahmad bersama para pengikutnya atas nasib
umat Islam dan bangsa Indonesia yang menjadi korban kolonialisme dan
imperialisme. Sebagai negeri jajahan, kehidupan penduduk bangsa berada dalam
kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan di bidang pendidikan.

Kedua, Muhammadiyah ikut memperjuangkan kelahiran Republik
Indonesia, karena sejak awal berdirinya pada tahun 1912 Muhammadiyah telah
berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif
mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus
1945.

Ketiga, amal wusaha dan program kerja yang dilaksanakan oleh
Muhammadiyah yang didedikasikan untuk kemajuan bangsa. Muhammadiyah
telah memiliki lembaga pendidikan yang berjumlah ribuan, mulai jenjang
prasekolah, pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi. Selain itu,
jenis amal usaha Muhammadiyah semakin beragam, yang meliputi rumah sakit,

poliklinik, rumah bersalin, panti asuhan, panti jompo, rehabilitasi cacat, sarana
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peribadatan dan sarana lainnya yang dioperasikan tidak hanya untuk warga
Muhammadiyah namun secara terbuka dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Dalam memperkuat komitmen kebangsaannya, Muhammadiyah telah
merumuskan satu pernyataan monumental tentang komitmen kebangsaan
Muhammadiyah, yaitu rumusan tentang Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi
Wa Shahadah pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015
yang lalu. Konsep ini menegaskan komitmen kelslaman dan kelndonesiaan yang
perlu disebarluaskan secara terus menerus kepada segenap khalayak umum warga
negara Indonesia khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah melalui
berbagai bidang.

Sebagai ijtihad konsep Darul ‘Ahdi Wa Shahadah, dalam konteks Negara
Pancasila, merupakan upaya intelektual untuk adanya harmonisasi, kalau tidak
rekonsiliasi, antara idealitas agama dan realitas politik di Indonesia. Walaupun
Pancasila dan Islam berhimpit dan tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai dalam
Pancasila adalah Islami yang keduanya tidak perlu dipertentangkan, namun selalu
ada yang berobsesi untuk mewujudkan konsep negara Islam atau negara syariat.
Disinilah letak urgensi atau signifikansi konsep Darul ‘Ahdi Wa Shahadah atau

Negara Kesepakatan dan Kesaksian.
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BAB 111

PERUMUSAN MATERI WAWASAN KEBANGSAAN DALAM
KURIKULUM AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

A. Gerakan Pendidikan Muhammadiyah
1. Idealisme Pendidikan Muhammadiyah

Sebagai gerakan Islam dakwah ‘amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang
bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah, Muhammadiyah lahir dilatarbelakangi
oleh serangkaian kompleksitas persoalan umat dan bangsa. Kejumudan tingkat
keberagaman'! serta terpuruknya pendidikan Islam? di Indonesia merupakan salah
satu sebab kelahiran muhammadiyah. KH Ahmad Dahlan mencoba mengurai
benang merah persoalan bangsa. Dalam benak beliau, untuk mengatasi hal
tersebut, hanya dapat dilakukan melalui reformasi pendidikan Islam®. Sepanjang
sejarah hidupnya, KH Ahmad Dahlan tidak segan-segan merelakan diri untuk
mewakafkan seluruh pikiran, harta benda dan tenaganya* demi mewujudkan cita-
cita mulia dalam membangun masyarakat Islam di Indonesia.

Kultur pendidikan Islam tradisional menjadi gagasan KH Ahmad Dahlan
dalam reformasi pendidikan Islam. Paradigma reformasi pendidikan ini

dibidikkan dalam rangka mengembalikan kemampuan pendidikan Islam untuk

1 Achmad Jainuri, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan Islam”, dalam
Muhammadiyah Kini dan Esok, ed. Din Syamsuddin (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 35-37.

2 Muhammad Damami, Akar Gerakan Muhammadiyah (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), 4.
3 M. Yusron, Asrofie, Kiai Haji KH Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya
(Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005), 74.

4 Menurut catatan Sjoedja’, Pada waktu itu Kiai Dahlan berupaya keras untuk mencukupi
kebutuhan pengembangan sekolah. Untuk membiayai gaji guru-guru yang belum dibayar (dengan
sangat terpaksa) beliau berhutang serta mengorbankan seluruh perkakas rumah tangga dan
pakaian, kecuali beberapa saja untuk dijual dengan cara dilelang dan hasilnya untuk
Muhammadiyah. Ibid, 42.
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mengimbangi produk (siswa) Belanda®. Menurut Soebardi dan Lee, KH Ahmad
Dahlan mempunyai keinginan untuk mencetak elit muslim terdidik dan memiliki
identitas Islam yang kuat sehingga mampu memberikan bimbingan dan
keteladanan terhadap masyarakat sekaligus sebagai kekuatan untuk mengimbangi
tantangan kaum elit sekuler dari pendidikan Belanda®

Pada masa itu dikotomi ilmu agama dan ilmu umum sangat besar. Namun
berangkat dari keinginannya yang kuat, KH Ahmad Dahlan mencoba menerobos
sekat budaya masyarakat tersebut melalui integrasi ilmu agama dan ilmu umum
dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia.” Budaya pendidikan yang
berkembang di masyarakat saat itu cenderung menjadikan pesantren sebagai
pilihan utama. Keyakinan yang cukup kuat untuk membangkitkan kesadaran umat
Islam menjadikan KH Ahmad Dahlan melakukan ijtihad pendidikan dengan
mengubah model pendidikan yang diimplementasikan ke lembaga pendidikan
modern.8

Menurut Mitsuo Nakamura, perpaduan kedua ilmu tersebut didalam
Muhammadiyah telah menjadikan sekolah persyarikatan memperoleh hasil dan
manfaat yang berlipat ganda. Pertama, menambah kesadaran nasional bangsa
Indonesia melalui ajaran Islam. Kedua, melalui sekolah Muhammadiyah, ide

pembaharuan dapat disebarkan secara luas. Ketiga, mempromosikan penggunaan

5 Farid Setiawan, dkk, Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah (Yogyakarta: Pyramedia
Yogyakarta, 2010), 9.

®Achmad Jainuri, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan Islam”, dalam Muhammadiyah
Kini dan Esok, 43.

" Ibid, 44.

8 Abdul Mu’thi, “Mengembangkan Pendidikan Muhammadiyah Menjadi Amal Shalih Profesional,
dalam Membangun Profesionalisme Muhammadiyah, Edy Suandi hamid, dkk (Yogyakarta: LPTP
PP Muhammadiyah, 2003), 102.
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ilmu praktis dari ilmu pengetahuan modern.®

Langkah KH Ahmad Dahlan dalam melakukan reformasi pendidikan
memunculkan sejumlah Kkritikan dari para ulama tradisional. Namun komitmennya
untuk mengembangkan integrasi ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama dalam
dunia pendidikan semakin membuatnya yakin reformasi pendidikan adalah pilihan
yang tepat untuk menyadarkan uamt Islam masa itu. Ijtihad pendidikan yang
dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan merupakan buah dari hasil perenungan yang
cukup panjang dengan didasari oleh kemampuannya dalam melakukan interpretasi
teks agama (Islam) atas kebutuhan masyarakat. Kontekstualisasi ajaran Islam
merupakan salah satu kategori yang menandakan bahwa spiritualitas agama harus
sesuai dengan kondisi yang sedang berkembang.*°

Munir Mulkhan mengklasifikasikan model interpretasi ajaran Islam dalam
bidang pendidikan yang dilakukan KH Ahmad Dahlan terdiri dari empat cara,
yaitu: pertama, memberikan pengajaran agama Islam kepada murid-murid di
sekolah Gubernemant dan swasta lain. Kedua, menyelenggarakan sekolah sendiri.
Ketiga, memberikan pendidikan tentang cara hidup muslim kepada anak-anak
terlantar, anak jalanan dan ank-anak nakal. Keempat, memberi pengajaran Islam
kepada masyarakat umum melalui muballigh dan guru desa'’.

Hakikat pendidikan Islam yang dikehendaki KH Ahmad Dahlan sejatinya

bukan hanya ditujukan untuk mewujudkan kesuksesan kehidupan di dunia saja,

® Achmad Jainuri, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan Islam”, dalam
Muhammadiyah Kini dan Esok, 44.

10 Farid Setiawan, dkk, Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah, 12-13.

1 Abdul Munir Mulkhan, Etos Guru dalam Pendidikan AIK, Makalah, disampaikan dalam acara
Lokakarya Pengembangan Sistem Pendidikan Muhammadiyah serta Kurikulum Al Islam dan
Kemuhammadiyahan (Jakarta: Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 12-14 Januari 2007), 2.
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namun juga kehidupan akhirat. Kesuksesan dunia akhirat dapat diraih dalam
sistem pendidikan Islam yang mengedepankan tajdid pendidikan. Menurut Moeng
Muhadjir, tajdid pendidikan merupakan sebuah prinsip untuk menggabungkan
antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama!? dalam suatu sistem
pendidikan Islam. Tajdid pendidikan ini memiliki landasan filosofis yang kuat,
yang menjadikan Islam sebagai induk ilmu empirik eksperimental serta
teknologi.®?

Dalam pendidikan Muhammadiyah, prinsip integrasi merupakan perpaduan
antara nilai-nilai ideal dan spirituAl Islam dengan nilai-nilai empiris-historis.
Syafi’i Ma’arif menegaskan bahwa visi dan misi pendidikan Islam didasarkan
pada nilai etis dan spiritualitas Islam dengan orientasi mengintegrasikan dimensi
manusiawi dengan dimensi ilahi. Sasaran pendidikan Islam meliputi seluruh aspek
kepribadian manusia yang mengembangkan seluruh potensi manusia untuk
mewujudkan integritas pribadi muslim yang bertakwa.**

Inilah hakikat pendidikan Muhammadiyah yang merupakan hasil dari
gagasan KH Ahmad Dahlan. Semangat reformasi pendidikan Islam masih relevan
untuk kehidupan saat ini yang tidak mendikotomikan pengetahuan umum dengan
ilmu agama. Pembaharuan pendidikan ini mendorong manusia untuk menguasai

perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi. Implementasi konsep

2 Noeng Muhadjir, “Tajdid Muhammadiyah di Bidang Pendidikan pada era Globalisasi untuk
Pemberdayaan Umat”, dalam Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban, Safar Nashir
(Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah dan UAD Press, 2005), 133.

13 Farid Setiawan, dkk, Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah (Yogyakarta: Pyramedia
Yogyakarta, 2010), 9.

14 Abbas Mahjub, Ushul al Fikr at Tarbawi fi Al Islami (Beirut: al-lmarat al-Arabiyah al-
Muttahidah, 1987), 16.
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integrasi ilmu dalam pendidikan Muhammadiyah ini kemudian diformulasikan
dalam standart isi kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
Konsep revitalis pendidikan Muhammadiyah yang telah dirintis KH Ahmad
Dahlan ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan uyang memiliki kompetensi
ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu agama Islam dan keterampilan ynag baik
sehingga mampu mengemban amanah dengan baik sebagai khalifah Allah dimuka
bumi.
2. Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah

Perjalanan bangsa ini tidak lepas dari nama KH Ahmad Dahlan sebagai
pendiri Muhammadiyah. Peran besar Muhammadiyah dalam pembangunan
bangsa tercermin dalam segala sendi kehidupan bangsa. Fondasi gerakan
Muhammadiyah atas telaah KH Ahmad Dahlan dalam membaca teks al-Qur’an
dan konteks Sosial Kauman saat itu, membawa perubahan besar bagi Indonesia
dan Dunia. Jumlah amal usaha bidang pendidikan mencapai ribuan dan tersebar
keseluruh pelosok negeri. Capaian ini jelas secara kuantitas sangat
membanggakan. Hal ini bisa menjadi tantangan dan peluang.®

Telah banyak para pengamat dan pemikir yang memberikan apresiasi

terhadap upaya-upaya yang diselenggarakan Muhammadiyah. Di satu sisi,
terdapat cendekiawan muslim yang mengatakan jika eksistensi Muhammadiyah

hingga usianya telah mencapai satu abad (seratus tahun) ini disebabkan karena

15 Zalik Nuryana, “Revitalisasi Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah”, Tamaddun, (27
Januari, 2018), 2.
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Muhammadiyah cenderung kooperatif terhadap setiap kebijakan yang muncul.
Selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dan merugikan umat Islam, maka
Muhammadiyah tetap akan akomodatif.

Pola gerakan yang dikembangkan Muhammadiyah cenderung ke arah
pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah bukanlah organisasi politik layaknya
partai politik yang bergerak diranah politik, tetapi Muhammadiyah adalah gerakan
sosial keagamaan. Hal inilah yang secara jelas membedakan Muhammadiyah
dengan Syarikat Islam yang mengambil ranah politik dalam memperjuangkan
aspirasi umat Islam. Sejak sebelum Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai
bangsa yang merdeka, Muhammadiyah telah berkontribusi terhadap bangsa
dengan menyelenggarakan kegiatan pemberantasan buta huruf, pendirian
lembaga-lembaga pendidikan, sosial ekonomi, dan juga menggiatkan kajian
keagamaan. Realitas konteks historis inilah yang telah menjadikan Mitsuo
Nakamura menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki banyak
wajah.

Dalam fakta sejarah, Muhammadiyah telah mengembangkan pendidikan
jauh sebelum negara Indonesia berdiri dan mendeklarasikan misinya untuk untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Muhammadiyah, pendidikan merupakan
bidang kehidupan strategis yang memerlukan perhatian sangat besar. Sekolah
yang didirikan KH Ahmad Dahlan diselenggarakan dengan sistem pendidikan
modern yang kemudian dikembangkan secara luas setelah Muhammadiyah

didirikan pada tahun 1912.
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Pendidikan Muhammadiyah memiliki idealisme untuk menyiapkan
generasi muda yang mampu menjadi khalifah Allah di muha bumi dan responsif
terhadap perkembangan zaman. Perpaduann antara idealisme dan konteks
perkembangan zaman dalam pengembangan pendidikan dimaksudkan sebagai
upaya untuk menyiapkan generasi Islam yangs sesuai dengan perkembangan
zaman. Kini, pendidikan Muhammadiyah terus mengalami perkembangan secara
gemilang baik kuantitas maupun kualitasnya.®

Pendidikan Muhammadiyah diarahkan menjadi pendidikan
Muhammadiyah yang menghidupkan. Pendidikan yang dapat mengatasi
permasalahan yang dihadapi ummat manusia. Selama pendidikan tidak diarahkan
untuk menghadapi masalah manusia, maka pendidikan itu tidak akan banyak
gunanya.!” Paradigma pendidikan Muhammadiyah harus dipahami oleh semua
kalangan. Empat pilar misi pendidikan Muhammadiyah yang meliputi pendidikan,
pelayanan, dakwah, dan perkaderan, harus benar-benar disosialisasikan sampai ke
tingkat paling bawah. Kesadaran ini yang nanti akan membawa kerangka berjuang
dalam mencapai tujuan umum pendidikan Muhammadiyah.

Data-data yang pernah muncul terkait dengan kondisi dan bahkan kualitas
pendidikan Muhammadiyah membuat kita sedih. Tidak sedikit amal usaha
pendidikan Muhammadiyah yang belum terkelola dengan baik. Meski ada
sebagian di antara institusi pendidikan Muhammadiyah yang telah memiliki

kualitas yang relatif baik dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan

16 Farid Setiawan, dkk, Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah (Yogyakarta: Pyramedia
Yogyakarta, 2010), Xviii.

17 Sutrisno, Pendidikan Islam yang Menghidupkan, Studi Kritis Terhadap Pemikiran Pendidikan
Fazlur Rahman (Yogyakarta: Kota Kembang, 2008), 52.
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lainnya. Namun, sebagian besar di antaranya justru masih kurang berkembang.
Bahkan, ada sebagian di antaranya yang mengekor lembaga-lembaga pendidikan
lainnya yang baru saja tumbuh dan berkembang pasca reformasi.!® Ketika
lembaga pendidikan Muhammadiyah yang belum mampu menghasilkan produk
anak didik atau outcome sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, maka
hal ini secara langsung berdampak pada kurangnya kepercayaan (trust) publik
pada lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Keadaan sosial yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan
Muhammadiyah saat ini haruslah menjadi evaluasi. Pendidikan Muhammadiyah
pada masa lalu mampu menunjukkan eksistensinya sebagai institusi modern dan
layak menjadi tempat pengharapan masyarakat perkotaan serta kelas menengah.
Pada masa sekarang posisi itu harus dipertahankan oleh lembaga pendidikan
Muhammadiyah, sehingga tetap mampu melahirkan generasi-generasi
berkepribadian utuh sekaligus sanggup menjadi pelopor, pelangsung dan
penyempurna amal usaha Muhammadiyah.®

Namun dalam perkembangannya berbagai tantangan dan bahkan ancaman
muncul ditengah dinamika pendidikan Muhammadiyah. Ancaman tersebut berupa
adanya fenomena berkurangnya kualitas pendidikan ilmu agama Islam sebagai
core curriculum pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan ilmu agama Islam yang
notabene merupakan unsur yang sangat fundamental dalam pendidikan

Muhammadiyah telah mengalami pergeseran kedudukan dan fungsinya baik

18 Zalik Nuryana, “Revitalisasi Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah”, 2.
19Syamsul Rijal, “ Revitalisasi Pendidikan Kemuhammadiyahan”, dalam https://syamsulrijalgani.
wordpress.com/ 2011/06/29/revitalisasi-pendidikan-kemuhammadiyahan/ (29 Juni 2011), 19.
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secara sadar maupun tidak sadar. Dibeberapa sekolah Muhammadiyah ada dugaan
telah terjadi upaya sadar untuk menggeser kedudukan pendidikan ilmu agama
Islam dari core curriculum menjadi mata pelajaran pelengkap. Hal ini akan
merongrong hakikat pendidikan Muhammadiyah.?°

Problem pendidikan Muhammadiyah terletak pada empat hal, yakni:
problem ideologis, problem paradigmatik, profesionalisme manajemen, serta
pengembangan pendidikan. Penjelasan masing-masing problem, sebagai berikut:

Pertama, problem ideologis. Salah satu penyebab fundamental dalam
problem ideologis ini adalah penekanan aspek profesionalitas pada saat
penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan Muhammadiyah. Bagaimanapun,
profesionalitas pegawai merupakan aspek yang penting yang harus menjadi
perhatian pokok. Akan tetapi, pertimbangan kompetensi profesional seseorang
harus diimbangi dengan pertimbangan ideologisnya.?

Apabila lembaga pendidikan Muhammadiyah yang telah tumbuh besar dan
mengurat berakar, dikendalikan oleh para pimpinan yang hanya mengedepankan
aspek profesionalitas semata bukan tidak mungkin hal itu dapat menimbulkan
perpecahan antara pimpinan amal usaha dengan pimpinan Muhammadiyah. Telah
banyak kasus di lapangan yang sesungguhnya menunjukkan adanya indikasi
perpecahan antara pimpinan amal usaha dengan pimpinan Muhammadiyah yang
di latar belakangi oleh minimnya pengalaman dan pengetahuan para pimpinan

amal usaha pendidikan terhadap hakikat perjuangan Muhammadiyah.

2 Farid Setiawan, dkk, Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah, XiX.
21 Suyatno, dkk, Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah Di Tengah Persaingan Nasional Dan
Global (Jakarta: Uhamka Press, 2010), 108.
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Terkait dengan persoalan di atas, Abdul Munir Mulkhan menjelaskan bahwa
orang-orang cenderung menjadi orang Muhammadiyah dadakan, dengan tanpa
harus berproses. Muhammadiyah dadakan ini ironisnya justru diberikan
kelonggaran untuk menggunakan fasilitas yang ada. Lebih ironis lagi, para
Muhammadiyah dadakan tersebut justru ditempatkan sebagai pucuk pimpinan
guna mengelola lembaga pendidikan Muhammadiyah, seperti halnya di sekolah-
sekolah.??

Dengan begitu longgarnya kesempatan para Muhammadiyah dadakan
tersebut, maka menjadi wajar jika banyak di antara lembaga pendidikan
Muhammadiyah yang cenderung menjadi pasar ideologi.?* Adapun maksud istilah
pasar ideologi ialah banyak dan berlalu-lalangnya paham-paham keagamaan
lainnya yang tidak sevisi dengan Muhammadiyah. Kehadiran paham-paham
tersebut tentu saja disebabkan karena begitu lemahnya daya kontrol persyarikatan
terhadap amal usaha pendidikan sehingga dapat lebih leluasa dalam membuka
palang pintu masuknya paham-paham keagamaan non Muhammadiyah di
lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Kedua, problem paradigmatik. Problem ini sesungguhnya muncul akibat
kesalahan para pimpinan amal usaha pendidikan dalam menafsirkan serta
memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kegagalan yang dimaksud
terletak pada satu bentuk kesalahan dalam memaknai sejarah. Para pimpinan amal
usaha pendidikan tidak lagi melihat sejarah secara kritis, sehingga seringkali

terjebak pada romantisme sejarah itu sendiri. Dalam hal ini, kejayaan sejarah

22 Abdul Munir Mulkhan, Menggugat Muhammadiyah, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), 20.
2 bid., 22.
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Muhammadiyah, terlebih kesuksesan amal usaha pendidikan yang dikelolanya,
bukan lagi ditempatkan sebagai epos masa lalu yang mengandung hikmah dan
ibrah untuk dijadikan bekal dalam menatap masa depan. Dengan demikian
menjadi wajar apabila banyak ditemukan institusi pendidikan Muhammadiyah
yang cenderung bangga dengan kemapanan, sehingga hal itu berdampak pada
kurangnya inovasi untuk mengembangkan diri.?*

Problem paradigmatik juga dapat dilihat pada hilangnya orientasi para
pimpinan amal usaha pendidikan dalam menafsir ulang maksud dan tujuan Mu-
hammadiyah secara sinergis dengan visi lembaga yang dipimpinnya. Hal ini
kadang kala menjadikan visi di antara keduanya justru berlainan, dan bahkan juga
ada yang saling berseberangan. Dalam menafsirkan istilah modern, tidak sedikit
para pimpinan amal usaha yang justru terbelenggu dengan berbagai program-
program masa Kini. %

Ketiga, problem profesionalisme manajemen. Amal usaha pendidikan
Muhammadiyah lahir, tumbuh, dan berkembang dari bawah (grass root), seperti
tokoh-tokoh Muhammadiyah yang didukung oleh masyarakat sekitar. Tujuan dari
para tokoh tersebut adalah ingin menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah
sebagai sarana dakwah, upaya sosialisasi dan penanaman ajaran Islam di tengah-
tengah masyarakat. Dukungan masyarakat ada yang berdampak positif dan
berdampak negatif. Dari sisi positif, lembaga pendidikan memiliki kekuatan besar

untuk dapat tetap bertahan meskipun jumlah siswanya sedikit. Namun semangat

24 Suyatno, dkk, Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah Di Tengah Persaingan Nasional Dan
Global, 109.
2 |bid., 110.
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yang tiada pernah mengenal kata menyerah untuk melaksanakan dakwah melalui
jalur pendidikan tidak pernah surut. Adapun dampak dari sisi negatifnya yaitu,
manajemen lembaga pendidikan kurang bagus, terkadang dikelola seadanya,
tidak teratur, dan tidak terencana dengan baik. Hal inilah yang menjadi salah satu
penyebab lemahnya lembaga pendidikan Muhammadiyah saat berkompetisi
dengan lembaga pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya reformasi
manajemen. Reformasi manajemen yang dimaksud ialah suatu upaya untuk
meruntuhkan budaya-budaya pengelolaan sekolah Muhammadiyah bersifat
konvensional dan dialihkan menjadi manajemen mutu terpadu.?®

Keempat, problem pengembangan pendidikan. Problem ini bukan
sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengelola lembaga pendidikan, seperti
Kepala Sekolah dan warga sekolah. Dalam hal ini, problem pengembangan
pendidikan Muhammadiyah lebih ditujukan kepada pihak penyelenggara, yakni
persyarikatan dan Kkhususnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
(Dikdasmen). Sampai saat ini, Majelis Dikdasmen belum memiliki blue print
yang jelas mengenai pola pengembangan pendidikan Muhammadiyah.?’ Kerja
praktis administratif dan birokratis telah menjebak penyelenggara pendidikan
Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan rutin. Dalam keseharian,
pihak penyelenggara cenderung menghabiskan energinya dalam mengurusi beban

struktural, dibanding melahirkan karya intelektual yang berisi konsep ilmiah

28 1bid.
27 1bid.,180.
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yang berkenaan dengan pengembangan pendidikan Muhammadiyah. Belum
adanya konsep tersebut seringkali menjadikan pihak pelaksana pendidikan belum
siap dalam menghadapi berbagai isu-isu pendidikan, seperti deschooling society,
sekolah gratis, dan lain-lain.

Dari beberapa problem diatas, maka sudah saatnya diperlukan revitalisasi
pendidikan Muhammadiyah untuk meningkatkan kesadaran dan kesepahaman
visi misi pendidikan Muhammadiyah. Revitalisasi diartikan sebagai upaya untuk
melakukan perbaikan (pementingan) dari beberapa kekurangan yang ada dan
diketahui sebelumnya. Kritisi atas pendidikan Muhammadiyah muncul berkenaan
dengan belum tercerminnya nilai-nilai Islam dalam perilaku warga sekolah, belum
berhasil menekan ongkos pendidikan sampai ke batas termurah, belum sanggup
menciptakan kultur islami yang representatif, telah kehilangan identitasnya.
Berbagai kritik tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan perombakan
kurikulum, peningkatan gaji guru, pembangunan gedung sekolah ataupun
pengucuran dana. Untuk menuntaskan problem-problem tersebut harus ada
keberanian untuk membongkar akar permasalahan yang sesungguhnya karena
adakalanya keterbelakangan sektor kependidikan suatu bangsa atau suatu umat
disebabkan oleh perangkat konsep yang mendasarinya.?®

Revitalisasi diharapkan mampu menjadikan pendidikan Muhammadiyah
yang mengidupkan. Kerangka dasar dalam penyusunan landasan dan praktis
revitalisasi diantaranya adalah: Pertama, kesadaran akan visi misi pendidikan

Muhammadiyah. Kedua, penguatan sumber daya manusia. Selain itu, masih

28 Syamsul Rijal, “ Revitalisasi Pendidikan Kemuhammadiyahan”, 20.
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banyak faktor yang akan mempengaruhi revitalisasi. Hal ini ,menjadi hal yang
paling mendasar sebagai fondasi revitalisasi selain faktor yang lainnya.?®

Kesadaran dan kesepahaman visi misi pendidikan Muhammadiyah
mutlak dilakukan dalam rangka revitalisasi pendidikan Muhammadiyah dari
tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dari pimpinan sampai pelaksana harian.
Kesadaran akan petingnya internalisasi Islamic Value melalui pendidikan
Muhammadiyah menjadi fondasi revitalisasi. Pelaksanaan pendidikan
Muhammadiyah di daerah non kota yang menganut sistem pendidikan apa adanya
harus diubah mindset nya.

Dalam proses revitalisasi diperlukan kesadaran dari semua fihak, terlebih
seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, bahwa tujuan amal usaha
Muhammadiyah mempunyai makna filosofis yang sangat mendalam. Amal
adalah manifestasi iman, menjadi spirit perjuangan, dan usaha adalah manifestasi
hak. Sehingga lebih menekankan pada spirit berjuang yang dilandasi
profesionalitas dengan semangat mental driver. Kesadaran bahwa di lembaga
pendidikan Muhammadiyah memiliki tujuan yang tidak hanya sekedar mencari
hidup, mencari nafkah, dan mencari kenyaman. Akan tetapi ada tanggung jawab
moral dan spiritual dalam mengawal pendidikan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan.®

Revitalisasi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan
apabila didukung oleh penggerak yang kompeten. Penggerak inilah yang akan

mengawal internalisasi nilai- nilai keislaman dalam pendidikan Muhammadiyah

29 7alik Nuryana, “Revitalisasi Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah”, 7.
30 |bid.
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sehingga perlu menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu memahami konsep
pendidikan Muhammadiyah dan mau berjuang untuk mengembangkan pendidikan
Muhammadiyah dengan penuh kesadaran. Cara menyiapkan sumber daya yang
paling efektif adalah melalui perkaderan. Perkaderan yang efektif bagi
Muhammadiyah adalah melalui Amal Usaha Muhammadiyah bidang
pendidikannya. Sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas
Muhammadiyah untuk merevitalisasi sistem pendidikan Muhammadiyah.
Penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui dua jalan, Pertama, untuk
sumber daya manusia (SDM) yang sudah berada di Amal Usaha Muhammadiyah,
dilakukan pembinaan dan refresh, baik segi ideologi Muhammadiyah maupun
tentang keilmuan. Kedua, untuk sumber daya manusia (SDM) yang baru,
diberikan pembekalan mulai dari recruitment, dilakukan pembinaan serta
diberikan penanaman kesadaran bahwa fungsinya di Muhammadiyah tidak hanya
mengajarkan Kkeilmuan tetapi juga internalisasi nilai-nilai  kelslaman sesuai
dengan faham agama menurut Muhammadiyah. dengan demikian perkaderan
dalam tubuh Amal Usaha Muhammadiyah akan berjalan sesuai dengan ketentuan
yang sudah ditetapkan untuk mewujudkan pendidikan Muhammadiyah yang

berkemajuan.!

8t 1bid., 8.
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3.  Tantangan Pendidikan Muhammadiyah

Adanya pergeseran orientasi dan  penyelenggaraan  pendidikan
Muhammadiyah menimbulkan antara cita dan fakta dalam dunia pendidikan
Muhammadiyah. Para pengambil kebijakan pada khususnya, dan warga
persyarikatan secara umum agar selalu memperhatikan nasib pendidikan
Muhammadiyah. Partisipasi warga Muhammadiyah dan penyelenggara
pendidikan Muhammadiyah memang perlu sekali lagi ditingkatkan. Mengingat,
keadaan internal di sebagian institusi pendidikan Muhammadiyah sudah
sedemikian Kritis.

Perkembangan amal usaha Muhammadiyah khususnya dalam bidang
pendidikan secara kuantitatif sangat berkembang. Hal ini harus diimbangi dengan
peningkatan kualitas yang sepadan, sehingga memiliki daya saing yang tinggi,
serta dapat memberikan sumbangan yang lebih luas dan inovatif bagi
pengembangan kemajuan umat dan bangsa. Mengenai hal ini, terdapat dua hal
yang harus diperhatikan dalam menjalankan amal usaha Muhammadiyah yaitu,
pertama, Penambahan jumlah kuantitas lembaga pendidikan Muhammadiyah
harus diseimbangkan dengan pertumbuhan kualitas sehingga dalam beberapa hal
dapat bersaing dengan pihak lain. Kedua, pengembangan mutu lembaga
pendidikan Muhammadiyah harus merata. 2

Dalam sejumlah aspek banyak disoroti kelemahan amal usaha khususnya di

bidang pendidikan yang kurang mampu menunjukkan daya saing di tingkat

%2 Budiman, “Tantangan Pendidikan Muhammadiyah”,  http://worldonstory.blogspot.com/
2014/06/ tantangan-muhammadiyah-dalam-bidang_9909.html, (2 April 2020), 1.



http://worldonstory.blogspot.com/%202014/06/%20tantangan-muhammadiyah-dalam-bidang_9909.html
http://worldonstory.blogspot.com/%202014/06/%20tantangan-muhammadiyah-dalam-bidang_9909.html
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internasional. Amal usaha Muhammadiyah perlu melakukan proses inovasi yang
merata dan signifikan dengan mengembangkan ide-ide dan metode baru dalam
peningkatan kualitas dan keberadaan amal usaha Muhammadiyah. Melalui
peningkatan kualitas yang lebih inovatif, amal usaha Muhammadiyah khususnya
bidang pendidikan dapat lebih unggul serta mampu mengemban misi dakwah dan
tajdid Muhammadiyah.

Dewasa ini globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan aktual
pendidikan terutama menyangkut output pendidikan. Di era ini telah terjadi
pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu Negara, dari keunggulan
komparatif (Comperative adventage) kepada keunggulan kompetitif (competitive
advantage). Keunggulam komparatif bertumpu pada kekayaan sumber daya alam,
sementara keunggulan kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya manusia
(SDM) yang berkualitas artinya dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan
tersebut, pendidikan nasional akan menghadapi situasi kompetitif yang sangat
tinggi, karena harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. Hal ini
berkaitan erat dengan kenyataan bahwa globalisasi justru melahirkan semangat
cosmopolitantisme dimana anak-anak bangsa akan memilih sekolah-sekolah di
luar negeri sebagai tempat pendidikan mereka, terutama jika kondisi sekolah-
sekolah di dalam negeri secara kompetitif under-quality (berkualitas rendah).
Peningkatan kualitas pendidikan inilah yang menjadi salah satu tantangan yang
harus dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan.?

Permasalahan Profesionalisme Guru juga menjadi tantangan yang harus di

%2 1bid.,2.
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perhatikan karena guru merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan
pendidikan dan proses pembelajaran. Betapapun kemajuan teknologi telah
menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektifitas proses
pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya
guru merupakan variable penting bagi keberhasilan pendidikan. Seorang guru
memiliki peluang yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari
gelap gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis yang
kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas dan bangsanya.
Maka perlu ditingkatkan sistem seleksi profesi sehingga melahirkan pendidik
yang profesional demi kualitas pendidikan Muhammadiyah.®*

Perkembangan kebudayaan dalam abad modern saat ini adalah masuknya
pengaruh kebudayan dari bangsa lain. Kondisi demikian menyebabkan timbulnya
proses alkulturasi yaitu pertukaran dan saling berbaurnya antara kebudayaan
bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Dari proses akulturasi inilah terdapat
tantangan bagi pendidikan-pendidikan Islam yaitu adanya pengaruh negatif bagi
kebudayaan, moral dan akhlak anak. Oleh karena itu hal ini merupakan tantangan
bagi pendidikan Islam untuk memfilter budaya-budaya yang negatif yang
diakibatkan oleh pengaruh budaya-budaya barat.

Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma

pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Tuntutan penerapan

8 1bid.,2.
3 Arifin, llmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan
Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 42.



199

strategi pembelajaran modern lebih ditekankan dari pada strategi pembelajaran
tradisional yang hanya berpusat pada guru (teacher center). Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi memberikan dampak fasilitatif bagi pendidikan.
Namun terdapat dampak negatif dari teknologi modern yang melemahkan daya
mental spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam berbagai
bentuk penampilannya.

Dalam tatanan kehidupan modern, peran pendidikan berada pada posisi
yang cukup signifikan. Dalam konteks ini, sektor pendidikan harus dapat
memperbaruhi tradisi belajar. Abdul Mu’thi mengatakan bahwa partisipasi
pendidikan dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat sipil (madani) terletak
pada pendidikan yang membebaskan. Adapun tiga ciri pokok pendidikan yang
membebaskan ialah: pertama, menempatkan anak didik sebagai manusia yang
sesuai dengan harkat dan sifat kemanusiaannya.®® Setiap individu adalah sosok
unique individual yang memiliki karakteristik serta kepribadian yang tidak
mungkin sama dengan orang lain.*® Pendidikan harus dikembangkan melalui
proses, dimana anak didik harus mendapatkan tempat yang proporisonal dalam
proses pendidikan.

Kedua, menumbuhkembangkan daya kritis dengan memberikan kebebasan
kepada anak didik untuk mampu mengemukakan gagasan, pikiran dan
perasaannya sehingga mampu melakukan aktualisasi diri.*” Ketiga, pendidikan

tidak berorientasi pada “knowledge accumulation”, dimana pendidikan sangat

% Farid Setiawan, dkk, Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah, 145.

% Barbara Prasnig, The Power of Learning Styles: Memacu Anak Melejitkan Prestasi dengan
Mengenali Gaya Belajarnya (Bandung: Kaifa Mizan Pustaka, 2007), 37.

37 Farid Setiawan, dkk, Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah, 145.
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berorientasi kepada perolehan materi pembelajaran untuk memperkuat peneguhan
“intellectualism”. Pendidikan yang dipelajari haruslah lebih fungsional yang
bermanfaat bagi masyarakat.*

Maka dari itu, pendidikan Muhammadiyah seharusnya mampu
menghasilkan manusia yang “.........free agents capable of awakening to the
conditioning forces of our society”. Pendidikan bukanlah sebuah proses yang
hanya memanjakan intelektualitasnya (knowledge for knowledge), tetapi
knowledge for better life and society. Model dan orientasi pendidikan seperti
inilah yang layak dijadikan fokus garapan Muhammadiyah saat ini.*°

Tantangan yang sangat urgen dalam pendidikan Muhammadiyah di era
globalisasi ini adalah mengatasi segala bentuk penyimpangan yang
mengontaminasi generasi muda sebagai bentuk dari dampak negatif kemajuan
teknologi, di antaranya adalah krisis moral, krisis integritas, krisis kepribadian dan
krisis akhlag lainnya. Dari itu, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
juga dapat menimbulkan kemerosotan norma-norma dalam kehidupan
bermasyarakat, kebobokran akhlak (perilaku), serta bentuk penyimpangan lainnya
yang kini telah merebak dalam masyarakat Indonesia khususnya generasi muda.
Dari semua bentuk penyimpangan ini membutuhkan suatu upaya yang sangat

serius untuk mengatasinya.*°

3 Ibid.
% Ibid., 146.
40 Budiman, “Tantangan Pendidikan Muhammadiyah”, 3.
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Pendidikan Muhammadiyah harus dapat menjadi filter agar kebudayaan
asing yang bersifat negatif tidak masuk dan merusak moral dan kepribadian
generasi Muhammadiyah. Salah satu yang perlu terus dikembangkankan adalah
dengan terus memberikan materi Al Islam Kemuhammadiyahan yang diharapkan
dapat menjadi pencerah bagi para pelajar Muhammadiyah serta terus
mengembangkan strategi pembelajaran yang kaya materi namun juga
diimplementasikan ke dalam seluruh sendi kehidupan.

Muhammadiyah perlu melakukan upaya penghidupan kembali
Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan dan gerakan pengembangan dan
pengelolaan. Dalam aspek filosofik, Muhammadiyah perlu merumuskan kembali
ide dasar pendidikan muhammadiyah sebagai matra keimanan dan ketagwaaan
yang tercemin dalam relijiusitas serta akhlaq manusianya. Dalam aspek kebijakan
pengembangan dan pengelolaan, dilakukan dengan penyegaran dan perubahan
orientasi pendidikan.

Di era globalisasi ini, pendidikan Muhammadiyah juga dituntut untuk
berwawasan global. Konsep dasar pendidikan persyarikatan yang menekankan
adanya penguasaan iptek yang berlandaskan spiritualitas Islam merupakan sebuah
tuntutan dan sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan
Muhammadiyah. Hal ini dimaksudkan agar sekolah Muhammadiyah senantiasa
dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan yang dihasilkan oleh

sistem global.*!

41 Farid Setiawan, dkk, Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah, 149.
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B. Materi Wawasan Kebangsaan Muhammadiyah Dalam Kurikulum Al
Islam dan Kemuhammadiyahan

1. Tinjauan Tentang Kurikulum Perguruan Tinggi

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.*> Pendidikan
tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk
menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,
mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau
kesenian.*®

Pada SK Mendiknas No. 045/U/2002, Penyusunan kurikulum

dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian kompetensi. Proses penyusunan
kurikulum tidak diperkenankan terfokus pada usaha pengelompokan matakuliah
tetapi lebih ke arah pencapaian kompetensi yang mengandung elemen-elemen
kompetensi yang meliputi: a) landasan kepribadian; b) penguasaan ilmu dan
keterampilan; c) kemampuan berkarya; d) sikap dan perilaku dalam berkarya
menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan; serta €) pemahaman
kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam
berkarya dan keterampilan yang dikuasai.**

Dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum harus

42 permendikbud Rl Nomor 3 Tahun 2020
43 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000
4 SK Mendiknas No. 045/U/2002
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Mengacu pada standart nasional pendidikan, yang terdiri atas: a) standar
kompetensi lulusan; b) standar isi Pembelajaran; c) standar proses Pembelajaran;
d) standar penilaian pendidikan Pembelajaran; e) standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan; f) standar sarana dan prasarana Pembelajaran; g) standar
pengelolaan; dan h) standar pembiayaan Pembelajaran. Sedangkan standar
kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan
dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
2. Landasan Pengembangan Kurikulum

Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor
utama yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan
kurikulum pada sebuah lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun
luar sekolah. Robert S. Zais, Ralph W. Tyler dalam Ornstein dan Hunkins, 1988
mengemukakan pandangan yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang
melandasi pengembangan kurikulum?, diantaranya adalah:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis mengacu pada pentingnya filsafat dalam
melaksanakan,membina, dan mengembangkan, kurikulum di sekolah. Dalam
pengertian umum, filsafat adalah cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan
mendalam (Socrates) atau suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu
sedalamsedalamnya. Plato menyebut filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang

kebenaran. Fisafat berupaya mengkaji berbagai masalah yang dihadapi manusia,

45 permendikbud Rl Nomor 3 Tahun 2020.
46 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000
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termasuk masalah pendidikan.*’

Terdapat tiga sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya
dalam pemikiran pendidikan pada umumnya, dan pendidikan di Indonesia pada
khususnya. Ketiga sistem filsafat tersebut, yaitu idealisme, realisme, dan
pragmatisme. Filsafat akan menentukan arah kemana siswa dibawa. Filsafat
merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing kearah
pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu
bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan
(dalam hal ini guru) akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin
dicapai. Falsafah yang dianut oleh suatu negara bagaimanapun akan mewarnai
tujuan pendidikan di negara tersebut. Dengan demikian, tujuan pendidikan di
suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya, disesuaikan dengan falsafah
yang dianut oleh negara-negara tersebut.

Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif
mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan ini memuat pernyataan-pernyataan
(statements) mengenai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa
selaras dengan sistem nilai dan filsafat yang dianut. Di Indonesia pada masa
penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut sangat berorientasi kepada
kepentingan politik kerajaan Belanda saat itu. Begitu pula pada saat penjajahan
Jepang, kurikulum yang ada berpijak pada filsafat yang dianut negara Matahari
Terbit itu. Pada masa orde baru, pendidikan nasional khususnya kurikulum

pendidikan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan serta filsafat bangsa.

47 Ornstein C. Allan dan Francis P. Hunkins, Curriculum, Foundation, Principles, and Issues
(Boston: Allyn and Bacon, 1988), 104.
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b. Landasan Psikologis

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan
kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah
perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh
psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus
dikembangkan.
c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang
dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan.
1) Kurikulum dan Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu kelompok individu yang terorganisasi yang
berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau
masyarakat lainnya. Kurikulum sebagai program atau rancangan pendidikan harus
dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, bukan hanya dari segi isi
programnya tetapi juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaanya.
Penerapan teori, prinsip, dan hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan
yang ada dalam kurikulum harus sesuai dengan kondisi masyarakat setempat
sehingga hasil belajar akan lebih bermakna dalam hidupnya.
2) Kurikulum dan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya merupakan pola kelakuan yang terdapat dalam
masyarakat. Seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut
kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang

diwujudkan dalam tiga hal. Pertama; ide, konsep, gagasan, nilai, norma, dan
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peraturan. Kedua; Kegiatan. Dan ketiga; benda hasil karya manusia. Kurikulum
pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita,
atau kebiasaan-kebiasaan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan suatu
kurikulum perlu memahami kebudayaan.
d. Landasan llmu Pengetahuan dan Iptek

Pengaruh Iptek meliputi segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi,
sosial, budaya, keagamaan, keamanan, dan pendidikan. Dengan perkembangan
teknologi yang semakin pesat ini maka kurikulum harus berlandaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan
Tinggi, setiap penyusunan kurikulum harus dilengkapi dengan target capaian
pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program. Oleh karena
itu perlu menyusun sebuah panduan Capaian Pembelajaran (CP) yang
diperuntukkan bagi penyelenggara program dalam dalam mengkaji,mengoreksi,
menyesuaikan, merumuskan ulang, atau memperbaharui rumusan Capaian
Pembelajaran (CP) Ilulusannya, agar rumusannya memenuhi ketentuan yang
berlaku dan sesuai dengan esensi Capaian Pembelajaran (CP) Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI).
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3.Paradigma Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan

Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang
mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan
holistik. Dengan filosofi pendidikan Muhammadiyah itu maka mata kuliah Al
Islam dan Kemuhammadiyahan khususnya di PTM tentu harus mencerminkan
perspektif tersebut. Malik Fadjar mengutip pernyataan AR Fakhruddin tatkala
ditanya tentang hakikat pendidikan AIK bahwa hakikat pendidikan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan ialah Islam yang menggembirakan, Islam yang suka
memberi, Islam yang jembar atau berpandangan luas, Islam yang membangkitkan
dan menggerakkan.*®

Perubahan sosial di era global menimbulkan berbagai tantangan di bidang
pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, yang mengharuskan
dirumuskannya paradigma baru pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
Atas dasar itulah pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan melakukan
rekonstruksi melalui pembaharuan pemikiran, pengkajian dan penelitian pada
aspek teologis, filosofis, substantif, metodologi, dan sistem pendidikannya.
Pembaharuan secara praksis dalam aspek tujuan, materi, metode, dan evaluasi,
juga dilakukan agar implementasi pendidikan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan dapat berlangsung secara efektif.*® Pendidikan AIK di PTM
diharapkan bisa menjadi ruh penggerak, basis kekuatan spiritual, moral dan

intelektual serta daya gerak bagi seluruh civitas akademika.

4% Tim AIK, Pedoman Pendidikan AIK (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi PP
Muhammadiyah, 2013), 5.
49 bid., 13.
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a. Aspek Teologis dan Filosofis

Rekonstruksi ~ paradigma  baru  pendidikan Al  Islam  dan
Kemuhammadiyahan dalam aspek teologis dan filosofis meliputi lima diskursus,
sebagai berikut:

1) Diskursus Pemikiran Keagamaan

Arusutama pemikiran keagamaan yang dikembangkan dalam pendidikan
selama ini masih bercorak teosentrisme. Agama itu berasal dari Tuhan yang
diterima secara taken for granted dan seakan hanya untuk melayani atau untuk
kepentingan Tuhan. Dalam pemahaman seperti ini, agama menjadi kurang
aspiratif terhadap sisi kemanusiaan. Paham teosentrisme menempatkan manusia
sebagai hamba Tuhan semata.

Dalam paradigma Muhammadiyah, bahwa pendidikan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan mengandung perspektif teo-antroposentrisme yang
memadukan antara orientasi hubungan dengan Allah (teosentrisme) dan hubungan
dengan manusia (antroposentrisme) sehingga utuh dan seimbang. Al Islam
sebagai manifestasi sifat Rahman dan Rahim Allah memberikan petunjuk jalan
yang kepada manusia yang dikaruniai kehendak bebas oleh Nya dan sebagai
petunjuk Allah SWT untuk kehidupan manusia. Manusia juga dikaruniai fitrah
dan hanif yang dapat menjadikan petunjuk bagi kebahagiaan hidupnya.>°
2) Diskursus tentang Tuhan

Fokus diskursus tentang Tuhan dalam Al Islam dan Kemuhammadiyahan

pada istilah Allah dan Rabb. Istilah Allah digunakan untuk menjelaskan dzat atau

% Ibid., 13-14.
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Uluhiyah, Sedangkan istilah Rabb digunakan untuk menerangkan segala sesuatu
yang berhubungan dengan alam semesta atau Rububiyah. Allah adalah Dzat Maha
Suci yang ‘Maha Hadir’ meski tidak nampak. Secara substantif, kata Allah
mensifati semua sifat termasuk kata Robb. Rabb adalah Maha Mencipta, Maha
Memberi Rizki, Maha Memelihara, Maha Adil, Maha Kasih terhadap hamba-Nya.
Dengan demikian, konsep tentang Tuhan harus berangkat dari sisi Uluhiyah dan
Rububiyah sekaligus.®*
3) Diskursus tentang Nabi

Umat Islam memandang Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah
yang pembawa risalah Islam. Rasulullah adalah manusia sempurna dan teladan
yang baik (uswah hasanah). Dalam meneladani Rasulullah harus dibedakan antara
perbuatan yang mengandung ketetapan hukum dan perbuatan yang tidak terkait
ketetapan hukum. Meneladani Nabi Muhammad SAW tidak untuk
mengkultuskannya tetapi untuk mengikuti sunah-sunahnya. Dalam al Qur’an
dikemukakan bahwa Muhammad hanyalah seorang manusia biasa yang diberi
wahyu.5? Muhammad adalah seorang manusia pilihan dan manusia teladan (uswah
hasanah) sebagai role model yang terus menginspirasi dan memberikan contoh
keteladanan kepada umatnya. Dengan mengedepankan sisi kemanusiaan
Rosulullah, akan terhindar dari pengkultusan dan syirik di satu sisi, dan
menumbuhkan kekaguman serta kehormatan. Inilah cara melakukan
kontekstualisasi Sunnah dan Hadits, sehingga memberikan pencerahan, inspirasi,

dan petunjuk segala zaman.

51 1bid.,14-15.
52 Al-Qur’an, 18:110.
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4) Diskursus Manusia Utama

Gambaran manusia dengan sifat-sifat utama dalam Islam adalah sebagai
khalifah dan abdullah. Penjabaran manusia sebagai khalifah selaras dengan
definisi iman, yang tidak hanya pada dimensi golb tetapi juga dimensi lisan dan
arkan.> Sebagai khalifah, manusia bukan hanya menyembah dan mengagungkan
Allah semata, tetapi juga harus berbuat baik kepada manusia dan alam sebagai
sifat Rabb yang menciptakan, memelihara, menjaga, memiliki, mengayomi dan
lain-lain. Manusia bukan saja berusaha menjalankan perintanNya dan menjauhi
larangan-Nya, melainkan perlu merefleksikan nilai-nilai Allah dalam aktivitas
kehidupannya.
5) Diskursus Pandangan Hidup

Pandangan tentang hakekat kehidupan sangat mempengaruhi jalan hidup
seseorang. Seseorang yang menganut faham spiritual-mistisisme (mysticism)
memandang bahwa dunia adalah kefanaan total, dunia dan keinginan duniawi
sebagai penghalang untuk menuju kepada Yang Hakiki, sehingga berupaya
meninggalkan keinginan terhadap dunia. Sebaliknya, faham zuhud dalam tasawuf
(asketis) berpandangan bahwa untuk mencapai keutamaan hidup yang berorientasi
ukhrawi tidak harus meninggalkan kebutuhan duniawi. Intensifikasi pengabdian
agama yang dijalankan dalam etos dan kegairahan kerja adalah gambaran dan
pernyataan dari manusia terpilih menuju kebahagian dunia dan akherat. Hal ini
sesuai dengan kandungan Surat al-Bagarah ayat 269 bahwa Allah memberikan

anugrah berupa hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang

5 Tim AIK, Pedoman Pendidikan AIK, 14-15.
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dianugrahi hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan

hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran.>

b. Aspek Substantif

Aspek substantif dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan
meliputi tujuan, materi pokok dan sifat kurikulum AIK. Pembahasannya sebagai
berikut:
1) Tujuan Kurikulum AIK

AIK di PTM memandang Islam sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus,
modal sosial, jalan menuju Tuhan dan jalan kebahagiaan hidup di dunia dan
akhirat. Tujuan pendidikan AIK adlah untuk membentuk insan berkarakter dan
insan terpelajar yang diharapkan memiliki integritas dan kesadaran etis. Bagi
insan terpelajar, beramal shaleh yang baik yang bersifat ritual maupun sosial
seharusnya tidak didasarkan pada faktor dari luar dirinya (ganjaran dan ancaman),
melainkan sebagai bentuk panggilan etis, beramal shaleh sebagai manifestasi rasa
terima kasih kepada Allah dan sesama. Pendidikan AIK untuk membentuk
manusia berkemajuan, berjiwa pengasih dan penuh kasih kepada sesama
(philantropis).>®
2) Materi Pokok Kurikulum AIK

Pendidikan AIK adalah ilmu pengetahuan tentang Islam baik aspek normatif

maupun historis. Materi pokok Pendidikan AIK meliputi lima aspek: al-Qur’an-

Hadits, Agidah, Akhlak, Figih, dan Kemuhammadiyahan. Materi AIK lebih

5 Tim AIK, Pedoman Pendidikan AIK, 14-15.
5% Al-Qur’an, 2: 269.
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diarahkan pada pengembangkan karakter manusia untuk berbuat baik bagi
kepentingan seluruh manusia (muslim dan non-muslim) sebagai bukti keislaman
seorang muslim. Al- Qur’an maupun Hadits mengemukakan bahwa Islam itu
adalah petunjuk hidup untuk manusia yang mencakup seluruh komponen
perjalanan hidup manusia mulai dari alam ruh sampai alam akhirat yang meliputi:
Tuhan, manusia, alam, penciptaan dan keselamatan. Isi pokok materi AIK perlu
direkonstruksi dari keilmuan normatif dan historis Islam kepada dimensi-dimensi
kehidupan. Dengan cara inilah mahasiswa dapat kembali kepada al-Qur’an dan
Hadits secara cerdas dan fungsional.>®
3) Sifat Kurikulum AIK

Pendidikan AIK menjadi ruh atau spirit dan visi bagi mata kuliah lain,
bukan semata-mata berdiri sendiri secara terpisah sebagai salah satu mata kuliah.
Sifat kurikulum AIK yang terpisah (separeted) perlu direkostruksi menjadi
integrated, yaitu memiliki sifat integratif interkonektif dengan mata kuliah lain
dan persoalan kehidupan. Nilai AIK dikembangkan sebagai nilai yang meresapi
seluruh mata kuliah.®>” Mata kuliah AIK dalam sistem pendidikan Muhammadiyah
memiliki status sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua
mahasiswa. Penyelenggaraan AIK di PTM pada umumnya menggunakan model
eksklusif yakni, semua mahasiswa tanpa memperhatikan latar belakang agamanya

diwajibkan menempuh mata kuliah AIK sebagai pendidikan agama confensional.

5% 1bid., 17.
5 1bid., 18.
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c. Aspek Metodologis

Statemen yang menyatakan metode lebih penting dari pada materi
menggambarkan bahwa betapa pentingnya metode pendidikan. Ketepatan metode
yang digunakan sangat menentukan keefektifan proses pendidikan Tujuan
Kurikulum AIK supaya proses perkuliahan menjadi menyenangkan.
1) Model Pendidikan

Secara umum ada tiga model pendidikan, yaitu: pendidikan yang terpusat
pada bahan ajar (subject matter centre learning), pendidikan yang terpusat pada
dosen (teacher centre learning) dan pendidikan terpusat pada mahasiswa (student
centre learning).”® Pembelajaran AIK yang mengedepankan ilmu-ilmu agama
dan berorietasi pada padat isi cenderung menerapkan model pendidikan subject
matter centre learning; AIK bersifat normatif dan doktriner cenderung
menerapkan model pendidikan teacher centre learning, dan AIK yang integrated
dengan kehidupan dan interkoneksitas dengan pata mata kuliah lain akan
cenderung menggunakan model pendidikan student centre learning.>® Karena itu
perlu dikembangkan model dialogis yang menempatkan mahasiswa sebagai
subyek pembelajar dan pemeran utama pembelajaran (self learning) yang
menemukan sendiri nilai-nilai AIK.
2) Peran Dosen

Dominasi dosen AIK dalam proses pendidikan yang selama ini lebih

banyak berperan sebagai pengajar dan manajer kelas, perlu dirubah menjadi role

%8 1bid., 18.
¥ 1bid.
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model dan pemimpin kelas. Sebagai role model, dosen dituntut memiliki integritas
moral dan intelektual. Sebagai pemimpin Kkelas, tugas utama dosen adalah
fasilitator yang memberikan pengarahan, pencerahan, dan memotivasi mahasiswa.
3) Peran Mahasiswa

Kedudukan mahasiswa dalam era teknologi informasi dan teknologi
komunikasi yang semakin canggih bukan lagi sebagai peserta didik, melainkan
sebagai subyek didik. Kejayaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh
kualitas mahasiswanya. Oleh karena itu, penting bagi dosen untuk memberikan
peran yang besar dan strategis kepada mahasiswa (student oriented) dalam proses
pendidikan.
4) Arah Pembelajaran

Pendidikan AIK adalah bersifat transformatif bukan hanya sekedar
transfer of knowledge, melainkan mentransformasikan pola pemikiran dan
metodologi. Arah pembelajaran ini akan mencetak mahasiswa yang mampu
mengolah ilmu/informasi secara kritis, reflektif dan terbuka. Dalam konteks
pemikiran keagamaan, pendidikan yang transformatif akan membentuk pola pikir
yang tidak taklid buta dan tidak ¢a ‘asub golongan atau mazhab, melainkan mampu
membedakan permasalahan yang ushul dan yang furu’.%°

AIK ingin dipahami dalam konteks praksis pendidikan nilai. Hal ini
dimaksudkan agar melalui pendidikan AIK dapat mendorong terjadinya
perubahan cara berfikir (mode of thought) bahwa AIK bukan hanya aktivitas

verbal (ceramah/ pidato/ retorika) menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan

8 Ibid., 19-20.
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dengan agama Islam dan Muhammadiyah. Namun AIK perlu dipahami sebagai
tindakan “edukatif” dan sekaligus tindakan “didaktis” yang dapat mendorong
mahasiswa mewujudkan perilaku bermoral.®*
5) Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan yang bersifat indoktrinatif dan memandang sesuatu secara
hitam putih dianggap tidak relevan lagi. Pendekatan pembelajaran AIK harus
dapat menggembirakan, mencerdaskan dan mengimankan mahasiswa dengan
memperhatikan kecerdasannya. Metode pembelajaran AIK harus kreatif, inovatif,
dan bervariasi sehingga dapat memberi tantangan dan membangkitkan minat serta
kebutuhan mahasiswa terhadap AIK. Dosen pengampu AIK diharapkan
mempunyai kompetensi pedagogik terutama kemampuan dalam menyampaikan
materi dengan menggunakan active learning.?
6) Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pendidikan AIK yang lebih megutamakan hasil belajar aspek
kognitif cenderung menghasilkan mahasiswa yang having religion dan kurang
memiliki kemandirian belajar. Evaluasi yang diutamakan dalam pendidikan AIK
adalah jenis portofolio, yaitu evaluasi yang mencakup proses, hasil dan umpan
balik. Evaluasi proses dan hasil belajar AIK juga melibatkan mahasiswa. Mereka
dapat menilai kesungguhan, keterlibatan, kreatifitas dan pencapaian hasil

belajar.®

61Syamsul Arifin, “Rekonstruksi Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) Perguruan Tinggi
Muhammadiyah Sebagai Praksis Pendidikan Nilai”, Edukasi, Vol. 13, No. 2 (Agustus 2015), 211.
62 |bid., 19-20.

63 Syamsul Arifin, “Rekonstruksi Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) Perguruan Tinggi
Muhammadiyah Sebagai Praksis Pendidikan Nilai”, 211.
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4.  Kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan
a. Nama Mata Kuliah

Nomenklatur mata kuliah di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah
adalah Al Islam dan Kemuhammadiyahan disingkat AIK. Bahan kajian AIK
terbagi dalam 4 bidang, yang meliputi: AIK | (Kemanusiaan dan Keimanan), AIK

Il (Ibadah, Akhlak dan Muamalah). AIK Il (Kemuhammadiyahan), AIK IV

(Islam dan llmu Pengetahuan).%*

b. Visi Misi Mata Kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan

Visi mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo merupakan sumber nilai dan pedoman

dalam pengembangan dan penyelenggaraan untuk mengantarkan lulusan yang

memiliki keunggulan profesional, sosial dan berkepribadian Islam.%
Sedangkan misi mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan,®® antara
lain:

1) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan keislaman dan kemuhammadiyahan
melalui kegiatan perkuliahan dan pembinaan intensif serta penciptaan suasana
kondusif bagi pengamalan nilai-nilai Keislaman dan Kemuhammadiyahan.

2) Mengembangkan kurikulum AIK yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
dan terintegrasi dengan kompetensi profesional lulusan.

3) Meningkatkan kemampuan mahasiswa tentang baca tulis Al-Qur’an.

6 Tim AIK, Pedoman Pendidikan AIK, 23.

85 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo No. E.6/015/00.08/111/2013 tentang
Rambu-Rambu Pelaksanaan Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan Pada Program
Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, pasal 1.

% |bid.
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4) Menanamkan nilai tauhid sebagai pemandu dan pencerah masyarakat dalam
berkehidupan menurut tuntunan Islam.

5) Mencetak kader-kader persyarikatan yang mampu berperan sebagai pelopor,
pelangsung dan penyempurna amal usaha muhammadiyah ditengah-tengah

masyarakat plural.

c. Tujuan Pendidikan AIK

Tujuan umum pendidikan AIK adalah terbentuknya manusia pembelajar
yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam IPTEKS sebagai
perwujudan tajdid dakwah amar makruf nahi munkar. Tujuan umum tersebut
dijabarkan menjadi tujuan yang lebih terukur, sebagai berikut:®’
1) AIK I: Membentuk sarjana muslim yang mengenal diri dan Tuhan, misi, tujuan
dan manfaat hidupnya sebagaimana dituntunkan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.
2) AIK 1I: Membentuk sarjana muslim yang taat dan benar dalam beribadah,
unggul dalam bermuamalah, dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
3) AIK [IlI: Membentuk sarjana muslim sebagai kader persyarikatan
Muhammadiyah yang mampu beramar makruf nahi munkar dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
4) AIK IV: Membentuk sarjana muslim yang berjiwa dan berperilaku cendekia

(ulul albab).

57 Tim AIK, Pedoman Pendidikan AIK, 24.
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d. Standar Kompetensi Lulusan

Setelah menyelesaikan program pendidikan ini mahasiswa memiliki
kompetensi sebagai berikut:®®
1) Mengetahui dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai
dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadits yang shahih dan ilmu pengetahuan (AIK )
2) Mengamalkan tata cara beribadah yang benar berdasarkan alQur’an dan as-
Sunnah magbullah (AIK 1I).
3) Berakhlakul karimah dalam bermuamalah yang bermanfaat bagi diri,
masyarakat, bangsa dan negara (AIK 11).
4) Mampu menginternalisasikan misi persyarikatan Muhammadiyah dalam
berbagai aspek kehidupan (AIK I11).
5) Menguasai dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan (AIK 1V).
e. Jumlah Jam Pembelajaran dan SKS

Beban studi untuk mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan di
Universitas Muhamamdiyah Sidoarjo sebanyak 8 (delapan) sks yang terbagi
dalam 4 (empat) semester.®® Muadz selaku kepala LIK UMSIDA juga
menyampaikan, “sesuai  Surat Keputusan Majelis Dikti PP Muhammadiyah
ditetapkan bahwa pendidikan AIK sebanyak 8 SKS, dengan rincian 2 SKS adalah
keimanan, 2 SKS ibadah dan muamalah, 2 SKS Kemuhammadiyahan, dan 2 SKS

Islam dan Sains sesuai jurusan/prodi masing-masing”.”

%8bid., 24-25.
89Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, pasal 6.
“Muadz, Wawancara, Sidoarjo, 26 Maret 2020.
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5. Proses perumusan materi wawasan kebangsaan muhammadiyah dalam
kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan

Proses perumusan kurikulum AIK di perguruan tinggi Muhammadiyah
secara formal mendasarkan pada Surat Keputusan Majelis Dikti PP
Muhammadiyah No 027/SKMPT/111.B/1996 tentang kurikulum pendidikan Al
Islam dan Kemuhammadiyahan. Saat itu ditetapkan bahwa pendidikan Al Islam
Kemuhammadiyahan minimal sebanyak 8 SKS, dengan rincian 2 SKS adalah
keimanan, 2 SKS ibadah dan muamalah, 2 SKS Kemuhammadiyahan, dan 2 SKS
Islam dan Sains sesuai jurusan/prodi masing-masing.

Kurikulum ini  kemudian disempurnakan dengan adanya Pedoman
Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah tahun 2013,
yang meliputi landasan, tujuan, materi, metode, dan evaluasi.

Penggunaan istilah AIK baru dikenal setelah tahun 1996. Sebelum tahun
1996, hanya ada mata kuliah Kemuhammadiyahan yang menjadi ciri dari
perguruan tinggi Muhammadiyah. Sedangkan mata kuliah Al Islam diberikan 2
SKS mengacu pada kurikulum PAI untuk perguruan tinggi sebagaimana sudah
ada dalam kurikulum nasional. Pada tahun 1996 banyak perguruan tinggi yang
sudah mulai mengembangkan kurikulumnya sendiri, termasuk Kkurikulum
keagamaannya. Lebih lanjut, Muadz menjelaskan mengenai pergantian nama mata

kuliah ini, menurutnya, ”Sebelum tahun 1996, tidak dikenal istilah AIK, karena
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hanya ada mata kuliah Kemuhammadiyahan yang menjadi ciri dari perguruan
tinggi Muhammadiyah”.™

Berkaitan dengan materi wawasan kebangsaan yang termuat dalam pokok
materi AIK 111, maka disini akan dideskripsikan lebih detail mengenai kurikulum
AIK 111 (Kemuhammadiyahan). AIK 11l merupakan Mata kuliah wajib yang harus
ditempuh mahasiswa di semester 3 (tiga) dengan beban 2 sks sebagai prasyarat
memprogram AIK 4 di semester selanjutnya. Hal ini diperjelas olen Kasie LIK,
Puspita Handayani, “Setiap mahasiswa semester 3 wajib memprogram mata
kuliah AIK 3 sebagai prasyarat mata kuliah AIK 4.’

Muatan kurikulum AIK 3 pada mulanya hanya berisi materi tentang sejarah
muhammadiyah saja. Pada tahun 1992-1995 dilakukan rekonstruksi materi kuliah
bersama dengan mata kuliah PKn melalui pendekatan civic education dalam
berbagai forum lokakarya dan workshop yang diselenggarakan oleh beberapa
perguruan tinggi Muhammadiyah yang bertempat di Jakarta, Yogyakarta, dan
Malang. Setelah itu diadakan pelatihan dosen-dosen AIK dan PKn di beberapa
Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pendekatan KBK. Mengenai
rekonstruksi materi ini, Muadz menambahkan, “Dulu, materi kurikulum AIK 3
tidak seperti sekarang ini. Awalnya AIK 3 hanya berisi materi tentang sejarah
muhammadiyah saja. Namun dalam perjalanannya, sekitar tahun 1992-1995
dilakukan rekonstruksi materi kuliah bersamaan dengan mata kuliah PKn melalui

pendekatan civic education”.”

I Muadz, Wawancara, Sidoarjo, 26 Maret 2020.
2 Ppuspita Handayani, Wawancara, Sidoarjo, 20 Maret 2020.
3 Muadz, Wawancara, Sidoarjo, 26 Maret 2020.
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Sepanjang antara tahun 1996 sampai 2010, terjadi diskusi-diskusi di
beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang membahas tentang hubungan
muhammadiyah dan Negara serta Muhammadiyah dan politik. Setidaknya
terdapat buku-buku yang dihasilkan waktu itu oleh para intelektual
Muhammadiyah, antara lain, Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah
(2006) dan Khittah Muhammadiyah Bidang Politik (2006) karya Haedar Nashir,
Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban (2005) karya Syafi’l Maarif,
dan lain-lain. Tulisan-tulisan tersebut mewarnai dan menjadi latar belakang dari
perumusan kurikulum AIK khususnya AIK 3 yang bukan hanya berbicara tentang
seluk beluk organisasi Muhammadiyah saja, namun lebih kepada perannya dalam
pembangunan bangsa.” Berdasarkan hasil observasi ditemukan buku-buku yang
membahas tentang negara yang merupakan karya dari pemikiran dan kiprah dari
tokoh Muhammadiyah. Hasil pemikiran mereka berkontribusi bagi kemajuan
bangsa Indonesia.”

Mengenai banyaknya karya intelektual Muhammadiyah, Hidayatullah
menambahkan sebagai berikut:

“Banyak karya —karya para intelektual Muhammadiyah yang membahas
tentang hubungan muhammadiyah dan Negara serta Muhammadiyah dan
politik yang dapat dijadikan referensi untuk melanjutkan garis besar yang
telah digagas oleh muhammadiyah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
gerakan keindonesiaan ini. Bahkan pembicaraan tentang hubungan negara
selalu terjadi di Muhammadiyah. Terbukti, Prof Haidar Nasir dalam

pengukuhan guru besarnya mengangkat tema besar “Moderasi Indonesia
dan Ke-Indonesiaan”.”®

" |bid.
> QObservasi, Sidoarjo, 2 Februari 2020.
6 Hidayatullah, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2019.
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Jika menengok sejarah, sebetulnya tidak ada hal yang baru secara
substantive. Hal ini karena materi-materi yang dibahas pada AIK Il memiliki
akar pada pikiran muhammadiyah yang awal, yakni Mukaddimah Anggaran Dasar
Muhammadiyah yang dirumuskan pada muktamar dalam periode Ki Bagus
Hadikusuma (1950-1953) yang notabene adalah anggota BPUPKI dan berperan
penting dalam perumusan Mukaddimah UUD 1945. Juga pikiran yang terdapat
dalam rumusan kepribadian Muhammadiyah hasil Muktamar ke 35 tahun 1962
yang menegaskan bahwa Muhammadiyah membantu pemerintah serta
bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara
untuk mencapai masyarakat adil makmur.

Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah berusaha
mendesain Pendidikan AIK di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan optimal
dengan harapan meningkatnya mutu dan relevansi Pendidikan AIK. Hal ini
dikarenakan Pendidikan AIK di Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki
peran strategis untuk gerakan pencerahan dan pembebasan tersebut terutama
melalui sumbangannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni serta sumber daya manusia terdidik yang bervisi dakwah amar ma’ruh nahi
munkar dan tajdid. Untuk itu diperlukan keterpaduan niat, usaha dan doa yang
sungguh-sungguh dari seluruh civitas akademika agar Pendidikan AIK benar-
benar dapat menjadi kekuatan brand bagi PTM atau minimal menjadi ciri khas
Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang memiliki daya tarik bagi mahasiswa

maupun orangtua.’’

" Tim AIK, Pedoman Pendidikan AIK, 42.
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Berikut ini deskripsi mata kuliah AIK 111 (Kemuhammadiyahan) yang

ditetapkan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah dan wajib dijadikan acuan.

Selanjutnya dosen pengampu AIK menjabarkan dalam bentuk Rancangan

Program Pembelajaran (RPP) sesuai dengan karakteristik jurusan dan program

studinya.
Tabel 3.1
Deskripsi Perkuliahan AIK I11: Kemuhammadiyahan?
Fakultas: Semua Fakultas
Jurusan/Prodi: Semua Prodi

Strata Pendidikan

Sarjana Strata 1(S1) dan Diploma

Kode MK.

Nama MK. g AIK Il (KEMUHAMMADIYAHAN)

Jml Jam/Kredit  : 100 menit/ Minggu (2 SKS)

Prasyarat

Standart 1. Memahami sejarah Muhammadiyah,
Kompetensi 2. Memahami nilai-nilai ideologi Muhammadiyah

3. Memahami nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai aspek.

Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan dan mengambil pelajaran sejarah Muhammadiyah,

1. Menjelaskan dan menghayati nilai-nilai ideologi Muhammadiyah

2. Menjelaskan dan menghayati nilai perjuangan Muhammadiyah dalam
berbagai aspek

Sinopsis Isi
Perkuliahan

Materi kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan Il ini didesain untuk
mengenalkan kepada mahasiswa ihwal gerakan Muhammadiyah dari
berbagai sisinya. Untuk memberikan gambaran tentang pentingnya gerakan
ini materi diawali dari islamisasi nusantara kemudian dirangkai dengan
asal-usul dan makna kehadiran Muhammadiyah, anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga, matan keyakinan dan cita-cita hidup
Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, dan khittah Muhammadiyah.
Untuk memberikan gambaran tentang gerakan Muhammadiyah, disajikan
materi-materi mulai dari Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, sebagai
gerakan keagamaan, gerakan pendidikan, gerakan sosial, gerakan budaya,
serta nilai-nilai  yang dijunjung tinggi dan menjadi perhatian

Muhammadiyah.

8Tim AIK, Pedoman Pendidikan AIK, 34-35.
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Muhammadiyah. MTPPI PPM
Yunahar llyas. Kesetaraan Gender dim al-Qur’an. Yogya: Labda Press
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Sitem Perkuliahan reguler yang diperkaya dengan tutorial atau asistensi
perkuliahan
Sistem Portofolio: 10%
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Agar proses internalisasi nilai-nilai dalam materi perkuliahan AIK 1l
dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka harus menganalisis muatan nilai-
nilai yang menjadi core pada kompetensi dasar. Dari data deskripsi perkuliahan
AIK 11l diatas, standart kompetensinya  meliputi: 1) memahami sejarah
Muhammadiyah; 2) memahami nilai-nilai ideologi Muhammadiyah; dan 3)
memahami nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai aspek. Sedangkan
kompetensi dasar, meliputi: 1) menjelaskan dan mengambil pelajaran sejarah
Muhammadiyah; 2) menjelaskan dan menghayati nilai-nilai ideologi
Muhammadiyah, dan 3) menjelaskan dan menghayati nilai perjuangan
Muhammadiyah dalam berbagai aspek.

Hasil Analisis dari deskripsi perkuliahan AIK 11l diatas menunjukkan
bahwa adanya kesamaan muatan nilai antara standart kompetensi dengan
kompetensi dasar untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam
setiap materi dari kurikulum AIK I1I. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi
dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai dalam materi di perkuliahan AIK 111,
khususnya pada materi wawasan kebangsaan.

Kualitas pembelajaran tentunya tidak dapat dilepaskan dari seperangkat
pembelajaran. Strategi dosen pengampu harus digunakan secara optimal dalam
pembelajaran untuk mengejawantahkan rumusan nilai- nilai yang terkandung
dalam materi AIK I11. Dari nilai-nilai yang dirumuskan dalam standart kompetensi
dan kompetensi dasar diharpakan bisa terinternalisasi dalam diri mahasiswa yang
selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan praksis, baik melalui kegiatan

internal maupun eksternal kampus.
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Untuk memahami lebih detail materi-materi dalam AIK Ill, dibawah ini

adalah sebaran materi yang terstruktur dalam silabi AIK 11I:

Tabel 3.2
Silabi AIK 1117

KODE MK/NAMA MK: AIK Il (KEMUHAMMADIYAHAN)
SEMESTER: 111 (tiga)

PERT MATERI PERKULIAHAN RUJUKAN/BAHAN/
KE PERALATAN
1 Pendahuluan dan kontrak perkuliahan: Tujuan perkuliahan, Hand out, silabi dan
ruang lingkup materi, standar kompetensi, sistem perkuliahan bahan ajar
dan evaluasi
2 Pemurnian dan pembaharuan di dunia Muslim: As’ad Abu Khalil;

a. kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang,b. Sebab-
sebab kemundurannya, c. perlunya pemurnian dan
pembaharuan, d. Tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam

Harun Nasution;
Suwito. Ed., 2003:
324330, Mulkhan,
2005: 178, TPAI,
Mustofa Kemal
Pasha

3 Dakwah Islam di Nusantara dan asul usul Muhammadiyah: a.
Teori masuknya Islam di Nusantara, b. proses perkembangan
Islam di Nusantara, c. corak Islam di Nusantara,

d. Kedatangan dan penjajahan Bangsa Barat di Nusantara

Khozin dan Syaukani,
2000:173-220
Khozin, 2005:29
Suwito. Ed., 2003:
324330; Mulkhan,
2005: 178, TPAI

4 Sejarah Muhammadiyah: a, faktor obyektif (kondisi sosial dan
keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial), b. faktor
subyektif (keprihatinan dan keterpanggilan KH. A. Dahlan
terhadap umat dan bangsa), c. profil KH. A. Dahlan, d.
pemikiran-pemikiran KH. A. Dahlan tentang Islam dan umatnya

Khozin dan Syaukani,
2000:173-220
Khozin, 2005:29
Suwito. Ed., 2003:
324330 Mulkhan,
2005: 1-78, TPAI

5 Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah: a. Cita-
cita Muhammadiyah,

b. Islam dalam keyakinan Muhammadiyah,

¢. Pemikiran & gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah,
ibadah, akhlak dan muamalah dunyawiyah

Nashir, 2006: 110-
113 Khozin dan
Syaukani, 2000:167-
172

6 Kepribadian Muhammadiyah: a. hakekat Muhammadiyah, b.
dasar amal usaha Muhammadiyah, ¢. pedoman amal usaha dan
perjuangan Muhammadiyah, d. sifat Muhammadiyah

PPM. 2005:1-67
Nashir. 2006: 101-
109 Khozin dan
Syaukani, 2000:155-
156

7 Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah: Mukadimah angggaran dasar, b. identitas dan
asas Muhammadiyah,

c. Keanggotaan Muhammadiyah, d. Keorganisasian
Muhammadiyah

PPM. 2005:1-67
Nashir. 2006: 101-
109 Khozin dan
Syaukani, 2000:155-
156

8 Ujian Tengah Semester

Soal ujian, penugasan
dan portofolio

9 Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan
tajdid: a, pengertian tajrid dan tajdid, b. model tajrid dan tajdid
Muhammadiyah,

Khozin dan Syaukani,
2000:3-21; Heri
Sucipto dan
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¢. Model gerakan keagamaan Muhammadiyah,
d. Makna gerakan keagamaan Muhammadiyah,
e. gerakan tajdid pada 100 tahun kedua

Nadjamuddin Ramli

10 Muhammadiyah sebagai gerakan sosial: a. nilainilai dan ajaran 1Abad
sosial-kemanusiaan Muhammadiyah (teologi al-Ma’un), b. Muhammadiyah
Gerakan Peduli kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim, c. bentuk | 2010. Khozin dan
dan model gerakan sosial-kemanusiaan Muhammadiyah, Syaukani, 2000:

d. revitalisasi gersos Muhammadiyah. 233294, Ma’arif,
dkk., 2010: 54 — 130

11 Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan: Khozin dan Syaukani,
a. Faktor yang melatarbelakangi gerakan Muhammadiyah di 2000: 223-294; TPAI,
bidang pendidikan, b. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah, c. Nadjamuddin Ramli;
bentuk-2 & model pendidikan Muhammadiyah, d. pemikiran Din Syamsudin (Ed.)
dan praksis pendidikan Muhammadiyah, e. tantangan dan
revitalisasi pendidikan Muhammadiyah

12 Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan: Wawan Gunawan,

a. Cara KHA. Dahlan memberdayakan perempuan, Yunahar. Pedoman
b. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah, Hidup Islami Warga
c. peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan Muhammadiyah
berbangsa dan bernegara

13 Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi: M. Dawam Rahardjo;
a. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah, A.A. Baiquni; M.

b. Muhammadiyah & kelas menengah, c. Pasang surut gerakan | Quraish Shihab
ekonomi Muhammadiyah, d. Mencari model gerakan ekonomi
Muhammadiyah

14 Peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia: Berita Resmi
a. Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan Muhammadiyah, Din
bernegara, b. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri Syamsudin (Ed.)
NKRI, c. Tanggungjawab Muhammadiyah terhadap NKRI, d.

Bentuk/model peran kebangsaan Muhammadiyah

15 Epilog: Makna dan manfaat mempelajari pergerakan Pedoman Hidup

Muhammadiyah. Islami Warga
Muhammadiyah
16 Ujian Akhir Semester Soal ujian, penugasan

dan portofolio

Silabus diatas menunjukkan bahwa materi perkuliahan AIK 111 selalu

mengaitkan Muhammadiyah dengan wawasan kebangsaan serta problem solving

mengenai permasalahan bangsa Indonesia, baik dalam bidang pendidikan,

ekonomi, sosial, pemberdayaan perempuan, maupun kebudayaan.

dapat dianalisa bahwa telah terjadi peninjauan kurikulum Al

Sejarah perumusan

materi wawasan kebangsaan yang telah diuraikan

Islam dan

Kemuhammadiyahan sehingga mendorong dilakukannya rekonstruksi kurikulum

 Tim AIK, Pedoman Pendidikan AIK, 36-37.
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AIK 111. Rekonstruksi ini dipertimbangkan atas dasar sebuah peneguhan tentang
komitmen dan konsistensi Muhammadiyah dalam hubungannya dengan negara
dan bangsa. Berdasarkan konteks historis, Muhammadiyah merupakan bagian tak
terpisahkan dari kekuatan nasional yang sejak berdirinya terlibat aktif dalam
perjuangan politik kebangsaan serta membangun bangsa melalui gerakan dakwah
berorientasi pembaruan. Sebagai kekuatan nasional, Muhammadiyah telah
berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif
mendirikan Negara Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia,
pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara tetap berlanjut secara
konsisten.

Proses perumusan materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum AIK [11

dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.2
Proses Perumusan Materi Wawasan Kebangsaan
» ATK 3 hanwva berisi maten tentans muharmmadivah
Sahalum
1992
» Rzkonstrulzi maten kuliah denganmatalliah PEndengan pendslaten civic
sducation
1532- » Dhslost di forwm lolealearya dan worlcshop
1995
» Pengrunaan istilah ATE vans sebelumnya bernama K emuhammadivahan .
» hMvhammadivahNe 027EEMETIILE/ 1556 tentans Euriloulum ATE
1536- » Dhslonst dengan PTR mengenai hubungan hMuharmadivah MNegaradan politic
2010
» Pedoman ATE PTMolzhMajelis Pendidilcan Tingei PP Muhammadivah
2013



https://republika.co.id/tag/muhammadiyah
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Dari  uraian  proses perumusan  kurikulum Al Islam dan
kemuhammadiyahan 11l diatas dapat dianalisa bahwa dalam mengembangkan
kurikulumnya, Tim pengembang kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyahan
PP Muhammadiyah menggunakan desain kurikulum the society oriented
curriculum atau desain kurikulum berorientasi pada masyarakat yang didasarkan
pada asumsi bahwa tujuan dari pendidikan Muhammadiyah adalah
mengintegrasikan agama dengan kehidupan serta antara iman dan kemajuan
holistik. Dengan filosofi pendidikan Muhammadiyah yang mendasar dan luas itu
maka matakuliah Al Islam dan kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi
Muhammadiyah tentu harus mencerminkan perspektif yang melintasi hal
tersebut.

Karena itulah dalam penyususnan materi Al Islam dan
Kemuhammadiyahan haruslah menggambarkan pandangan Islam yang
berkemajuan dan mencerahkan sebagaimana uyang menjadi karakter gerakan
Muhammadiyah dan keteladanan tokoh Muahammadiyah. Dari rahim pendidikan
Muhammadiyah diharapkan lahir generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan
kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman.

Melalui perspektif status quo (the status quo perspective) desain kurikulum
Al Islam dan Kemuhammadiyahan diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai
budaya masyarakat. Dalam perspektif ini kurikulum merupakan perencanaan
untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa yang berisi
aspek- aspek penting berupa nilai-nilai sebagai persiapan menjadi orang dewasa

yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang dijadikan dasar oleh para
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Kegiatan-kegiatan utama dalam masyarakat yang disarankan untuk menjadi
isi kurikulum Al Islam dan Kemuhamamdiyahan Ill adalah kegiatan dalam
kehidupan sosial seperti bergaul dan berkelompok dengan orang lain; kegiatan
yang berhubungan dengan religius; serta kegiatan praktis yang bersifat
kemanusiaan dan kebangsaan.

Kurikulum Al Islam dan Kemuhamamdiyahan 1l juga dikembangkan
dengan perspektif pembaharuan (the reformist perspective.) Pendidikan dalam
perspektif ini harus berperan untuk mengubah tatanan sosial masyarakat dengan
mengaktualisasikan nilai-nilai. Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan Ill
diharapkan dapat mengabdikan diri demi tercapainya kesejahteraan sosial serta
kemakmuran bangsa yang lebih adil dan merata.

Perspektif masa depan (the futurist perspective) yang paling sering
digunakan dalam desain pengembangan  kurikulum Al Islam dan
kemuhammadiyah Ill.  Perspektif ini menitikberatkan kepada proses
mengembangkan hubungan antara kurikulum dengan kehidupan sosial, politik,
dan ekonomi masyarakat. Desain kurikulum ini  lebih  mengutamakan
kepentingan sosial dari pada kepentingan individu. Dalam materi wawasan
kebangsaannya terkandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan peran

kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia.
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BAB IV
INTERNALISASI NILAI KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH UNTUK
MENGAKTUALISASIKAN MATERI WAWASAN KEBANGSAAN DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
A .Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sebagai Institusi Muhammadiyah
1. Profil Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Dalam sejarahnya, UMSIDA dirintis sejak tahun 1984 dengan membuka
Sekolah Tinggi llmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Sidoarjo, selanjutnya pada
tahun 1990 membuka Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan
Komputer (STIMIK) dan Sekolah Tinggi IImu Pertanian (STIP). Pada tahun 2000,
semua Sekolah Tinggi yang ada secara resmi digabung menjadi Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Sampai dengan semester ganjil tahun
akademik 2018/2019 UMSIDA memiliki 9 Fakultas dan 27 Program Studi,
kemudian pada tahun ini UMSIDA melakukan perampingan fakultas, dari 9
fakultas menjadi 5 fakultas, yaitu: 1) Fakultas Agama Islam, dengan Prodi
Manajemen Pendidikan Islam (S2), PAI (S1), PBA (S1), PGMI (S1), Hukum
Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) (S1), dan Perbankan Syariah (S1). Selain itu juga
ada Ma’had Putri Umar Bin Khattab, dengan Prodi Bahasa Arab dan Studi Islam
(D2) dan Tahfidz al-Qur’an (D2); 2) Fakultas Sains dan Teknologi yang
merupakan penggabungan dari Fakutas Teknik dan Fakultas Pertanian, dengan
Prodi Informatika (S1), Teknik Mesin (S1), Teknik Industri (S1), Teknik Elektro
(S1), Agroteknologi (S1), dan Teknologi Hasil Pertanian (S1); 3) Fakultas
Psikologi dan llmu Pendidikan yang merupakan penggabungan dari Fakultas

Psikologi dan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan, dengan prodi Psikologi
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(S1), PGSD (S1), PG-PAUD (S1), Pendidikan Bahasa Inggris (S1), Pendidikan
IPA (S1), dan Pendidikan Teknologi Informasi (S1); 4) Fakultas Bisnis, Hukum
dan llmu Sosial, yang merupakan penggabungan dari Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Hukum, dengan Prodi
Manajemen (S2), Manajemen (S1), Akuntansi (S1), Administrasi Publik (S1)
lImu Komunikasi (S1), dan Hukum (S1); dan 5) Fakultas IImu Kesehatan dengan
Prodi Kebidanan (D-I1I), Pendidikan Profesi Bidan (S1), Teknologi Laboratorium
Medis (D-1V), dan Manajemen Informasi Kesehatan/Rekam Medis (D-1V).

Dari 5 Fakultas dan 27 Prodi tersebut, pada semester ganjil tahun akademik
2018/2019 UMSIDA memiliki 9365 mahasiswa aktif dan pada semester genap ini
berjumlah 8.990 mahasiswa aktif yang tersebar di Kampus Majapahit, Kampus
Gelam, dan Kampus Pilang. Jumlah mahasiswa yang masuk setiap tahun
mengalami peningkatan.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Unggul di Indonesia UMSIDA telah
meraih berbagai prestasi di bidang kelembagaan, penelitian, dan kemahasiswaan.
Di bidang kemahasiswaan, pada tahun 2018/2019, jumlah prestasi kompetisi
mahasiswa non Dikti, tingkat regional sebanyak 8 prestasi dan di tingkat nasional
sebanyak 65 prestasi, dan tingkat internasional 11 prestasi. Mahasiswa mengikuti
Program Kredit Transfer sebanyak 12 orang di University Utara Malaysia dan 3
mahasiswa mengikuti Program Kredit Transfer di UNISZA Malaysia dan
mengikuti KKN Internasional di Thailand sebanyak 17 mahasiswa.

UMSIDA dengan visinya, selalu berusaha mengembangkan dan

meningkatkan dirinya. Dalam dinamika Pendidikan Tinggi, UMSIDA selalu



233

melakukan peningkatan dan pengembangan (continuous improvement) di berbagai
bidang. Visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo?, yaitu:
Visi: Menjadi perguruan tinggi unggul dan inovatif dalam pengembangan
IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat.
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional sesuai
perkembangan IPTEKS berdasarkan nilai- nilai Islam.
b. Meningkatkan penelitian yang mendukung proses pembelajaran dan
pengembangan IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan
masyarakat.
d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri
e. Meningkatkan Kkinerja universitas melalui tata kelola universitas yang
profesional.
f.  Menyelenggarakan pembinaan mahasiswa untuk meningkatkan prestasi yang
berkepribadian Islami.
Tujuan:
a. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam penguasaan IPTEKS
berdasarkan nilai- nilai Islam.
b. Menghasilkan penelitian untuk kesejateraan masyarakat.
c. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan

masyarakat.

! Dokumentasi, Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018, Bab |1, Pasal 2-4, h.9-4.
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d. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri untuk
penguatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

e. Mewujudkan kemandirian perguruan tinggi dengan tata kelola yang
profesional berdasarkan nilai- nilai Islam

f. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.

Sasaran:

a. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan dan pengembangan
IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam.

b. Peningkatan kapasitas dan kinerja penelitian dosen dan mahasiswa yang
mendukung proses pembelajaran dan pengembangan IPTEKS.

c. Peningkatan manfaat hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Peningkatan kapasitas dan kinerja pengabdian kepada masyarakat untuk
kesejahteraan masyarakat.

e. Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar
negeri.

f. Penguatan tata kelola dan kelembagaan secara profesional berdasarkan nilai-
nilai Islam.

g. Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi yang sesuai dengan nilai-
nilai Islam dan Kemuhammadiyahan.

h. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam pencapaian prestasi.

Matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan dibawah naungan Lembaga

Al Islam dan Kemuhammadiyahan (LIK). Semua kegiatan yang berkaitan dengan
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Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah tugas LIK yang kemudian melakukan

pelaporan kepada Rektor melalui wakil Rektor 1. Hal ini merujuk pada pasal 84

mengenai tugas LIK yang tercantum dalam statuta sebagai berikut:?

1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

()

Menyusun perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemberian
layanan bidang Al Islam Kemuhammadiyahan.

Menyusun konsep rumusan kebijakan dan peraturan di bidang Al Islam
Kemuhammadiyahan.

Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi Al Islam Kemuhammadiyahan.
Melaksanakan pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyahan.

Melaksanakan pelayanan Al Islam Kemuhammadiyahan kepada dosen,
mahasiswa, alumni, dan lembaga lain yang terkait.

Melaksanakan  monitoring dan  evaluasi  kegiatan Al  Islam
Kemuhammadiyahan.

Melaporkan kegiatan LIK kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang

membidanginya.

2 Dokumentasi, Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018, Pasal 84, h.44.
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2. Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Bagan 3.1 Struktur Organisasi UMSIDA3

A .

STRUKTUR ORGANISASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

DIWAN PIXTANTEY

SUTAU ST
N iy

3 Dokumentasi, Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018, lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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3. Peran Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Lembaga
Pendidikan Muhammadiyah

Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di lembaga
pendidikan Muhammadiyah memegang peranan yang sangat penting untuk
membentuk insan yang susila, berkarakter dan berkepribadian muslim (learning to
be). Tolak ukur keberhasilan pendidikan AIK yang paling pokok terletak pada
perubahan sikap (attitude), mental dan tingkah laku para siswa. Sebagaimana
dinyatakan oleh Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah bahwa peranan
pendidikan Al Islam dalam Muhammadiyah adalah untyuk membina pribadi
generasi muda, agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt.,
berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi rasional dalam kehidupan sehari-hari,
sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan Sunnah Rasul.*

Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan bertujuan untuk: Pertama,
Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pengembangan pengetahuan,
penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Al
Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan
ketakwaannya kepada Allah swt., sesuai al-Quran dan As-Sunnah; Kedua,
Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlakul Karimah,
yaitu jujur, adil, etis, bertoleransi (tasammuh), berdisiplin, menjaga keharmonisan
secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya Islami dalam komunitas
sekolah sesuai al-Quran dan As Sunnah; Ketiga, Menanamkan, menumbuhkan

dan meningkatkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ajaran Islam serta

4 Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (Jakarta: Majelis Dikdasmen, 2007), 1.



238

mendakwahkannya secara berorganisasi sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan
As-Sunnah, melalui pemahaman gerakan, organisasi dan amal usahanya, dengan
tujuan menanamkan rasa tanggung jawab ke dalam diri peserta didik, agar dapat
menjadi kader Muhammadiyah sebagai pelopor, penerus dan penyempurna amal
usaha Muhammadiyah.®

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan AIK bagi lembaga
pendidikan Muhammadiyah berdasarkan Pedoman Majelis Dikdasmen Pimpinan
Pusat Muhammadiyah® adalah sebagai berikut: a) Berpusat pada potensi,
perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; b)
Beragam dan terpadu; c) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni; d) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; e) Menyeluruh dan
berkesinambungan; f) Belajar sepanjang hayat; dan, g) Seimbang antara
kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam pelaksanaan kurikulum di
setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: Pertama,
Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi
peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal
ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta
memperoleh kesempatan untuk mengeskpresikan dirinya secara Islami, dinamis
dan menyenangkan.

Kedua, Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar,

yaitu: a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah swt.; b) belajar untuk

5 Baidarus, “Muhammadiyah Dan Pendidikan Karakter Di Indonesia”, Islamika, Vol. 1, No. 2
(2018), 36.

® Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, 2.
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memahami dan menghayati; c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat;
d) membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif,
kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Ketiga, Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan
pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan
potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap
memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi
ketauhidan, keindividuan, kesosialan dan moral.

Keempat, Kurikulum dilaksanakan dalam suasana peserta didik dan
pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab dan terbuka dengan prinsip
uswatun hasanah, ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun karsa, tut wuri
handayani (di depan memberikan contoh dan teladan, di tengah membangun
semangat dan prakarsa, di belakang memberikan daya dan kekuatan) dalam
konteks ‘amar ma’ruf nahi munkar.

Kelima, Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan
memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam
terkadang menjadi pendidik (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang
dimasyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan
sebagai sumber belajar, contoh dan teladan).

Keenam, Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam,
sosial dan budaya serta kekayaan daerah demi keberhasilan pendidikan dengan

muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
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Ketujuh, Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata
pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri, diselenggarakan dalam
keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar
kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

Pendidikan dan pengembangan nilai dalam Pendidikan Muhammadiyah
tidak dapat dipisahkan dari semangat pengajaran surat al-Ma’un sebagaimana
yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan. Dalam konteks pembelajarannya, KH
Ahmad Dahlan memfokuskan makna normativitas nash-nash lebih kontekstual.
Kontekstualisasi tersebut dijalankan dengan  mengaitkan dan mempertautkan
secara langsung terhadap persoalan-persoalan sosial umat secara aktual. Semangat
pengajaran surat al-Ma’un inilah yang melahirkan kesadaran Kritis umat untuk
melakukan berbagai amal nyata sebagai produk keberagamaan Muhammadiyah.

Seiring perkembangan zaman, Muhammadiyah telah berkomitmen untuk
membangun Indonesia berkemajuan. Melalui pendidikan, Muhammadiyah
membentuk kepribadian yang berbasis nilai-nilai Islam untuk mencetak insan
muslim Indonesia yang berbuat kebajikan dalam seluruh sendi kehidupan, dimulai
dari lingkungan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan global.
Bukan hanya mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu dan teknologi,
tetapi juga dalam jati diri, karakter dan kepribadian. Wujud pembelajaran inilah
yang diimplementasikan dalam pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
Hal ini sesuai dengan maksud KH Ahmad Dahlan, bahwa pendidikan yang
dikelola Muhammadiyah bertujuan untuk membentuk karakter dan watak yang

didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
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B. Internalisasi Nilai

Permusan kurikulum Al Islam dan Kemuhamamdiyahan Il merupakan
bagian awal dari proses internalisasi. Internalisasi dapat diartikan sebagai
penghayatan atau penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui
pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya. Internalisasi merupakan
proses penyatuan nilai dalam diri seseorang, atau penyesuaian keyakinan, nilai,
sikap, perilaku (tingkah laku), serta praktik aturan baku kepada diri seseorang.’
Internalisasi tidak terjadi begitu saja, namun melalui proses yang cukup lama
sehingga nilai-nilai yang telah direncanakan dalam capaian pembelajaran akan
tertanam didalam diri seseorang secara optimal.

Internalisasi juga merupakan sentral perubahan kepribadian yang
merupakan dimensi kritis terhadap diri manusia sehingga di dalamnya memiliki
makna kepribadian terhadap respon yang terjadi dalam proses pembentukan
watak manusia. Dalam internalisasi terdapat proses yang mendalam untuk
menghayati nilai-nilai yang didapatkan oleh mahasiswa dipadukan dengan nilai-
nilai pendidikan secara utuh agar menyatu dalam kepribadian mahasiswa
sehingga menjadi suatu sikap yang akan teraktualisasi dalam suatu kegiatan.

Secara etimologi, nilai berasal dari bahasa Latin, valere, yang artinya
mampu akan, berdaya, berlaku, kuat dan berguna. Dalam bahasa Inggris
disebutkan dengan istilah value. Dari perspektif para filosof, seperti Plato, nilai

dapat dibedakan menjadi nilai-nilai instrumental, nilai perantara, dengan nilai-

" Purwaningsih, dkk, “Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Pada Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam (PAI) Di SMP Negeri 4 Sungai Raya”, JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic
Education, Vol.1, No. 1(2018), 135.



242

nilai tujuan, dan nilai perantara dianggap memiliki kedua karakteristik itu. G.H.
VVon Wright, menganggap nilai-nilai sebagai bentuk kebaikan, membedakan tipe-
tipe berikut: instrumental, teknis, utilitarian, hedonis, dan kesejahteraan. R.B.
Perry, mengklasifikasikan nilai ke dalam delapan tipe nilai, yaitu moral, estetik,
ilmiah, religius, ekonomis, politis, legal, dan adat istiadat. Alejandro Korn,
membedakan sembilan tipe nilai; ekonomik, naluriah, erotik, vital, sosial,
religius, etis, logis, dan estetik. C.I. Lewis, membedakan lima tipe nilai: utilitas
(kegunaan), instrumental, inheren (melekat), intrinsik, dan kontributor.®

Secara sosiologis, Kupperman mendefinisikan nilai sebagai patokan
normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya. Maka
dalam proses pertimbangan nilai diperlukan keterlibatan nilai-nilai normatif yang
berlaku di masyarakat. Sedangkan secara psikologis, Gordon Allport mengartikan
nilai sebagai suatu keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar
pilihannya. Nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut dengan keyakinan.
Keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari
wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan.® Oleh
karena itu, keputusan benar salah, baik buruk, indah tidak indah pada wilayah ini
merupakan hasil dari serentetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan
individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya.
Ukuran nilai yang terinternalisasi dalam diri seseorang berbeda-beda sesuai

dengan kepekaannya serta diaktualisasikan pada tindakan nyata yang beragam.

8 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2002), 713-715.
® Saifullah Idris, Internalisasi Nilai Dalam Pendidikan ( Yogyakarta: Darussalam Publissing,
2017), 19.
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Menurut John Deweys, istilah ”value” mempunyai dua makna. Di satu sisi,
nilai adalah menunjukkan sikap terhadap harga sesuatu, menemukan harga yang
sementara untuk menemukan harga yang murni. Hal Ini dinamakan sebuah
pengalaman yang lengkap, dan untuk menilainya adalah dengan memberikan
apresiasi. Tetapi menilai juga merupakan sebuah aktivitas intelektual yang riil
untuk melakukan keputusan dan perbandingan dalam membuat evaluasi. Ini
terjadi ketika pengalaman langsung yang sempurna sudah berkurang dan muncul
pertanyaan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bervariasi dari sebuah
keadaan perlakukan yang istimewa untuk memperluas atau menjangkau sebuah
realisasi yang maksimal atau pengalaman yang sangat penting.°

Beberapa definisi yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa
nilai kebangsaan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai sebuah keyakinan
yang tertanam dalam diri yang membuat seseorang bertindak atas dasar
pertimbangan psikologis dalam menentukan pilihannya untuk diaktualisasikan
dalam bentuk kegiatan praktis.

Proses internalisasi nilai-nilai dapat dilakukan melalui dua jenis
pendidikan, yaitu: pertama, pendidikan dari dirinya sendiri (self education); dan
kedua, pendidikan melalui orang lain (education by another).!! Jenis yang
pertama, di sebut dengan istilah education by discovery, artinya berproses melalui
kegiatan penelitian untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang dipelajari,

tanpa ada bantuan orang lain. Self education bertumpu pada proses natural yang

10 Ralph B. Winn (Ed), John Dewey: Dictionary of Education (New York: Philosophical Library,
1959), 143.
11 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 173.
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ada pada diri manusia itu sendiri, karena manusia mempunyai kapasitas natural
untuk belajar sendiri. Hal ini pernah terjadi pada para filosof dan ahli pikir zaman
kuno, yang mengalami proses belajar secara otodidak. Secara alami mereka
mampu mengungkapkan rahasia kehidupan alam jagad raya, tanpa dibantu oleh
orang lain. Dalam prosesnya, pendidikan jenis ini timbul karena adanya dorongan
(stimulasi) dari naluri atau fitrah kemanusiaan yang ingin mengetahui terhadap
suatu masalah melalui kegiatan belajar. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk
pembelajar, karena adanya naluri ingin tahu (curiosity), yang merupakan
kecenderungan anugerah Tuhan.

Proses internalisasi nilai kebangsaan yang diimplementasikan melalui
materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum AIK 111 jika dianalisa berdasarkan
jenis pendidikannya, termasuk jenis pendidikan melalui orang lain (education by
another). Para dosen AIK sengaja menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan
dalam diri mahasiswa dengan harapan bisa diaktualisasikan ke dalam kegiatan
nyata (praktis) melalui program internal kampus maupun program amal usaha
Muhammadiyah.

1. Internalisasi Nilai Dalam Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana
belajar agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, pengendalian diri,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang

diamanatkan dalam membentuk perilaku manusia.?

12 purwaningsih, dkk, “Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Pada Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam (PAI) Di SMP Negeri 4 Sungai Raya”, 129.
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Kampus merupakan salah satu tempat yang sangat strategis untuk
menginternalisasikan nilai-nilai kepada mahasiswa. Selain itu juga berfungsi
sebagai salah satu tempat untuk membentuk kepribadian mahasiswa. Mengingat
nilai-nilai yang terinternalisasikan harus diaktualisasikan dalam kegiatan praktis,
maka nilai bukan hanya dilaksanakan sekedar sebagai formalitas, namun harus
menjadi pembiasaan berdasarkan pemahaman dan kesadaran diri untuk menjadi
pribadi yang lebih baik. Proses internalisasi membutuhkan waktu untuk
membentuk manusia yang baik dalam kehidupan umat manusia secara bersama.

Dewey mengklaim bahwa ilmu pengetahuan tentang pengalaman-
pengalaman sosial harus diterjemahkan ke dalam materi ajar secara mendetail dan
konkret. Karena pengetahuan dalam materi ajar telah dipilih dan diorganisir
terlebih dahulu sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas manusia, menolong pendidik
memandu para peserta didik untuk menginterpretasikan makna dari reaksi-reaksi
mereka sendiri. Dalam melakukan pembelajaran, pendidik tidak hanya menguasai
subyek matter (isi) semata, tetapi juga yang lebih penting adalah memberikan
perhatian untuk merespons dan bersikap pada peserta didik supaya memahami
bagaimana proses-proses belajar berinteraksi dengan materi ajar dan lebih jauh
lagi adalah mengembangkan kemampuan-kemampuan pikiran peserta didik
tentang materi ajar tersebut.'?

Menurut Dewey,'* ada tiga tahap pengalaman peserta didik yang perlu

diperhatikan dalam mengembangkan materi ajar, yang meliputi; tahap pertama,

13 John Dewey, Democrazy and Education (New York: Macmillan Company, 1980), 43.
14 1bid., 192-196.
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ilmu pengetahuan sebagai kandungan kemampuan intelegensi, yaitu adanya
kekuatan untuk melakukan sesuatu. Tahap ini dikenal sebagai materi yang
diungkapkan dengan memperkenalkan benda-benda. Jika para peserta didik
dimotivasi untuk belajar, maka materi ajar tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan
kebutuhan peserta didik. Jadi, pengenalan rangkaian pembelajaran secara alami
tentang perkembangan harus selalu dimulai dengan situasi-situasi yang
melibatkan belajar dengan melakukan (learning by doing), seperti menggunakan
benda-benda yang konkret.

Tahap yang kedua, menyarankan pendidik memperkenalkan benda-benda,
dan menggunakannya dengan sebuah tujuan tertentu. Peserta didik harus
melakukannya dengan sangat sering sehingga dapat mengantisipasi bagaimana
benda itu akan bereaksi dan bertindak. Dalam proses belajar disebut dengan
makna pengenalan. Kemudian, materi ajar harus diberikan secara sedikit demi
sedikit kedalam “information™ atau ”communicated subject matter”, yang oleh
Dewey disebut dengan “indirect knowledge”. Tahap ini materi ajar fokus pada
komunikasi sosial termasuk pendengaran dan berbicara dengan orang lain dan
membaca buku-buku yang dapat menyesuaikan koneksi yang sama dengan orang
lain secara efektif dan berkelanjutan. Artinya, menjadi bagian dari komunikasi
bersama ini adalah seseorang belajar lebih banyak dari yang lain, untuk para
peserta didik yang telah merubah pengalamannya menjadi pengetahuannya.
Informasi ilmu pengetahuan ini dengan melakukan pengetahuan mendengar dan

membaca dari yang lain adalah satu jenis pengetahuan tidak langsung.
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Komunikasi memainkan sebuah peran dalam menyiapkan sebuah standar bagi
para peserta didik untuk mengalkulasikan nilai materi di sekolah.

Tahap yang ketiga, materi ajar adalah memperluas dan bekerja dengan
logis yang mengorganisir materi dari pakar tentang pelajaran tersebut. Sains
adalah pengetahuan yang dirasionalisasikan, yaitu dia merepresentasikan dalam
level-levelnya, menghasilkan pembelajaran yang sempurna, yaitu perwujudannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka nilai yang diinternalisasikan
sebagai materi ajar dalam proses perkuliahan AIK Il harus didasarkan pada
keharmonisan antara materi dengan dosen pengampu AIK, dan antara
pengembangan materi ajar yang sesuai dengan pengalaman mahasiswa. Karena
nilai-nilai yang diinternalisasikan tersebut merupakan nilai-nilai universal dan

harus berorientasi pada pengalaman mahasiswa.

2. Internalisasi Nilai Dalam Kurikulum AIK 111

Dalam pembahasan diatas telah dijelaskan bahwa proses internalisasi nilai
dalam penelitian ini adalah nilai-nilai kebangsaan yang diimplementasikan
melalui materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum AIK 1Il. Proses
internalisasi ini termasuk jenis pendidikan melalui orang lain (education by
another). Para dosen AIK sengaja menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan
dalam diri mahasiswa dengan harapan bisa diaktualisasikan ke dalam kegiatan
nyata (praktis) melalui program internal kampus maupun program amal usaha
Muhammadiyah.

Untuk mengawali perkuliahan, para pengampu matakuliah AIK

melakukan kegiatan pra-instruksional yang bertujuan untuk mengondisikan



248

mahasiswa agar dapat berpartisipasi aktif sehingga proses perkuliahan menjadi
kondusif. Berdasarkan hasil observasi dalam perkuliahan AIK I1I, ada beberapa
teknik kegiatan pra instruksional yang dilakukan oleh dosen AIK dalam kegiatan
awal antara lain: memberikan apersepsi, prestest, dan motivasi awal. Hal ini juga
disampaikam oleh Anis Farihah selaku dosen AIK di Fakultas Teknik, sebagai
berikut:
“ Dalam mengampu matakuliah AIK, sebelumnya dosen harus mempunyai
kemampuan dan strategi dalam mengajar. Pada awal perkuliahan dosen
harus menyampaikan kontrak kuliah yang didalamnya terdapat penjelasan
bagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam perkuliahan tersebut. Selain
menyampaikan pokok bahasan atau materi, dosen juga menjelaskan capaian
pembelajaran dalam setiap materi. Hal ini menjadi motivasi awal bagi
mahasiswa agar semangat dalam mengikuti perkuliahan.”*®
Silabus dalam kurikulum AIK Ill terdapat materi tentang wawasan
kebangsaan. Pemahaman konsep wawasan kebangsaan perlu ditanamkan pada
setiap generasi penerus bangsa melalui berbagai media. Mahasiswa memegang
peranan penting dalam proses memajukan bangsa melalui berbagai kiprahnya.
Untuk memberikan pemahaman awal, mahasiswa diberikan penjelasan bahwa
wawasan kebangsaan bisa didefinisikan sebagai suatu cara memandang tentang
jati diri bangsa dan lingkungannya yang esensinya adalah bagaimana bangsa
Indonesia mampu memanfaatkan berbagai kondisi dan sejarah dalam mencapai
tujuan nasional.®

Setiap bangsa memiliki nilai yang menjadi falsafah hidup atau pandangan

hidup yang dibuat demi keberlangsungan bangsa itu sendiri. Nilai kebangsaan

15 Anis Farihah, Wawancara, Sidoarjo, 15 Maret 2020.
16 Sunarso, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: UNY
Press, 2006), 165.
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yang disepakati bersama dan diwujudkan menjadi falsafah hidup serta identitas
suatu bangsa melalui proses konstruksi sosial. untuk menjaga kestabilan kehidupan
berbangsa dan bernegara, tidak dapat menghindari adanya eksternalisasi individu.
Sehingga perlu adanya internalisasi agar terbentuk kesadaran subjektif, sehingga
terjadi proses aktualisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Bangsa Indonesia mengandung nilai kebangsaan yang mengakar dalam
budaya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai jati
diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud sikap dan perilaku yang
nampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai
kebangsaan tersebut dapat menghilang apabila tidak di internalisasikan atau
ditanamkan kepada generasi bangsa, terutama pada generasi muda sebagai
tonggak pembangunan.

Untuk itulah Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah melakukan
rekonstruksi kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK I1I) dengan
menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam materinya. Nilai-nilai
kebangsaan yang diinternalisasikan dalam kurikulum Al Islam dan
Kemuhammadiyahan (AIK 1I1) meliputi nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai
toleransi, nilai semangat kebangsaan dan nilai cinta tanah air.

Nilai religius merupakan nilai kerohanian seseorang yang bersumber dari
keyakinan ketuhanan sebagai implementasi dari ketakwaan terhadap ajaran
agama yang dianutnya baik perilaku yang berhubungan dengan Tuhan, diri
sendiri, sesama manusia dan lingkungan serta kebangsaan. Dari definisi ini, nilai

religius terinternalisasi pada hampir seluruh materi tentang sejarah dan gerakan
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Muhammadiyah, misalnya dalam materi Pemurnian dan pembaharuan di dunia
Muslim; materi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah serta
Pemikiran & gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak dan
muamalah duniawiyah; serta materi Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Muhammadiyah.

Nilai kemanusiaan dapat diartikan sebagai nilai yang dijalankan dengan
penuh kesadaran secara pemikiran, sikap dan perilaku didalam menegakkan
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemuliaannya yang sesuai
dengan nilai akidah dan moral. Nilai kemanusiaan terimplementasi pada materi
pemikiran & gerakan Muhammadiyah dalam bidang muamalah duniawiyah;
materi kepribadian Muhammadiyah yang meliputi hakekat Muhammadiyah, dasar
amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan
Muhammadiyah, dan sifat Muhammadiyah; serta materi Muhammadiyah sebagai
gerakan sosial yang meliputi nilai-nilai dan ajaran sosial-kemanusiaan
Muhammadiyah (teologi al-ma’un), gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak
yatim, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah, dan
revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah.

Nilai toleransi sebagai sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan
agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari
dirinya. Materi AIK 1l yang mengandung nilai toleransi diantaranya adalah
materi dakwah Islam di nusantara yang membahas keragaman proses masuknya
Islam ke Nusantara; materi Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan, yang

meliputi cara KH Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan, kesetaraan gender



251

dalam Muhammadiyah, serta peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Didalam materi ini sangat nyata sekali bahwa gerakan
Muhammadiyah sangat menjunjung sikap toleransi terhadap kaum perempuan.
Nilai toleransi juga terinternalisasi dalam materi peran kebangsaan
Muhammadiyah di Indonesia yang meliputi khittah Muhammadiyah dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri
NKRI, tanggungjawab Muhammadiyah terhadap NKRI, serta bentuk/model peran
kebangsaan Muhammadiyah. Dalam materi peran kebangsaan ini
Muhammadiyah sangat toleran terhadap perbedaan agama, suku, dan etnis.

Nilai semangat kebangsaan merupakan cara berpikir, bertindak, dan
berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas
kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai ini terinternalisasi dalam materi sejarah
Muhammadiyah yang dalam faktor subyektifnya terdapat keprihatinan dan
keterpanggilan KH Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa; materi kepribadian
Muhammadiyah yang didalamnya terdapat pedoman dan dasar amal usaha
Muhammadiyah yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa;
materi Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan; materi peran perempuan
Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; materi
Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi serta materi peran kebangsaan
Muhammadiyah di Indonesia yang meliputi khittah muhammadiyah dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri
NKRI, tanggungjawab Muhammadiyah terhadap NKRI, serta bentuk/model peran

kebangsaan Muhammadiyah.
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Nilai cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang
menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap
bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Nilai ini
terimplementasi dalam materi muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang
meliputi nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah (teologi al-
ma’un), gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim, bentuk dan model
gerakan sosial-kemanusiaan Muhammadiyah, serta revitalisasi gerakan sosial
Muhammadiyah; sejaran Muhammadiyah yang dalam faktor subyektifnya
terdapat keprihatinan dan keterpanggilan KH Ahmad Dahlan terhadap umat dan
bangsa; materi kepribadian Muhammadiyah yang didalamnya terdapat pedoman
dan dasar amal usaha Muhammadiyah yang ditujukan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran bangsa; materi Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan; materi
peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
materi Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi serta materi peran kebangsaan
Muhammadiyah di Indonesia yang meliputi khittah muhammadiyah dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri
NKRI, tanggungjawab Muhammadiyah terhadap NKRI, serta bentuk/model peran
kebangsaan Muhammadiyah.

Nilai-nilai kebangsaan diatas sebagai capaian pembelajaran dari
perkuliahan materi kebangsaan dalam matakuliah AIK 111. Seperti yang telah
dijelaskan pada uraian diatas bahwa proses internalisasi nilai kebangsaan yang
diimplementasikan melalui materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum AIK

Il termasuk jenis pendidikan melalui orang lain (education by another). Dari
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capaian pembelajaran yang telah ditentukan, terdapat nilai-nilai yang harus
diinternalisasikan dalam diri mahasiswa dengan harapan bisa diaktualisasikan ke
dalam Kkegiatan nyata (praktis) melalui program internal kampus maupun

program amal usaha Muhammadiyah.

C.  Aktualisasi Materi Wawasan Kebangsaan

Rekonstruksi kurikulum Al —Islam dan Kemuhammadiyahan dengan
menambahkan materi tentang wawasan kebangsaan yang didalamnya terkandung
nilai-nilai kebangsaan, menuntut pada mahasiswa untuk mengaktualisasikan nilai
tersebut. Dilihat dari tataran nilainya, Nilai kebangsaan yang terkandung dalam
materi AIK 11l adalah nilai praksis. Nilai praksis yaitu nilai yang terkandung
dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana melaksanakan
(mengaktualisasikan) nilai kebangsaan.!’

Bagi Dewey, sebuah akhir dari pendidikan adalah pertumbuhan atau
rekonstruksi pengalaman yang akan selalu mengarah ke pengalaman berikutnya.
Jadi, pendidikan adalah sebuah proses yang tidak memiliki akhir. Pertumbuhan
dalam konteks Dewey berarti bahwa individu mendapatkan kemampuan untuk
melihat hubungan antara berbagai pengalaman, antara satu proses belajar ke
proses belajar lainnya. Tesis Dewey menyatakan bahwa yang diinginkan
pendidikan adalah memberikan kontribusi pertumbuhan untuk menuju pada tujuan

berikutnya.'® Pandangan ini menjadi sebuah dasar analisa untuk mengkaji proses

1 Wayan Tagel Eddy, “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan
Bernegara”, Dharmasmrty, Vol. 1, No. 18 (Mei, 2018), 118.

18 Siti Sarah, “Pandangan Fisafat Pragmatis John Dewey Dan Implikasinya Dalam Pendidikan
Fisika”, Prosiding FITK UNSIQ, Vol.1, No. 1 (Februari, 2018), 74.
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internalisasi nilai dalam materi wawasan kebangsaan kurikulum Al Islam dan
Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Dari proses perkuliahan materi wawasan kebangsaaan diharapkan
menumbuhkan pengalaman belajar yang berupa nilai-nilai kebangsaan dan akan
selalu mengarah ke pengalaman berikutnya. Dalam hal ini, nilai-nilai yang
dihasilkan dari pengalaman belajar diharapkan memberikan kontribusi pada
kegiatan praktis. Dewey memandang bahwa tipe pragmatisme diasumsikan
sebagai sesuatu yang mempunyai jangkauan aplikasi dalam masyarakat.
Begitupun juga dalam proses internalisasi nilai kebangsaan ini yang harus
memiliki jangkauan untuk mengaktualisasikan ke program kegiatan, baik internal
maupun eksternal. John Dewey juga menekankan bahwa manusia adalah makhluk
yang bebas, merdeka, kreatif serta dinamis. Manusia memiliki kemampuan untuk
bekerja sama untuk membangun masyarakat. Pandangan ini sebagai spirit untuk
selalu mengaktualisasikan ilmu yang kita dapat demi membangun masyarakat
Indonesia seutuhnya.

John Dewey juga menyatakan bahwa Impian adanya pendidikan bermutu
hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan. Dan demokrasi
pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang demokratis.’® Demokrasi pendidikan dalam
pengertian luas harus selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat atau

diaktualisasikan dalam praktik kehidupan.

19 Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21 (Yogyakarta:
Safiria Insani Press, 2003), 84.
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Dari hasil penggalian data tentang aktualisasi nilai-nilai kebangsaan yang
dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, didapatkan data
aktualisasi materi wawasan kebangsaan melalui dua program, yaitu:

1. Aktualisasi Materi Wawasan Kebangsaan Melalui Program Internal di
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Proses internalisasi nilai dalam materi AIK Il diharapkan bisa optimal,
sehingga dapat berdampak besar dalam bentuk aktualisasi materi wawasan
kebangsaan pada mata kuliah AIK 11l dengan menginternalisasikan nilai-nilai
kebangsaan didalamnya. Beberapa program internal di  Universitas
Muhammadiyah  Sidoarjo menjadi wadah bagi  mahasiswa untuk
mengaktualisasikan nilai kebangsaan yang terkandung dalam materi wawasan
kebangsaan. Program internal tersebut meliputi UKM Hizbul Wathan, KKN
Muhamamdiyah untuk Negeri dan Program kreatifitas mahasiswa.

Gagasan pembentukan barisan kepanduan Hizbul Wathan dalam
Muhammadiyah muncul dari KH Ahmad Dahlan ketika beliau kembali dari
perjalanan tabligh di Surakarta. Muhammadiyah yang didirikan atas gagasan KH
Ahmad Dahlan pada tahun 1920 M. Istilah Hizbul Wathan memiliki arti yang
sama dengan istilah pembela tanah air. Salah satu tujuannya adalah membentuk
kepribadian calon Pemimpin bangsa yang sarat akan nilai-nilai kebangsaan.

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan didirikan dengan tujuan untuk

mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah dengan

2 Supriyadi, “Penguatan karakter bangsa pada masyarakat multikultural dalam gerakan
kepanduan Hizbul Wathan”, Citizenship, Vol. 1, No. 1, 2018, 23.
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jalan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam lewat jalur pendidikan
kepanduan dengan menyiapkan kader bangsa Indonesia yang berkepribadian
untuk memantapkan persatuan dan kesatuan serta penanaman rasa kebangsaan
sehingga berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Kegiatan kepanduan merupakan kegiatan yang sesuai untuk menanamkan
nilai kebangsaan kepada peserta didik karena didalamnya mengajarkan
pendidikan nilai dan cinta tanah air melalui kegiatan-kegiatan berupa latihan
maupun permainan. Harris Interactive dalam penelitiannya yang berjudul Values
of Scouts mengungkapkan bahwa, “Youth who are or have been Scouts value their
country and family. Almost nine out of 10 Scouts feel proud to live in the United
States. The majority of Scouts also value spending time with their families.”**

Penelitian diatas menunjukkan bahwa dari sepuluh orang kepanduan
sembilan diantaranya bangga dengan negaranya dan pendidikan kepanduan
mempunyai pengaruh besar dalam mengimplementasikan nilai loyalitas kepada
bangsa dan keluarga.

Kegiatan Hizbul Wathan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berjalan
optimal. Eksistensinya terlihat pada kegiatan yang telah diagendakan, meliputi:
Seminar Kepanduan; Kajian; Pelatihan Design; Pelatihan Administrasi Hizbul
Wathan; BKM (Bina Karya Mandiri); Pionering (Tali Temali); Semaphore; Sandi

Morse; P2HW; PBB; Tadabur Alam; Tanam Mangrove; Diklat; Diklat SAR/

Water Resque/ Jungle Resque/ Vertical Resque; dan Jambore.??

2L Harris Interactive, Values of Scouts: A Study of Ethics and Character(Irving TX: Boy Scouts of
America Youth and Family Research Center, 2005), 12.
22 profil Hizbul Wathan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
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Ketertarikan mahasiswa untuk menjadi anggota dari Hizbul Wathan
dikarenakan rasa keterpanggilannya untuk ikut bela negara. Hal ini senada dengan
penyampaian ketua Hizbul Wathan Umsida, Zyahdo Nikri. Menurutnya, * Pada
dasarnya Hizbul Wathan merupakan gerakan kepanduan yang membimbing saya
menjadi generasi kuat, memiliki rasa kekeluargaan, saling tolong menolong dan
rasa cinta tanah air.”?®> Fauziah Mar’ie selaku sekretaris Hizbul Wathan Umsida
juga menambahkan, ”dalam organisasi Hizbul Wathan terdapat rasa persaudaraan
yang tinggi, rasa saling tolong menolong yang terimplementasi dalam setiap
kegiatannya. Kekompakan antar anggota mencerminkan rasa persatuan dan
kesatuan serta rasa sepenanggungan dalam berbangsa dan bertanah air”.?*

Pendidikan Nilai kebangsaan diaktualisasikan melalui kegiatan Hizbul
Wathan karena kegiatan pada Hizbul Wathan sangat mendukung  untuk
mengimplementasikan pendidikan Nilai Kebangsaan. Kesadaran berbangsa dan
bernegara diimplementasikan dengan menyanyikan Lagu kebangsaan Indonesia
Raya dengan baik, menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta
menulis puisi yang bertemakan kepahlawanan. Kecintaan terhadap Tanah Air
diimplementasikan dengan membiasakan mahasiswa untuk hormat bendera, serta
menghayati dan memahami arti dari lagu wajib nasional.

Keyakinan terhadap Pancasila diimplementasikan dengan mewajibkan
mahasiswa untuk menghafal Pancasila dan membiasakan membaca pancasila pada

setiap upacara pembukaan maupun penutupan Hizbul Wathan. Pembiasaan yang

23 Zyahdo Nikri, Wawancara, Sidoarjo, 20 Februari 2020.
24 Fauziah Mar’ie, Wawancara, Sidoarjo, 20 Februari 2020.
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dilakukan dengan melakukan penerapan secara langsung menambah keyakinan
terhadap Pancasila serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila yaitu Nilai Ketuhanan diimplementasikan dengan pelaksanaan Sholat
ashar Berjamaah, nilai Kemanusiaan diimplementasikan melalui kegiatan sosial
menjenguk teman yang sakit dan penggalangan dana untuk korban bencana alam,
nilai persatuan diimplementasikan dengan bergotong-royong, nilai kerakyatan
diimplementasikan dengan bermusyawarah dalam menentukan keputusan dan
nilai keadilan diimplementasikan dengan menyamakan hak dan kewajiban.

Kerelaan Berkorban Untuk Bangsa dan Negara diimplementasikan dengan
ikut serta menjadi relawan untuk membantu korban bencana alam, kemampuan
awal bela negara diimplementasikan dengan memberikan penguatan mental,
menanamkan keberanian dan melatih fisik siswa dengan kegiatan yang
dilaksanakan di lapangan seperti PBB, Semaphore, dan pendirian tenda.

Melalui materi wawasan kebangsaan di kurikulum Al Islam dan
kemuhammadiyahan Ill, diharapkan nilai-nilai kebangsaan tersebut tetap
terinternalisasi dalam diri anggota Hizbul Wathan Umsida sehingga bisa
diaktualisasikan pada kegiatan Hizbul Wathan. Pembiasaan yang baik dalam
kegiatan Hizbul Wathan menunjukkan bahwa dalam pembelajaran di Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo menerapkan pendidikan pola demokrasi. Bagi Dewey,
kehidupan masyarakat yang demokratis dapat terwujud bila dalam dunia
pendidikan pola demokratis sudah terlatih menjadi suatu kebiasaan yang baik. Ide

pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya
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partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai
yang mengatur kehidupan bersama.

Sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat, Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo yang notabene institusi pendidikan dalam naungan
amal usaha Muhammadiyah, menyelenggarakan program Kuliah Kerja Nyata
(KKN) Muhammadiyah untuk Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka
pembelajaran dan pemberdayaan melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah ‘amar ma’ruf nahi
munkar oleh beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah. KKN Muhammadiyah
untuk Negeri dilaksanakan dengan prinsip co-creation (gagasan dari berbagai
pihak terkait), co-financing (dukungan dari berbagai pihak terkait), flexibility
(menyesuaikan dengan situasi kondisi lingkungan dan kebutuhan pemerintah,
mitra kerja, dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah),
sustainability  (kegiatan harus melahirkan  pembangunan/pengembangan
berkelanjutan di tengah masyarakat sasaran), dan research based community
services (setiap kegiatan didasarkan/ dilaksanakan berdasarkan hasil kajian
ilmiah).?

KKN Muhammadiyah untuk Negeri bertujuan untuk memberikan
kontribusi dalam pembangunan Indonesia melalui:?®
a. membangun silaturahmi antara Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan warga persyarikatan Muhammadiyah

25 Jabrohim, dkk, Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri
(Yogyakarta, 2015), 4.
% |bid., 4-5.
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dalam rangka memperkuat nasionalisme, persatuan dan kesatuan.

b. memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa mengenai cara berpikir
dan bekerja interdisipliner.

c. memberikan keterampilan mahasiswa maupun masyarakat dalam
merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program pengembangan dan
pembangunan.

d. membina mahasiswa agar menjadi seorang motivator, innovator, dan problem
solver.

e. membina semangat pengabdian mahasiswa dalam memecahkan kemiskinan
rohaniah sebagai realisasi dari dakwah ‘amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana
program yang dilaksanakan oleh persyarikatan Muhammadiyah.

f. melibatkan mahasiswa dalam menggairahkan kegiatan Keislaman pada
umumnya maupun Kemuhammadiyahan.

g. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk turut serta dalam

berkontribusi untuk pembangunan dunia pendidikan.

Pada dasarnya KKN Muhammadiyah untuk Negeri diarahkan pada tiga
sasaran, yakni (1) mahasiswa sebagai calon penerus pembangunan, (2)
perguruan tinggi tempat mahasiswa belajar secara formal, dan (3) masyarakat
maupun pemerintah daerah yang menjadi tempat mahasiswa berdarma bakti dan
belajar secara nonformal maupun informal. KKN Muhammadiyah untuk Negeri
bersifat tripartite, artinya melibatkan tiga lembaga, yakni perguruan tinggi,

masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian, KKN Muhammadiyah untuk
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Negeri tidak akan dilaksanakan dengan hanya melibatkan satu lembaga atau dua
lembaga saja. Berikut ini sasaran KKN Muhammadiyah untuk Negeri:?’

1. Bagi Mahasiswa

1) Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa mengenai cara berpikir
dan bekerja interdisipliner atau lintas sektoral, kesulitan yang dihadapi oleh
masyarakat desa dalam pembangunan serta konteks keseluruhan masalah
pembangunan maupun pengembangan daerah pedesaan, dan kegunaan dan
kebermanfaatan hasil pendidikan yang diperolehnya bagi pembangunan nasional
umumnya, khususnya pembangunan daerah pedesaan.

2) Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap pemecahan masalah
yang ada di masyarakat secara pragmatis dan ilmiah.

3) Memberikan keterampilan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan
ilmu, teknologi, dan seni secara interdisipliner

4) Melatih mahasiswa untuk mengaktualisasikan peran sebagai dan/atau
membina mahasiswa menjadi seorang inovator, motivator, dan dinamisator,serta
menjadi problem solver.

5) Memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada para mahasiswa dalam
melakukan penelaahan, merumuskan dan memecahkan masalah secara langsung
sehingga tumbuh sifat profesionalisme dan kepedulian sosial dalam arti
peningkatan keahlian, kesejawatan dan rasa tanggung jawab.

6) Memberi pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader

pembangunan serta diharapkan terbentuk sikap, rasa cinta, dan tanggung jawab

2" Ibid., 4-7.



262

terhadap kemajuan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, sehingga kelak
setelah menjadi sarjana sanggup ditempatkan di wilayah manapun.

7) Secara khusus bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, KKN diarahkan pula
pada: a) Pemerluasan pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang
kenyataan kehidupan keagamaan di masyarakat; b) Pemupukan semangat
solidaritas atau kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat pedesaan; c)
Penumbuhan semangat pengabdian mahasiswa dalam memecahkan kemiskinan
rohaniah sebagai realisasi dari ‘amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan
nyata masyarakat Islam di pedesaan. d) Penumbuhan pemahaman dan kesediaan
belajar secara nonformal maupun informal di tengah masyarakat dan/atau
lingkungan pemerintah. e) Pelatihan terhadap mahasiswa dalam mengambil
keputusan yang tepat dan cepat dalam mengatasi kemiskinan, kebodohan dan
keterbelakangan yang bermotivasi keislaman; f) Pembelajaran bagi para
mahasiswa di bidang keagamaan, keterampilan, maupun kemasyarakatan. g)
Penumbuhan dan pengembangan gairah kegiatan Muhammadiyah, bagi desa
yang memiliki Ranting Muhammadiyah.

b. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

1) Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan serta
melaksanakan pembangunan di masyarakat dan/atau untuk melaksanakan proyek
pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah; 2) Memperoleh
cara-cara baru atau inovasi di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dibutuhkan
untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan; 3) Memperoleh

pengalaman, cara berpikir, bersikap, dan bertindak untuk menggali dan
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menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif
dalam pembangunan; 4) Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang sangat
berguna bagi kehidupan masyarakat; 5) Terbentuknya kader-kader penerus
pembangunan dalam masyarakat sehingga kelangsungan upaya pembangunan
terjamin; 6) Secara khusus bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, KKN
diarahkan pada: a) upaya memperkuat kesadaran tentang pentingnya ketahanan
sosial keagamaan dalam kehidupan yang majemuk yang dilandasi dengan iman
yang kokoh dan pemahaman yang benar tentang nilai agama Islam; b)
pembimbingan dalam berbagai masalah kehidupan secara menyeluruh dilihat dari
perspektif agama; c¢) penumbuhan rasa tanggung jawab akan perlunya
mewujudkan keluarga sejahtera melalui pemahaman yang benar tentang ajaran
kemasya-rakatan Islami; serta d) upaya menumbuhkan pemahaman tentang
kaitan antara nilai-nilai dan ajaran Islam dengan realitas hidup sehari-hari yang
tercermin dalam partisipasi di segala bidang pembangunan.

c. Bagi Perguruan Tinggi

1) Pemerolehan umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa dengan
proses pembangunan di masyarakat dalam bentuk input untuk penyesuaian
kurikulum, materi perkuliahan, dan pengembangan ilmu dengan tuntutan nyata
pembangunan sehingga Perguruan Tinggi akan lebih mantap dalam pengisian
ilmu atau pendidikan kepada mahasiswanya; 2) Pemerolehan berbagai kasus
yang berharga yang dapat digunakan oleh tenaga pengajar sebagai contoh dalam
memberikan materi perkuliahan atau proses pendidikan lainnya dan menemukan

berbagai masalah untuk pengembangan penelitian; 3) Mempercepat,
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meningkatkan, memperluas, dan/atau mempererat kerja sama antara perguruan
tinggi sebagai pusat ilmu, teknologi, dan seni dengan instansi-instansi, dinas-
dinas, maupun departemen dalam melaksanakan pembangunan; 4) Secara khusus
bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, KKN diarahkan pada: a) upaya konkret
untuk menjembatani teori-teori atau pengetahuan keagamaan mahasiswa
Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan realitas kehidupan masyarakat; b)
upaya keterlibatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam menggali kenyataan
empirik realitas keberagamaan masyarakat; c) upaya untuk terlibat aktif dalam
pemecahan problem keagamaan masyarakat sebagal manifestasi dari tanggung
jawab sosial dalam mengembangkan misi persyarikatan; d) upaya untuk turut
serta dalam memecahkan problem persyarikatan tingkat pedesaan (Cabang dan
Ranting), baik menyangkut masalah pendidikan, dakwah, maupun pengembangan
amal usaha lainnya.

Dari tujuan dan sasaran diatas, dijelaskan bagaimana upaya
Muhammadiyah dalam meneguhkan komitmennya terhadap kemakmuran
bangsa. Sehingga mahasiswa yang merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam
memakmurkan bangsa, berusaha keras untuk mendaftar menjadi peserta KKN
Muhammadiyah. Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu peserta KKN-
Mu Umsida, Esvina. Dia menuturkan, “ saya ingin mengamalkan nilai
kemanusiaan saya dengan mengikuti KKN Mu karena ingin bersama-sama
dengan mahasiswa dari Perguruan Tinggi muhammadiyah lain untuk berperan

serta dalam memajukan tanah air, khususnya dipelosok pedesaan.”?®

28 Esvina, Wawancara, Sidoarjo, 5 Februari 2020.
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Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai kebangsaan telah terinternalisasi
dalam diri mahasiswa sehingga mereka membutuhkan wadah untuk
mengaktualisasikan nilai tersebut. Rizki Dwi Anggraini, peserta lain dari KKN
Mu menjelaskan sebagai berikut:

“Saya sangat tertarik untuk mengikuti program KKN Mu karena

keterpanggilan saya dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, dari pihak

keluarga, saya dibesarkan dari keluarga Muhammadiyah. Sehingga
dukungan dan motivasi memihak ke situ. Kedua, selama perkuliahan AIK

di semester 3, telah dijelaskan oleh dosen pengampu saya bahwa dalam

perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah sangat berkontribusi untuk negara

Indonesia. Hal ini semakin meyakinkan saya, bahwa saya harus punya

sikap nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat terhadap bumi

Indonesia. Yang akhirnya saya bertekad bulat untuk mengikuti program

KKN Mu ini, dan Alhamdulillah saya bisa bermanfaat untuk rakyat

Indonesia yang membutuhkan.”?®

Antusiasme mahasiswa yang mendaftar KKN Mu pun diakui oleh Puspita
Handayani, selaku panitia KKN Mu. Beliau menyampaikan, “Alhamdulillah,
mahasiswa sangat antusias untuk mengikuti program KKN Mu. Ini berarti
semangat kebangsaan mahasiswa semakin kokoh. Dan saya sendiri, kebetulan
dosen AIK merasa bangga bahwa apa yang saya sampaikan tentang wawasan
kebangsaan seakan membuahkan hasil.”*°

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa materi kebangsaan dalam
matakuliah  AIK Il memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan pada
mahasiswa, sehingga mereka mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara.

Jauhnya wilayah atau tempat KKN Mu tidak menjadi halangan bagi mahasiswa.

Hanya asas Kemanfaatan untuk sesama yang diharapkan dari peserta KKN Mu

29 Rizki Dwi Anggraini, Wawancara, Sidoarjo, 5 Februari 2020.
%0 puspita Handayani, Wawancara, Sidoarjo, 8 Februari 2020.
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demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Dedikasi mahasiswa ini membuktikan pandangan John Dewey bahwa
pendidikan harus memberikan kesempatan untuk hidup dan menyesuaikan diri
dengan masyarakat. Kesempatan diberikan dengan jalan berbuat secara individu
maupun kelompok untuk mendapatkan pengalaman sebagai modal berharga
dalam berfikir kritis, serta produktif dan berbuat susila.3!

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang dibentuk oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2001juga merupakan salah satu upaya
untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif
mahasiswa Indonesia. PKM memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi
mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak diluncurkannya, PKM memperoleh respon
positif, baik di kalangan mahasiswa maupun pimpinan perguruan tinggi. Hal ini
tercermin dari bertambah banyaknya jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi
dan proposal yang diunggah mahasiswa.?

Secara umum PKM bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi
yang (1) tahu dan taat aturan; (2) kreatif, inovatif dan (3) objektif kooperatif
dalam membangun keragaman intelektual. PKM menumbuhkembangkan HOTS
(Higher Order Thinking Skills), Creative Thinking melalui implementasi filosofi

Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu (1) Pendidikan dan pengajaran; (2) Penelitian

31 Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah Dan Progressivisme John
Dewey, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004), 71.

32 Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2020: Buku Panduan Umum,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, i.
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dan pengembangan; (3) Pengabdian kepada masyarakat.Berbagai jenis bidang

yang ditawarkan PKM, sebagai berikut:33

2. Penelitian Eksakta (PKM- PE); bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab-
akibat, aksi-reaksi, rancang bangun, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan,
kesehatan atau budaya baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif.

2. Penelitian Sosial Humaniora (PKM-PSH); penelitian yang mengungkap
hubungan sebab-akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi,

3. pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan
lokal maupun perilaku kontemporer.

4. Penelitian kewirausahaan (PKM-K); bertujuan untuk menumbuhkan
pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik
serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Namun, dalam hal
ini lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha (ada
muatan intelektual) daripada profit. Pelaku utama adalah mahasiswa,
sementara pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung.

5. PKM-M; bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan
yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi
solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi
pada profit.

6. PKM-T; bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap
persoalan yang dihadapi dunia usaha (usaha mikro sampai perusahaan besar)

atau masyarakat yang berorientasi pada profit seperti bidan yang memiliki

$ 1bid., 3.
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Klinik Bersalin, petani, nelayan, pedagang jamu gendong, tukang becak dan lain-

lain.

7.

10.

PKM-KC; bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam
mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan
nalarnya. Karya cipta dari PKM-KC ini tidak meniru produk eksisting baik di
dalam maupun luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip dan/atau fungsinya.
PKM-AI; Merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari
hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian atau
pengabdian kepada masyarakat (misalnya studi kasus, praktik lapang, KKN,
PKM, magang) yang bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa
menghasilkan karya tulis ilmiah.
PKM-GT; bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam
merespon tantangan zaman, yang berupa konsep perubahan atau
pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka
panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan.
PKM-GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam
mengelola imajinasi, persepsi dan nalarnya, memikirkan tatakelola yang
futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di
Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia.

Dari beberapa jenis PKM diatas, mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo sangat antusias untuk ikut andil dengan mengambil judul bervariatif
sesuai dengan ketentuan skema yangh dipilih. Didalam masing-masing

penulisan karya ilmiah mahasiswa telah terinternalisasi nilai-nilai kebangsaan
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di segala bidang, meliputi bidang pendidikan, budaya, politik serta bidang
sosial ekonomi. Tema judul PKM Umsida diantaranya tentang kepedulian
terhadap masyarakat lapisan bawah, membangun kerjasama dengan usaha
mikro, peningkatan kualitas mutu pendidikan dan lainnya. Antusiasme
mahasiswa untuk mengikuti PKM juga ditegaskan oleh Syahrul Ardiansyah,
selaku Kepala Kemahasiswaan Umsida. Beliau menuturkan,”Ketika
mendengar ada pembukaan pendaftaran proposal PKM, mahasiswa terlihat
sangat semangat. Para mahasiswa ingin bekerjasama dengan mitra yang
hasilnya bisa bermanfaat untuk mereka.”*

Banyaknya proposal PKM yang diupload menunjukkan kepedulian
mahasiswa terhadap permasalahan bangsa melalui karya. Berikut ini data

jumlah jenis PKM Umsida yang diupload pada tahun 2019:

Tabel 4.1%
Jumlah Jenis PKM Yang Diupload Tahun 2019

JENIS PKM JUMLAH

Kewirausahaan 194

Pengabdian Kepada Masyarakat 16

Karsa Cipta 104

Penelitian Eksakta 18

Penelitian Sosial Humaniora 24

Gagasan Tertulis 15

Gagasan Futuristik Konstruksif 7

3 Alim Ahadin , Wawancara, Sidoarjo, 22 Januari 2020.
3 Dokumentasi, Data Jumlah Jenis Pkm Umsida 2019.
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Judul-judul PKM yang diangkat oleh mahasiswa, antara lain: Media
Pelatihan Untuk Cegah Pelecehan Anak Di Bawah Umur Berbasis Teknologi
Virtual Reality; Mapelangsih "Mahasiswa Peduli Lingkungan Bersih™ Dalam
Pemanfaatan Limbah Plastik Guna Membangun Ekonomi Kreatif; Pengenalan
Angka Dan Huruf 3d Dengan Cara Penyesuaian Gambar Dan Suara Untuk Anak
Difabel (Tunagrahita) Berbasis Android; Uka Sapih Dan Tapir Sedekah Sampah
Untuk Produk Karya Seni Guna Menciptakan Indonesia Bersih Dan Pintar;
Optimalisasi Program Csr Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa; Inovasi
Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Program Kenduren Mas
(Kendaraan Urun Rembuk Masyarakat) Di Kabupaten Pasuruan; Pemberdayaan
Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani) Dalam Upaya Penetralisiran Tanah Asam
Di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Gresik Jawa Timur; Pola Interaksi
Komunitas Save Street Child Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten
Sidoarjo; Rancang Bangun Game Edukasi 3d “Fun And Brilliant Biology”
Sebagai Media Pembelajaran Biologi Berbasis Desktop; Mesin Pengering Rumput
Laut Energi Angin Sebagai Solusi Pengeringan Saat Musim Hujan Untuk
Kelompok Tani Samudara Hijau 3 Desa Kupang; Pemberdayaan Sistem Informasi
Perpustakaan Berbasis Web Di Desa Kedungpan; Penguatan Usaha Mikro Kecil
Menengah Melalui Kemitraan; Mesin Pengering Rumput Laut Energi Angin
Sebagai Solusi Pengeringan Saat Musim Hujan Untuk Kelompok Tani Samudara

Hijau 3 Desa Kupang; dan judul-judul lainnya.®

36 Dokumentasi, Kemahasiswaan Umsida 2019.
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Dari antusiasme mahasiswa dalam kegiatan PKM, terbukti bahwa bahwa
nilai-nilai kebangsaan yang meliputi rasa kepedulian, saling membantu, rasa
kemanusiaan, serta rasa sepenangggungan telah terinternalisasi pada mahasiswa.
Hal ini terlihat adanya upaya untuk memajukan usaha mitra, baik di bidang

pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan bidang lainnya.

2. Aktualisasi Materi Wawasan Kebangsaan Melalui Program Amal
Usaha Muhammadiyah

Proses internalisasi nilai dalam materi AIK Il diharapkan bisa optimal,
sehingga dapat berdampak besar dalam bentuk aktualisasi. Materi wawasan
kebangsaan pada mata kuliah AIK Il dengan menginternalisasikan nilai-nilai
kebangsaan didalamnya. Beberapa program amal usaha Muhammadiyah menjadi
wadah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan nilai kebangsaan yang
terkandung dalam materi wawasan kebangsaan. Program amal usaha
Muhammadiyah tersebut meliputi: Lembaga amil zakat dan shodaqoh
Muhamamdiyah (LAZIZMU) dan Muhammadiyah Disaster Management Center
(MDM(C).

LAZISMU Umsida adalah Kantor Layanan lembaga zakat infaq
shodagoh di Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dikukuhkan sebagai
Kantor Layanan berdasarkan SK BP Lazismu PWM Jawa Timur
no.028/KEP/11.17/D/ 2017. LAZIZMU  berkhidmat dalam pemberdayaan
mahasiswa dan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana ZIZKA
(zakat, infag, shodagoh dan dana kedermawanan lainnya) baik dari perseorangan,

lembaga, perusahaan dan instansi lainnya yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah
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pada tahun 2002 serta dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia
sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No0.457/21 November
2002. Dilanjutkan terbitnya SK Menteri Agama nomor: 730 tanggal 14 Desember
2016, dikukuhkan LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.*’

Seiring dengan slogannya “membela untuk negeri; dengan semangat
memberi dan berbagi, kita bisa menjadi faktor penting dalam setiap perubahan
melalui kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun”, LAZIZMU Umsida selalu
berkomitmen untuk ikut serta memajukan kehidupan bangsa. Berikut ini visi dan
misi LAZIZMU Umsida :*

Visi: Menjadi kantor layanan ZISKA (Zakat, Infag, Shodakoh dan Dana

Kemanusian) yang unggul dan inovatif berdasarkan nilai nilai Islam untuk

kesejahteraan masyarakat.

Misi:

a. Menyelenggarakan pengelolaan ZISKA yang amanah, profesional  dan
transparan.

b. Meningkatkan pendayagunaan ZISKA yang kreatif, inovatif dan produktif.

c. Meningkatkan tata kelola layanan ZISKA berbasis teknologi informasi.

d. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam
pengelolaan ZISKA.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah sangat berkontribusi dalam
beberapa kegiatan yang telah menjadi program LAZIZMU Umsida. Seperti yang

dijelaskan oleh Yekti Piyoto selaku Kasie LAZIZMU Umsida. Menurutnya,

7 1bid.
% 1bid.
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“Mahasiswa sangat membantu dalam kegiatan yang diadakan LAZIZMU.
Mereka tergerak hatinya dengan tulus dan ikhklas. Misal pada program gerakan
penyelamatan sekolah, rebranding masjid, relawan siaga bencana, GIZMA dan
program Goes to School.”®

Perlu diketahui bahwa program LAZIZMU Umsida meliputi: program
beasiswa Sang Surya, save our school, dai muda, rebranding masjid, filantropis
muda, goes to school, enterpreneur muda, dan program Indonesia siaga tanggap
bencana. Diantara program-program yang diagendakan LAZIZMU, ada beberapa
program sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai kebangsaan mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo, diantaranya adalah:
1. Program Save Our School

Gerakan  penyelamatan sekolah  pinggiran  melalui Intergrated
Development for Education (IDC) yang menggabungkan antara pembangunan
sarana prasarana, pengembangan sistem pengajaran, pendampingan sekolah dan
peningkatan kualitas SDM guru.
2. Program Rebranding Masjid

Kegiatan mahasiswa untuk membenahi masjid/mushola dilingkungannya
dengan bentuk kegiatan penataan lingkungan masjid, selokan masjid tempat
wudhu, tempat parkir, pengecatan, pemasangan neon box, papan nama dan
perawatan sarana dan alat ibadah.
3. Program Filantropis Muda

Program Filantropis ini bertujuan untuk mendidik dan menumbuhkan jiwa

39 Yekti Pitoyo, Wawancara, Sidoarjo, 2 Januari 2020.
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kepedulian sosial, membangkitkan keterlibatan kaum muda dalam gerakan
kemanusiaan dan kedermawaan. Bentuk kegiatannya dengan penggalangan dana
dan keterlibatan aktif kaum muda dalam kegiatan sosial kemanusian di lingkungan
kampus maupun masyarakat sekitar. Salah satu gerakan filantropis muda Lazismu
Umsida dengan program GIZMA (Gerakan Infaq Zakat Mahasiswa).

Kumara Adji Kusuma, selaku manager LAZIZMU UMSIDA menjelaskan
tentang konsistensi mahasiswa dalam kegiatan GIZMA. Menuriutnya,
“mahasiswa Umsida sangat konsisten dengan kegiatan GIZMA. Setiap seminggu
sekali (hari Kamis) dilaksanakan GIZMA oleh para relawan Lazismu Umsida
yang tergerak hatinya untuk menyempatkan waktu dan tenaganya atas nama
kemanusiaan”.*

4. Program Goes to School

Kegiatan mahasiswa untuk mengadakan safar ke sekolah SMA/SMP/SD
dengan bentuk kegiatan pesantren kilat, kajian remaja, edukasi filantropi. Menurut
Yekti, “bentuk kegiatan dari program goes to school sangat bermanfaat.
Kepedulian mahasiswa dalam memajukan pendidikan Indonesia sangat terbukti
melalui program ini.”*!

5. Program Indonesia siaga tanggap bencana
Program penanganan bencana alam mulai dari tahap kesiagaan, tanggap

darurat, rehabitasi dan rekontruksi. Program Indonesia meliputi tanggap darurat

bencana, sekolah siaga, lumbung siaga dan relawan siaga. Program Indonesia

40 Kumara Adji Kusuma, Wawancara, Sidoarjo, 3 Januari 2020.
4lyekti Pitoyo, Wawancara, Sidoarjo, 2 Januari 2020.
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Siaga Tanggap Bencana Lazismu Umsida dengan mengirimkan bantuan
sembako melalui Lazismu Jatim dan Tim Trauma Healing di lokasi bencana untuk
pendampingan peserta didik di beberapa sekolah dilokasi bencana dengan
melibatkan mahasiswa secara langsung.

Pada tahun 2007 Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk Pusat
Penanggulangan Bencana dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:
58/KEP/1.0/2007 tentang penetapan Pengurus dengan ketua Dr.H.M. Natsir
Nugroho, Sp.OG, M.Kes. Pembentukan ini berdasar rekomendasi Internal Pasal 1
keputusan Muktamar Muhammadiyah 45 tahun 2005. Pada periode 2010 — 2015
Pimpinan Pusat Muhammadiyah merubah menjadi Lembaga Penanggulangan
Bencana setingkat Majelis dengan Ketua H. Budi Setiawan, ST. Sebutan dalam
Bahasa Inggris “Muhammadiyah Disaster Management Center” / MDMC tetap
dipertahankan sebagai nama lain.*2

Visi MDMC berkembang dari tahun ke tahun. Visi MDMC tahun 2015-
2020 adalah Berkembangnya fungsi penanggulangan dan mitigasi bencana yang
dilandasi semangat kemanusiaan dan ke-Islaman yang responsif, profesional dan
sesuai dengan posisi dan kapasitas Muhammadiyah sebagai organisasi
kemasyarakatan.

Sedangkan program kerja Penanggulangan Bencana 2010-2015,* sebagai
berikut :

a. Sistem Gerakan; Melakukan kajian dan menyusun tuntunan landasan Islam

dan bantuan kemanusiaan, Manajemen Penanggulangan Bencana, dan Prinsip —

42 pp Muhammadiyah., Profil Lembaga Penanggulangan Bencana (MDMC).
43 |bid.
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Prinsip Pengurangan Risiko Bencana.

b. Organisasi dan Kepemimpinan; Mendirikan LPB di seluruh PWM (provinsi)
dan PDM (Kabupaten) yang memerlukan, Menyusun Panduan Tata Kelola
Organisasi, menyelenggarakan pelatihan penguatan pengelolaan organisasi

c. manajemen penanggulangan bencana, Menyusun Standar Penyelenggaraan
Posko, Kaji Cepat dan Rencana Rehabilitasi.

d. Jaringan; Memperkuat pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di
Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, Membangun Program Pengurangan
Risiko Bencana di Rumah Sakit Muhammadiyah, Menerapkan konsep
CBDRM bersama jaringan Muhammadiyah terkait, Aktif dalam jaringan forum
kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, internasional.

e. Sumberdaya; Membentuk dan melatih relawan bidang medis, psikososial, SAR
dan yang diperlukan, Pendirian Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana,
Membangun Pusat Logistik,, Pengadaan perlengkapan dan peralatan komando
dan relawan dalam penanganan tanggap darurat bencana, Penguatan Pusat
Studi Bencana.

f. Aksi Pelayanan; Mengidentifikasi resiko bencana pada aset dan jaringan
Muhammadiyah, Mitigasi struktural pada aset Muhammadiyah, Ikut dalam
menyusun rencana kontingensi pada setiap kasus bencana, Penanganan
Tanggap Darurat dan rehabilitasi.

Data mahasiswa yang telah tergabung dalam peserta LATGAB MLHPB

Jawa Timur kelas psikososial membuktikan bahwa komitmen mahasiswa sebagai

bagian dari warga negara Indonesia tergerak untuk bergabung dalam program
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MDMC. Mengenai hal ini juga disampaikan oleh Yunita selaku sekretaris MDMC

Jawa Timur. Menurutnya, “Mahasiswa ikut andil dalam program penamggulangan

bencana. Ada beberapa nama mahasiswa yang berasal dari PTM Sidoarjo

(Universitas Muhammadiyah Sidoarjo) pernah mendaftar

dalam peserta

LATGAB MLHPB Jawa Timur kelas psikososial”.** Berikut data peserta

LATGAB MLHPB Jawa Timur kelas psikososial:

Tabel 4.2

Daftar Peserta LATGAB MLHPB Jawa Timur

Kelas Psikososial

NO NAMA PESERTA JENIS DELEGASI ASAL
KELAMIN ASAL KABUPATEN/KOTA
1 | Aina Rahayu Perempuan | Umsida Sidoarjo
2 | Cucuk Nur Cahyani Perempuan | Umsida Sidoarjo
3 | M. Arief Rachman Laki-laki Umsida Sidoarjo
4 | M. Bahaudin Yusuf Laki-laki Umsida Sidoarjo
5 | Maharti, R.N. Perempuan | Umsida Sidoarjo
6 | Moh. Isnan Fauzan Laki-laki Umsida Sidoarjo
7 | Wahyu Maulidiah Perempuan | Umsida Sidoarjo
8 | Zidan Farafis Poespo Putra Laki-laki Umsida Sidoarjo
9 | Joni Angga N. Laki-laki Umsida Sidoarjo

Data tentang kegiatan yang menjadi wadah aktualisasi mahasiswa diatas

membuktikan bahwa selain mahasiswa mengaktualisasikan ke dalam program

internal kampus, mahasiswa terus mengembangkan dedikasinya keluar kampus

dengan mengaktualisasikan yang lebih luas lagi dalam program kemanusiaan

4 Yunita, Wawancara, Surabaya, 5 Januari 2020.
4 Dokumentasi, Daftar Peserta LATGAB MLHPB Jawa Timur
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Muhammadiyah. Proses internalisasi nilai yang optimal menjadikan aktualisasi
nilai juga maksimal. Hal ini menunjukkan konsistensi mahasiswa dalam
berkomitmen untuk selalu mengembangkan nilai kebangsaan sebagai realisasi
dari ‘ amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Uraian tentang aktualisasi materi wawasan kebangsaan diatas
membuktikan bahwa mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai dalam kegiatan
sosial dan kesusilaan. Disinilah letak demokrasi pendidikan. Menurut Dewey,
dalam lembaga pendidikan tidak diutamakan kecerdasan walaupun kecerdasan
juga memiliki peran yang cukup vital. Meningkatnya nilai-nilai dalam diri yang
diaktualisasikan dalam kegiatan praktis menunjukkan meningkat pula proses
perbaikan diri. Disini fungsi pendidikan untuk perbaikan yang konstan bagi
kelestarian hidup sesuai dengan konsep demokrasi pendidikan Dewey “education
as a necessity of life” terlaksana.

Konsep demokrasi pendidikan “education as a social fungction”
ditunjukkan dalam proses perkuliahan AIK Il1 tidak hanya sebagai sebuah tempat
dan perantara interaksi watak mahasiswa dengan dosen pengampu, melainkan
keseluruhan aktifitas mahasiswa terutama dalam melakukan aktifitas fisik
sebagai pengaruh dosen pengampu AIK dalam menerapkan nilai-nilai yang akan
menjadikan perubahan pada mahasiswa secara gradual. Perubahan yang mengacu
kepada perubahan yang gradual tersebut merupakan efek pendidikan yang
masing-masing mahasiswa berpartisipasi dalam beberapa aktivitas atau

mengaktualisasikannya dengan tujuan tertentu.
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Bentuk  kegiatan yang menjadi wadah  mahasiswa untuk
mengaktualisasikan nilai dari materi wawasan kebangsaan beragam baik program
internal maupun eksternal. Pada situasi sosial tertentu mahasiswa berhubungan
langsung dengan aktivitas mereka, untuk apa mereka melakukan dan berbuat
secara tiba-tiba. Aktivitas mereka ini merupakan hasil dari internalisasi nilai yang
menyebabkan perbedaan pemilihan kegiatan. Perasaan sosial berupa nilai-nilai
kebangsaan merupakan capaian pembelajaran dalam perkuliahan AIK 111 dengan
kekuatan dari penyampaian materi dan strategi masing-masing. Situasi inilah
yang menggambarkan konsep Dewey “education as direction”.

Dalam konsep demokrasi pendidikan John Dewey juga menyebutkan
“education as reconstruction”. Pengalaman menggapai masa yang akan datang
merupakan pembuka bentuk eksternal dan rekapitulasi masa lalu. Tujuan dari
perkuliahan AIK Ill dalam materi wawasan kebangsaan diharapkan memiliki
perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik untuk menjamin kualitas
suatu pendidikan dan kuantitas nilai materi dalam pendidikan tersebut. Materi
perkuliahan memiliki nilai yang secara kuantitas berisikan nilai-nilai kebangsaan
yang terinternalisasi dalam materi wawasan kebangsaan.

Ketika nilai-nilai kebangsaan sudah terinternalisasi dalam diri seseorang,
maka sikap kebangsaannya semakin tinggi. Hal ini akan menjadi perbaikan atas
diri mahasiswa dan sebuah pembentukan diri, seiring dengan pandangan John
Dewey tentang konsepnya “education as growth”. Pembiasaan-pembiasaan
sikap dalam mengaktualisasikan nilai kebangsaan yang dilakukan akan terbawa

sampai dimasa yang akan datang. Persiapan untuk menjadi generasi penerus
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bangsa sebagai tanggungjawab mahasiswa dimasa mendatang, sesuai dengan
pernyataan John Dewey, bahwa > preparing or getting ready for some future
duty or privilege .

Pembelajaran materi wawasan kebangsaan dalam AIK 11l merupakan
upaya pembentukan diri mahasiswa sehingga mampu memberikan implikasi
kepada pihak yang terdidik. John Dewey dalam konsep demokrasi
pendidikannya “education is formation” menyatakan implikasi pendidikan ada
dua; pertama, tindakan diri dibentuk oleh penggunaan obyek yang menimbulkan
rencana dari reaksi-reaksi lain. Formasi diri ini adalah keseluruhan materi
penyajian yang menjadi materi wawasan kebangsaan dalam AIK Ill. Kedua,
penyajian diri yang mengandung penampakan bagian-bagian. Kontrol asimilasi
dari penyajian materi untuk menemukan karakter atau nilai mereka memiliki
peran yang sangat penting sehingga bisa diaktualisasikan dalam kehidupan.

Menurut Dewey suatu masyarakat harus mempunyai tipe pendidikan yang
memberikan interest pribadi dalam diri individu sebagai bentuk keterikatan,
relasi dan kontrol sosial, dan kebiasaan-kebiasaan sosial dan dirubah tanpa
memperkenalkan kekacauan. “ Education as nation and as social” termasuk
salah satu  konsep dalam demokrasi pendidikan Dewey. Perhatian yang
sistematis terhadap pendidikan dilakukan sebagai upaya untuk pemulihan dan
pemeliharaan integritas politik dan kekuasaan. Identifikasi dari konteks historis
wawasan kebangsaan Muhammadiyah dapat menjadi dorongan untuk
merekonstruksi kurikulum AIK Il sebagai tatanan pendidikan yang mempunyai

nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal
yang menjadi temuan selama melakukan penelitian. Dari data tentang dasar
filosofis dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam Muhammadiyah,
proses perumusan materi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam kurikulum

Al Islam dan Kemuhammadiyahan serta aktualisasi materi wawasan kebangsaan

dalam menginternalisasikan nilai kebangsaan Muhammadiyah, Terdapat tiga hal

yang menjadi temuan penulis sekaligus menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Dasar filosofis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah
terdapat pada tujuh falsafah ajaran yang merupakan landasan bagi para
pewaris Muhammadiyah yang telah mematrikan jiwa/run Muhammadiyah
dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Falsafah dan wejangan
tersebut mengandung tiga etos yang menjadi dasar filosofi gerakan wawasan
kebangsan Muhammadiyah , yakni Etos Welas Asih, Etos Al Ma’un dan Etos
Al ‘Ashr. Dasar filosofis diatas menjadi spirit Muhammadiyah dalam
gerakan amal usaha Muhammadiyah khususnya bidang pendidikan yang tidak
hanya diperuntukkan bagi warga Muhammadiyah, namun kemanfaatannya
dirasakan oleh seluruh bangsa sebagai wujud  komitmen wawasan
kebangsaan Muhammadiyah di negara Indonesia. Sedangkan Kontribusi

Muhammadiyah dalam wawasan kebangsaan demi keberlangsungan negara
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Indonesia bisa kita lihat dalam konteks historisnya. Konsistensi pendiri
Muhammadiyah dalam keikutsertaannya menjalankan perjuangan demi
memajukan bangsa Indonesia dapat di rasakan secara mutlak.
Muhammadiyah memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Kiai KH Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan ikut berjuang
mencerdaskan dan memajukan bangsa yang kemudian diangkat sebagai
pahlawan nasional. Momentum penting saat penetapan pancasila sebagai
dasar negara juga melibatkan tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo
didukung Kahar Muzakkir dan Kasman Singodimedjo menjadi penentu
konsensus nasional penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.
Kontribusi Muhammadiyah juga telah terbukti melalui peran Soedirman
dalam perang gerilya . Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan
dari kekuatan nasional yang sejak berdirinya terlibat aktif dalam perjuangan
politik kebangsaan serta membangun bangsa melalui gerakan dakwah
berorientasi pembaruan.

. Proses perumusan materi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam
kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan secara formal mendasarkan
pada Surat Keputusan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No
027/SKMPT/111.B/1996 tentang kurikulum pendidikan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan. Kurikulum ini disempurnakan dengan Pedoman
Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi
Muhammadiyah, yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PP

Muhammadiyah tahun 2013. Penggunaan istilah AIK baru dikenal setelah
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tahun  1996. Sebelum tahun 1996, hanya ada mata kuliah
Kemuhammadiyahan yang menjadi ciri dari  perguruan tinggi
Muhammadiyah. Pada tahun 1996 banyak perguruan tinggi yang sudah mulai
mengembangkan kurikulumnya sendiri, termasuk kurikulum keagamaannya.
Muatan kurikulum AIK 3 pada mulanya hanya berisi materi tentang sejarah
muhammadiyah saja. Pada tahun 1992-1995 dilakukan rekonstruksi materi
kuliah bersama dengan mata kuliah PKn melalui pendekatan civic education
dalam berbagai forum lokakarya dan workshop oleh beberapa perguruan
tinggi Muhammadiyah. Pada tahun 1996 sampai 2010, terjadi diskusi-diskusi
di  beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah tentang hubungan
muhammadiyah dan Negara serta Muhammadiyah dan politik yang akhirnya
dirumuskan kurikulum AIK Il yang bukan hanya berbicara tentang seluk
beluk organisasi Muhammadiyah saja, namun lebih kepada perannya dalam
pembangunan bangsa. Temuan peneliti bahwa dalam kurikulum AIK 1II,
belum terdapat materi rumusan tentang Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi
Wa Shahadah yang merupakan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-47 di
Makasar tahun 2015. Sehingga perlu peninjauan kembali kurikulum AIK [11
sehingga terjadi sinkronisasi antara materi AIK dengan perkembangan
Muhammadiyah.

. Aktualisasi materi wawasan kebangsaan dalam menginternalisasikan nilai
kebangsaan Muhammadiyah di Universitas Muhamamdiyah Sidoarjo dengan
mengikuti dua jenis program, yaitu program internal kampus dan program

amal usaha Muhammadiyah. untuk mengaktualisasikan dalam program
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internal kampus, yang meliputi: UKM Hizbul Wathan, Program KKN
Muhammadiyah Untuk Negeri, dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
Sedangkan aktualisasi materi Wawasan Kebangsaan Melalui Program Amal
Usaha Muhammadiyah meliputi: Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodagoh
Muhammadiyah (LAZIZMU), dan program Muhammadiyah Disaster
Management Center (MDMC). Aktualisasi materi wawasan kebangsaan
membuktikan bahwa mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai dalam
kegiatan sosial dan kesusilaan. Disini fungsi pendidikan untuk perbaikan
yang konstan sesuai dengan konsep demokrasi pendidikan Dewey
“education as a necessity of life” terlaksana. Konsep demokrasi pendidikan
“education as a social fungction” ditunjukkan dalam proses perkuliahan AIK
1l yang menjadikan perubahan pada mahasiswa secara gradual dalam
beberapa aktivitas atau mengaktualisasikannya dengan tujuan tertentu.
Kegiatan yang mereka pilih sebagai wadah untuk mengaktualisasikan nilai
beragam. Perasaan sosial berupa nilai-nilai kebangsaan merupakan capaian
pembelajaran dalam perkuliahan AIK Il dengan kekuatan dari penyampaian
materi dan strategi masing-masing yang menggambarkan konsep Dewey
“education as direction”. Dari kegiatan yang menjadi aktualisasi mahasiswa
membuktikan telah terjadi perbaikan atas diri mahasiswa dan sebuah
pembentukan diri. Hal ini seiring dengan pandangan Dewey dalam konsepnya
“education as growth”.  Pembiasaan-pembiasaan  sikap  dalam
mengaktualisasikan nilai kebangsaan yang dilakukan sebagai tanggungjawab

mahasiswa dimasa mendatang, sesuai dengan pernyataan John Dewey, bahwa
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” preparing or getting ready for some future duty or privilege’. Identifikasi
dari konteks historis wawasan kebangsaan Muhammadiyah dapat menjadi
dorongan untuk merekonstruksi Kkurikulum AIK 11l sebagai tatanan
pendidikan yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Hal
ini sesuai dengan konsep Dewey “ Education as nation and as social” yang
menyebutkan bahwa pendidikan dilakukan sebagai upaya untuk pemulihan

dan pemeliharaan integritas politik dan kekuasaan.

B. Implikasi Teoretik

Aktualisasi nilai kebangsaan merupakan tujuan akhir dari pemberian
materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyahan
I1l.  Aktualisasi adalah bagian dari wujud internalisasi nilai dalam proses
pembelajaran. Proses internalisasi dimulai dari perumusan kurikulum sampai
dengan implementasi pembelajaran. Untuk menelaah hal ini, peneliti
menggunakan tiga teori utama, yakni; 1) the society oriented curriculum, 2) teori
internalisasi nilai (value internalization theory) dan 3) teori demokrasi dalam
pendidikan (democracy of education theory).

Penelitian ini menegaskan dan memperkuat teori-teori tersebut. Dari uraian
proses perumusan kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyahan Il diatas dapat
dianalisa bahwa dalam mengembangkan kurikulumnya, Tim pengembang
kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyahan PP Muhammadiyah menggunakan
desain kurikulum the society oriented curriculum atau desain kurikulum

berorientasi pada masyarakat yang didasarkan pada asumsi bahwa tujuan dari
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pendidikan Muhammadiyah adalah mengintegrasikan agama dengan kehidupan
setta antara iman dan kemajuan holistik. Dengan filosofi pendidikan
Muhammadiyah yang mendasar dan luas itu maka matakuliah Al Islam dan
kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah tentu harus
mencerminkan perspektif yang melintasi hal tersebut.

Karena itulah dalam penyusunan materi Al Islam dan Kemuhammadiyahan
haruslah menggambarkan pandangan Islam yang berkemajuan dan mencerahkan
sebagaimana uyang menjadi karakter gerakan Muhammadiyah dan keteladanan
tokoh Muahammadiyah. Dari rahim pendidikan Muhammadiyah diharapkan
lahir generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus
mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman.

Melalui perspektif status quo (the status quo perspective) desain kurikulum
Al Islam dan Kemuhammadiyahan diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai
budaya masyarakat. Kurikulum Al Islam dan Kemuhamamdiyahan Il juga
dikembangkan dengan perspektif pembaharuan (the reformist perspective.)
Pendidikan dalam perspektif ini harus berperan untuk mengubah tatanan sosial
masyarakat dengan mengaktualisasikan nilai-nilai. Perspektif masa depan (the
futurist perspective) yang paling sering digunakan dalam desain pengembangan
kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah I1l. Perspektif ini menitikberatkan
kepada proses mengembangkan hubungan antara kurikulum dengan kehidupan
sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

Teori kedua menyatakan bahwa internalisasi nilai merupakan suatu proses

penanaman nilai-nilai secara mendalam sehingga membentuk kepribadian yang
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menjadi falsafah, keyakinan yang kuat serta landasan sebagai cara pandang
seseorang dalam bertindak.! Melalui proses pemahaman, individu menerima nilai
tersebut sebagai norma yang diyakininya untuk menjadi bagian pandangannya
dan tindakan moralnya.

Teori Internalisasi digunakan untuk menganalisis internalisasi nilai-nilai
kebangsaan dalam diri mahasiswa. Proses perkuliahan dalam perkuliahan Al
Islam dan Kemuhammadiyahan Il khususnya materi wawasan kebangsaan,
diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan secara optimal.
Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah berupaya untuk
meninjau materi kurikulum AIK 111 dengan memasukkan materi kebangsaan
yang kemudian disusunlah silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
untuk dijadikan rujukan dosen pengampu dalam menginternalisasikan nilai
kebangsaan ke mahasiswa. Dari proses internalisasi nilai diharapkan adanya
perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dengan mengaktualisasikannya ke
dalam kegiatan- kegiatan secara praksis.

Penguatan teori John Dewey terlihat pada proses dan hasil pembelajaran
dari matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan IIl. John Dewey
menyebutkan education as reconstruction. Pengalaman menggapai masa yang
akan datang merupakan pembuka bentuk eksternal dan rekapitulasi masa lalu.?
Tujuan dari perkuliahan AIK haruslah memiliki dan melakukan perubahan yang

signifikan ke arah yang lebih baik untuk menjamin kualitas suatu pendidikan dan

1 Soedijarto.Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan Dan Bermutu (Jakarta: Balai Pustaka,
1993), 145-146.

2 Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah dan Progressivisme John
Dewey, 86.
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kuantitas nilai materi dalam pendidikan tersebut. materi perkuliahan haruslah
memiliki nilai yang secara kuantitas berisikan nilai-nilai kebangsaan yang
terinternalisasi dalam materi wawasan kebangsaan. Ketika nilai-nilai kebangsaan
sudah terinternalisasi dalam diri seseorang, maka sikap kebangsaannya semakin
tinggi. Hal ini akan menjadi perbaikan atas diri mahasiswa dan sebuah
pembentukan diri, seiring dengan pandangan John Dewey tentang konsepnya,
education is formation and education as a necessity of life.> Pembiasaan-
pembiasaan sikap dalam mengaktualisasikan nilai kebangsaan menunjukkan
bahwa education as growth.* Pembiasaan yang telah dilakukan akan terbawa
sampai dimasa yang akan datang. Persiapan untuk menjadi generasi penerus
bangsa sebagai tanggungjawab mahasiswa dimasa mendatang, sesuai dengan
pernyataan John Dewey, bahwa ” preparing or getting ready for some future
duty or privilege’.>

Temuan baru dalam penelitian ini adalah konten materi wawasan
kebangsaan dalam kurikulum matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan 111
belum memuat pernyataan monumental tentang komitmen kebangsaan
Muhammadiyah, yaitu rumusan tentang Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi
Wa Shahadah yang merupakan hasil rumusan Muktamar Muhammadiyah ke-47
di Makasar tahun 2015. Hal ini menuntut Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan

Pusat Muhammadiyah untuk melakukan peninjauan ulang kurikulum AIK I11,

3 John Dewey, Democracy and Education (New York : Macmillan, Originally Published, 1916),
62-63.

4 Ibid.

®1bid., 80.
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sehingga pengetahuan mahasiswa tentang konsep kebangsaan Muhammadiyah

sejalan dengan perkembangan pemikiran Muhammadiyah.

C.Keterbatasan Penelitian

Dalam proses awal hingga hasil akhir penelitian ini, terdapat keterbatasan-
keterbatasan yang menjadi pembatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, lingkup penelitian. Lingkup untuk meneliti perumusan materi Al
Islam dan Kemuhammadiyahan, hanya terfokus pada kurikulum AIK Il
dikarenakan dalam silabus AIK 111 terdapat materi wawasan kebangsaan sebagai
peneguhan komitmen Muhammadiyah tentang hubungannya dengan negaara.

Kedua, Untuk meneliti aktualisasi materi wawasan kebangsaan dalam
menginternalisasikan nilai kebangsaan Muhammadiyah hanya berpusat pada
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Meskipun kurikulum AIK I11
disemua Perguruan Tinggi Muhammadiyah sama, namun lokasi penelitian ini

hanya pada satu lembaga.

D. Rekomendasi

Rekonstruksi kurikulum AIK 11 yang telah dilaksanakan oleh Majelis Dikti
PP Muhammadiyah menjadikan materi dalam AIK Il sarat akan muatan nilai-
nilai kebangsaan. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah juga menunjukkan
komitmennya terhadap negara dan bangsa dengan disahkan rumusan konsep
Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi Wa Shahadah pada Muktamar

Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015. Hal ini menuntut dilakukan
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kembali peninjauan kurikulum AIK I11 sehingga terjadi sinkronisasi antara materi
AIK dengan perkembangan Muhammadiyah.

Maka diharapkan kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah untuk
melakukan rekonstruksi kembali pada kurikulum AIK I1l, dengan memasukkan
materi tentang konsep Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi Wa Shahadah ke
dalam silabus AIK 111 sehingga menambah pengetahuan mahasiswa mengenai

perkembangan wawasan kebangsaan Muhammadiyah.
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